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LAMPIRAN
PERATU RAN       B U PATI       AC EH
SINGKIL
NOMOR           TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM         DAN         PRO SEDUR
PEN GELO LAAN            KEUAN GAN
RABUPATEN ACEH SINGKIL

BABI

PENGELOLA KEUANGAN DAERAII

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang
melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan,      penatausahaan,      pelaporan,      pertanggungjawaban,      dan
pengawasan  Keuangan  Daerah.  Pelaksanaan  tugas  dan wewenang Pengelola
Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi,  aliran data,  penggunaan dan
penyajian   dokumen   yang   dilakukan   secara   elektronik.   Dokumen   dalam
Peraturan Bupati ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh
yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap
tahapan pengelolaan keuangan daerah.
Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-
masing sebagai berikut:

A.     PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.     Bupati  pemegang  kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan
mewakili  Pemerintah  Daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan  daerah
yang dipisahkan.

2.     Selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati
mempunyai kewenangan :
a.     menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun

tentang   perubahan   APBK,   dan   rancangan   Qanun   tentang
pertanggungj awaban pelaksanaan APBK;

b.     mengajukan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun
tentang   perubahan   APBK,   dan   rancangan   Qanun   tentang
pertanggungiawaban  pelaksanaan  APBK  kepada  DPRK  untuk
dibahas bersana;

c.     menetapkan  Qanun  tentang APBK,  rancangan  Qanun  tentang
perubahan      APBK,      dan      rancangan      Qanun      tentang

-1-

•f



pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBK yang  telah  mendapat
persetujuan bersama DPRK;

d.     menetapkari kebijakan terkait pengelolaan Keuangan Daerah;
e.     mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  sangat  dibutuhkan  oleh
Daerah dan/ atau masyarakat;

f.      menetapkan kebijakan pengelolaan APBK;

9.      menetapkan KPA;
h.     menetapkan      Bendahara      Penerimaan      dan      Bendahara

Pengeluaran;
i.      menetapkan  pejabat  yang  bertugas  melakukan  pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah;
j.      menetapkan   pejabat  yang   bertugas   melakukan   pengelolaan

Utang dan Piutang Daerah;
k.     menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran;
1.      menetapkan    pejabat    lainnya    dalam    rangka    Pengelolaan

Keuangan Daerah       sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
perundang- undangan; dan

in.    melaksanakan   kewenangan   lain   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan

3.     Selain kewenangan  di atas,  terdapat kewenangan lain yaitu paling
sedikit  menetapkan  bendahara  penerimaan  pembantu,  bendahara
pengeluaran  pembantu,  bendahara  bantuan  operasional  sekolah,
bendahara   BLUD,   bendahara   unit   organisasi   bersifat   khusus
dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan.

4.     Dalaln  melaksanakan  kekuasaan,  Bupati  melimpahkan  Sebagian
atau     seluruh     kekuasaannya     yang     berupa     perencanaan,
penganggaran,     pelaksanaan,     penatausahaan,     pelaporan     dan
pertanggungjawaban,  serta  pengawasan  Keuangan  Daerah  kepada
Pejabat     Perangkat     Daerah     dengan     memperhatikan     sistem
pengendalian  internal  yang  didasarkan  pada  prinsip  pemisahan
kewenangan  antara yang  memerintahkan,  menguji,  dan  menerima
atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

5.     Pejabat perangkat Daerah terdiri atas:
a.     sekretaris  daerah   selaku  koordinator  pengelolaan  keuangan

daerah;

i
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b.     kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c.      kepala SKPK selaku pA.

a.     KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.     Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
mempunyai tugas :
a.     koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
b.     koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBK,  rancangan

perubahan     APBK,     dan     rancangan     pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK;

c.     koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBK;
d.     memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK;
e.     koordinasi  pelaksanaan  tugas  lainnya  di  bidang  pengelolaan

keuangan    daerah    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang- undangan; dan

f.       memimpinTAPK.
2.     Koordinasi   dalam   pengelolaan   keuangan   daerah   paling   sedikit

meliputi:
a.     koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah;
b.     koordinasi dalaln penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah

daerah;
c.     koordinasi  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah

daerah.
3.     Koordinator   pengelolaan   keuangan   daerah   dalaln   pelaksanaan

tugasnya bertanggung j awab kepada Bupati.
4.     Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait

dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalaln
menyusun kebij akan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

C.     PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1.     Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPK yang melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.  Kepala SKPKD selahal
PPKD mempunyai tugas:
a.     menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah;
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b.     menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun
tentang   perubahan   APBK,   dan   rancangan   Qanun   tentang
pertanggungj awaban pelaksanaan APBK;

c.     melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalan Qanun;

d.     melaksanakan fungsi BUD; dan
e.     melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
2.     PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.     menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b.     mengesahkan DPA-SKPK;
c.     melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d.     memberikan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  sistem  penerimaan

dan pengeluaran kas daerah;
e.     melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f.      menetapkan anggaran kas dan SPD;
9.     menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

mama pemerintah daerah;
h.     melaksanakan   sistem   akuntansi   dan   pelaporan   keuangan

daerah;
i.      menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j.      melakukari pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan

dan  pengeluaran  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3.     Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
a.     mengelola investasi;
b.     menetapkan anggaran kas;
c.     melakukan pembayaran melalui penerbitan sp2D;
d.     membuka rekening Kas umum daerah;
e.     membuka rekening penerimaan;
f.      membuka rekening pengeluaran; dan
9.     menyusun        laporan        keuangan        yang        merupakan

pertanggungj awaban pelaksanaan APBK.
4.     Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan  SKPKD,   SKPK   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan    dapat   melaksanakan    pemungutan    pajak
daerah.

`.'
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5.     Pengelolaan  investasi  memperhatikan  perolehan  manfaat  ekonomi,
social   dan/atau  manfaat  lainnya   sebagai   akibat  langsung  dari
investasi tersebut.

6.     Dalam    hal    kewenangan    mengelola   investasi    dipisahkan    dari
kewenangan SKPKD,  SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

D.     KUASABUD

1.     PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada
Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

2.     Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3.     Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

tugas BUD
4.     Kuasa BUD mempunyai tugas:

a.     menyiapkan anggaran kas;
b.     menyiapkan SPD;
c.     menerbitkan sp2D;
d.     memantau   pelaksanaan   penerimaan  dan  pengeluaran APBK

oleh  bank  dan/atau  lembaga  keuangan  lainnya  yang  telah
ditunjuk;

e.     mengusahakan  dan  mengatur  dana  yang  diperlukan  dalaln
pelaksanaan APBK;

f.      menyimpan uang daerah;
9.     melaksanakan   penempatan   uang   daerah   dan   mengelola/

menatausahakan investasi;
h.     melakukan  pembayaran  berdasarkan  perintah  PA/KPA  atas

Beban APBK;
i.      melaksanakan    pemberian    pinjalnan    daerah    atas    mama

pemerintah daerah;
j.      melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
k.     melakukan penagihan piutang daerah.

5.     Dalaln pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
a.     menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan

menguji   anggaran   kas   yang   disusun   Kepala   SKPK   untuk
ditetapkan oleh BUD;

b.     melakukan penyisihan  piutang tidak tertagih  dalarn mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi; dan

-5-
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C. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

6.     Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD
7.    Bupati atas usul BUD  dapat menetapkan lebih dari  1  (satu)  Kuasa

BUD  di  lingkungan  SKPKD  dengan  pertimbangan  besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja,1okasi, dan/atau rentang kendali.

8.    Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,
1okasi, dan/atau rentang kendali sebagaimana angka 6, kriterianya
ditetapkan Bupati.

E.     PENGGUNA ANGGARAN

1.     Kepala SKPK selaku pA mempunyai tugas:
a.      menyusun RKA-SKPK;
b.     menyusun DPA-SKPK;
c.     melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas

beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan;
d.     melaksanakan anggarari SKPK yang dipimpinnya;
e.     melakukan    pengujian    atas    tagihan    dan    memerintahkan

pembayaran;
f.      melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
9.     mengadakan  ikatan/perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.     menandatangani SPM;
i.      mengelola  utang  dan  piutang  daerah  yang  menjadi  tanggung

jawab SKPK yang dipimpinnya;
j.      menyusun  dan  menyampaikan  laporan  keuangan  SKPK yang

dipimpinnya;
k.     mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
1.       menetapkan PFTK dan PPK-SKPK;
in.    memeriksa  kas  bendahara  penerimaan  dan/atau  bendahara

pengeluaran secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan
menandatangani berita acara pemeriksaan kas;

n.     menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  SKPK  yang  dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

o.     melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2.     Selain  tugas  kepala  SKPK  selaku  PA  mempunyai  tugas  lainnya,
meliputi:
a.     menyusun anggaran kas SKPK;

I,
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b.     melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c.     menyusun dokumen Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d.     menyusun dokumen pemberian Bantuan sosial;
e.     menyusun  dokumen  permintaan  pengesahan  pendapatan  dan

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan  peraturan   perundang-undangan   tidak   dilakukan
melalui   Rekening    Kas    Umum    Daerah,    BUD    melakukan

pencatatan   dan   pengesahan   Penerimaan   dan   Pengeluaran
Daerah tersebut; dan

f.      menyusun  dan  menyampaikan  laporan  keuangan  SKPK  yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3.     Kepala SKPK selaku pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang,
meliputi:
a.     menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan

dan  belanja  atas  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.     Menandatangani  dokumen  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah

(NPHD);
c.     Menandatangani dokumen pemberian Bantuan sosial;
d.     menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  SKPK  yang  dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
e.     menetapkan   Pembantu   Bendahara   Penerimaan,    Pembantu

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.     Dalaln hal dibentuk SKPK tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan   pemungutan    pajak    daerah    PA    melaksanakan
pemungutan  pajak   daerah   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

5.     Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPK yang  dipimpinnya  merupakan  akibat yang  ditimbulkan  dari
pelaksanaan DPA-SKPK.

6.     Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai
akibat:
a.     pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
b.    hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia

barang/jasa  menyelesaikan   pekerjaan   sehingga   melampaui
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

<,
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C. akibat  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan
hukum tetap; dan

d.    kewajiban   lainnya   yang   menjadi   beban   SKPK   yang   harus
dianggarkan pada APBK setiap tahun sampai dengan selesainya
kewajiban   tersebut    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

7.     Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a.     perjanjian atau perikatan;
b.     berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.     akibat  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan

hukum tetap; dan
d.    piutang lainnya yang menjadi hak SKPK sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
8.     Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA

bertindak   sebagai   pejabat   pembuat   komitmen    sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.     PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10.  PA  bertanggung jawab  atas  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya
kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

11.   Berdasarkan  pertimbangan  beban  kerja,  Sekretaris  daerah  dapat
melimpahkan  pada  kepala  bagian  selahai  KPA  untuk  melakukan
pengelolaan keuangan.

F.      KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.     PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit

SKPK selaku Ku;sa Pengguna Anggaran (KPA).
2.     Dalam  hal  tidak  terdapat  Pegawai  ASN  yang  menduduki jabatan

struktural, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
pejabat  fungsional  selaku  KPA  dengan  kriteria jabatan  fungsional
paling rendah ahli madya.

3.     Pelimpahan    kewenangan    berdasarkan    pertimbangan    besaran
anggaran kegiatan/ sub kegiatan,1okasi, dan/ atau rentang kendali.

4.     Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang dapat
dilimpahkan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

.
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5.     Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap
SKPK     yang  memiliki  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah,   dan/atau
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.     Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul
kepala SKPK.

7.     Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
a.     melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas

beban anggaran belanja;
b.     melaksanakan anggaran unit SKPK yang dipimpinnya;
c.     melakukan    pengl|jian    atas    tagihan    dan    memerintahkan

pembayaran;
d.     mengadakan  ikatan/perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  lain

dalaln batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.     melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f.      mengawasi   pelaksanaan   anggaran   yang   menjadi   tanggung

jawabnya; dan
9.     melaksanakan  tugas  KPA  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.
8.     Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada pA.
9.     Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan    SKPKD,    PA    dapat   melimpahkan    kewenangannya
memungut pajak daerah kepada KPA.

10.   Dalam hal PA melimpahkan  sebagian kewenangannya kepada Unit
SKPK selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

11.   Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
KPA bertindak sebagai  pejabat  pembuat  komitmen  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.   KPA  yang  merangkap  sebagai  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang
tugas  pejabat  pembuat  komitmen  atau  agen  pengadaan   sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.   Dalaln hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai
tu8as:
a.     menyusun RKA-Unit organisasi Bersifat Khusus;
b.     menyusun DPA-Unit organisasi Bersifat Khusus;
c.     melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  pengeluaran  atas

beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan;
d.     melaksanakan  anggaran  pada unit organisasi  bersifat khusus

yang dipimpinnya;

I,
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e.     melakukan    pengujian    atas    tagihan    dan    memerintahkan
pembayaran;

f.      melaksanakan pemungutan retribusi daerah:

9.    mengadakan  ikatan/perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h.     menandatangani SPM;
i.     mengelola  utang  dan  piutang  daerah  yang  menjadi  tanggung

jawab SKPK yang dipimpinnya;
j.     menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;
k.    mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya;
1.       menetapkan PFTK dan PPK-Unit SKPK;
in.    menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  unit  organisasi  bersifat

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n.    melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

14.   Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih
pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala
Unit SKPK selaku KPA.

G.     PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1.     PA/KPA  dalam  melaksanakan  kegiatan/sub  kegiatan  menetapkan

pejabat pada SKPK/Unit SKPK selaku PFTK.
2.     PPI`K bertugas membantu tugas dan wewenang pA/KPA.
3.     Tugas PFTK dalam membantu tugas dan wewenang pA/ KPA meliputi:

a.     mengendalikan   dan  melaporkan  perkembangan   pelaksanaan
teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPK/ Unit SKPK;

b.     menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan; dan

c.     menyiapkan      dokumen      pengadaan      barang/jasa      pada
Kegiatan/Sub   kegiatan   SKPK/Unit   SKPK   sesuai   ketentuan
peraturan   perundang-undangan   yang   mengatur    mengenai
pengadaan barang/jasa.

4.     'Illgas    mengendalikan    dan    melaporkan    pelaksanaan    teknis
Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi:
a.     menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

`,
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b.     memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;
dan

c.     melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/ KPA.

5.     Tugas  menyiapkan  dokumen  dalaln  rangka  pelaksanaan  anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi:
a.     menyiapkan     laporan     kinerja    pelaksanaan     Kegiatan/Sub

kegiatan;
b.     menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan; dan

c.     menyimpan    dan    menjaga    keutuhan     seluruh    dokumen
pelaksanaan kegiatan.

6.     Dalam membantu tugas, PFTK pada SKPK bertanggungjawab kepada
PA.

7.    Dalam membantu tugas,  PPTK pada Unit SKPK bertanggung jawab
kepada KPA.

8.    Dalam hal PPI`K berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,    PA/KPA    mengalnbil    alih    mandat    yang
dilaksanakan oleh PFTK.

9.     PA/KPA dapat menetapkan  lebih  dari  1  (satu)  PFTK di lingkungan
SKPK/ Unit SKPK.

10.   Penetapan  PFTK  berdasarkan  pertimbangan  kompetensi  jabatan,
besaran anggaran Kegiatan/ sub kegiatan, beban kerja, 1okasi, rentang
kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

11.   Pertimbangan penetapan  PPI`K didasarkan  atas  pelaksanaan  tugas
dan fungsi.

12.   PPI`K merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesual dengan tugas dan fungsinya.

13.   Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat
satu  tingkat  dibawah  kepala  SKPK  selahai  PA  dan/atau  memiliki
kemampuan manaj erial dan berintegritas.

14.   Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PFTK merupakan Pegawai
ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA
dan/ atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

15.   Dalam  hal  tidak  terdapat  Pegawai  ASN  yang  menduduki jabatan
struktural,  PA/KPA  dapat  menetapkan  pe].abat  fungsional  selaku
PPTK   dengan   kriteria   jabatan   fungsional   paling   rendah   ahli
muda/penyelia.

`
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16.   Dalam        rangka        tertib        administrasi        dan        kelancaran
pelaksanaankegiatan pada PPTK dapat dibantu oleh seorang petugas
sebagai penyiap dokumen.

H.     PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPK

1.     Kepala SKPK selaku pA menetapkan PPK SKPK untuk melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

2.     Pada SKPKD, PPK SKPK melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

3.     Pada  pola  pengelolaan  keuangan  BLUD,  PPK  SKPK  melaksanakan
fungsi   tata  usaha  keuangan   sesuai   ruang   lingkup   tugas   dan
wewenang BLUD.

4.     PPK SKPK merupakan ASN yang mendudukijabatan struktural untuk
menjalankan fungsi penatausahaan keuangan SKPK.

5.     Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan  struktural
yang menjalankan fungsi Penatausahaan Keuangan SKPK, PA dapat
menetapkan   Pejabat   Fungsional   sebagai   pelaksana   tugas   yang
melaksanakan fungsi sebagai PPK SKPK.

6.     PPK  SKPK  tidak  merangkap   sebagai  pejabat  dan  pegawai  yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
Bendahara     Penerimaan/     Bendahara     Penerimaan     Pembantu,
Bendahara    Pengeluaran/    Bendahara    Pengeluaran    Pembantu/
Bendahara Khusus, dan/atau PPI`K.

7.     PPK SKPK mempunyai tugas dan wewenang:
a.     melakukan  verifikasi  SPP-UP,  SPP-GU,  SPP-TU,  dan  SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b.     menyiapkan SPM;
c.     melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d.     melaksanakan  fungsi  akuntansi  pada  SKPK;  dan  menyusun

laporan keuangan SKPK.
8.     Verifikasi oleh PPK  SKPK dilakukan  dengan  tujuan untuk meneliti

kelengkapan dan keabsahan.
9.     Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka5,  PPKSKPK

melaksanakan tugas dan wewenarig lainnya yaitu:
a.     melakukan  verifikasi  SPP-UP,   SPP-GU,   SPP-TU,   dan  SPP-LS

beserta  bukti  kelengkapannya yang  diajukan  oleh  Bendahara
lainnya;

.
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b.     melakukan   verifikasi   surat   permintaan   pembayaran   atas
pengembalian  kelebihan  pendapatan  daerah  dari  bendahara
penerimaan; dan

c.     menerbitkan   surat   pernyataan   verifikasi   kelengkapan   dan
keabsahan SPP-UP,  SPP-GU,  SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

10.   Kepala SKPK dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
PPK-SKPK untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan
SKPK.

I.       PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPK

1.     Dalam  hal  PA  melimpahkan  sebagian  tugasnya  kepada  KPA,  PA
menetapkan PPK Unit SKPK untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPK.

2.     Penetapan PPK unit SKPK didasarkan atas pertimbangan:
a.     besaran   anggaran   yang   berlahai   untuk   bagian       lingkup

sekretariat
b.     daerah; rentang kendali dan/atau lokasi; dan
c.     dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan

layanan  secara  profesional  melalui  pemberian  otonomi  dalaln

pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  daerah  serta  bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.     PPK unit SKPK mempunyai tugas dan wewenang:
a.     melakukan    verifikasi    SPP-TU    dan    SPP-LS    beserta    bukti

kelengkapannya  yang  diajukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran
pembantu;

b.     menyiapkan SPM-Tu dan SPM-LS, berdasarkan spp-Tu dan spp-
LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c.     melakukan  verifikasi  laporan  pertanggungjawaban  Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

4.     Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan spp-
TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

5.     Verifikasi  dilakukan  untuk  meneliti  kelengkapan  dan  keabsahan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6.     Selain   melaksanakan   tugas   pada   angka   3,    PPK   Unit   SKPK
melaksanakan tugas lainnya meliputi:

L
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a. melakukan   verifikasi   surat   permintaan   pembayaran   atas
pengembalian  kelebihan  pendapatan  daerah  dari  bendahara
penerimaan pembantu/ bendahara lainnya; dan

b.     menerbitkan   surat   pernyataan   verifikasi   kelengkapan   dan
keabsahan  SPP-TU  dan  SPP-LS  beserta bukti  kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

7.      PPK unit SKPK pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas
meliputi:
a.     melakukan  verifikasi  SPP-UP,   SPP-GU,   SPP-TU,   dan  SPP-LS

beserta  bukti  kelengkapannya yang  diajukan  oleh  Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
lainnya;

b.     menerbitkan   surat   pernyataan   verifikasi   kelengkapan   dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c.      menyiapkan SPM;
d.     melakukan  verifikasi  laporan  pertanggungjawaban  Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
e.     melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPK
f.      khusus; dan menyusun laporan keuangan unit SKPK khusus.

8.     PPK Unit SKPK merupakan  Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPK.

9.     Kepala   Unit   SKPK   dapat   menetapkan   pegawai   yang   bertugas
membantu PPK Unit SKPK.

J.      BENDAHARA
1.     Bendahara penerimaan

a.     Bupati       menetapkan       Bendahara       Penerimaan       untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalaln rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPK dan SKPKD  atas usul PPKD
selaku BUD.

b.     Bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,

C.

menyimpan,   menyetorkan   ke   rekening   kas   umum   daerah,
menatausahakan  dan  mempertanggungjawabkan  pendapatan
daerah yang diterimanya.
Selain  tugas  dan  wewenang  tersebut,  Bendahara  Penerimaan
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
1)     meminta  bukti  transaksi  atas  pendapatan  yang  diterima
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1angsung melalui RKUD;
2)     melakukan  verifikasi  dan  rekonsiliasi  dengan  Bank yang

ditetapkan oleh Bupati;
3)     meneliti  kesesuaian  antara  jumlah  uang  yang  diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan;
4)     menatausahakan          dan          mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah yang diterimanya; dan
5)     menyiapkan   dokumen   pembayaran   atas   pengembalian

kelebihan pendapatan daerah.
d.     Dalam  hal  PA  melimpahkan  sebagian  kewenangannya  kepada

KPA,    Bupati    dapat    menetapkan    Bendahara    Penerimaan
Pembantu pada Unit SKPK yang bersangkutan.

e.     Bendahara  Penerimaan  Pembantu  pada  unit  SKPK  diusulkan
oleh kepala SKPK kepada Bupati melalui PPKD.

f.      Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

9.     Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling
sedikit meliputi :
1)     menerima,  menyimpan  dan  menyetorkan  sejumlah  uang

dalam  rangka  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  daerah
pada SKPK, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2)     meminta  bukti  transaksi  atas  pendapatan  yang  diterima
langsung melalui RKUD;

3)     melakukan  verifikasi  dan  rekonsiliasi  dengan  Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

4)     meneliti  kesesuaian  antara  jumlah  uang  yang  diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

5)     menatausahakan          dan          mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

6)     menyiapkan   dokumen   pembayaran   atas   pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

h.     Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

i.      Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan     membuat     laporan     pertanggungjawaban     secara
administratif  atas  penerimaan  pada  SKPK  dan  disampaikan
kepada PA.

j.      Bendahara  Penerimaan  Pembantu  bertanggung  jawab  secara
administratif  dengan  membuat  laporan   pertanggungjawaban

A
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secara  administratif  atas  penerimaan  pada  unit  SKPK  dan
disampaikan kepada KPA.

k.     Bendahara  Penerimaan  bertanggung jawab  secara  fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas  penerimaan  pada  SKPK  dan  disampaikan  kepada  PPKD
selaku BUD.

1.      Bendahara  Penerimaan  Pembantu  bertanggung  jawab  secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPK dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan. Kepala SKPK atas usul

in.    Bendahara   Penerimaan    dapat   menetapkan    pegawai   yang
b ertugas      memb antu      B endahara      Penerimaan      untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

n.     Pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara   Penerimaan
melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sesuai  dengan  lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPK.

o.     Pegawai yang bertugas membantu Bendahara penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

p.     Pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara   Penerimaan
disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

11.   Bendahara pengeluaran
a.     PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada

Bupati.
b.     Bupati      menetapkan      Bendahara      Pengeluaran      untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan pada SKPK
dan SKPKD.

c.     Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
1)     mengajukan  permintaan  pembayaran  menggunakan  SPP

UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2)     menerima dan menyimpan up, GU, dan TU;
3)     melaksanakan  pembayaran  dari  UP,  GU,  dan  TU  yang

dikelolanya;
4)     menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
5)     meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6)     membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada   PA    dan    laporan    pertanggungjawaban    secara

`'
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fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7)     memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
d.     Selain     tugas     dan     wewenang,     Bendahara     Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1)     melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan

Bupati;
2)     memeriksa kas secara periodik;
3)     menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau

do]fllmen fisik dari bank;
4)     menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
5)     menyiapkan     dokumen     surat     tanda     setoran     atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan
internal dan eksternal; dan

6)     pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPK
yang melaksanakan fungsi BUD.

e.     Dalam hal pA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati
atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f.      Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:
1)     besaran anggaran; dan
2)     rentang kendali dan/atau lokasi.

9.     Bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang
meliputi:
1)     mengajukan permintaan pembayaran menggunakan spp TU

dan SPP LS;
2)      menerima dan menyimpan pelimpahan up dari Bendahara

Pengeluaran;
3)     menerima dan menyimpan Tu dari BUD;
4)     melaksanakan  pembayaran  atas  pelimpahan  UP  dan  TU

yang dikelolanya;
5)     menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ;
6)     meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7)     memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
8)     membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada   KPA   dan   laporan   pertanggungjawaban   secara

I
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fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
h.     Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1)     melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan

oleh Bupati;
2)     memeriksa kas secara periodik;
3)     menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau

dokumen fisik dari bank;
4)     menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

5)     menyiapkan     dokumen     surat     tanda     setoran     atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan
internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i.      Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat ]chusus
sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan,
Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j.      j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k.     Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     secara     administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

1.      Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu
dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

in.    Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara administratif
dengan     membuat     laporan     pertanggungjawaban     secara
administratif  atas  pengeluaran  pada  SKPK  dan  disalnpaikan
kepada PA.

n.     Bendahara  Pengeluaran  pembantu  bertanggung jawab  secara
administratif  dengan   membuat  laporan   pertanggungjawaban
secara  administratif  atas  pengeluaran  pada  unit  SKPK  dan
disampaikan kepada KPA.

o.     Bendahara  Pengeluaran  bertanggung jawab  secara  fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas  pengeluaran  pada  SKPK  dan  disampaikan  kepada  PPKD
selaku BUD.

p.     Bendahara  Pengeluaran  pembantu  bertanggung jawab  secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPK dan disampalkan
kepada Bendahara Pengeluaran.
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q.     Kepala    SKPK    atas    usul    Bendahara    Pengeluaran    dapat
menetapkan   pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara
Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja

'

dan/ atau pehgeluaran pembiayaan.
r.      Pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara   Pengeluaran

melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sesuai  dengan  lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPK.

s.     Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran  bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

12.   Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
a.     melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan

penjualan jasa;
b.     bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan  dan/atau

penjualan jasa; menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan  lainnya  atas  mama  pribadi  baik  secara  langsung
maupun tidak langsung; dan

c.     1arangan    berlaku   juga    terhadap    Bendahara    Penerimaan
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dan  Bendahara
Khusus.

13.   Larangan   bagi   Bendahara   Penerimaan,   Bendahara   Penerimaan
Pembantu,   Bendahara  Pengeluaran   dan  Bendahara  Pengeluaran
P;mbantu  dilakukan  terhadap  kegiatan,  sub  kegiatan,  tindakan,
dan/atau   aktivitas   lainnya   yang   berkaitan   langsung   dengan
pelaksanaan APBK.

14.   Persyaratan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran :
a.     Tidak boleh dirangkap oleh pA/KPA/PFTK/PPK SKPK/PPK unit

SKPK;

b.     Sehatjasmani dan rohani, mampu danjujur, tidak dalam proses
penindakan  suatu  pelanggaran/kejahatan  dan  tidak  terlibat
dalam kasus yang merugikan negara;

c.      berstatus PNS/CPNs dilingkungan SKPK;
d.     mempunyai   pangkat   serendah   rendahnya   pengatur   muda

golongan ruang II/a atau memiliki pengalaman kerja di bidang
keuangan Daerah pada Instansi Pemerintah; dan

e.     tidak berstatus dalam masa persiapan pensiun.

K.     TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

1.     Dalam  proses  penyusunan  APBK,  Bupati  dibantu  oleh  TAPK yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
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2.     TAPK beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan
pejabat pada SKPK lain sesuai dengan kebutuhan.

3.     TAPK mempunyai tugas:

4.

a.     membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b.     menyusun  dan  membahas   rancangan   KUA  dan  rancangan

perubahan KUA;
c.     meny-usun  dan  membahas  rancangan  PPAS  dan  rancangan

perubahan PPAS ;
d.     melakukan verifikasi RKA-SKPK;
e.     membahas rancangan APBK, rancangan perubahan APBK,  dan

rancangan pertanggungj awaban APBK;
f.      membahas    hasil    evaluasi   APBK,    perubahan    APBK,    dan

pertanggungj awaban APBK;
9.     melakukan   verifikasi   rancangan   DPA-SKPK   dan   rancangan

perubahan DPA- SKPK;
h.     menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan

RRA; dan
i.      melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang- undangan.
Dalam melaksanakan tugas TAPK dapat melibatkan instansi sesuai
dengan kebutuhan.

`
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BAB 11

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

A.     TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPK)

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.  Ruang lingkup
Keuangan daerah meliputi:
1.     Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinj aman;
2.     Kewajiban  Daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan

daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3.     Penerimaan Daerah;
4.     Pengeluaran Daerah;
5.     Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang,  surat berharga,  piutang,  barang,  serta hak lain yang dapat
dinilai  dengan uang,  termasuk kekayaan  daerah yang  dipisahkan;
dan/atau

6.     kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah  daerah  dalam
rangka   penyelenggaraan   tugas   pemerintahan   daerah   dan/atau
kepentingan umum.

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Qanun.
Berdasarkan ketentuan dalaln Pasal 23 dan Pasal 24 Qanun Aceh Singkil
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan
terkait APBK adalah sebagai berikut:
1.     APBK  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  Urusan

Pemerintahan   daerah   yang   menjadi   kewenangan   Daerah   dan
kemampuan Pendapatan Daerah.

2.     APBK  disusun  dengan  mempedomani  KUA  PPAS  yang  didasarkan

pada RKPK.
3.     APBK   mempunyai   fungsi   otorisasi,    perencanaan,    pengawasan,

alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4.     APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK

setiap  tahun  ditetapkan  dengan  Qanun  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5.     Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk
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uang dianggarkan dalam APBK.
6.     Penerimaan Daerah terdiri atas:

a.     pendapatan daerah; dan
b.     penerimaan pembiayaan daerah.

7.     Pengeluaran Daerah terdiri atas:
a.     belanjadaerah; dan
b.     pengeluaran pembiayaan daerah.

8.     Penerimaan   Daerah  yang  dianggarkan   dalam  APBK  merupakan
rencana Penerimaan Daerah yang teruhair secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap  sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan
padaketentuan peraturan perundang-undangan.

9.     Pengeluaran  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  APBK  merupakan
rencana  Pengeluaran  Daerah  sesuai  dengan  kepastian  tersedianya
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10.   Setiap   Pengeluaran   Daerah   harus   memiliki   dasar  hukum  yang
melandasinya.

11.   Seluruh  Penerimaan  Daerah  dan  Pengeluaran  Daerah  dianggarkan
secara bruto dalaln APBK.

Terkait  hal  tersebut  di  atas,  Peraturan  Bupati  ini  mengatur  beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1.     Selain didasarkan pada RKPK, APBK juga didasarkan pada pedoman

penyusunan APBK yang diatur oleh Menteri.
2.     APBK mempunyai fungsi:

a.     Fungsi  otorisasi  yang  memiliki  arti  anggaran  daerah  menj.adi
dasar untuk melaksanakan APBK pada tahun berkenaan.

b.     Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen  dalam merencanakan  kegiatan/sub
kegiatan pada tahun berkenaan.

c.     Fungsi  pengawasan  yang  mengandung  arti  bahwa  anggaran
daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

d.     Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah
haru s        diarahkan        untuk        menciptakan        lap angan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e.     Fungsi  distribusi  yang  mengandung  arti  kebijakan  anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

•,
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f.      Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah
daerah  menjadi  alat  untuk  memelihara  dan  mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

3.     APBK dalam satu tahun anggaran meliputi:
a.     hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai

kekayaan bersih;
b.     kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang

nilai kekayaan bersih; dan
c.     penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang   akan   diterima   kembali,   pada   tahun   anggaran   yang
bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

a.     STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal pasal 27 dari pasal 28 Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBK
merupakan   satu   kesatuan   yang   disusun   dalam   struktur   tertentu.
Beberapa ketentuan terkait struktur APBK adalah sebagai berikut:
1.     APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a.     Pendapatan Daerah;
b.     Belanja Daerah; dan
c.     Pembiayaan daerah.

2.     APBK  diklasifikasikan  menurut  Urusan  Pemerintahan  daerah  dan
organisasi  yang  ditetapkan   sesuai  dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

3.     Klasifikasi   APBK   menurut   Urusan   Pemerintahan   daerah   dan
organisasi   disesuaikan   dengan   kebutuhan   daerah   berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.     Pendapatan   Daerah   meliputi   semua   penerimaan   uang   melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Daerah  dan  penerimaan  lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan  diakui  sebagai  penambah  efuitas
yangmerupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5.     Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas umum
Daerah   yang   tidak   perlu   diterima   kembali   oleh   Daerah   dan
pengeluaran   lainnya   yang   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan    diakui    sebagal   pengurang   ekuitas   yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

6.     Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya
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Terkait  hal  tersebut  di  atas,  Peraturan  Bupati  ini  mengatur  beberapa
ketentuan sebagai berikut: .
1.     Klasifikasi  APBK  dalam  rancangan  Qanun  tentang  APBK  dirinci

2.

3.

4.

menurut urusan pemerintahan  daerah,  bidang urusan,  organisasi,
program,   kegiatan,   sub   kegiatan,   akun,   kelompok,   dan   jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Klasifikasi   APBK   dalam   rancangan   Peraturan   Bupati   tentang
penjabaran  APBK  dirinci  menurut  urusan  pemerintahan  daerah,
bidang urusan,  organisasi,  program,  kegiatan,  sub kegiatan,  akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
Dalam   hal    penganggaran    pendapatan    daerah   yang   memiliki
karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ,
Dana     Desa,      Dana     Kapitasi,      bantuan      pemerintah      dari
Kementerian/Lembaga  dan  pendapatan  lainnya,  yang  penerimaan
pendapatannya  tidak  melalui  RKUD,  penerimaan  pendapatannya
dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau
mekanisme    lainnya    sesuai    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan.
Pengelolaan  pendapatan  daerah  yang  tidak  melalui  RKUD  dapat
berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.     Klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub  rincian  objek,  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dikelola
berdasarkan  kewenangan  pengelolaan  keuangan  pada  SKPK  dan
SKPKD.

6. Klasifikasi  APBK  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan    mengenai    Klasifikasi,    Kodefikasi,    dan    Nomenklatur
Perencanaan     Pembangunan     dan     Keuangan     Daerah     serta
pemutakhirannya.

C.     PENDAPATAN DAERAH                                                                       .

1.     Ketentuan umum.
Pendapatan  Daerah  adalah  semua hak Daerah yang diakui

sebagai   penambah   nilai   kekayaan   bersih   dalam   periode   tahun
anggaran  berkenaan.  Pendapatan  daerah  dirinci  menurut  urusan
pemerintahan daerah,  organisasi,  akun, kelompok, jenis,  objek dan
rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.
Pendapatan Daerah terdiri atas:
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a.     Pendapatan Asli Daerah;
b.     Pendapatan Transfer; dan
c.     Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2.     Ketentuan Terkait pendapatan Asli Daerah
Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

a.     Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
1)       pajakdaerah;
2)     retribusi daerah;
3)     hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4)     lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b.     Klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek,   sub   rincian   objek   pendapatan   asli   daerah   dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPK dan
SKPKD, meliputi:
Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah SKPKD atau SKPK yang memiliki tugas

dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah SKPK

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daera
1. SKPKDyang Dipisahkan

Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daer SKPKD kecuali :
yang Sah 1. Hal-hal  terkait  pajak  dan  retribusi

tetap     dikelola     oleh     Bendahara
Penerimaan di SKPK terkalt.

2. Pendapatan    BLUD    dikelola    oleh
BLUD terkait.

3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana
kapitasi,   dan  pendapatan  lainnya
yang     dikelola     oleh     Bendahara
Penerimaan Khusus.

C. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pajak  daerah  diatur
dengan Qanun yang berpedoman pada undang-undang mengenai
pajak daerah dan retribusi daerah.

d.     Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah
diatur dengan  Qanun yang berpedoman pada undang-undang
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

e.

i

Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dirinci
menurut  objek,  rincian  objek  dan  sub  rincian  objek.   Hasil
p engelo laan        kekayaan        daerah        yang        dipi s ahkan
merupakanpenerimaan  daerah  atas  hasil  penyertaan  modal
daerah.
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f.      Lain-lain    pendapatan    asli    daerah   yang    sah    merupakan
penerimaan daerah  selain pajak daerah,  retribusi daerah,  dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci
berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.   Lain-lain
pendapatan  asli  daerah  yang  sah  dapat  dikelola  di  SKPKD
maupun SKPK. Lain-1ainpendapatan Asli Daerah yang sah terdiri
atas:
1)     hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2)     hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3)     hasil kerja sama daerah;
4)     jasagiro;
5)     hasil pengelolaan dana bergulir;
6)     pendapatan bunga;
7)     penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8)     penerimaan  komisi,  potongan,  atau  bentuk  lain  sebagai

akibat    penjualan,    tukar-menukar,     hibah,     asuransi,
dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan
atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan

9)     uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang
daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan
Daerah;

10)   penerimaan  keuntungan  dari  selisih  nilai  tukar  rupiah
terhadap mata uang asing;

11)   pendapatan    denda    atas    keterlambatan    pelaksanaan
pekerjaan

12)   pendapatan denda pajak daerah;
13)   pendapatan denda retribusi daerah;
14)   pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
15)   pendapatan dari pengembalian;
16)   pendapatan dari BLUD; dan
17)   pendapatan  lainnya  sesuai  dehgan  ketentuan  peraturan

perundang- undangan.
9.     Pemerintah Daerah dilarang:

1)     melakukan pungutan atau yang disebut mama lainnya yang
dipersamakan   dengan   pungutan   di   luar   yang   diatur
dalamundang-undang; dan

2)     melakukan  pungutan  yang  menyebabkan  ekonomi  biaya
tinggi, menghambat mobilitas penduduk, 1alu lintas barang
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dan jasa  antar  daerah,  dan  kegiatan  ekspor/impor yang
merupakan program strategis nasional

h.     Bupati  yang  melakukan  pungutan  atau  yang  disebut  mama
lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak
keuangannya    yang    diatur    dalam    ketentuan    peraturan
perundang- undangan selama 6 (enam) bulan.

i.      Bupati yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j.      Hasil pungutan atau yang disebut mama lainnya wajib disetorkan
seluruhnya ke kas negara.

3.     Ketentuan Terkait pendapatan Transfer
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  34  sampai  dengan  pasal  42
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:
a.     Pendapatan transfer terdiri atas:

1)     transfer pemerintah pusat;
2)     transfer antar-daerah

b.     Klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek,    sub    rincian    obje`k    pendapatan    transfer    dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

4.     Ketentuan Terkait Transfer pemerintah pusat meliputi:
a.     Transfer pemerintah pusat terdiri atas Dana perimbangan, Dana

Insentif Daerah,  Dana Otonomi Khusus,  Dana Keistimewaan,
dan  Dana  Desa.   Pengalokasian  transfer  Pemerintah  Pusat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b.     Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus.  DBH dan DAU merupakan
kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupa]ran
kategori dari Dana Trarisfer Khusus.
1)     DBH  terdiri atas Bagi hasil Pajak dan  Bagi Hasil  Sumber

Daya Alan;
2)     DAU    yang    bersumber    dari    pendapatan    APBN    yang

dialokasikan   dengan   tujuan   pemerataan   kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

3)     DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah
untuk mendanai Kegiatan ]chusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan   yang   menjadi   kewenangan   daerah   yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
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peraturan  perundang-undangan.   DAK  terdiri  atas  Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

c.      Dana   Insentif   Daerah    (DID)    bersumber   dari   APBN   yang
dialokasikan   kepada   Daerah   tertentu   berdasarkan   kriteria
tertentu  dengan  tujuan untuk memberikan  penghargaan  atas
perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.

d.     Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki
otonomi  khusus  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  undang-
undangan.

e.     Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai
dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

f.      Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5.     Ketentuan Terkait Transfer Antar-Daerah meliputi :
a.     Transfer Antar-Daerah terdiri atas  Pendapatan Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan.
b.     Pendapatan Bagi Hasil merupakan  dana yang bersumber dari

C.

Pendapatan  Daerah  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah
lainnya  baik  dalam  rangka  kerja  sama  daerah,  pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan,  dan/atau tujuan tertentu
lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
1)     bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
2)     bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten
Bantuan   keuangan   yang   berasal   dari   provinsi   dan/atau
Kabupaten, terdiri atas:
1)     Bantuan  keuangan  umum  yang  merupakari  dana  yang

diterima  dari  daerah  lainnya  dalam  rangka  kerjasama
daerah     atau    pemerataan    peningkatan     kemampuan
keuangan.

2)     Bantuan  keuangan  khusus  yang  merupakan  dana  yang
diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

6.     Ketentuan Terkait Lain-lain pendapatan Daerah Yang sah
Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  43  sampai  dengan  pasal  45
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  Ketentuan  terkait Lain-lain  Pendapatan  Daerah
yang sah diatur sebagai berikut:
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a.     Lain-lain pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
1)      Hibah;

2)     DanaDarurat; dan
3)     Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan
b.     Klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian

objek,   sub   rincian   objek   pendapatan   asli   daerah   dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPK dan
SKPKD.

C. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa
yang  berasal  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang
tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

d.     Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat,
tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada
penerima maupun pemberi  serta tidak menyebabkan  ekonomi
biaya tinggi.

e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah
sesuai dengan ketentuin peraturan perundang-undangan

f.      Dana  darurat merupakan  dana yang  berasal  dari APBN yang
diberikan  kepada  Daerah  pada  tahap  pasca  bencana  untuk
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana
yang    tidak    mampu    ditanggulangi    oleh    Daerah    dengan
menggunakan sumber APBK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

9.     Lain-lain   pendapatan   sesual   dengan   ketentuan   peraturan
perundang- undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS,
dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

D.     BELANJA DAERAH

1.     Ketentuan umum
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  46  sampai  dengan  pasal  51
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah,  Ketentuan terkait belanja daerah diatur sebagai
berikut:
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a.     belanja    daerah    untuk    mendanai    pelaksanaan    urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b.     urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri
atas  urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan
pilihan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan.

c.     urusan  pemerintahan wajib  terdiri  atas  urusan  pemerintahan
wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan
wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

d.     urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki
daerah.  belanja  daerah  dialokasikan  dengan  memprioritaskan
pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
dalam rangkapemenuhan standar pelayanan minimal.

e.     belanja daerah untuk pendanaan urusan  pemerintahan wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai
dengan kebutuhan daerah.

f.      belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan
dialokasikan  sesuai dengan prioritas  daerah dan potensi yang
dimiliki daerah.

9.     daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan
pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
besaran  alokasi  belanja  untuk  fungsi  pendidikan,  anggaran
kesehatan, dan infrastruktur.

h.     dalam  hal  daerah  tidak  memenuhi  alokasi  belanja,  Menteri
Keuangan    melakukan    penundaan    dan/atau    pemotongan
penyaluran dana transfer umum, setelah berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

i.      belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

j.      belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

k.     standar  harga  satuan  regional  ditetapkan  dengan  Peraturan
Presiden.   standar  harga  satuan  regional  digunakan  sebagai
pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-
masing daerah.
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1.      penetapan  standar  harga  satuan  pada  masing-masing  daerah
dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlahai di suatu
daerah.

in.

n.

0.

analisis standar belanja dari standar teknis dan standar harga
satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar
teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam peny-usunan rancangan Qanun tentang APBK.
belanja daerah dirinci menurut Urusan  Pemerintahan  daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian
objek dan sub rincian objek belanja daerah.

p.     urusan   pemerintahan   daerah   diselaraskan   dan   dipadukan
dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.

q.     belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi  yang  ditetapkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.    belanja    daerah    menurut    program,
kegiatan,    dan   sub   kegiatan   disesuaikan   dengan   urusan
pemerintahan   kabupaten   berdasarkan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun   2022   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,   Klasifikasi
Belanja Daerah terdiri atas:
a.     Belanja operasi

Belanja   operasi   merupakan   pengeluaran   anggaran   untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
jangka pendek.

b.     BelanjaModal
Belanj.a    modal    merupakan    pengeluaran    anggaran    untuk
perolehan  aset tetap  dan  aset lainnya yang memberi  manfaat
lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c.     Belanja Tidak Terduga
Belanja  tidak  terduga  merupakan  pengeluaran  anggaran  atas
beban  APBK  untuk  keperluan  darurat  termasuk  keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d.     BelanjaTransfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah   kepada   Pemerintah   Daerah   lainnya   dan/atau   dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
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Klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan keuangan pada SKPK dan SKPKD, meliputi:

Jenis belanja Kewenangan pengelolaan
BELANJA OPERASI

Belanja pegawai SKPKD, SKPK dan BLUD
Belanja barang dan jasa SKPKD, SKPK dan BLUD
Belanja bunga SKPKD dan BLUD
Belanja subsidi SKPKD dan/atau SKPK
Belanja hibah SKPKD dan/atau SKPK
Belanja bantuan sosial SKPKD dan/atau SKPK

BELANJA MODAL SKPKD, SKPK dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD

BELANJA TRANSFER SKPKD

2.     Belanja operasi
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja operasi
dirinci atas jenis :
a.     Belanja pegawai;
b.     Belanja Barang dan Jasa;
c.      BelanjaBunga;
d.     Belanja subsidi;
e.     BelanjaHibah; dan
f.      Belanja Bantuan sosial
Berdasarkan  ketentuan  dalaln  Pasal  54  salnpai  dengan  pasal  60
Qarlun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai
berikut :
a.     Belanja pegawai

1)     Belanja     pegawai     digunakan     untuk     menganggarkan
kompensasi  yang   ditetapkan   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2)     Kompensasi    diberikan    kepada    Bupati/wakil    Bupati,
pimpinan/ anggota DPRK, dan Pegawai ASN.
a)     Belanja   Pegawai   bagi   Bupati   dan   wakil   Bupati

dianggarkan pada belanja SKPK sekretariat daerah.
b)     Belanja  Pegawai  bagi  Pimpinan  dan  Anggota  DPRK

dianggarkan pada belanja SKPK Sekretariat DPRK.
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c)      Belanja pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPK
bersangkutan.

3)     Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi
dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan  lainnya  pimpinan  dan  anggota  DPRK  serta
Bupati,  wakil  Bupati,  honorarium,  insentif  pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan
honorarium   yang   selanjutnya   terkait   belanja   pegawai
diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5) Pegawai  ASN  adalah  profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil
dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada intansi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

6)     Persetujuan      DPRK     dilakukan      bersamaan      dengan
pembahasan KUA.

7)     Tambahan        penghasilan        diberikan        berdasarkan
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan
objektif lainnya, sebagai berikut:
a)     Tambahan   penghasilan   berdasarkan   beban   kerja

diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan
untuk  menyelesaikan  tugas  yang  dinilai  melampaui
beban kerja normal;

b)     Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan     kepada     pegawai     ASN     yang     dalam
melaksanakan  tugasnya  berada  di  daerah  memiliki
tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

c)     Tambahan   penghasilan   berdasarkan   kondisi   kerja
diberikan     kepada     pegawai     ASN     yang     dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja
yang memiliki resiko tinggi;

d)     Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

-33-



e)     Tambahan   penghasilan   berdasarkan   prestasi   kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan

I)      Tambahan   penghasilan   berdasarkan   pertimbangan
objektif   lainnya    diberikan    kepada    pegawai    ASN
sepanjang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-
undangan.

8)     Pemberian  tambahan  penghasilan  kepada  Pegawai  ASN
ditetapkan  dengan  peraturan  bupati  dengan  berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

b.     Belanja Barang dan Jasa
1)     Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12  (dua  belas)  bulan,  termasuk  barang/jasa  yang  akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain.

2)     Pengadaan  barang dan jasa dalam rangka melaksanakan
program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  guna  pencapaian
sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalaln RPJMD.

3)     Belanja  barang  dan jasa  diuraikan  dalam  objek  belanja
barang,    belanja   jasa,    belanja   pemeliharaan,    belanja
perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk
diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.

4)     Penggunaan  dan  penganggaran  objek  dari  jenis  Belanja
barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
a)     Belanja   Barang   digunakan   untuk   menganggarkan

pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang
tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;

b)     Belanja    Jasa    digunakan    untuk    menganggarkan
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi,  sewa
rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas,
sewa  alat  berat,  sewa  perlengkapan  dan  peralatan
kantor,  konsultansi,  ketersediaan layanan  (availibility
payment) , beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan,
sosialisasi,  dan  bimbingan  teknis  PNS/PPPK,  insentif

pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan
insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non
ASN;
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c)     Belanja         Pemeliharaan         digunakan         untuk
menganggarkan  Digunakan  untuk  mencatat  belanja
pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan
dan    mesin,    belanja    pemeliharaan    gedung    dan
bangunan,  belanja pemeliharaan jalan, jaringan,  dan
irigasi,  belanja pemeliharaan  aset tetap  lainnya,  dan
belanja perawatan kendaraan bermotor.

d)      Belanja     Perjalanan      Dinas      digunakan      untuk
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri
dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

e)     Belanja Hang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat digunakan untuk
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

5)     Belanja barang dan jasa dianggarkan  dalam APBK tahun
anggaran berkenaan pada SKPK terkait.

6)     Belanja  barang  dan  jasa  berupa  pemberian  uang  yang
diberikan   kepada   masyarakat/Pihak   Lain   dianggarkan
untuk   pemberian   uang   kepada   ASN   dan   Non   ASN,
masyarakat  dalaln  rangka  mendukung pencapaian  target
kinerja  Kegiatan  dan  Sasaran  Program  yang  tercantum
dalam     RPJMD     dengan     memperhatikan     kepatutan,
kewaj arari, rasionalitas dan efektifitas.

7)     Belanja  barang  dan  jasa  berupa  pemberian  uang  yang
diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam
bentuk :
a)     pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
b)     penghargaan atas suatu prestasi;
c)     pemberian beasiswa kepada masyarakat;
d)     penanganan  dampak  sosial  kemasyarakatan  akibat

penggunaan  tanah  milik  pemerintah  daerah  untuk
pelaksanaan  pembangunan  proyek  strategis  nasional
dan   non   proyek   strategis   nasional   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e)     Transfer     Ke     Daerah     dan     Dana     Desa     yang

penggunaannya   sudah   ditentukan   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

D      Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

•,
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g)     Belanja  barang   dan  jasa  berupa  pemberian   uang
lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

c.     BelanjaBunga
1)     belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan

belanja bunga utang obligasi. kewajiban pembayaran bunga
utang  dianggarkan  pembayarannya  dalam  APBK  tahun
anggaran berkenaan.

2)     Belanja     bunga     digunakan     untuk     menganggarkan
pembayaran    bunga    utang   yang    tidak    berasal    dari
pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan
pembayarannya dalam APBK tahun anggaran berkenaan.

3)     Pembayaran   bunga   atas   utang   yang   dilakukan   oleh
SKPK/unit   SKPK  yang  melaksanakan   Pola   Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dianggarkan pada
SKPK/Unit  SKPK  yang  melaksanakan   Pola  Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bersangkutan.

4)     Pembayaran   bunga   atas   utang   yang   dilakukan   oleh
pemerintah daerah dianggarkan pada SKPK yang memiliki
fungsi pengelolaan keuangan daerah/ SKPKD.

5)     Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan
sub rincian objek.

d.     Belanja subsidi
1)     Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja

subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan
oleh   badan usaha  milik negara, BUMD dan/atau   badan
usaha  milik  swasta  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,   sehingga   dapat   ten.angkau   oleh
masyarakat.

2/    Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk
atau    jasa    pelayanan    dasar    masyarakat,    termasuk
penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk
penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum ¢zJbzz.c
service obltg a;tiorL).

3)     Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan   sebagai   penerima   subsidi,   terlebih   dahulu
dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor

•,
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e.

akuntan   publik   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

4)     Dalam    hal    tidak    terdapat    kantor    akuntan    publik,
pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu dapat  dilaksanakan
oleh   lembaga lain yang independen dan   ditetapkan   oleh
Bupati.

5)     Pemeriksaan     dengan     tujuan     tertentu     merupakan
pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan
atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.

6)     Hasil pemeriksaan  dengan tujuan  tertentu menjadi  dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan
subsidi tahun anggaran berikutnya.

7)     Penerima subsidi  sebagai objek pemeriksaan  bertanggung
jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi
yang   diterimanya,   dan   wajib   menyampaikan   laporan
pertanggungjawaban kepada Bupati.

8)     Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalaln
APBK tahun anggaran berkenaan pada SKPK terkait.

9)     Untuk  pemberian   subsidi  kepada  BUMD   penyelenggara
sistem  penyediaan  air  minum  mengacu  pada  peraturan
perundang-undangan.

10)   Pemberian  subsidi  berupa  bunga  atau  bagi  hasil  kepada
usaha mikro  kecil  dan  menengah  pada perorangan  tidak
perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

11)   Pengelolaan belanja subsidi mengacu pada peraturan bupati
mengenai   tatacara   pemberian   dan   pertanggungjawaban
subsidi.

Belanja Hibah
1)     Belanja    hibah    diberikan    kepada    Pemerintah    Pusat,

Pemerintah  Daerah  lainnya,  badan  usaha  milik  negara,
BUMD,  dan/atau  badan  dan  lembaga,   serta  organisasi
kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum  Indonesia,  yang
secara  spesifik  telah  ditetapkan  peruntukannya,  bersifat
tidak wajib  dan  tidak mengikat,  serta tidak  secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali   ditentukan   lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)     Belanja   hibah   berupa   uang,   barang   atau  jasa   dapat
dianggarkan   dalaln   APBK   sesuai   dengan   kemampuan
keuangan   daerah   setelah   memprioritaskan   pemenuhan
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belanja  urusan  pemerintahan  wajib  dan  belanja  urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

3)     Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran, program,  kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah
daerah   sesuai   kepentingan   Daerah   dalam   mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan  dengan  memperhatikan   asas   keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4)     Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPK terkait
dan dirinci menurut objek, rincian objek,  dan sub rincian
objek  pada  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.  Untuk
belanja   hibah   yang   bukan   merupakan   urusan   dan
kewenangan pemerintah  daerah  sesuai dengan ketentuan
peraturan   perundang-undangan   yang   bertujuan   untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah,  dianggarkan pada perangkat
daerah yang  melaksanakan  urusan  pemerintahari  umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)     Belanja hibah diberikan kepada:
a)     Pemerintah pusat

(1)    Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada
satuan       kerj a       dari       kementerian / 1embaga
pemerintah     non-kementerian     yang     wilayah
kerj anya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2)    Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang
tindih       p endanaannya       dengan       anggaran
pendapatan  dan  belanja  negara  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi   urusan   pemerintahan   di   bidang
Administrasi  Kependudukan  dapat  memperoleh
Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan
blanko kartu tanda penduduk elektronik.

(4)    Penyediaan  setiap  keping  blangko  kartu  tanda
penduduk  elektronik  tidak  didanal  dari  2  (dua)
sumber dana yaitu Hibah APBK maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara.
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(5)    Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya
dapat   diberikan    1    (satu)   kali   dalam   tahun
berkenaan.

b)     Pemerintah Daerah Lainnya
Hibah  kepada  pemerintah  daerah  lainnya  diberikan
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan.

c)      BUMN

Hibah  kepada  badan  usaha  milik  negara  diberikan
untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d)      BUMD

Hibah  kepada  badan  usaha  milik  daerah  diberikan
dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah   Daerah   dari   Pemerintah   Pusat   sesuai
dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan.
Hibah  kepada  BUMD  tidak  dapat  diberikan  dalam
bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e)     Badan dan Lembaga, serta organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia :
(1)    Hibah   kepada   badan   dan   lembaga   diberikan

kepada badan dan lembaga :
(a)    yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang

dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan ;                               .

(b)    yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan   oleh   Menteri,   gubernur   atau
bupati; atau

(c)    yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan          b erup a          kelo mp o k
masyarakat/kesatuan   masyarakat   hukum
adat   sepanjang   masih   hidup   dan   sesuai
dengan    perkembangan    masyarakat,    dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau     Pemerintah     Daerah     melalui
pengesahan  atau  penetapan  dari  pimpinan
instansi  vertikal  atau  kepala  satuan  kerja
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perangkat   daerah   terkait   sesuai   dengan
kewenangannya.

(d)    Koperasi      yang      didirikan      berdasarkan
ketentuan   peraturan   perundang-undangan
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah       daerah       se suai       dengan
kewenangannya.

(2)    Hibah  kepada  organisasi  kemasyarakatan  yang
berbadan   hukum   Indonesia   diberikan   kepada
organisasi     kemasyarakatan     yang     berbadan
hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah
mendapatkan   pengesahan   badan   hukum   dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak   asasi   manusia   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)    Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit :
(a)    memiliki kepengurusan di daerah domisili;
(b)    memiliki        keterangan        domisili        dari

lurah/kepala  desa  setempat  atau  sebutan
lainnya; dan

(c)    berkedudukan  dalam  wilayah  administrasi
Pemerintah   Daerah   dan/atau   badan   dan
Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi    Pemerintah    Daerah    untuk
menunjang   pencapaian   sasaran   program,
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
pemberi hibah.

(4)    Hibah  kepada  organisasi  kemasyarakatan  dapat
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
(a)    telah    terdaftar    pada    kementerian    yang

membidangi urusan hukum dan hak   asasi
manusia;

(b)    berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

(c)    memiliki  sekretariat  tetap  di  daerah  yang
bersangkutan.

I)      Partaipolitik
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Belanja   hibah   juga   berupa   pemberian    bantuan
keuangan  kepada  partai  politik  yang  mendapatkan
kursi  di  DPRK  provinsi  dan  DPRK kabupaten  sesuai
dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan.
Besaran   penganggaran   belanja   bantuan   keuangan
kepada    partai    politik    dimaksud    sesuai    dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6)     Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :
a)     peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b)     bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c)     tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :

(1)    kepada     pemerintah     pusat     dalam     rangka
mendukung      penyelenggaraan      pemerintahan
daerah    sepanjang    -    tidak    tumpang    tindih
pendanaannya   dengan   APBN    sesuai    dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
atau     pemerintah     daerah      sesuai     dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3)    partai politik dan/atau
(4)    ditentukan    lain    oleh    peraturan    perundang-

undangan;
d)     memberikan  nilai  manfaat  bagi  pemerintah  daerah

dalam       mendukung       terselenggaranya       fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

e)     memenuhi persyaratan penerima hibah.
7)     Pemberian  hibah  didasarkan  atas  usulan  tertulis  yang

disalnpaikan kepada Bupati.                          ,
8)     Penerima   hibah   bertanggungjawab   secara   formal   dan

material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9)     Pengelolaan    hibah    mengacu    pada    peraturan    bupati

mengenai   tata   cara   penganggaran,    pelaksanaan   dan
penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  serta
monitoring dan evaluasi hibah.

f.      Belanja Bantuan sosial
1)     Belanja bantuan  sosial  digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat yang
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sifatnya  tidak  secara  terus  menerus  dan  selektif  yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko   sosial,   kecuali   dalam   keadaan   tertentu   dapat
berkelanjutan.

2)     Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak  dari  krisis  sosial,  krisis  ekonomi,  krisis  politik,
fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan  sosial akan  semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

3)     Keadaan  tertentu  dapat  berkelanjutan  diartikan  bahwa
bantuan  sosial  dapat  diberikan  setiap  tahun  anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4)     Belanja  bantuan  sosial  dianggarkan  dalam  APBK  sesuai
dengan      kemampuan      Keuangan      Daerah      setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

5)      Anggota/kelompok inasyarakat meliputi :
a)     individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat

yang mengalami risiko sosial; atau
b)     1embaga    non    pemerintahan    bidang    pendidikan,

keagamaan,  dan  bidang  lain  yang  berperan  untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
yang  mengalami  keadaan  yang  tidak  stabil  sebagai
dampak risiko sosial.

6)     Bantuan  sosial  berupa  uang  kepada  individu,  keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial
kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat
yang  direncanakan  dan  yang  tidak  dapat  direncanakan
sebelumnya.

7)     Bantuan  sosial berupa uang adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin,  yayasan  pengelola  yatim  piatu,  nelayan  miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

8)     Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan
secara    langsung    kepada    penerima    seperti    bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
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masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan
miskin,     bantuan     makanan/pakaian     kepada     yatim
piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang
mampu.

9)     Bantuan  sosial  yang  direncanakan  dialokasikan  kepada
individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat yang
sudah jelas mama,  alamat penerima dan besarannya pada
saat penyusunan APBK.

10)   Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari
calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPK.

11)   Penganggaran  belanja  bantuan  sosial yang  direncanakan
dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek pada prograln, kegiatan,
dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah terkait.

12)   Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan  untuk  kebutuhan  akibat  risiko  sosial  yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang
apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko
sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang
bersangkutan.

13)   Pagu  alokasi  anggaran  yang  tidak  dapat  direncanakan
sebelumnya  tidak  melebihi  pagu  alokasi  anggaran  yang
direncanakan.

14)   Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15)   Usulan  permintaan  atas  bantuan  sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPK terkait.

16)   Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :
a)     selektifdiartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan

kepada    calon    penerima    yang    ditujukan    untuk
melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b)     memenuhi  persyaratan  penerima  bantuan  diartikan
memiliki  identitas  kependudukan  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c)     bersifat  sementara  dan  tidak terus  menerus,  kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran  dan keadaan
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tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d)     sesuai  tujuan  penggunaan  diartikan  bahwa  tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:
(1)    rehabilitasi sosial

dituj ukan         untuk         memulihkan         dan
mengembangkan   kemampuan   seseorang   yang
mengalami      disfungsi      sosial      agar      dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2)    perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga ,          ke lomp o k        masyarakat        agar
kelangsungan  hidupnya  dapat  dipenuhi  sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal.

(3)    pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan
seseorang    atau    kelompok    masyarakat    yang
mengalami   masalah   sosial   mempunyai   daya,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya.

(4)   jaminan sosial merupakan skema yang melembaga
untuk  menjamin  penerima  bantuan  agar  dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5)    penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat  memenuhi   kebutuhan  yang   layak  bagi
kemanusiaan.

(6)    penanggulangan bencana
merupakan  serangkaian  upaya  yang  ditujukan
untuk rehabilitasi.

17)   Anggota/kelompok    masyarakat    menyampaikan    usulan
tertulis  atas  bantuan  sosial  yang  direncanakan  kepada
Bupati    melalui    SKPK    sesuai    dengan    urusan    dan
kewenangannya.
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18)   Penerima bantuan  sosial  bertanggungjawab  secara formal
dan   material   atas   penggunaan   bantuan   sosial   yang
diterimanya.

19)   Pengelolaan bantuan sosial mengacu pada peraturan bupati
mengenai   tata   cara   penganggaran,    pelaksanaan   dan
penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  serta
monitoring dan evaluasi bantuan sosial.

3.     BelanjaModal
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  61  sampai  dengan  pasal  62
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  Ketentuan  terkait Belanja Modal  diatur  sebagai
berikut:
a.     Belanja  modal  digunakan  untuk  menganggarkan  pengeluaran

yang dilakukan  dalam  rangka pengadaan  aset tetap  dan  aset
lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
1)     mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2)     digunakan dalam Kegiatan pemerintahan Daerah;
3)     mencapai batas minimal kapitalisasi aset;
4)     bermujud;
5)     biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
6)     tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam  operasi  normal

entitas; dan
7)     diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b.     Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi
aset tetap  dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.  Batas
minimal kapitalisasi aset tetap mengacu Peraturan Bupati yang
mengatur tentang kapitalisasi aset tetap.

c.     Aset  tetap  dianggarkan  pada  belanja  modal   sebesar  harga
perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun
aset    ditambah     seluruh     belanja    yang     terkait     dengan
pengadaan/ pembangunari aset sampai aset siap digunakan.

d.     Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
1)     Belanja  Tanah,  digunakan  untuk  menganggarkan  tanah

yang   diperoleh   dengan   maksud   untuk   dipakai   dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai

2)     Belanja     Peralatan     dan     Mesin,     digunakan     untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
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e.

peralatan   lainnya   yang   nilainya   signifikan   dan   masa
manfaatnya  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  dan  dalam
kondisi siap pakai.

3)     Belanja    Gedung    dan    Bangunan,    digunakan    untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

4)     Belanja  Jalan,   Irigasi  dan  Jaringan,   digunakan  untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
serta dimiliki  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai.

5)     Belanja     Aset     Tetap      Lainnya,      digunakan      untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap,
yang    diperoleh    dan    dimanfaatkan    untuk    kegiatan
operasional  Pemerintah  Daerah  dan  dalam  kondisi  siap
dipakai.

6)     Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap yang tidak digunakan untuk keperluan  operasional
Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan
harus  disajikan  di  pos  aset  lainnya  sesuai  dengan  nilai
tercatatnya.

Belanja modal  aset  lainnya  digunakan  untuk  menganggarkan
aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus
disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset
lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria :
1)     dapat diidentifikasi;
2)     tidak mempunyai wujud fisik;
3)     dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak
atas kekayaan intelektual;

4)     dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5)     memiliki manfaat ekonomi masa depan.

4.     Belanja Tidak Terduga
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  65  sampai  dengan  pasal  66
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
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Keuangan Daerah, Ketentuan Belanja Tidak Terduga diatur sebagai
berikut:
a.     Belanja    tidak    terduga    digunakan    untuk    menganggarkan

pengeluaran   untuk   keadaan   darurat   termasuk   keperluari
mendesak   yang   tidak   dapat   diprediksi    sebelumnya   dan
pengembalian   atas   kelebihan   pembayaran   atas   penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b.     Keperluan  mendesak  sesuai  dengan  karakteristik  pemerintah
daerah   dilaksanakan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

c.     Keadaan darurat meliputi:
1)     bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
2)     pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3)     kerusakan   sarana/prasarana   yang   dapat   mengganggu

kegiatan pelayanan publik.
Pengeluaran  untuk  mendanai  keadaan  darurat  yang  belum
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPK,   kecuali  untuk  kebutuhan  tanggap  darurat  bencana,
konflik  sosial,  dan/atau  kejadian  luar  biasa.  Belanja  untuk
kebutuhan tanggap  darurat bencana,  konflik sosial,  dan/atau
kejadian   luar   biasa   digunakan   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengunaan  belanja  tidak  terduga  untuk  kebutuhan  tanggap
darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
Batas wa]rfui penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu
status  keadaan  darurat  bencana  yaitu  dimulai  saat  tanggap
darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap
d-rat selesai.

d.     Keperluan mendesak meliputi :
1)     kebutuhan    daerah    dalam    rangka    pelayanan    dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

2)     Belanja  Daerah yang  bersifat  mengikat  dan  belanja yang
bersifat wajib;
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dr

a)     Belanja  daerah  yang  bersifat  mengikat  merupakan
belanja yang  dibutuhkan  secara  terus  menerus  dan
harus  dialokasikan  oleh  pemerintah  daerah  dengan
jumlah  yang  cukup  untuk  keperluan  setiap  bulan
dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
(1)    belanja  pegawai  antara  lain  untuk  pembayaran

kekurangan gaji, tunjangan; dan
(2)    belanja   barang   dan   jasa   antara   lain   untuk

pembayaran telepon, air, 1istrik dan internet
b)     Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja

untuk      terjaminnya      kelarigsungan      pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara   lain
pendidikan,    kesehatan,    melaksanakan    kewajiban
kepada  pihak  ketiga,  kewajiban  pembayaran  pokok
pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3)     Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali pemerintah
Daerah  dan  tidak  dapat  diprediksikan  sebelumnya,  serta
alnanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau

4)     Pengeluaran  Daerah  lainnya  yang  apabila  ditunda  akan
menimbulkan  kerugian yang lebih  besar bagi  Pemerintah
Daerah dan/ atau masyarakat.
Pengeluaran  untuk  mendanai  keperluan  mendesak  yang
belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya,  diformulasikan  terlebih  dahulu  dalam  RKA
SKPK dan/atau Perubahan DPA SKPK.

Kriteria keadaan  darurat dan keperluan mendesak ditetapkan
dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.

f.      Pengembalian   atas   kelebihan   pembayaran   atas   penerimaan
daerah    tahun-tahun    sebelumnya    untuk    menganggarkan
pengembalian   atas   kelebihan   pembayaran   atas   penerimaan
daerah  yang  bersifat  tidak  berulang yang  terjadi  pada  tahun
sebelumnya.

9.     Bantuan  sosial  yang  tidak  dapat  direncanakan  sebelumnya
diusulkan oleh SKPK terkait dengan tata cara sebagai berikut :
1)     kepala   SKPK  mengajukan   Rencana  Kebutuhan   Belanja

(RKB)  paling lama  1  (satu)  hari  kepada pejabat pengelola
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keuangan daerah (PPKD)  selahai bendahara umum daerah

(BUD);

2)     PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BIT
kepada kepala SKPK paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya RKB.

h.     Belanja tidak terduga diuraikan  menurut jenis,  objek,  rincian
objek, dan sub rincian objek dengan nana Belanja Tidak Terduga.

i.      Dalaln   hal   belanja   tidak   terduga   tidak   mencukupi   untuk
mendanai keadaan darurat, maka menggunakan:
1)     dana   dari   hasil   penjadwalan   ulang   capaian   program,

kegiatan,   dan   sub  kegiatan  lainnya  serta  pengeluaran
Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau

2)     memanfaatkan kas yang tersedia.
Penjadwalan  ulang  capaian  program,  kegiatan,  dan  sub
kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan
DPA SKPK.

j.      Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai
keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
1)     Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana

alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik
sosial,  kejadian  luar  biasa  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

2)     berdasarkan penetapan  status Bupati dan/atau dokumen
lain   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-undangan,
Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan
fungsi  mengajukan  rencana  kebutuhan  belanja  kepada
PPKD selaku BUD.

3)     berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPK
yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling
lambat   1   (satu)   hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya
rencana kebutuhan belanja.

k.     Tata cara penggunaan  belanja tidak terduga untuk mendanai
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
belanja tidak terduga kepada belanja   SKPK/Unit   SKPK   yang
membidangi, dengan tahapan :
1)     dalaln  hal  anggaran  belum  tersedia,  penggunaan  belanja

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-
SKPK yang membidangi keuangan daerah;
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2)     dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak   terduga   terlebih   dahulu   diformulasikan   dalam
Perubahan DPA-SKPK; dan

3)     RKA-SKPK dan/atau  Perubahan  DPA-SKPK   sebagaimana
dimaksud dalaln angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Pen]. abaran
APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang
Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran  apabila  tidak  dilakukan  perubahan  APBK  atau
perubahan APBK telah terlewati.

1.      Tata  cara  penggunaan  belan].a  tidak  terduga yang  digunakan
untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  diluar  keadaan  darurat  dan
keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
1)     dalam  hal  anggaran  belum  tersedia,  penggunaan  belanja

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-
SKPK yang membidangi keuangan daerah; .

2)     dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak   terduga   terlebih   dahulu   diformulasikan    dalam
Perubahan DPA-SKPK; dan

3)     RKA-SKPK dan/atau  Perubahan  DPA-SKPK   sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) men].adi dasar dalam
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penj abaran
APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang
Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran  bagi  Pemerintah  Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBK atau telah melakukan perubahan APBK.

in.    Pengelolaan  belanja  tidak  terduga  mengacu  pada  peraturan
bupati  mengenai  tata  cara  penganggaran,  pelaksanaan  dan
penatausahaan,    pertanggungjawaban    dan    pelaporan    serta
monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

5.     BelanjaTransfer
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) Qanun Aceh Singkil
Nomor   4   Tahun   2022   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,
Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
a.     BelanjaBagi Hasil; dan
b.     Belarija Bantuan Keuangan
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  63  sampai  dengan  pasal  64
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
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Keuangan Daerah, Ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai
berikut:
a.     Belanja transfer diuraikan menurut jenis,  objek, rincian objek,

dan sub rincian objek.
b.     Belanja   transfer   dianggarkan   oleh   SKPK  yang   membidangi

keuangan daerah.
c.      BelanjaBagi Hasil.

1)     Belanja bagi hasil  digunakan untuk menganggarkan  bagi
hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada
pemerintah desa.

2)     Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

d.     Belanja Bantuan Keuangan
1)     Belanja bantuan  keuangan  diberikan kepada Daerah lain

dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan dan/ atau tujuan tertentu lainnya.

2)    Belanja bantuan  keuangan  dalam rangka tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau
penerima bantuan keuangan.

3)    Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan
Keuangan  Daerah   setelah  memprioritaskan  pemenuhan
belanja    Urusan     Pemerintahan    Wajib     dan     Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan
oleh  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan
lain   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

4)     Bantuan keuangan terdiri atas :
a)     bantuan keuangan kepada kabupaten lain;
b)     bantuan   Keuangan   Daerah   kabupaten   ke   Daerah

provinsi; dan
c)      bantuan Keuangan Daerah kabupaten kepada desa.

5)     Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus :
a)     Bantuan  keuangan  bersifat  umum  peruntukan  dan

pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah
dan/ atau pemerintah desa penerima bantuan.

b)     Bantuan  keuangan  bersifat  khusus  peruntukannya
ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten  Aceh  Singkil
dan  pengelolaannya  diserahkan  sepenuhnya  kepada
penerima bantuan.
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c)     Dalam   hal   pemerintah   daerah   lainnya   dan/atau
pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan
khusus  tidak menggunakan  sesuai peruntukan yang
ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten  Aceh  Singkil
selahai pemberi bantuari keuangan, pemerintah daerah
lainnya dan/atau pemerintah  desa  sebagai  penerima
bantuan   keuangan   khusus   wajib   mengembalikan
kepada  pemerintah  kabupaten  Aceh  Singkil  selaku
pemberi keuangan khusus.

d)     Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Singkil  selaku  pemberi
bantuan      keuangan      b ersifat      khu su s      clap at
mensyaratkan  penyediaan  dana  pendamping  dalaln
APBK  atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa
penerima bantuan.

6)     Pengelolaan   belanja  bantuan   keuangan   mengacu   pada
peraturan   bupati   mengenai   tata   cara   penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan  serta monitoring dan  evaluasi  belanja bantuan
keuangan.

E.     PEMBIAYAAN DAERAH

1.     Umum
Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan yang perlu  dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :
a.     Pembiayaan daerah terdiri atas :

1)     penerimaan pembiayaan; dan
2)     pengeluaran pembiayaan.

b.     Pembiayaan   daerah   dirinci   menurut   urusan   pemerintahan
daerah,  organisasi, jenis,  objek,  dan rincian objek pembiayaan
daerah.

Terkait  hal   tersebut,   Peraturan   Bupati   ini   mengatur   beberapa
ketentuan sebagai berikut :
a.     Pembiayaan   daerah   dirinci   menurut   urusan   pemerintahan

daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
dan sub rincian objek pembiayaan daerah

r,
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b.     Klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

c.     Pembiayaan   neto   digunakan   untuk   menggunakan   surplus
anggaran atau menutup defisit anggaran.

2.     Penerimaan pembiayaan
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (3) Qanun Aceh Singkil
Nomor   4   Tahun   2022   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,
Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
a.      SiLPA;

b.     pencairan Dana cadangan;
c.     hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.     penerimaan pinjaman Daerah;
e.     penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
f.      penerimaan   Pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  68  sampai  dengan  pasal  73
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai
berikut:
a.     SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan

penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-
lain  Pendapatan  Daerah  yang  sah,  pelampauan  penerimaan
Pembiayaan,  penghematan  belanja,  kewajiban  kepada  pihak
ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/ atau
sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa
dana   pengeluaran   Pembiayaan.   Penerimaan   pembiayaan
daerah  yang bersumber dari jenis  SILPA tahun  sebelumnya
dikecualikan     yang     penggunaannya     dibatasi      untuk
pengeluaran  tertentu   berdasarkari  ketentuan  peraturan
perundang- undangan.

b.     Pencairan Dana cadangan
1)     Pencairan       Dana       Cadangan       digunakan       untuk

menganggarkan  pencairan  Dana  Cadangan  dari  rekening
Dana  Cadangan  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah  dalam
tahun anggaran berkenaan.

2)     Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan  dengan   Qanun  tentang  pembentukan  Dana
Cadangan bersangkutan.
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3)     Pencairan Dana Cadangan dalam  1  (satu) tahun anggaran
menjadi   penerimaan   Pembiayaan   APBK   dalam   tahun
anggaran berkenaan.

4)     Dalam hal Dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya,  dana tersebut dapat ditempatkan   dalam
portofolio   yang   memberikan   hasil   tetap   dengan   risiko
rendah.

5)     Posisi Dana cadangan dilaporkan s.ebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBK.

6)     Penggunaan   atas   Dana  Cadangan  yang  dicairkan   dari
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
dianggarkan   dalam   SKPK   pengguna   Dana   Cadangan
bersangkutan,   kecuali   ditentukan   lain   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7)     Penerimaan hasil bunga / jasa giro / imbal hasil /dividen /
keuntungan  (ccipt.tciz  gczt.7t)   atas  rekening  dana  cadangan
dan/atau    penempatan    dalam    portofolio    dicantumkan
sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

c.     Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1)     Hasil    penjualan    kekayaan    daerah    yang    dipisahkan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2)     Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat
berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

3)     Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta
jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya

d.     Penerimaan pinjaman Daerah
1)     Penerimaan   pinjalnan   daerah   didasarkan   pada  jumlah

pinjaman   yang   akan   diterima   dalam   tahun   anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinj alnan bersangkutan.

2)     Penerimaan      pinjaman      daerah      digunakan      untuk
menganggarkan  penerimaan  pinjaman  daerah  termasuk
penerimaan  atas  penerbitan  obligasi  daerah  yang  akan
diterima pada tahun anggaran berkenaan.

3)     Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
a)     pemerintah pusat;
b)     pemerintah daerah lain;
c)     1embaga keuangan bank;
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d)     1embaga keuangan bukan bank; dan/atau
e)     masyarakat.

4)     Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.     Penerimaan Kembali pemberian pinjaman Daerah;
Penerimaan  kembali  pemberian  pinjaman  daerah  digunakan
untuk  menganggarkan   penerimaan   kembali   pinjaman  yang
diberikan  kepada  pihak  penerima  pinjalnan   sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.      Penerimaan   Pembiayaan   Lainnya   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penerimaan       p embiayaan       lainnya       digunakan       untuk
menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.     Pengeluaran pembiayaan
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) Qanun Aceh Singkil
Nomor   4   Tahun   2022   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,
Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk :
a.     pembayarari cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
b.     penyertaan modal daerah;
c.     pembentukan Dana cadangan;
d.     Pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
e.     pengeluaran   Pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  74  sampai  dengan  pasal  79
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  Ketentuan  terkait   Pengeluaran  Pembiayaan
sebagai berikut :
a.     Pembayaran Cicilan  Pokok  Utang yang Jatuh  Tempo

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan
untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.

2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan
pada   jumlah   yang   harus   dibayarkan   sesuai   dengan
perjanjian   pinjalnan   dan   pelaksanaannya   merupakan
prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah
yang harus diselesaikan dalaln tahun anggaran berkenaan
berdasarkan perjanjian pinjaman.

.I
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3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturarl perundang-undangan.

4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan
dianggarkan  dalam  APBK  setiap  tahun  sampai  dengan
berakhirnya kewajiban dimaksud.

5)   Dalam   hal   anggaran   yang   tersedia   dalam   APBK   tidak
mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala
daerah    dapat    melakukan    pelampauan    pembayaran
mendahului perubahan atau setelah perubahan APBK.

b.     Penyertaan Modal Daerah
1)     Pemerintah  daerah  dapat  melakukan  penyertaan  modal

pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik
negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

2)     Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan
p endap atan      daerah ,      p ertumbuhan      p erkemb angan
perekonomian   daerah   dan  meningkatkan   kesejahteraan
masyarakat.

3)     Penyertaan   modal   daerah   untuk   memperoleh   manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

4)     Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
a)     bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha;
b)     keuntungan  sejumlah  tertentu  dalam jangka  waktu

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daerah;

c)     peningkatan  berupa jasa dan  keuntungan  bagi hasil
penyertaan  modal  se].umlah  tertentu  dalam  ].angka
waktu tertentu;

d)     peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal
daerah;

e)     keuntungan  sejumlah  tertentu  dalam jangka  waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daerah;

D      peningkatan    penyerapan    tenaga    kerja    sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat
langsung dari penyertaan modal daerah;

1'
-56-



g)     peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari penyertaan modal daerah.

5)     Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal
berupa investasi surat berharga dan/ atau penyertaan modal
berupa investasi langsung.

6)     Penyertaan    modal    berupa    investasi    surat    berharga
dilakukan   dengan   cara   pembelian   saham   dan   atau
pembelian surat utang.

7)     Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan
dengan cara penyertaan modal daerah dan/ atau pemberian
pinjaman.

8)     Penyertaan    modal    berupa    investasi    langsung    dalam
pemberian  pinjaman  kepada  masyarakat  (dana  bergulir),
penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank
atau lembaga keuangan bukan bank.

9)     Penyertaan  modal  berupa  investasi  surat  berharga  dan
investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis
oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

10)   Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
berkenaan   telah   ditetapkan   dalam   Qanun   mengenai
penyertaan modal daerah bersangkutan.

11)   Penyertaan   modal   dapat   dilakukan   pemerintah   daerah
walaupun APBK tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain
telah   ada   Qanun   mengenai   penyertaan   modal   daerah
bersangkutan.

12)   Qanun  ditetapkan  sebelum  persetujuan  bersama  antara
Kepala Daerah dan DPRK atas rancangan Qanun tentang
APBK.

13)   Penyertaan modal  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

14)   Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan
inve stasi        pelaksanaan        inve stasi ,        penganggaran ,
pelaksanaan   anggaran,   penatausahaan   anggaran   dan
pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah,
divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
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15)   Pengelolaan   penyertaan   modal   daerah   sejalan   dengan
kebijakan  pengel61aan  penyertaan  modal/investasi  secara
nasional.
16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan
Peraturan Bupati.

17)   Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah
penyertaan  modal  yang  telah  ditetapkan  dengan  Qanun
mengenai penyertaan modal bersangkutan.

18)   Dalam  hal  pemerintah  daerah  akan  menambah  jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah   ditetapkan   dengan   Qanun   mengenai   penyertaan
modal,  pemerintah  daerah  melakukan  perubahan  Qanun
mengenai  penyertaan  modal  yang  bersangkutan   sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19)   Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berpedoman    pada    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan  yang  mengatur  tentang  surat  berharga  dan
investasi langsung.

20)   Dalam    hal    pemerintah    daerah    akan    melaksanakan
penyertaan   modal,   pemerintah   daerah   terlebih   dahulu
menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang
dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

21)   Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD
selaku  pengelola  investasi  untuk  disetujui  oleh  kepala
daerah.

22)   Berdasarkan     dokumen     rencana     kegiatan     investasi,
pemerintah     daerah     menyusun     analisis     penyertaan
modal/investasi  pemerintah  daerah  sebelum  melakukan
penyertaan modal.

23)   Analisis   penyertaan  modal/investasi  pemerintah   daerah
dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.

24)   Penasihat  investasi  pemerintah  daerah   ditetapkan   oleh
kepala daerah.

25)   Hasil   analisis   penyertaan   modal/investasi   pemerintah
daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan,  analisis
portofolio dan analisis risiko.

Pembentukan Dana Cadangan
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1)     Dana   cadangan   penggunaannya   diprioritaskan   untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam  1  (satu) tahun
anggaran.

2)     Dana    cadangan    dapat    digunakan    untuk    mendanai
kebutuhan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang- undangan.

3)     Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan
daerah kecuali dari:
a)      DAK;

b)     pinjaman daerah; dan
c)     penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4)     Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan
dikelola oleh PPKD selaku BUD.

5)     Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

6)     Pembentukan      dana      cadangan      dianggarkan      pada
pengeluaran   pembiayaan   dalam   tahun   anggaran   yang
berkenaan.

7)     Qanun  tentang  pembentukan  dana  cadangan  sekurang-
kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari
dana   cadangan,   besaran   dan   rincian   tahunan   dana
cadangan   yang   harus   dianggarkan   dan   ditransfer   ke
rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun
anggaran pelaksanaan dana cadangan.

8)     Qanun  tentang  pembentukan  dana  cadangan  ditetapkan
sebelum  persetujuan  bersama  antara  kepala  daerah  dan
DPRK atas rancangan Qanun tentang APBK.

d.     Pemberian pinjaman Daerah
1)     Pemberian       pinjaman       daerah       digunakan       untuk

menganggarkan pemberian pinjalnan daerah yang diberikan
kepada  pemerintah   pusat,   pemerintah   daerah   lainnya,
BUMD,   badan  usaha  milik  negara,   koperasi,   dan/atau
masyarakat.

2)     Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRK.

`,,
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3)     Persetujuan  DPRK menjadi bagian yang disepakati  dalam
KUA dan PPAS.

4)    Pengelolaan  pemberian  pinjaman  daerah  mengacu  pada
peraturan bupati mengenai tata cara pemberian pinjaman
daerah.

Pengeluaran   Pembiayaan   Lainnya   sesual   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penge luaran      p embiayaan      lainnya      digunakan      untuk
menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.     Pembiayaan Neto
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (5) dan (6)  Qanun
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Ketentuan terkait pembiayaan neto :
a.     merupakan    selisih    penerimaan    pembiayaan    terhadap

pengeluaran pembiayaan.
b.     digunakan untuk menutup defisit anggaran.

F.      KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 sampai dengan pasal 84 Qanun
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Ketentuan dalaln surplus dan defisit APBK adalah sebagai berikut:
1.     Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja

Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.
2.     Surplus APBK merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.
3.     Defisit APBK merupakan  selisih kurang antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.
4.     Dalam hal APBK diperkirakan surplus, APBK dapat digunakan untuk

pengeluaran  Pembiayaan  Daerah  yang  ditetapkan  dalam  Qanun
tentang   APBK   yang   pelaksanaannya   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5.     Dalaln  hal  APBK  diperkirakan  defisit,  APBK  dapat  didanai  dari
penerimaan  Pembiayaan  Daerah  yang  ditetapkan   dalam   Qanun
tentang   APBK   yang   pelaksanaannya   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

6.     Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
a.     sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
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b.     pencairan dana cadangan;
c.     hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d.     pinjaman daerah; dan
e.     penerimaan   pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan.
7.     Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBK untuk setiap tahun

.   anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBK

yang     ditetapkan     menteri     yang     menyelenggarakan     urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

8.     Posisi defisit APBK sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit
APBK pada tahun berikutnya

9.     Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk:
a.     pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
b.     penyertaan modal Daerah;
c.     pembentukan Dana cadangan;
d.     Pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
e.     pengeluaran   Pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan.
10.   Pembayaran  cicilan  pokok  utang  yang  jatuh  tempo  merupakan

pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam
pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

11.   Defisit APBK harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
12.   Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan

dengan pengeluaran Pembiayaan

G.     KETENTUAN SILPA

1.     Pengganggaran  Sisa  Lebih  Pembiayaan  (SILPA)   tahun  berkenaan
bersaldo nihil.

2.    Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK
menghasilkan  SILPA  Tahun  Berjalan  positif,  harus  dimanfaatkan
untuk  penambahan  prograln,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  prioritas
yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah
dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan.

3.     Dalaln hal perhitungan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK
menghasilkan   SILPA   Tahun   Berjalan   negatif,   maka   dilakukan
pengurangan  bahkan  penghapusan  pengeluaran  pembiayaan  yang
bukan    merupa]ran    kewajiban    daerah,    pengurangan    program,
kegiatan,   dan   sub   kegiatan   yang   kurang   prioritas   dan/atau
pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.
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BAB Ill
PENYUSUNAN RANCANGAN APBK

A.      KUADANPPAS

1.     Ketentuan umum KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan APBK didasarkan prinsip:
a.     sesuai      dengan      kebutuhan      penyelenggaraan      urusan

pemerintahan    yang     menjadi     kewenangan     daerah     dan
kemampuan pendapatan daerah;

b.     tidak bertentangan  dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

c.      berpedoman pada RKPK, KUA, dan PPAS;
d.     tepatwaktu, sesuaidengantahapandanjadwalyangtelah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;
e.     dilakukan  secara tertib,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

f.      APBK   merupakan   dasar   bagi   Pemerintah   Daerah   untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan   Umum   APBK   (KUA)   adalah   dokumen   yang   memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  adalah  program
prioritas  dan  batas  maksimal  anggaran  yang  diberikan  kepada
perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
ken.a perangkat daerah.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  85  sampai  dengan  pasal  88
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:
a.     Bupati   menyusun   rancangan   KUA   dan   rancangan   PPAS

berdasarkan RKPK dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBK.

b.     Rancangan KUA memuat :
1)     kondisi ekonomi makro daerah;
2)     asumsi penyusunan APBK;
3)     kebijakan pendapatan Daerah;
4)     kebijakan Belanja Daerah;
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5)     kebijakan pembiayaan Daerah; dan
6)    strategi pencapaian, yang memuat langkah-1angkah konkrit

dalam  mencapai  target  kondisi  ekonomi  makro  daerah,
asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakanbelanja    daerah,    dan    kebijakan    pembiayaan
daerah.

c.     Rancangan ppAs disusun dengan tahapan:
1)     menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2)     menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan

untuk  masing-masing  urusan  yang  disinkronkan  dengan
prioritas  dan  program  nasional  yang  tercantum  dalam
rencanakerja   pemerintah   pusat   setiap    tahun   untuk
pemerintah provinsi;

3)     menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk  masing-masing  urusan  yang  disinkronkan  dengan
prioritas  dan  program  nasional  yang  tercantum  dalam
rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program
provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah
provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten; dan

4)     menyusun capaian kinerja,  sasaran,  dan plafon anggaran
sementara  untuk  masing-masing  program,  kegiatan,  dan
sub kegiatan.

d.     Sub kegiatan dapat dianggarkan:
1)     untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
2)     1ebihdaril(satu)tahunanggarandalambentuksub      kegiatan

tahun janak.
e.     Sub   kegiatan   tahun  jamak   mengacu   pada   program   yang

tercantum dalaln RPJMD.
f.      Sub  kegiatan  tahun  jalnak  harus  memenuhi  kriteria  paling

sedikit:
1)     pekeljaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang

s e c aratekni s      merup akan      s atu      ke s atuan      untuk
menghasilkan  1  (satu)  keluaran yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari  12  (dua belas) bulan dalam tahun
anggaran berkenaan;

2)     pekerjaan  atas  pelaksanaan  sub  kegiatan  yang  menurut
sifatnya  harus  tetap  berlangsung  pada  pergantian  tahun
anggaran; dan
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3)     pekerjaan  atas  pelaksanaan  sub  kegiatan  yang  menurut
sifatnya  harus  tetap  berlangsung  pada  pergantian  tahun
anggarari, antara lain penanaman benih/ bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah
sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa
pelayanan kebersihan (cleaning service).

9.     Penganggaran    Kegiatan    Tahun    Jamak    berdasarkan    atas
persetuj uanbersamaantaraBupatidanD PRK,yang ditandatangani
bersamaan  dengan  penandatanganan  KUA  dan  PPAS.  Jangka
waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali
Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional
dan/atau    kepentingan    strategis    nasional    sesuai    dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

h.     Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
1)     nana Kegiatan;
2)    jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
3)    jumlah anggaran; dan
4)     alokasi anggaran per tahun.

i.      Penyusunan rancangan KUA dan ppAs menggunakan klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan   mengenai   Klasifikasi,   Kodefikasi,   dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dan pemutakhirannya.

j.      Proses penyusunan rancangan KUA dan ppAs memuat informasi,
aliran  data,  serta  penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang
dilakukan secara elektronik.

2.     Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  86  sampai  dengan  pasal  88
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut :
a.     Bupati  menyampaikan  rancangan  KUA  dan  rancangan  PPAS

kepada  DPRK  paling  lambat  minggu  kedua  bulan  Juli  untuk
dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRK.

b.     Bupati  dapat  mengajukan  usulan  penambahan  kegiatan/sub
kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang
tidak terdapat dalam RKPK untuk disepakati bersama dengan
DPRK dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
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c.     Penambahan  kegiatan/sub  kegiatan  baru  tersebut  sepanjang
memenuhi   kriteria   darurat   atau   mendesak   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.     Kesepakatan  terhadap  rancangan  KUA  dan  rancangan  PPAS
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRK paling lambat
minggu kedua bulan Agustus.

e.     KUA dan  PPAS yang telah  disepakati  Bupati   bersama   DPRK
menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA
SKPK.

f.      Tata  cara  pembahasan  rancangan  KUA  dan  rancangan  PPAS
dilakukan        s e suai        dengan        ketentuan        p eraturan
perundangundangan.

9.     Dalam    hal   Bupati    berhalangan    tetap    atau    berhalangan
sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
1)     menyampaikan rancangan KUA dan rancangan ppAs kepada

DPRK; dan
2)     menandatangani    nota    kesepakatan    KUA    dan    nota

kesepakatan PPAS
h.     Dalam  hal  Bupati  dan  Wakil  Bupati  berhalangan  tetap  atau

sementara,  pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang selaku penjabat/ penjabat sementara/ pelaksana
tugas Bupati bertugas untuk:
1)     menyampaikan rancangan KUA dan rancangan ppAs kepada

DPRK; dan
2)     menandatangani    nota    kesepakatan    KUA    dan    nota

kesepakatan PPAS
i.      Dalam  hal  seluruh  pimpinan  DPRK  berhalangan  tetap  atau

sementara  dalam  waktu  yang  bersamaan,   pelaksana  tugas
pimpinan    DPRK    bertugas    untuk    menandatangani    nota
kesepakatan KUA dan PPAS.

j.     Dalam   hal   Bupati   dan   DPRK   tidak   menyepakati   bersama
rancangan  KUA  dan  rancangari  PPAS,  paling  lama  6  (enam)
minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan
kepada DPRK, Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang
APBK kepada  DPRK  berdasarkan  RKPK,  rancangan  KUA,  dan
rancangan  PPAS  yang  disusun  Bupati,  untuk  dibahas  dan
disetujui bersama antara Bupati dengan  DPRK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Bupati   menyusun   rancangan   KUA   dan   rancangan   PPAS

berdasarkan RKPK dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBK diuraikan sebagai berikut :
1)     TAPK menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan

data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat
dalam RKPK;

2)     TAPK     menyiapkan      seluruh     isi     rancangan      PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta  indikator  kinerja  dan  indikasi  pendanaan  yang
bersumber dari RKPK.

b.     Bupati  menyampaikan  rancangan  KUA  dan  rancangan  PPAS
kepada DPRK.

c.     Bupati dan DPRK melakukan pembahasan rancangan KUA dan
rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan
rancangan KUA dan rancangan PPAS.

d.    Bupati dan DPRK melakukan kesepakatan bersama berdasarkan
hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

e.     Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan
PPAS   dituangkan   dalam   nota   kesepakatan   KUA   dan   nota
kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati
dengan pimpinan DPRK.

4.     Dokumen Terkait
Ilustrasi   dokumen   pada   tahapan   penyusunan   KUA   dan   PPAS
menyajikan    informasi   yang    bersifat    dinamis    sesuai    dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan
perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBK.

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara
lain sebagai berikut :
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a. Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATEN DAN BELANJA DAERAII (KUA) TAHUN

ANGGARAN....

PENDAHULUAN
1.1.     Latar belakang penyusunan Kebijakan umum APBK (KUA)
1.2     Tujuan penyusunan KUA
1.3     Dasar (hukum) penyusunan KUA

11.         RERANGRA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1     Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2     Arah kebijakan keuangan daerah

Ill.     ASUMSI        DASAR       DALAM        PENYUSUNAN
DAN BELANJA DAERAH
3.1     Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
3.2     Asumsi dasar yang digunakan dalam APBK

AN a GARAN          PENDAPATAN

IV.     KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1     Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun
4.2     Target pendapatan daerah meHputi pendapatan Asli Daerah (PAI)), Pendapatan Transfer, dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

v.       KEBITAKAN BELANjA DAERArl
5.1     Kebijakan terkalt dengan perencanaan belanja
5.2     Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI.    REBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAII
6.1     Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2     Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII.  STRATEGI PENCAPAIAN
7..1      Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII.  PENUTUP
Bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRK dan Bupati dan perlu
dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBK.

Demikianlah Kebijakan Umum APBK ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Pada
PPAS dan RAPBK Tahun Anggaran berkenaan

Pimpinan DPRK

Nama

•............Tan8gal,.................

Bupati Aceh Singkil

Nama

.,
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b.     Ilustrasi prioritas dan plafon Anggaran sementara (PPAS)

PEMERINTAH RABUPATEN ACEH SINGKIL PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (PPAS)TAHUN ANGGARAN  ....

I.         PENDAHULUAN

11.       RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Ill      PRIORITAS BELANJA DAERAH

PLAFON    ANGGARAN    SEMENTARA    BERDASARKAN    URUSAN    PEMERINTAHAN  DAN

PROGF"/KEGIATEN
V.       RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

VI.     PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK TA dibuat untuk menjadi

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBK TA ...... Pada Bab ini juga
berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRK terhadap PPAS

Pimpinan DPRK

Nama

•............Tan88al,........-.......

Bupati Aceh Sinffl

Nana

`'
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TABEL 3.1

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Tahun chggaran ....

KODE PENERIMAAN DAERAH
ALORASIANGGARAN DASARHUKUM

1 2 3 4
4. PENDAPATAN DAERAII

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAII

4.1.01. Pajak Daerah
4.1.02. Retribusi Daerah
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah

4.2. PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.01. Pendapatan Hibah
4.3.02. Dana D-rat
4.3.03. Lain-Lain    Pendapatan    Sesuai    dengan    Ketentu

Peraturan Perundang-Undangan Retribusi
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYRAN

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.02. Pencairan Dana Cadangan
6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.06. Penerimaan    Pembiayaan    Lainnya    Sesuai    deng

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYRA

JUMLAH PENERIMAAN DAERA

1, -69-



TABEL3.2
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No.
Prioritas Sasaran

Program
Indikator

SKPK Pelaksan Uumlab (Rp) KeteranganPembangunanKabupatenAcehSingkfl Prioritas RIneH'a

1 2 3 4 5 6 7 8
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TABEL3.3
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No.

PROGRAM KEGIATAN SUB REGIATAN
PLAFONAVGGAFEN

PRAKIFZJENMAJU
RET

Prooran

Indikator RInelj a

Kegiatan

Indikator Kinelj a
SubKegiatan

Indikator Kinelja LokasiSubKe8iat SEMENTA(Rp)

Hasil Target Keluaran Target Keluaran     S Target N+1 N+2
Progran Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian

1.

1 . Urusan wajib yanberkaitandengpelayanandasar1.01Pendidikanx.xx.x.Prooran...1.03PekeH.aanUmumdanpenataanRuangx.Sex.zee.Progran...

®,

X.2ex..X.Zex•Kegiatan,,,x.2ex.xx.x.•Kegiatan,,,x.xx.zee.x.•Kegiatan,,, x.2ex.x.x.x.xx.SubKegiatan,,,x.X.2ex.x.x.zex.SubKegiatan®,,x.2ex.zex.x.x.2ex.SubKegiatan,,,

®,,,,,,,,,,

®®,,,,,,,,

Tin8giMenengahTinggi

2. Dst
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TABEL3.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN
PLAFONANGGARAN

RETDAN SUB KEGIATAN SEMENTARA(Rp)

1 2 3 4

1.

URUSAN  PEMERINTAHAN  WAJIB  YANG
B E RKAITAN        D E N GAN        PE LAYANAN
DASAR

1.01 PENDIDIRAN
1. 01.x-x.x-x.x-.x.xx. Dinas ...
1. 01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1. 01.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
1. 01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan . . .

Dst ...

1.02. KESEHATAN
1.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pr08ran ...
1.02.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
1.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

1.03.
PEKERJAAN    UMUM    DAN    PENATRAN
RUANG

1.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pr08ran ...
1.03.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan ...
1.03.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

1.04.
PERUMAIIAN   RAKYAT   DAN   KAWASAN
PERMUKIRAN

1. 04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1.04.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
1.04.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

1.05.
KETE NTRAMAN        DAN        KETE RTIBAN
UMUM           S ERTA           PERLIND UN GAN
RASYAFtAKAT

1.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
1.05.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
1.05.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

1.06. SOSIAL
1.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
1.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
1.06.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
1.06.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

L
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Dst ...

2.
URUSAIN  PEMERINTAHAN  WAJIB  YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

r2.I frl . TENAGA KERJA
2.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.07.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan ...
2.07.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.08.
PEMB ERDAYRAN      PE RE M PUAN      D AN
PERLINDUNGAN
ANAK

2.08.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.08.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
2.08.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.09. PANGAN
2.09.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pr08ran ...
2.09.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
2.09.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.10. PERTANAHAN
2.10.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
2 . 10 .x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
2 . 10 .x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.11 LINGKUNGAN HIDUP
2 . 1 1.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2 . 1 1.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2 . 1 1.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
2 . 1 1.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.12
ADMINISTRASI    KEPENDUDURAN    DAN
PENCATATANSIPIL

2 . 12 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2 . 12 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2 . 12 .x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
2 . 12 .x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.13
PEMBERDAYAAN     MASYARAKAT     DAN
DESA

2 . 13 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
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2 . 13 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2 . 13 .x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
2 . 13 .x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.14
PENGENDALIAN        PEND UDUK        DAN
KELUARGA
BERENCANA

2.14.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2 .14.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
2 .14.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
2 .14.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.15 PERHUBUNGAN
2 . 15 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2 . 15 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
2 . 15 .x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan ...
2 . 15 .x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.16 KOMUNIRASI DAN INFORMATIRA
2 . 16 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.16.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
2.16.x-x.x-x.x-. Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.17
KO PERASI ,        U SAIIA        KE GIL,        DAN
MENENGAH

2.17.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
2.17.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan ...
2 .17.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
2.18 PENANAMAN MODAL
2 . 18 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.18.x-x.x-x.xk.xx.x.xx Kegiatan ...
2.18.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 . 19 .x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2 . 19 .x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pr08ran ...
2 . 19 .x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan ...
2 . 19 .x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.20 STATISTIK
2.20. x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.20. x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
2.20. x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
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2.21 PERSANDIAN
2 . 2 1.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2 . 2 1.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program . . .
2.21.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
2.21.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.22 KEBUDAYEN
2.22.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.22.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
2.22.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.23 PERPUSTAKAAN
2.23.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.23.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
2.23.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.24 KEARSIPAN
2.24.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
2.24.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan ...
2.24.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

3.00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.25.x-x.x-x.x±.xx.x.xx Kegiatan . . .
3.25.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
3.26 PARIWISATA
3.26.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
3.26.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan ...
3.26.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
3.27 PERTANIAN
3.27.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
3.27.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
3.27.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
3.28 KEHUTANAN
3.28.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.28.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
3.28.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
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3.29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
3.29.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
3.29.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
3.30 PERDAGANGAN
3.30.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
3.30.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
3.30.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

3.31 PERINDUSTRIAN
3.31.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3 . 31.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prooran ...
3 . 31.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
3 . 3 1 .x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

3.32 TENSMIGRASI
3.32.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas ...
3.32.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prooran ...
3.32.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
3.32.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

4.00
UNSUR           PENDUKUNG           URUSAN
EMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Daerah
4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
4.01.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
4.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

4.02
SEKRETARIAT     DEWAN     PERWAKILAN
FtAKYAT
DAERAH

4.02.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat DPRK
4.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pr08ran ...
4.02.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
4.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

5.00
UNSUR            PENUNJAN G            URUSAN
PEMERINTAHAN

5.01 PERENCAVEN
5 . 01.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5 . 01.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
5 . 01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
5.02 KEUANGAN
5.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
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5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prooran ...
5.02.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
5.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

5.03 KEPEGAWAEN
5.03.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor...
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.03. x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
5.03.x-x.x-x.x-. Sub Kegiatan ...

Dst ...

5.04 PENDIDIRAN DAN PELATIHAN
5.04.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.04. x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
5.04.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.05. x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
5.05.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan . . .

Dst ...
5.06 PENGHUBUNG
5.06.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
5.06. x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
5.06.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

5.07 PENGELOLAAN PEREATASAN
5.07.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas/Badan/Kantor ...
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
5.07. x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
5.07.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

6.00 UNSUR PENGAWAS

6.01 UNSUR PENGAWAS
6 . 0 1 .x-x.x-x.x-x.xx. Inspektorat
6 . 01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prooran ...
6.01. x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan ...
6 . 01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

7.00 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECARATAN
7.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kecanatan ...
7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Prooran . . .
7.01 x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
7.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
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8.00 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.01 RESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.x-x.x-x.x-x.xx. Kesatuan Bangsa Dan Politik ...
8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
8.01.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke8iatan . . .
8.01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

9.00 URUSAN KEKHUSUSAN
9.01 PANIRADYA KAISTIMEWAN
9 . 01.x-x.x-x.x-x.xx. Paniradya Kaistimewan . . .
9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
9 . 01.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Ke8iatan . . .
9 . 01.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

9.02 SYARIAT ISLAM ACEH
9.02.x-x.x-x.x-x.xx. Dinas Syariat Islam Aceh ...
9.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
9.02.x-x.x-x.xx.xx.x.xx. Kegiatan ...
9.02.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan . . .

Dst ...

9.03
SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

9.03.x-x.x-x.x-x.xx.
Sekretariat     Majelis     Permusyawaratan
Ulana (MPU) ...

9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
9.03.x-x.x-x.x.xx.xx.x.x Kegiatan . . .
9.03.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

9.04 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
9.04.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Adat Aceh . . .
9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Progran ...
9.04.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
9.04.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

9.05 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9.05.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Baitul Mal Aceh . . .
9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Pr08ran ...
9.05.x-x.x-x.xx.xx.x.xx Ke8iatan . . .
9.05.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...

9.06 SEKRETARIAT MEJLIS ADAT ACEH
9.06.x-x.x-x.x-x.xx. Sekretariat Majelis Adat Aceh . . .
9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. Program ...
9.06.x-x.x-x.xx.xx.xx.x Ke8iatan . . .
9.06.x-x.x-x.x- Sub Kegiatan ...

Dst ...
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TABEL 3 . 5
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO UFtAEN
PLAFONANGGARAN(Rp.)

1 • Belanja operasi

a. Belanja pegawai
b. Belanja barang dan jasa
c. Belanja bunga
d. Belanja subsidi
e. Belanja hibah
f. Belanja bantuan sosial

2 Belanja modal
a. Belanja modal tanah
b. Belanja modal peralatan dan mesin
c. Belanja modal gedung dan bangunan
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. Belanja modal aset tetap lainnya;
f. Belanja modal aset tidak berwujud;

3 Belanja tidak terduga
4 Belanj a transfer

a. Belanja bagi hasil
b. Belanja bantuan keuangan

TOTAL
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TABEL3.6
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

NO. URAIAN
PIAFON ANGGARANSEMENTARA

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Penerimaan Pembiayaan
6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.02. Pencairan Dana Cadangan
6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiaya

6.2. Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan
6.2.02. Penyertaan Modal Daerah
6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
6.2.04. Pemberian Hnjaman Daerah
6.2.05. Pengeluaran   Pembiayaan   Lainnya   Sesuai   Dengan   Ketentu

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiaya

Pembiayaan Ne
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c.     Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAI-I ACEH SINGKIL

DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAirvAT DAHRAH KABupATEN ACEH slNGRIL

NOMOR..........
TANGGAL........

TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.             Nana

Jabatan              : Bupati Aceh sing]al
Alanat Kantor
bertindak selaku dan atas nana pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

2.   a.       Nana
Jabatan
Alanat Kantor

b.      Nana
Jabatan
Alanat Kantor

c.       Nana
•  Jabatan

Alanat Kantor

Ketua DPRK Kabupaten Aceh Sin8hil

Wa]al Ketua I DPRK Kabupaten Aceh Sin8hil

Wakil Ketua 11 DPRK Kabupaten Aceh Singkil

sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nana Dewan Perwa]rilan Rakyat
Daerah ( DPRK) Kabupaten Aceh Singkil
Dengan ini menyatakan bahwa dalam  ran9ka penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan
Belarlja Daerah (APBK) diperlukan Kebijakan Umum APBK yang disepakati Bersama antara
DPRK dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadihan sebagai dasar penyusunan
prioritas dan plafon anggaran sementara APBK TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBK
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggarari Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  (RAPBK)  Tahun  Anggaran  ...,  Kebijakan pendapatan,  belanja  dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.
Secara len9kap Kebijakan Umum APBK TA .... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini

Denrikianlah Nota Kesepakatan iri dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

Bupati Aceh Singkfl
Selarfu

PIHAK PERTAMA

Nana

•......Tanggal'.........

Pimpinan DPRK
Kabupaten Aceh Sing]al. . .

Selaku PIHAK KEDUA

Nana KETUA

Nana WAKIL KETUA I

Nana WAKIL KETUA 11
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d.      Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN

DEWAN PERWAKILEN RAKYAT DRERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR..........
TANGGAL........

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN ....

Yarig bertanda tangan di bawah ini:
1.             Nana

Jabatan              : Bupati Aceh sing]al
Alanat Kantor
bertindak selaini dan atas nana pemerilitah Kabupaten Aceh Sing]ril

2. a.         Nana
Jabatan

.  Alanat Kantor
b.      Nana

Jabatan
Alanat Kantor

c.       Nana
Jabatan
Alanat Kantor

Ketua DPRK Kabupaten Aceh Sing]dl

Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Aceh Sin8kil

Wa]dl Ketua 11 DPRK Kabupaten Aceh Singkfl

sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nana Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRK) Kabupaten Aceh Singhil

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBK) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
disepakati bersama antara DPRK dengan Pemerintah Daerah, uutuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBK)
TA. . .

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRK dan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBK TA ..., para pihak sepakat terhadap
Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  yang  meliputi  rencana  pendapatan  dan
penerinaan  pembiayaan  daerah  TA  ...,   Prioritas  belanja  daerah,   Plafon  Anggaran
Sementara  Berdasarkan  Urusan  Pemerintahari  Dan  Program/Kegiatari,  dan  rencana
pembiayaan daerah TA . . .

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran .... disusun
dalam  Lampiran  yang  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan.  dengan  Nota
Kesepakatan ini.

Demi]rianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Tahun Anggaran .....

Bupati Aceh Singkfl Selaku
PIHAK PERTAMA

Nana

fr

... Tanggal ,......... Pimpinan DPRK
Kabupaten Aceh Singhil Sela]m

PIHAK KEDUA

Nana Ketua

Namawakil Ketua I

Nana Wakil Ketua 11
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e.      Ilustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak

NOTA KESEPAKATEN ANTARA
BUPATI ACEH SINGKIL DENGAN

DEWEN PERWAKILEN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR..........
TENGGAI........

TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (NAMA PEKERJAAN)

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.     Nana

Jabatan                      : Bupati Aceh singkfl
Alanat Kantor
bertindak sela]fli dan afas nana pemerintah Kabupaten Aceh Singhil

2.      a.    Nana
Jabatan
Alanat Kantor

b.    Nana
Jabatan
Alanat Kantor

c.    Nana
Jabatan

.  Alanat Kantor

Ketua DPRK Kabupaten Aceh Sing]al

Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Aceh Sin8lal

Wakil Ketua 11 DPRK Kabupaten Aceh Singkfl

selaku dan atas nana Dewan Perwa]dlan Rakyat Daerah ( DPRK)  Kabupaten Aceh
Singkfl Tahun          ..., Tahun . . . dan (Tahun seterusnya) yang

BABI
DASAR HUKUM

Pasal 1

(Berisikantentang  Peraturan  Perundang-Undangan  atau  Dasar  Hukumyang  melandasi
untuk sub kegiatan tahun jamak dinaksud)

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAV

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

(4) Dst.

(Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)

BAD Ill
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak . . . (Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan) , yang
(1)   biaya pekeq.aan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
(2)   biaya pekeljaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
(3)   Dst.

Pasal 4

(1)  Dana  anggaran  kegiata]i/sub  kegiatan  Tahun  Jamak  bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil) ....

(2)  Julnlah anggaran kegiatan/ sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/ sub
kegiatan sebagainana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya ber].umlah Rp(terbilang) .

'`.

-83-



(3)  Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dinaksud dalam Pasal 3
adalah :

a)   biaya pekeljaan ..................... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
(1)  Tahun ...... senilai Rp(terbilang);
(2)  Tahun ...... serLilai Rp(terbilang);
(3)   Dst.

b)   biaya pekeH.aan .................. dengan perincian per tahun sebagai berikut:
(1)  Tahun ... senilai Rp ...... (terbflang);
(2)  Tahun ... serilai Rp ...... (terbflang);
(3)   Dst.

BAB IV PELAKSENAAN PEKERJAAN
Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/ sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dinaksud dalam Pasal 3
digunakan ulituk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun . . . dan Tahun . . .

BABV
PENGELOLAAN DENA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

( 1) . Perigelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan
oleh Peran9kat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2)  Perangkat Daerah sebagainana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas
®,,,,,,

Kabupaten Aceh Sin8]dl

Ban VII PERTENGGUNGJAWABAIN
Pasal 7

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan
p eraturan p erundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yalig belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepalijang mengenai
pelaksanaarmya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan PIHAK
Demj]rian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) belmaterai crfup, masing-
masing mempurry.ai kekuatan hukum yang sama.

Bupati Aceh Sing]al Sela]m
PIHAK PERTAMA

Nana

.......Tanggal,.........
Pimpinan DPRK Kabuapaten Aceh

SingEL Selaku
plHjex KEDUA

Nana Ketua

Nana WAlflL KETUA I

N-a WAKIL KETUA 11
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9.     ilustrasi   Berita   Acara   Kesepakatan   Penambahan   Kegiatan/Sub
Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN Ar\ITARA BupATI ACEH slNGKIL
DENGAN

KETUA DPRK ACEH SINGKIL

NOMOR..........
TANGGAI........

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATEN/ SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS YANG

TIDAK TERDAPAT DALAM RKPK
TAHUN ENGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.    N-a

Jabatan                      : Bupati Aceh sing]al
Alanat Kantor
bertindak selaini dan atas nana pemerintah Kabupaten Aceh Sing]dl

2.   Nana
Jabatan                       : Ketua DPRK Kabupaten Aceh sing]al
Alamat Kantor
bertindak selaku dan atas nana Dewan Perwa]alan Rakyat Daerah (DPRK) Kabupaten
Aceh Singkfl.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru pada
KUA  dan  PPAS  TA ......  yang  tidak  terdapat  dalam  RKPK  Kabupaten  Aceh  Singkil  TA

yang
selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru dimaksud disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak telpisahkan dengan Berita Acara
Kesepakatan ihi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahuri 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Qanun
Tentang  Rencana Pembangunan Jan9ka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembarlgunan
Jangka Menengah Daerah,  serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jan9ka Menengah Daerah,  dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka pada hari ini . . . tanggal . . . bulan . . . tahun ..., dibuatlah Berita
Acara Kesepakatan ini

Demjkianlah  Berita  Acara  Kesepakatan  ini  dibuat  untuk  dijadikan  dasar  dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) TA ...........

Bupati Aceh Singkil

Nana

•............Tanggal'.................
Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil

Nana

`-
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LAMPIRAN
Berita Acara Kesepakatan Nomor .................. Tanggal .................

No,

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PIAFONANGGARANSEMENTARA PRARIRANRAJU
Kode/ Urusan/SUrusan/ Indikator KineH. a

Kegiatan
Indikator RIneq.a

Sub Kegiatan
Indikator REnelj a LokasiSub

KetHasil Target Keluaran Target Keluaran Target
N+1 N+2Organisasi/ Program Capaian Kegiatan Capaian SubKegiatan Capaian Kegiatan (Rp)

1. 1.    Umsan    waj.yangberkaitdenganpelayandasar

1.01 Pendidikan

x.zex.xx.

Program ...

®,,,,,

x.xx.xx.x.xx.Kegiatan...
®,,,,,,,

x.xx.xx.x.xx.xx.SubKegiatan,,,
® ®,,,, ®,,,,, ®,,,,,,,

x.xx.xx.x.xx.Kegiatan...
®, ®,,®®,,®

x.xx.xx.x.xx.xx.SubKegiatan,,,
®,,, ®®,,,,,
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a.      RRA SKPK
C. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 sampai dengan pasal 96 Qanun

Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Ketentuan terkait RKA-SKPK sebagai berikut:

1.     Ketentuan umum RKA SKPK
a.     Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPK

diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA
dan rancangan PPAS disepakati.

b.     Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:
1)     prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub

kegiatan yang terkait;
2)     alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,

kegiatan    dan    sub    kegiatan    SKPK    berikut    rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan;

3)     batas waktu penyampaian RKA-SKPK kepada PPKD; dan
4)     dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA,  PPAS,  kode

rekening APBK, format RKA-SKPK, analisis standar belanja,
standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan
APBK.

c.     Rencana   pendapatan    dan    penerimaan    pembiayaan   yaitu
hubungan    anggaran    belanja    dengan    sumber    pendariaan
pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
1)     belanja  yang  dianggarkan  untuk  pelaksanaan  program,

kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;

2)     belanja  yang  dianggarkan  untuk  pelaksanaan  program,
kegiatan,  dan  sub  kegiatan  terkait dana transfer khusus
sumber  pendanaannya  berasal  dari  pendapatan  transfer
khusus berkenaan;

3)     belanja  yang  dianggarkan  untuk  pelaksanaan  program,
kegiatan,  dan  sub kegiatan terkait sarana dan prasarana
jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak
kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.

4)     belanja  yang  dianggarkan  untuk  pelaksanaan  program,
kegiatan,   dan   sub   kegiatan   terkait  penunjang  urusan
pemerintah  daerah  sumber  pendanaannya  berasal  dari
pendapatan dana alokasi umum.
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d.     Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK berdasarkan KUA dan PPAS,
serta  mengacu  pada  Surat  Edaran  Bupati  tentang  Pedoman
Penyusunan RKA-SKPK.

e.     Untuk  kesinambungan  penyusunan  RKA  SKPK,  kepala  SKPK
mengevaluasi  hasil  pelaksanaan  program,  kegiatan,  dan  sub
kegiatan  2  (dua)  tahun  anggaran  sebelumnya  sampai  dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

f.      Proses penyusunan RKA-SKPK mengandung   informasi,   aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilafukan
secara elektronik.

9.     RKA-SKPK     disampaikan     kepada     PPKD     sebagai     bahan
penyusunan  rancangan  Qanun  tentang  APBK  sesuai  dengan
jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang
pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan setiap tahun.

ri.     RKA-SKPK     sebagaimana     disusun     dengan     menggunakan

pendekatan :
1)      Kerangka     Pengeluaran     Jangka     Menengah     Daerah

dilaksanakan  dengan  menyusun  pra kiraan  maju  secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.  Prakiraan maju
berisi   perkiraan   kebutuhan   anggaran   untuk   program,
kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran     berikutnya     dari     tahun     anggaran     yang
direncainakan.

2)     Penganggaran   Terpadu   dilakukan   dengan   memadukan
seluruh    proses    perencanaan    dan    penganggaran    di
lingkungan  SKPK untuk menghasilkan  dokumen  rencana
kerja dan anggaran.

3)     Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
a)     Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari sub kegiatan;
b)     Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c)     Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

i.      Penyusunan   RKA-SKPK   dengan   menggunakan   pendekatan
penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
1)     Indikator  kinerja  merupakan  ukuran  keberhasilan  yang

akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

2)     Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan       dic ap ai       dari       ke adaan       s emula       dengan
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mempertimbangkan fcktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan
efektivitas pelaksanaan dari setiap program,  kegiatan dan
sub kegiatan;

3)     Sasaran  kinerja  merupakan  hasil  yang  diharapkan  dari
suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu
sub  kegiatan  yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan
dengan   penggunaan   anggaran   dengari   kuantitas   dan
kualitas yang terukur;

4)     Analisis  standar  belanja  merupakan  penilaian  kewajaran
atas   beban   kerja   dan   biaya   yang   digunakan   untuk
melaksanakan suatu sub kegiatan;

5)     Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan
jasa  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  Bupati  dengan
mempertimbangkan staridar harga satuan regional;

6)     RKBMD   merupakan   dokumen   perencanaan   kebutuhan
barang milik daerah untuk periode  1  (satu)   tahun   yang
paling   kurang   berisi   informasi   mengenai   kebutuhan
pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan

7)     Standar pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

j.      Untuk   terlaksananya   penyusunan   RKA-SKPK   berdasarkan
pendekatan  kerangka  pengeluaran jangka  menengah  daerah,
penganggaran  terpadu dan penganggaran  berdasarkan  kinerja
serta   terciptanya   kesinambungan   RKA-SKPK,   Kepala   SKPK
mengevaluasi  hasil  pelaksanaan  program,  kegiatan,  dan  sub
kegiatan  2  (dua)  tahun  anggaran  sebelumnya  sampai  dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

k.     Evaluasi bertujuan untuk menilai  program,  kegiatan  dan  sub
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan
tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada
tahun yang direncanakan atau  1  (satu)  tahun berikutnya dari
tahun yang direncanakan.

1.      Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peny-usunan RKASKPK
diatur  dalam  Qanun  mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

dr
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in.

n.

0.

Belanja pegawai, belanja barang danjasa, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam
RKA-SKPK sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing
SKPK.

Belanja  bunga,   belanja  tidak  terduga  dan  belanja  transfer
dianggarkan dalam RKA-SKPK pada SKPKD.
Penerimaan  pembiayaan  dan  pengeluaran  pembiayaan  daerah
dianggarkan dalam RKA-SKPK pada :
1)      SKPKD;

2)     SKPK/Unit    SKPK    terkait    yang    melaksanakan    pola

pengelolaan keuangan BLUD;
2.     Ketentuan Dokumen RKA SKPK

a.     Proses penyusunan RKA-SKPK mengandung   informasi,   aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

b.     RKA-SKPK    memuat    rencana    pendapatan,     belanja,     dan
pembiayaan  untuk  tahun  yang  direncanakan  serta  prakiraan
maju untuk tahun berikutnya.

c.     Rencana  pendapatan  memuat  urusan  pemerintahan  daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima
oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.     Rencana belanja memuat informasi mengenai:
1)     urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan

daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK;
2)     organisasi memuat nana SKPK selaku pA;
3)     standar harga satuan;
4)      RKBMD;

5)     kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja,
tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai
dari program, kegiatan dan sub kegiatan;

6)     Program      memuat      mama      program      yang      akan
dilaksanakansKPK dalam tahun anggaran berkenaan;

7)     Kegiatan      memuat      mama      kegiatan      yang      akan
dilaksanakansKPK dalam tahun anggaran berkenaan;

8)     Sub   kegiatan   memuat  mama   sub   kegiatan  yang  akan
dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan;

•i
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9)     Akun,  kelompok  belanja  yang  masing-masing  diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian
objek;

e.   Rencana pembiayaan memuat kelompok:
1)     Penerimaan   pembiayaan  yang   dapat   digunakan   untuk

menutup   defisit  APBK,   yang   masing-masing   diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
penerimaan pembiayaan.

2)     Pengeluaran  pembiayaan  yang  dapat  digunakan  untuk
memanfaatkan     surplus    APBK,    yang    masing-masing
diuraikan  menurut jenis,  objek,  rincian  objek,  dan  sub
rincian objek pengeluaran pembiayaan.

3.     Ketentuan Lain Terkait RKA SKPK
a.     Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat

keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
kepala SKPK dapat menyusun RKA-SKPK di luar KUA dan PPAS

yang telah disepakati Bupati bersama DPRK.
b.     Dalam  hal  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  merupakan

tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan,
kebutuhan   dananya   harus   dianggarkan   pada   tahun   yang
direncanakan.

c.     Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK),  dalaln  masa  transisi  penyusunan  RKA-SKPK  disusun
oleh TAPK atau TAPK menunjuk SKPK terkait.

d.     Dalam hal peny-usunan RKA-SKPK, bagi SKPK/Unit SKPK yang
melaksanakan   pola   keuangan   BLUD,    menggunakan   kode
rekening APBK.

4.     Ketentuan pelaksanaan
a.     TAPK  menyusun  rancangan  Surat  Edaran  tentang  Pedoman

Penyusunan RKA-SKPK.
b.     TAPK menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPK ke Bupati untuk diotorisasi.
c.     Bupati menerbitkan surat Edaran tentang pedoman penyusunan

RKA-SKPK sebagai acuan Kepala SKPK dalam menyusun RKA-
SKPK.

d.     Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK berdasarkan KUA dan PPAS
serta   SE   KDH    tentang   Pedoman   Peny.usunan   RKA-SKPK
mengikuti  ketentuan  umum  RKA-SKPK dan  Ketentuan  terkait
Do]fllmen RKA-SKPK di atas.

",.
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e.      Kepala  SKPK menyalnpaikan  RKA-SKPK kepada  PPKD  sebagai
bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK.

5.     Dokumen terkait
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA SKPK menyajikan
informasi  yang  bersifat  dinalnis  sesuai  dengan  kebutuhan  yang
disajikan   setiap   tahun   dalam   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah
dan/ atau pedoman penyusunan APBK.
Ilustrasi  dokumen  pada tahapan  penyusunan  RKA-SKPK  disajikan
sebagai berikut:

KABUPATEN ACEH SINGRIL
RENCANA RERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH(RRA-SKPK)

TAIIUN ANGGARAN...

URUSAN  PEMERINTAHAN                      :   x .........................
BIDANG URUSAN                                          :  x.xx  ......................
ORGANISASI                                                     :  x.xx.xx  ...................

Pengguna chggaran
a.        Nana
b.           NIP
c.         Jabatan

Kode Nana Formulir
RKA-Pendapatan SKPK Rincian Anggaran Pendapatan SKPK
RA -Belanja SKPK Rincian Anggaran Belanja SKPK
RKA -Pembiayaan SKPK Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPK
RKA  REKAPITULASI *)
REgkasan APBK
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja  per  urusan  dan  program
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna chggaran

Nana
NIP:..........

I,

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Nana
NIP:..........

Keterangan:
*)  jumlah  dan  jenis  rekapitulasi  informasi  dalam  RKA  REKAPITULASI  dapat  disesuaikan  dan  ditambahkan

b erdsarkan kebutuhan.
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RENCANA  KERJA  DAN  ANGGARAN  SATUAN

RRA -SKPK
KERJA PERANGKAT DAERAII

Kabupaten     Aceh     Singkil
Tahun Anggaran. . .

Organisasi: x.xx.xx. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringkasan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah

Satuan Kelja Perangkat Daerah
KodeRekening Uraian Jumlah(Rp)

1 2 3
Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
Lain-lain pendapatan asli daerah yang

Pendapatan Transfer                                                            .
Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
Hibah
Dana d-rat
Lain-lain        p endapatan        se suai       dengan       ketentuan
perundang-undangan

Belanja Daerah
Belanja Operasi

Belanja pegawai
Belanja barang  dan jasa
Belanja bunga
Belanja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan  sosial

Belanja Modal
Belanja modal  tanah
Belanja modal peralatan dan mesin
Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
Belanja modal aset tetap lainnya
Belanja modal aset tidak berwujud
Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga
Belanj a Transfer
Belanja bagi hasil
Belanja bantuan keuangan
Surplus/(Defisit)
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
SilpA
Pencalran dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
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perundang-undangan
Pengeluaran pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pemberian pinjaman daerah
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
Pembiayaan Netto

•............,tan88al...........

Kepala SKPK

Nama NIP : ...........

Halalnan.............
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir RA -

SATUAN KERJA PERANGKAT Pendapatan
DAERAH SKPK

Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran. . .

Organisasi: x.xx.x. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Ken.a Perangkat Daerah

KodeRekening Uraian
RIncian Perhitungan

Jumlah (Rp)VolumeKoefisien Satuan Tarif/Harga

jumlah
•............,tanggal...........

Kepala SKPK

Nana
NIP.......

Pembahasan
Tanggal :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catatan :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

2.

Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nana NIP Jabatan Tanda tangan
1.

2.
Dst.
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RERAPITULASIRKA-BEIANJASKPKSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Aceh Singhil
Tahun Anggaran. . .

or8anisasi                      :               x.xx.2Bzx               . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah

Tahun-1

Tahunn

Tahun+1Belanja Belanja
BelanjaTidak

Belanja JumlahacO 5cO a: E E
iD !E

`ch£

!`£ Operasi Modal Terduga Transfer

Urusan ...
Bidang Urusan ...
Prooran ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan . . . .
Dst ...
Kegiatan ...
Dst ...

Urusan ...
Bidang Urusan ...
Prooran ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan . . . .
Dst ...

Kegiatan ...
Dst ...
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir RRA-
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII BELANJASKPK

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran. . .

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Urusan Pemerintab : x
Bidang urusan: x.xx.xx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program: x.xx.xx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kegiatan: x.xx.xx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organisasi: x.xx.xx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unit: x.3ex.xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alokasi Tahun -1 : Rp(terbilang)
Alokasi Tahun: Rp(terbilang)

Alokasi Tahun + 1 : Rp(terbilang)

Indikator dan Tolak Ukur Kinelja Kegiatan
Indikator Tolak Ufur Kelja Target rfueH.a

Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan: . . . . . . . . . . . . . .

Sub Kegiatan: x.xx.xx
Sumber Pendanaan : . . . . . . . . . . .
I,okasi: (Kab/ Kota sampai Desa/ Kelurahan)
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)    .
Waktu Pelaksanaan : Mulai . . . . . . Sampai . . . . . . . .
Keterangan:

Kode Rekening Uraian
RIncian Perhitungan Jumlah (Rp)

Koefisien/Volume Satuan Har8aSatuan PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Sub Kegiatan: x.xx.xx
Sumber Pendanaan : . . . . . . . . . . .
Lokasi: (Kab/ Kota sampai Desa/ Kelurahan)
Keluaran Sub Kegiatan: (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/ sub kegiatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai . . . . . . Sampai . . . . . . . .
Keterangan:

Kode Rekening Uraian
ELcian Perhitungan Jumlah (Rp)

KoefisienIvoirITrme Satuan HargaSatuan PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

.........,tan8gal......
... Kepala SKPK

Nama
NIP:..........
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Pembahasan
Tanggal:...............

Catatan:...............

1.

2.

Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nana NIP Jabatan Tanda Tangan
1

2
Dst

Halaman................
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN Formulir RRA -

KERJA PERANGKAT DAERAII Pembiayaan
Kabupaten Aceh Singkil SKPK

Tahun Anggaran. . .
Organisasi: x.xx.xx. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah

.............,tanggal...........
Kepala SKPK

Nama
NIP.

Pembahasan
Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catatan :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

2.

Dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nana NIP Jabatan Tanda tangan
1.

2.
Dst.
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D.     RANCANGAN QANUN APBK

1.     Ketentuan umum
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  97  sampai  dengan  pasal  99
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Ketentuan  terkait  penyiapan  Rancangan  Qanun
tentang APBK sebagai berikut:
a.     RKA SKPK yang telah disusun oleh Kepala SKPK disampaikan

kepada TAPK melalui PPKD untuk diverifikasi.
b.     Verifikasi  dilakukan  oleh  TAPK  untuk  menelaah  kesesuaian

C.

antara RKA SKPK dengan:
1)      KUAdanppAS;

2)    Prakiraan   maju   yang   telah   disetujui   tahun   anggaran
sebelumnya;

3)     dokumen perencanaan lainnya;
4)     capaian Kinerja;
5)     indikator Kinerja;
6)     analisis standar belanja;
7)     standar harga satuan;
8)     perencanaan kebutuhan BMD;
9)     Standar pelayanan Minimal;
10)   proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
11)   program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPK.
Dalam hal hasil verifikasi TAPK terdapat ketidaksesuaian, Kepala
SKPK melakukan penyempurnaan.

d.     Selain diverifikasi TAPK,  RKA-SKPK juga   direviu   oleh   Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e.     PPKD menyusun rancangan Qanun tentang APBK dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPK yang telah disempurnakan
oleh kepala SKPK.

f.     Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati.

9.     Proses      penyiapan      Rancangan      Qanun      tentang     APBK
mengandung  informasi,   aliran  data,   serta  penggunaan   dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2.     Ketentuan  Terkait  Dokumen  Rancangan  Qanun  APBK  Ketentuan
terkait  do]oumen  Rancangan  Qanun  tentang APBK sebagai berikut

','

-98-



a. Rancangan mengacu pada Pasal 98 Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Qanun
tentang APBK memuat lampiran sebagai berikut:
1)     ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2)     ringkasan    APBK   yang    diklasifikasi    menurut    urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;
3)     rincian   APBK   menurut   urusan   pemerintahan   daerah,

organisasi,    program,    kegiatan,    sub    kegiatan,    akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4)     Rekapitulasi dan sinkronisasi Qanun APBK yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
a)     rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan

pemerintahan   daerah,   organisasi,   program   beserta
hasil,  kegiatan  beserta  keluaran,  dan  sub  kegiatan
beserta keluaran;

b)     rekapitulasi  belanja  daerah  untuk  keselarasan  dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

c)     Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
d)     Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan

APBK;

e)     Sinkronisasi program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada
RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK;

I)      Sinkronisasi    Program    Prioritas    Nasional    dengan
Program Prioritas Daerah.

5)     Informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  informasi
pada Qanun APBK antara lain:
a)     daftarjumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
b)     daftar piutang daerah;
c)     daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

lainnya;
d)     daftar perkiraan  penambahan  dan  pengurangan  aset

tetap daerah dan aset lain-lain;
e)     daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
i)      daftar dana cadangan;
g)     daftar pinjaman daerah.

`t
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b.     Dokumen  pendukung  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
APBK  terdiri  atas  nota  keuangan  dan  raricangan  Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBK.

c.     Rancangan  Qanun  tentang  APBK  memuat  informasi  kinerja
berdasarkan  sasaran  capaian  kinerja  dan  indikator  kinerja
masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.     Ketentuan pelaksanaan
a.     PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPK yang telah disusun

oleh Kepala SKPK.
b.     Jika  terdapat  ketidaksesuaian,  TAPK  meminta  Kepala  SKPK

untuk melakukan penyempurnaan.
c.     PPKD menyusun rancangan Qanun tentang APBK dan dokumen

pendukung berdasarkan RKA SKPK yang telah disempurnakan
oleh kepala SKPK.

d.     PPKD menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK
yang telah disusun kepada Bupati.

4.     Dokumen terkait.
Ilustrasi   dokumen   lampiran   Qanun   tentang   APBK   menyajikan
informasi  yang  bersifat  dinamis  sesuai  kebutuhan  yang  disajikan
setiap  tahun  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan
mengenai pedoman penyusunan APBK.
Ilustrasi  dokumen  lalnpiran  Qanun  tentang  APBK  pada  tahapan
rancangan Qanun tentang APBK disajikan sebagai berikut:

a.     1ustrasi Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

KABUPATEN ACEH SINGKIL
RINGKASAN APBK YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOKDAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA,  DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah (Rp)
Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

I"
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Pendapatan Hibah
Dana D-rat
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi
Belanja pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja bunga
Belanja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial

Belanja Modal
Belanja modal tanah
Belanja modal peralatan dan mesin
Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
Belanja modal aset tetap lainnya
Belanja modal aset tidak berwujud

Belanj a Tidak Terduga
Belanja tidak terduga

Belanj a Transfer
Belanja bagi hasil
Belanja bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Pembiayaan D aerah
Penerimaan Pembiayaan
SilpA
Pencalran dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
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Pemberian pinjaman daerah
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
SilpA
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pemberian pinjalnan daerah
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

.........,tanggal.........Bupati

Nana
NIP:..........

i
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b.     1ustrasi Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

KABUPATEN ACEH SINGRIL

RINGRASAN APBK YANG DIKLASIFIRASIRAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

1

*

URUSAN   PEMERINTAIIAN   WAJIB   YANGBERKAITANDENGANPELAYANANDASAR

1 01 PENDIDIRAN
1 01 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
1 01 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 02 KESEHATAN
1 02 x-x.x-x.x- x.xx Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit ...
1 02 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 03 PEKERJRAN     UMUM     DAN     PENATRUANG

1 03 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
1 03 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 04 PERUMAIIAN RARTAT DAN KAWASANpERMURInEN

1 04 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
1 04 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 05
KETENTRAMAN,      KETERTIBAN      UMUSERTAPELINDUNGANMASYARAKAT

1 05 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
1 05 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 06 SOSIAL
1 06 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
1 06 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
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2
URUSAN   PEMERINTAHAN   WAJIB   YANTIDAKBERKAITANDENGANPELAYANDASAR

2 07 TENAGA KERJA
2 07 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 07 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 08 PEM B E RDAYAAN       PEREM PUAN       DENPERLINDUNGANANAK

2 08 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 08 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 09 PANGAN
2 09 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 09 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
2 10 PERTANAHAN
2 10 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 10 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 11 LINGKUNGAN HIDUP
2 11 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 11 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 12 ADMINISTRASI     KEPENDUDUKAN     DAPENCATATANSIPIL

2 12 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 12 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 13 PEMB ERDAYRAN          MASYARAKAT DANDESA

2 13 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 13 x-x.x-x.x- x.Sac Dst ...

2 14
PEN GENDALIAN         PEN DUDUK         DAKELUARGABERENCANA

2 14 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 14 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
2 15 PEREUBUNGAN
2 15 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 15 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
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2 16 KOMUNIRASI DAN INFORMATIRA
2 16 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 16 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 17 KOpERAsl ,        usArlA       KEcl L,        DMENENGAH

2 17 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 17 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 18 PENANAMAN MODAL
2 18 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 18 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 19 REPEMUDRAN DEN OIAHRAGA
2 19 x-x.x-x.x- x.xx Dinas
2 19 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 20 STATISTIK
2 20 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 20 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
2 21 PERSANDIAN
2 21 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 21 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 22 KEBUDAYRAN
2 22 x-x.x-x.x- x.xx Dinas
2 16 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 23 PERPUSTAKEN
2 23 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 23 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 24 KEARSIPAN
2 24 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 24 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 KELAUTAN DAN PERIRANAN
3 25 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
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3 25 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 26 PAFOwlsATA
3 26 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 26 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
3 27 PERTANIAN
3 27 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
3 27 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 28 REHUTANAN
3 28 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
3 28 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3 29 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 29 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 30 PERDAGANGAN
3 30 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
3 30 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 31 PERINDUSTRIAN
3 31 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 31 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 32 TRANSMIGRASI
3 32 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 32 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
4 UNSUR              PENDUKUNG     URUSANPEMERINTARAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH
4 01 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat Daerah

4 01 x-x.x-x.x- x.xx Paniradya Kaistimewan . . .

4 02
SEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

4 02 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat DPRK
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5 UNSUR PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN

5 01 PERENCANAAN
5 01 x-x.x-x.x- x.xx Badan...
5 01 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

5 02 KEUANGAN
5 02 • x-x.x-x.x- x.xx Badan...
5 02 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

5 03 KEPEGAWAIAN
5 03 x-x.x-x.x- x.xx Badan....
5 03 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIIIAN
5 04 x-x.x-x.x- x.xx Badan...
5 04 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 x-x.x-x.x- x.xx Badan...
5 05 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

5 06 PENGHUBUNG
5 06 x-x.x-x.x- x.xx Badan ...
5 06 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

5 07 PENGELOLALAN PERBATASAN DAERAH
5 07 x-x.x-x.x- x.xx Badan/Kantor ...
5 07 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

6 UNSUR PENGAWAS
6 01 PENGAWAS
6 01 x-x.x-x.x- x.xx Inspektorat

7 UNSUR KEWIIAYAIIAN

7 01 KECARATAN
7 01 x-x.x-x.x- x.xx Kecanatan ...
7 01 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
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8 01 RESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 x-x.x-x.x- x.xx Kesatuan Bangsa Dan Politik

9 URUSAN REKHUSUSAN
9 01 SYARIAT ISIAM ACEH
9 01 x-x.x-x.x- x.xx Dinas Syariat Islam Aceh ...

Progran ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ...
Dst ...

9 02 SEKRETARIAT MAJELISPERMUSYAWARATANULAMA (MPU)

9 02 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat      Majelis      PermusyawaratUlama(MPU)...

Progran . . .
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ...
Dst ...

9 03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9 03 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat Baitul Mal Aceh ...

Program ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ...
Dst ...

9 04 SEKRETARIAT MEJLIS ADAT ACEH
9 04 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat MajeHs Adat Aceh ...

Program ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ...
Dst ...

Jumlah
SURPLUS/ (DEFISIT)

•,tanggal.
•. Bupati

N-a
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c.     Ilustrasi Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenispendapatan, belanja, dan pembiayaan

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB

KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATEN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN . . .

PENDAPATAN DAERAII
KODE REKENING UFtJEN JUMLAH DASAR HUKUM
4.x.zex Pendapatan
4.x.zex Pendapatan Asli Daerah
4.x.2K Pajak Daerah
4.x.3ex Retribusi Daerah
4.x.zex Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan
4.x.zex Lain-lain PAD  Yang Sah

4.x.zex Pendapatan Transfer
4.x.x Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.x.2ex Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.x.x Lain-lain Pendapatan  Daerah  Yang Sah
4.x.x Pendapatan Hibah
4.x.2ex Dana Darurat
4.x.zex Lain-Lain     Pendapatan     Sesuai     dengan     Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan
BELANJA DAERAH
Urusan Pemerintahan :X

Bidang Urusan : X.X.Zex
Organisasi : X.X.Zex
Unit Organisasi :  x.zex.zex
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Program : X.X.X
Indikator Hasil ®,,,,,,,,,

Kegiatan...1) : x.xx.zex
Indikator Keluaran
Sub Kegiatan  ...1) :  x.zex.zex

Indikator Keluaran
KODE REKENING UFtJEN JUMLAH DASAR HUKUM

5.x.zex Belanja
5.x.zex Belanja Operasi
5.x.x Belanja Pegawal
5.x.x Belanja Barang dan Jasa
5.x.2ex Belanja Bunga
5.x.x Belanja Subsidi
5.x.2ex Belanja Hibah
5.x.x Belanja Bantuan Sosial

5.x.2ex Belanja Modal
5.x.2ex Belanja Modal Tanah
5.x.x Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.zex Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.2ex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.x Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.2ex Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.2ex Belanja Tidak  Terduga
5.x.zex Belanja Tidak  Terduga

5.x.zex Belanj a Transfer
5.x.zex Belanja Bagi Hasil
5.x.zex Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) :  x.zex.zex

Indikator Keluaran ®,,,,,,,,,,
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KODE REKENING UFtJEN JUMLAH DASAR HUKUM
5.x.zex Belanja
5.x.x Belanja Operasi
5.x.x Belanja Pegawai
5.x.zex Belanja Barang dan Jasa
5.x.x Belanja Bunga
5.x.x Belanja Subsidi
5.x.x Belanja Hibah
5.x.2ex Belanja Bantuan Sosial

5.x.x Belanja Modal
5.x.x Belanja Modal Tanah
5.x.2ex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.2ex Belanja Modal Bangunan  dan  Gedung
5.x.2ex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.2ex Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.x Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.x Belanja Tidak  Terduga
5.x.2K Belanja Tidak  Terduga

5.x.x x Belanj a Transfer
5.x.zex Belanja Bagi Hasil
5.x.2ex Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan....2) : x.zex.zex

Indikator Keluaran ®,,,,,,,,,

Sub Kegiatan. . . 1 ) : X.X.Zex
Indikator Keluaran

KODE REKENING UFtJEN JUMLAH DASAR HUKUM
5.x.2ex Belanja
5.x.zex Belanja Operasi
5.x.zex Belanja Pegawai
5.x.2ex Belanja Barang dan Jasa
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5.x.zex Belanja Bunga
5.x.zex Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
5.x.zex Belanja Bantuan Sosial

5.x.2ex Belanja Modal
5.x.zex Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.2K Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.x Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.2ex Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.Sex Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.x Belanja Tidak Terduga
5.x.2ex Belanja Tidak Terduga

5.x.zex Belanj a Transfer
5.x.2ex Belanja Bagi  Hasil
5.x.x Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan...2) : x.2ex.zex
Indikator Keluaran ®,,,,,,,,,,

KODE REKENING UFtJEN JUMLAH DASAR HUKUM
5.x.Sex BelanJ'a
5.x.2ex Belanja Operasi
5.x.zex Belanja Pegawai
5.x.zex Belanja Barang dan Jasa
5.x.zex Belanja Bunga
5.x.zex Belanja Subsidi
5.x.x Belanja Hibah
5.x.zex Belanja Bantuan Sosial

5.x.x Belanja Modal
5.x.zex Belanja Modal Tanah
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5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.2ex Belanja Modal  Bangunan  dan  Gedung
5.x.2ex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.2ex Belanja Modal  Aset Tetap Lainnya
5.x.zex Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.zex Belanja Tidak Terduga
5.x.2ex Belanja Tidak Terduga

5.x.x Belanj a Transfer
5.x.2ex Belanja Bagi  Hasil
5.x.zex Belanja Bantuan Keuangan

'tanggal.
Bupati

Nana
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E.     RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBK

1.     Ketentuan umum
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102 Qanun Aceh Singkil Nomor
4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Ketentuan
terkait penyiapan  Rancangan  Peraturan  bupati tentang penjabaran
APBK sebagai berikut:
a.     Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun

tentang APBK, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK.

b.     Proses    penyiapan    Rancangan    Peraturan    Bupati    tentang
Penjabaran  APBK  mengandung  informasi,  aliran  data,   serta
penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 104 Qanun Aceh Singkil Nomor
4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Ketentuan
Terkait Dokumen Rancangan  Peraturan Bupati  tentang Penjabaran
APBK.

a.     Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK memuat
lampiran sebagai berikut:
1)     ringkasan  penjabaran  APBK  yang  diklasifikasi  menurut

kelompok, ].enis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2)     penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan  daerah,
organisasi,   program,   kegiatan,   sub  kegiatan,   kelompok,
jenis,  objek,  dan  rincian  objek,  dan  sub  rincian  objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3)     rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan Bupati penjabaran
APBK  yang  disajikan  berdasarkan  kebutuhan  informasi
antara lain:
a)     daftarjumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
b)     daftar piutang Daerah;
c)     daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah

lainnya;
d)     daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;
e)     daftar perkiraan penalnbahan dan pengurangan aset

lain-lain;
D      daftar  kegiatan  tahun  anggaran  sebelumnya  yang

belum   diselesaikan dan dianggarkan kembali dalaln
tahun anggaran ini;

`,
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g)     daftar Dana cadangan;
h)     daftar pinjaman Daerah
i)      daftar nana penerima, alamat penerima, dan besaran

hibah;
j)      daftar mama penerima, alalnat penerima, dan besaran

bantuan sosial;
k)     daftar    Nama    Penerima,    Alamat    Penerima,    dan

Besaran   Bantuan   Keuangan   bersifat   umum   dan
bersifat khusus;

1)      Daftar   Nana    Penerima,    Alamat    Penerima,    dan
Besaran belanja bagi hasil;

in)    Sinkronisasi      kebijakan      pemerintah      provinsi/
kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan
Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati
tentang  penjabaran APBK  dengan  program  prioritas
perbatasan Negara.

4)     Informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  informasi
pada Peraturan Bupati penjabaran APBK.

b.     Penganggaran  pendapatan,   belanja,   dan  pembiayaan   dalam
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK disertai
penjelasan, yaitu:
1)     Penganggaran  pendapatan  disertai  penjelasan  mengenai

dasar hukum pendapatan.
2)     Penganggaran belanja disertai penjelasan  mengenai dasar

hukum,  1okasi  sub  kegiatan  dan  belanja  yang  bersifat
khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya,   dan
sumber pendanaan sub kegiatan.

3)     Penganggaran  pembiayaan  disertai  penjelasan  mengenai
dasar  hukum,   sumber  penerimaan   pembiayaan  untuk
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran
pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

2.     Dokumen terkait.
Ilustrasi  dokumen  lampiran  peraturan  bupati  tentang  penjabaran
APBK menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai kebutuhan
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBK

.+
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a.     ringkasan    penjabaran    APBK    yang    diklasifikasi    menurut
kelompok, ].enis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,
pendapatan,belanja, dan pembiayaan;

KABUPATEN ACEH SINGKIL
RINGRASAN PENJABARAN APBK YANG DIKLASIFIRASI MENURUT

RELOMPOK,JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah (Rp)
4 Pendapatan

4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan

4.1.01.01.zex
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4 . 1 . 0 1 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undang
mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencana
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.02.01.x
RIncian    Objek    selanjutnya    Sesuai   peraturan    perundang
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.02 .2ex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undang
mengenai RIasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencana
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.1.03.01
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMN

4.1.03.01.x
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4 . 1. 03 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah

4.1.04.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenrdatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4 . 1. 04 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan

-
mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan KeuanganDaerah.

1
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Kode Uraian Jumlah (Rp)

4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

4.2.01.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.01.xx
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.2 .02 .01 ;x
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.02.x
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan  Daerah.

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

4.3.01.01.2ex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.01.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan KeuanganDaerah.

4.3.02 Dana D-rat
4.3.02.01 Dana D-rat
4.3 .02 .01.01 Dana Daunrat

4.3.02.01.x
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.02.2ex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan KeuanganDaerah.

4.3.03 Lain-lain   Pendapatan   Sesuai   dengan   Ketentuan   Peraturan
Perundang-Undangan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS

4.3.03.01.x
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.

4.3.03.2ex
Objek   selanjutnya   Sesual   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan 'Ilmjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

5.1.01.01.x
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5 . 1 . 0 1 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 .1.02 .01.2ex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02.x
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03 Belanja Bunga
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

5.1.03.01.01
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat  atas     Penerusan       Pinjaman        Dalam Negeri-
Jangka Menengah

5 .1.03 .01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5 .1. 03 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN

5 .1.04.01.zex
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04.x
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.x
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5 .1.05 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

5 . 1. 06 . 01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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Kode Uraian Jumlah (Rp)

5 . 1. 06 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil

5.2.01.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.01.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat

5.2.02.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.02.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kelja

5.2.03.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.03.2ex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan

5.2.04.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.04.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenal Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Pelpustakaan
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

5.2.05.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.05.2ex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
5.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal . . .
5.2.06.01.01 Belanja Modal . . .

5.2.06.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.06.2ex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanj a Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.01.01 Belanja   Bagi   Hasil    Pajak    Daerah    Kepada   Pemerintah

Kabupaten dan Desa
5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kabupaten dan Desa

5.4.01.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.01.xx
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenal RIasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi

5.4.02.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.02.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

6 Pembiayaan

6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

6 . 1 . 0 1 . 0 1 .zex
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6 . 1 . 0 1 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.02 Pencalran Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencalran Dana Cadangan
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.x
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenal  RIasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6 . 1. 02 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.03.01
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)

6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN

6 .1. 03 . 01.2ex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6 . 1. 03 .2ex
Objek   selan].utnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01
Pinjaman  Daerah  dari  Pemerintah  Pusat Penerusan  Pinjam
Dalam Negeri-Jangka Menengah

6 . 1. 04 . 01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6 . 1 . 04 .2ex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjalnan Daerah
6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

kepada Pemerintah Pusat
6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01.x
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05.x
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06
Penerimaan   Pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentu
peraturan perundang-undangan

6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.x
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifkasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6 . 1. 02 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
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Kode Uraian Jumlah (Rp)

6.1.03.01
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)

6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN

6.1.03.01.x
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifkasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6 .1. 03 .zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04 Penerimaan Pinjalnan Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01
Pinjaman  Daerah  dari  Pemerintah  Pusat  Penerusan  Pinjam
Dalam Negeri-Jangka Menengah

6 . 1 . 04 . 0 1 .zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.05.01 Penerimaan   Kembali   Pemberian   Pinjaman   Daerah   kepad

Pemerintah Pusat
6.1.05.01.01 Penerimaan   Kembali   Pemberian   Pinjaman   Daerah   kepad

Pemerintah Pusat

6 .1. 05 . 01.zex
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05.x
Objek   selanjutnya   Sesual   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06
Penerimaan   Pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentu
peraturan perundang-undangan

6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek

6 . 1. 06 . 01.2ex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06.x .
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan

6 . 2 . 0 1 . 0 1 .zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.01.x
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
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6.2.02.01 Penyertaan  Modal  Negara  (BUMN)  Daerah  pada  Badan  Usah

Milik Negara (BUMN)
6.2.02 .01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2 .02 .01.x
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  RIasifkasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.02.xx
Objek   selanjutnya   Sesual   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerus

Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

6.2.03.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.zex
Rincian    Objek    selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.04.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05
Pengeluaran   Pembiayaan   lainnya   sesuai   dengan   ketentu
peraturan perundang-undangan

6.2.05.01 Pinjanan BLUD
6.2 .05 .01.01 Pinjalnan BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01.zex
Rincian    Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-
undangan  mengenai  Klasifkasi,  Kodefkasi  dan  Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.05.zex
Objek   selanjutnya   Sesuai   peraturan   perundang-   undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

umlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

•........,  tan88al .........

Bupati

Nana NIP

4,
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b.     penjabaran  APBK  menurut  urusan  pemerintahan  daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek,   dan   rincian      objek,      dan      sub   rincian   objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL

PENJABARAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN  DAERAH,  ORGANISASI,PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN . . .

PENDAPATAN DAERAII

KODE REKENING UFtJEN JUMLAH DASARHUKUM

4.x.x Pendapatan
4.x.zex Pendapatan Asli Daerah
4.x.zex Pajak Daerah
4.x.x Retribusi Daerah

4.x.x
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

4.x.JET Lain-lain PAD  Yang Sah

4.x.2ex Pendapatan Transfer
4.x.x Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.x.zex Pendapatan Transfer  Antar  Daerah

4.x.zex Lain-lain Pendapatan  Daerah  Yang  Sah
4.x.zex Pendapatan Hibah
4.x.x Dana Darurat

4.x.zex
Lain-Lain       Pendapatan       Sesuai       deng
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BELANJA DAERAH
UrusanPemerintahan :X

Bidang Urusan :  x.zex.zex

Organisasi : X.Zex.X

Unit Organisasi : X.X.X
Prooram : x.zex.zex

Indikator Hasil ®®,,,,,,,,,

Kegiatan...1) : X.JET.X

Indikator Keluaran ®,,,,,,,,,,

Sub Kegiatan . . .1) : X.Zex.X

Indikator Keluaran ®,,,,,,

KODE REKENING UF2AEN JUMLAH DASARHUKUM

5.x.2ex Belanja
5.x.zex Belanja Operasi
5.x.zex Belanja Pegawai
5.x.x Belanja Barang dan Jasa

+,,
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5.x.x Belanja Bunga
5.x.2ex Belanja Subsidi

•               5.x.x Belanja Hibah
5.x.zex Belanja Bantuan Sosial

5.x.2ex Belanja Modal
5.x.zex Belanja Modal Tanah
5.x.2ex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.zex Belanja Modal Bangunan dan  Gedung
5.x.zex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.zex Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.zex Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.2ex Belanja Tidak Terduga
5.x.zex Belanja Tidak Terduga

5.x.x Belanj a Transfer
5.x.zex Belanja Bagi  Hasil
5.x.zex Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan...2) : X.2K.X

IndikatorKeluaran ®,,,,,,,,,,

KODE REKENING UREAN JUMLAH DASARHUKUM

5.x.2ex Belanja
5.x.2ex Belanja Operasi
5.x.zex Belanj a Pegawai
5.x.zex Belanja Barang dan Jasa
5.x.zex Belanja Bunga
5.x.zex Belanja Subsidi
5.x.zex Belanja Hibah
5.x.zex Belanja Bantuan Sosial

5.x.zex Belanja Modal
5.x.2ex Belanja Modal Tanah
5.x.2ex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.2ex Belanja Modal  Bangunan  dan  Gedung
5.x.zex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.x Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.2ex Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.Sex Belanja Tidak Terduga
5.x.2ex Belanja Tidak Terduga

5.x.Sex Belanj a Transfer
5.x.x Belanja Bagi  Hasil
5.x.x Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan....2) : X.Zex.X

IndikatorKeluaran

SubKegiatan...1) : X.X.Zex

IndikatorKeluaran ®,,,,,,,,,,

KODE REKENING UFLAEN JUMLAH DASARHUKUM

5.x.zex Belanja
5.x.zex Belanja Operasi
5.x.2ex Belanja Pegawal
5.x.2ex Belanja Barang dan Jasa
5.x.zex Belanja Bunga
5.x.zex Belanja Subsidi
5.x.zex Belanja Hibah
5.x.zex Belanja Bantuan Sosial

5.x.Sex Belanja Modal
5.x.x Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.x Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.zex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.x Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.x Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.x Belanja Tidak Terduga
5.x.x Belanja Tidak Terduga

5.x.2ex Belanj a Transfer
5.x.2ex Belanja Bagi  Hasil
5.x.2ex Belanja Bantuan Keuangan

SubKegiatan...2) : X.X.Zex

IndikatorKeluaran ®®,,,,,,,,,

KODE REKENING UF2JEN JUMLAH DASARHUKUM

5.x.x Belanja
5.x.x Belanja Operasi
5.x.x Belanja Pegawai
5.x.2ex Belanja Barang dan Jasa
5.x.x Belanja Bunga
5.x.zex Belanja Subsidi
5.x.zex Belanja Hibah
5.x.x Belanja Bantuan Sosial

5.x.zex Belanja Modal
5.x.zex Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
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5.x.2ex Belanja Modal  Bangunan  dan  Gedung
5.x.x Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.zex Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.x Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.zex Belanja Tidak Terduga

5.x.2ex Belanj a Transfer
5.x.2ex Belanja Bagi  Hasil
5.x.2ex Belanja Bantuan Keuangan

.........,tan88al.........

Bupati

Nana NIP: ...

dr
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BAB IV
PENETAPAN APBK

A.      PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBK

1.     Ketentuan umum
APBK  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  Qanun,  yang  dibahas  dan
disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRK).   Penyusunan  APBK  dilakukan  dengan  berpedoman  pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) dalam rangka mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bemegara.
Berdasarkan ketentuan dalaln Pasal  loo  sampai dengan pasal  101
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,   Ketentuari   umum   terkait   penyampaian   dan
pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK adalah sebagai berikut:
a.     Bupati  wajib   mengajukan   rancangan   Qanun   tentang  APBK

disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK paling
lambat  60  (enam  puluh)  hari  sebelum  1  (satu)  bulan  tahun
anggaran  berakhir  untuk  memperoleh  persetujuan  bersama
antara Bupati dan DPRK.

b.     Bupati  yang  tidak  mengajukan  rancangan  Peraturan  Daerah
tentang  APBK  sesuai  ketentuan,  dikenai  sanksi  administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.     Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh
Bupati  dan  DPRK  setelah  Bupati  menyampaikan  rancangan
Peraturan   Daerah   tentang   APBK   beserta   penjelasan   dan
dokumen  pendukung  kepada  DPRK  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d.     Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK berpedoman pada
RKPK, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berifut:
a.     Proses penyalnpaian dan pembahasan rancangan Qanun tentang

APBK    dapat    mengandung    informasi,    aliran    data,    serta
penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

b.     Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan,
RKPK, KUA, dan PPAS.

c.     Dalam  pembahasan  rancangan  Qanun  tentang  APBK,  DPRK
dapat meminta RKA-SKPK sesuai kebutuhan dalam pembahasan

t,+
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yang   disajikan   secara   elektronik   melalui   Sistem   Informasi
Pemerintahan Daerah.

d.     Dalam  pembahasan  rancangan  Qanun  tentang  APBK,  Bupati
dan / atau          D PRK          dapat          mengaj ukan          usulan
penambahan/perubahan      kegiatan/sub      kegiatan      dalam
rancangan Qanun tentang APBK yang terdapat/tidak terdapat
dalam  KUA  dan  PPAS  untuk  disetujui  bersama.  Penambahan
atau   perubahan   kegiatan/sub    kegiatan    dapat   dilakukan
berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

e.     Dalam  hal  keterlambatan  persetujuan  APBK  karena  Bupati
terlambat   menyampaikan   rancangan   Qanun   tentang   APBK
kepada DPRK dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada
anggota DPRK.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Bupati  menyampaikan  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang

APBK  beserta  penjelasan  dan  dokumen  pendukung  kepada
DPRK.

b.     Bupati  dan  DPRK  melakukan  pembahasan  rancangan  Qanun
tentang  APBK  dengan  berpedoman  kepada  RKPK,  KUA,  dan
PPAS.

C. Hasil pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dituangkan
dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan
pimpinan DPRK.

8.     PERSRTUJUAN RANCANGAN APBK
1.     Ketentuan umum

Persetujuan rancangan Qanun tentang APBK dicapai setelah melalui
pembahasan bersama antara Bupati dan DPRK. Persetujuan tersebut
diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama
antara Bupati dan DPRK.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  102  sampai dengan pasal  106
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan
Qanun tentang APBK adalah sebagai berikut:
a.     Bupati dan DPRK wajib menyetujui bersama rancangan Qanun

tentang APBK paling lambat 1  (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran setiap tahun.

b.     Berdasarkan     persetujuan     bersama,     Bupati     menyiapkan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.     Persetujuan bersama rancangan Qanun tentang APBK tersebut

harus dicapai paling lambat 1  (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran berikutnya.

b.     Berdasarkan     persetujuan     bersama,     Bupati     menyiapkan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

c.     Dalam  hal  Bupati  dan  DPRK  tidak  mengambil  persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan  Qanun  tentang  APBK  oleh  Bupati  kepada  DPRK,
Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.

d.     Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:
1)     mengajukan  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBK

kepada DPRK; dan
2)    menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan

Qanun tentang APBK.
e.      Dalam      hal      Bupati      berhalangan      sementara,      Bupati

mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk:
1)     mengajukan  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBK

kepada DPRK; dan
2)    menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan

Qanun tentang APBK.
f.      Dalam  hal  Bupati  dan  wakil  Bupati  berhalangan  tetap  atau

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang  berwenang  selaku  pejabat/pejabat  sementara/pelaksana
tugas  Bupati menyampaikan  rancangan  Qanun  tentang APBK
kepada    DPRK,    sedangkan    penandatanganan    persetujuan
bersama terhadap  rancangan  Qanun  tentang APBK dilakukan
oleh  pejabat yang  ditunjuk  dan  ditetapkan  oleh  pejabat yang
berwenang,     selaku    pelaksana    tugas/     penjabat/pen].abat
sementara Bupati.

9.     Dalam  hal  seluruh  pimpinan  DPRK  berhalangan  tetap  atau
sementara  dalam  waktu  yang  bersamaan,   pelaksana  tugas
pimpinan DPRK menandatangani persetujuan bersama terhadap
rancangan Qanun tentang APBK.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Bupati dan DPRK melakukan persetujuan Bersalna berdasarkan

hasil pembahasan rancangan Qanun tentang APBK.
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b.     Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Bupati
menyiapk.an  rancangan  Peraturan  Bupati  tentang  penjabaran
APBK.

c.     Dokumen  persetujuan  bersama  beserta  rancangan  Peraturan
Daerah tentang APBK.

3.     Dokumen terkait
Ilustrasi    dokumen    persetujuan    rancangan    APBK    menyajikan
informasi yang  bersifat  dinamis  sesual  kebutuhan yang   disajikan
setiap   tahun   dalam   ketentuan   peraturan   perundang-undangan
mengenai pedoman penyusunan APBK.
Ilustrasi  dokumen   pada  persetujuan  rancangan  APBK  disajikan
sebagai berikut:

a.     Ilustrasi susunan Nota Keuangan Rancangan APBK

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

BAB I. Pendahuluan
1.1.             Umum;
1.2.           Maksud dan Tujuan penyusurian Nota Keuangan;
1.3.           Landasan hu]mm penyusunan Nota Keuangan;
1.4.           Sistematika penu]isan Nota Keuangan;

BAB 11. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1.           Kondisi umum pendapatan Daerah;
2.2.           Permasalahan utama pendapatan  Daerah;
2. 3.           Estimasi pendapatan Daerah;
2.4.           Kebijakan umirm. Pendapatan Daerah;

BAB III. Kondisi dan Kebijakari Anggaran Belanja Daerah
3.1.            Kondisi umum Belanja Daerah;
3.2.            Permasalahan utama Belanja Daerah;
3.3.            Kebijakan  umum Belanja Daerah;
3.4.            Prioritas dan plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV.Kondisi dan Kebijakan Anggaran Penibiayaan
4.1.           Kondisi umum pembiayaan;
4.2.           Permasalahan utama pembiayaan;
4.3.           Kebijakan umum pembiayaan;

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAII
Memuat penjelasan ruang ]ing]flxp target dan sasaran program dan kegiatan APBK
menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP
•............Tanggal,............

Bupati

N-a

I+,.
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b.     Ilustrasi Nota persetujuan Bersama atas Rancangan APBK

BERITA ACRE
Nomor:.............

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

TENTENG
RANCANGAN QANUN TENTANG APBK TAIIUN

ENGGAEN....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang tertandatangan di bawah ini:
1.  Nana

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas mama Pemerintah Daerah
Bupati Aceh Singkil yang beralamat di Arga Makmur, selanjutnya
disebut PIIIAK PERTAMA

2.  Nana              :
Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil

3.  Ngma                :
Wa]ril Ketua I DPRK Kabupaten Aceh Singkfl

4.  Nana              :
Wa]dl Ketua 11 DPRK Kabupaten Aceh Singkil
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nania Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Sin8ldl yang beralamat di Arga
Makmur, selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA

Menyatakan bahwa:
1.   PIIIAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah  (RAPBK) Tahun Anggaranyang telah diajukan oleh PIHAK
PERTAMA,  dengan  penyesuaian  dan  perubahan  sebagaimana  tertuang  pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini

2.   PIIIAK  PERTAMA  dapat  menerima  dengan  baik  penyesuaian  dan  perubahari
RAPBK Tahun Anggaransebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini

3.   Selanjutnya PIIIAK PERTAMA akan menyelesalkan perubahan dan koreksi atas
RAPBK Tahun Anggaranselaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang  pada  catatan  yang  ter]ampir  Berita  Acara  ini  selambat-  1ambatnya
sebelum 3 (tiga) hari kelja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4.   PIIIAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubemur ......  untuk mendapat
pengesahan selambat-1ambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita
Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagainana mestinya

Bupati Aceh Singiv
Selafu

PIIIAK PERTAMA

Nana

``'

...............Tanggal'.................
Pimpinan  DPRK Kabupaten Aceh Singkil

Selake
PI- REDUA

Nana RETUA

Narna Wakil Ketua I

Nana Wakfl Ketua 11

-132 -



C.     EVALUASI RANCANGAN APBK

1.     Ketentuan umum
Evaluasi terhadap rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan
peraturan bupati tentang penjabaran APBK dilakukan oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai
keserasian   antara   kebijakan   daerah   dan   kebijakan   nasional,
keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur
serta untuk meneliti sejauh mama APBK tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan
daerah lainnya yang ditetapkan oleh bersangkutan. Untuk efektivitas
pelaksanaan    evaluasi,    gubernur    dapat    mengundang    pejabat
pemerintah daerah yang terkait.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  107  sampai dengan pasal  108
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  ketentuan  umum  terkait  evaluasi  Rancangan
Qanun APBK dan Rancangan Peraturan Bupati  tentang APBK adalah
sebagai berikut :
a.     Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersalna

dan  rancangan  Peraturan  Bupati  tentang  penjabaran  APBK
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan
Qanun tentang APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
bupati.

b.     Rancangan  Qanun  tentang  APBK  dan  rancangan  Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBK disertai  dengan  RKPK,  KUA,
dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRK.

c.     Surat   pengantar   untuk   menyampaikan   rancangan   Qanun
tentang   APBK   dan   rancangan   Peraturan   Bupati   tentang
Penjabaran   APBK   ditembuskan   ke   Menteri   tanpa   disertai
lampiran.

d.     Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
e.     Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil

evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati
tentang  penjabaran  APBK  kepada  Menteri  dan  menteri  yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan
paling  lambat  3   (tiga)   hari  sejak  ditetapkannya  keputusan
gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK
dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

f.      Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat kepada Bupati paling lambat  15  (lima belas)

•,
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hari  terhitung   sejak  rancangan   Qanun   tentang  APBK  dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK diterima.

9.     Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan
Peraturan  Bupati  tentang  penjabaran  APBK  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum,
RKPK, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan
Qanun tentang APBK menjadi Qanun dan rancangan Peraturan
Bupati  tentang  penjabaran  APBK  menjadi  Peraturan  Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h.     Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK tidak sesuai dengan
ketentuan   peraturan   perundang-   undangan,      kepentingan
umum,  RKPK,  KUA,  PPAS,  dan RPJMD, Bupati bersama DPRK
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil
evaluasi diterima.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati  dan
DPRK, dan Bupati menetapkan rancangan Qanun tentang APBK
menjadi   Qanun   dan   rancangan   Peraturan   Bupati   tentang
penjabaran    APBK    menjadi    Peraturan    Bupati,    gubernur
mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang   keuangan   untuk   melakukan   penundaan   dan/atau
pemotongan  Dana  Transfer  Umum  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

j.      Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD
bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.

k.     Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRK.

1.      Keputusan pimpinan  DPRK dijadikan  dasar penetapan  Qanun

in.

n.

0.

'.

tentang APBK.
Keputusan pimpinan DPRK dilaporkan  pada sidang paripurna
berikutnya.
Keputusan   pimpinan   DPRK   disampaikan   kepada   gubernur
untuk paling lambat  3  (tiga)  hari  setelah  keputusan  tersebut
ditetapkan.
Dalam hal pimpinan DPRK berhalangan tetap  atau  sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai
pimpinan     sementara    DPRK    menandatangani     keputusan
pimpinan DPRK mengenai hasil penyempurnaan.

-134-



p.     Dalam    hal    keputusan    pimpinan    DPRK    mengenai    hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari
sejak  diterima  hasil  evaluasi  dari  Menteri/gubernur,  Bupati
menetapkan Qanun APBK berdasarkan hasil penyempurnaan.

q.     Qanun APBK harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi
dari Gubemur.

r.      Proses evaluasi terhadap rancangan Qanun tentang APBK dan
rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK memuat
informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Paling  lambat  3   (hari)   setelah  persetujuan  bersama,  Bupati

mengirimkan  rancangan  Qanun  tentang   APBK   yang   telah
disetujui  bersama  antara  Bupati dan DPRK beserta rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBK, RKPK, KUA, dan PPAS kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

b.     Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil rancangan Qanun tentang APBK dan
rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK.

c.     Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan Perkada tentang
penjabaran    APBK    kepada    Menteri     dan     menteri    yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan
paling  lambat  3   (tiga)   hari   sejak  ditetapkannya  keputusan
gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.

d.     Gubernur   sebagai   wakil   pemerintah   pusat   menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling lambat
15  (lima belas)  hari terhitung sejak rancangan Qanun tentang
APBK   dan   rancangan   Perkada   tentang   Penjabaran   APBK
diterima.

e.     Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan  hasil  evaluasi  sesuai,  maka  Bupati  menetapkan
rancangan Qanun tentarig APBK menjadi Qanun dan rancangan
Perkada  tentang  penjabaran  APBK  menjadi  Perkada  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.      Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama
DPRK  melakukan  penyempurnaan  paling  lama  7  (tujuh)  hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-1angkah
sebagai berikut:
1)     Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRK melalui badan

anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
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2)     Pimpinan  DPRK  menetapkan  surat  keputusan  mengenai
hasil  penyempurnaan  untuk  kemudian  dilaporkan  pada
sidang paripuma berikutnya.

3)     Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan mengenai hasil
penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.

4)     Berdasarkan  keputusan  pimpinan  DPRK  mengenai  hasil
penyempurnaan,   Bupati   melakukan   penetapan   Qanun
tentang APBK.

5)     Dalam  hal   keputusan   pimpinan   DPRK  mengenai   hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari  sejak  diterima  hasil  evaluasi  dari  Gubernur,  Bupati
menetapkan       Q anun       APB K        b erdas arkan       hasil
penyempurnaan.

6)     Qanun   APBK   harus   terlebih   dahulu   mendapat   nomor
registrasi dari Gubernur.

9.     Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRK,   dan   Bupati  menetapkan   rancangan   Qanun   provinsi
tentang APBK menjadi Qanun dan rancangan Perkada tentang
penjabaran  APBK  menjadi  Perkada,  Gubernur  mengusulkan
kepada   Menteri,   selanjutnya   Menteri   mengusulkan   kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/ atau pemotongan
Dana  Transfer  Umum   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

D.     PENETAPAN     QANUN    TENTANG    APBK    DAN     PERATURAN   BUPATI

TENTANG PENJABARAN APBK

1.     Ketentuan umum
Penetapan  rancangan  Qanun  tentang  APBK  menjadi  Qanun  dan
rancangan   Peraturan   Bupati   tentang   Penjabaran  APBK  men].adi
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK merupakan tahap akhir
dalam proses penetapan APBK setelah melalui tahapan penyusunan
oleh  pemerintah  daerah,  pembahasan  bersama  oleh  DPRK  dengan
pemerintah daerah, persetujuan DPRK hingga evaluasi.
Penetapan  rancangan  Qanun  tentang  APBK  menjadi  Qanun  dan
rancangan   Peraturan   Bupati   tentang   Penjabaran  APBK  menjadi
Peraturan   Bupati   tentang   Penjabaran   APBK    ditandai    dengan
penomoran,    penandatanganan,    dan    pengundangan    ke    dalam
lembaran daerah.

A
-136-



Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan umum
terkait penetapan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBK adalah sebagai berikut :
a.     Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBK  dan  rancangan

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK yang telah dievaluasi
ditetapkan  oleh  Bupati  menjadi  Qanun  tentang  APBK  dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

b.     Penetapan  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBK  dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK dilakukan
paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

c.     Bupati  menyampaikan  Peraturan  Daerah  tentang  APBK  dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK kepada Menteri bagi
Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
bagi  Daerah  kabupaten  paling  lalnbat  7  (tujuh)  hari  setelah
Qanun dan Peraturan Bupati ditetapkan.

d.     Dalam   hal   Bupati   berhalangan,   pejabat   yang   berwenang
menetapkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBK.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Bupati menerima keputusan sebagai dasar penetapan rancangan

Qanun tentang APBK menjadi Qanun dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati yang
berupa:
1)     Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam

evaluasi menunjukkan hasil sesuai.
2)     Keputusan     Pimpinan     DPRK     dalam     hal     dilakukan

penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesual.
b.     Bupati  harus  mendapat  nomor  registrasi  atas  Qanun tentang

APBK dari gubernur.
c.     Bupati      beserta      Sekretaris      Daerah      menyusun      dan

menandatangani:
1)     penetapan  rancangan  Peraturan  Daerah  APBK  menjadi

Qanun; serta
2)     penetapan   rancangan   Peraturan   Bupati  APBK   menjadi

Peraturan Bupati.
d.     Bupati  menyampaikan  Peraturan  Daerah  tentang  APBK  dan

Peraturan  Bupati  tentang  penjabaran APBK  kepada  gubernur
selambat-1ambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
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e. Bupati  wajib  menginformasikan  substansi  Peraturan  Daerah
tentang APBK yang  telah  dituangkan  dalam  lembaran  daerah
kepada masyarakat.

E.     PENYUSUNAN   DAN   PENETAPAN   RANCANGAN   PERATURAN   BUPATI

TENTANG APBK DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN  BERSAMA
1.     Ketentuan umum

Dalam  hal  tidak tercapai  persetujuan  bersama  antara Bupati  dan
DPRK terhadap rancangan Qanun tentang APBK dalam jangka waktu
yang ditetapkan, maka Bupati menyusun rancangan peraturan bupati
tentang   APBK   untuk   kemudian   dilakukan   penetapan   setelah
memperoleh  pengesahan  dari  Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah
pusat.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  103  sampai dengan pasal  106
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  Ketentuan  terkait peny-usunan  dan persetu].uan
Rancangan Peraturan bupati tentang APBK dalam hal tidak tercapai
persetujuan bersama adalah sebagai berikut :
a.     Dalam  hal  bupati  dan  DPRK  tidak  mengambil  persetujuan

bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan  Qanun  tentang  APBK  oleh  bupati  kepada  DPRK,
bupati  menyusun  rancangan  Peraturan  Bupati  tentang APBK
dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPK dan KUA serta PPAS.

b.     Rancangan peraturan bupati tentang APBK paling tinggi sebesar
angka APBK tahun anggaran sebelumnya.

c.     Angka  APBK  tahun  anggaran  sebelumnya  merupakan angka
pengeluaran   APBK   yang   ditetapkan    dalam   APBK   tahun
sebelumnya.

d.     Rancangan   Peraturan   bupati  ditetapkan   menjadi   Peraturan
bupati  setelah memperoleh pengesahan dari gubernur  sebagai
wakil pemerintah pusat.

e.     Untuk  memperoleh  pengesahan,  rancangan  Peraturan  bupati
tentang APBK beserta lampirannya disampaikan paling lambat
15  (lima  belas)  hari  terhitung  sejak  DPRK  tidak  mengambil
keputusan bersama dengan bupati terhadap rancangan Qanun
tentang APBK.

f.      Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan
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bupati, bupati menetapkan rancangan Peraturan bupati menjadi
Peraturan bupati.

9.     Dalaln   hal   bupati   dan   DPRK   belum   menyetujui   bersama
rancangan  Qanun tentang APBK atau menetapkan rancangan
Qanun  tentang  APBK  menjadi  Qanun  tentang  APBK  setelah
dimulainya tahun  anggaran  setiap  tahun,  bupati  menetapkan
Peraturan bupati mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang
paling tinggi  sebesar  seperduabelas jumlah pengeluaran APBK
tahun anggaran sebelumnya.

h.     Pengeluaran   setiap   bulan   dibatasi   hanya  untuk  mendanai
keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti
belanja pegawai, 1ayanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

i.      Proses penyusunan dan penetapan rancangan peraturan bupati
tentang APBK dapat mengandung informasi,  aliran data,  serta
penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

2      . Ketentuan pelaksanaan
a.     TAPK berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-

masing SKPK untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib
dan belanja mengikat.

b.     TAPK menyusun rancangan peraturan bupati tentang APBK.
c.     TAPK menyerahkan rancangan Peraturan bupati tentang APBK

ke bupati melalui Sekda untuk diotorisasi.
d.     Bupati menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat untuk mendapatkan pengesahan.
e.     Gubernur    sebagai   wakil    pemerintah    pusat   mengesahkan

Rancangan Peraturan bupati menjadi Peraturan bupati.
3.     Dokumen Terkait

Ilustrasi   dokumen   Rancangan   Peraturan   bupati   tentang   APBK
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan
yang disajikan setiap tahun dalaln ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBK
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a.     Ringkasan  APBK yang  diklasifikasi  menurut  akun,  kelompok,
jenis,  objek,  rincian  objek dan  sub  rincian  objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
RINGRASAN APBK YANG DIKLASIFIRASI MENURUT KELOMPOK,JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Urai Jumlah (Rp)
an

4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4.1.01.01.x Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.01.x Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-  undang
mengenai RIasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02 .01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 . 1. 02 . 01.zex Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifkasi,  Kodefkasi dan Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4 . 1. 02 .zen Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-  undang
mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.03.01 Bagian   Laba  yang   Dibagikan   kepada   Pemerintah   Daerah

(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4.1.03.01.x Rincian  Objek  selanjutnya  Sesual  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4 . 1. 03 .zex Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-  undang
mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah
4 . 1 . 04 . 0 1 .2ex Rincian Objek selanjutn.ya Sesuai peraturan perundang-

undangan mengenai Klasifkasi,  Kodefikasi dan Nomenklatu
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.04.zex Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifkasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4.2.01.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.01.2ex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifikasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2 .02 .01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4.2.02.01.2ex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.02.2ex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,     Kodefikasi     dan     Nbmenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4 . 3 . 0 1 . 0 1 .zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.01.zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01 Dana Darurat
4.3.02.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.02.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.03
Lain-lain  Pendapatan  Sesuai  dengan  Ketentuan  Peraturan
Perundang-Undangan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS
4.3.03.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.03.zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5 Belanja
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5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN
5 .1.01.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5 . 1 . 0 1 .2ex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifikasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 1. 02 . 01.zen Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai RIasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02.x Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03 Belanja Bunga

5.1.03.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

5.1.03.01.01 Belanja  Bunga  Utang  Pinjaman  kepada  Pemerintah  Pusat
atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

5.1.03.01.x Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5 . 1. 04 . 01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5 . 1 . 04 .2ex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenal     Klasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5 .1. 05 . 01.2ex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.1.05.zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01.01 Belanja  Bantuan  Sosial  Uang  yang  direncanakan  kepada

Individu
5.1.06.01.x Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.06.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifikasi,     Kodefkasi     dan     NomenHatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil
5.2.01.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.01.zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifikasi,      Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat
5.2.02.01.Sex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.02.2ex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifikasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ken.a

5.2.03.01.x
Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peratura]i  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.03.2ex

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifikasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan
5.2.04.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenal RIasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.2.04.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenal     RIasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5.2.05.01.2ex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.05.x Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.06 Belanja Modal . . .
5.2.06.01 Belanja Modal . . .
5.2.06.01.01 Belanja Modal . . .
5.2.06.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.06.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifikasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanj a Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.01.01 Belanja  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  Kepada  Pemerintahan

Kabupaten Aceh Singkil dan Desa
5.4.01.01.01 Belanja  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah  Kepada  Pemerintahan

Kabupaten Aceh Singkil dan Desa
5.4.01.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.01.2ex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,     Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

5.4.02.01.01

Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi

5.4.02.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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5.4.02.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifikasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6 . 1 . 0 1 . 0 1 .zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai RIasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6 . 1 . 0 1 .zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.x Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.02.2K Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifikasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.03.01

Hasil  Penjualan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

6.1.03.01.01 Hasil  Penjualan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  pada
BUMN

6 . 1. 03 . 01.Sex Rincian  Objek  selan].utnya  Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6 . 1. 03 .2ex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifkasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.1.04.01.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman

Dalam Negeri-Jangka Menengah
6.1.04.01.zex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan NomenHatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,      Kodelikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.05.01

Penerimaan  Kembali  Pemberian  Pinjaman  Daerah  kepada
Pemerintah Pusat
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6.1.05.01.01

Penerimaan  Kembali  Pemberian  Pinjaman  Daerah  kepada
Pemerintah Pusat

6 .1. 05 . 01.zex

Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dari Keuangan Daerah.

6.1.05.zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06 Penerimaan  Pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan

6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek
6 .1. 06 . 01.Sex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2 .01.01.xx Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan PembangLman dan Keuangan Daerah.

6.2.01.zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifkasi,     Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah

6.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)

6.2.02.01.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6.2 .02 .01.x Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.02.zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifikasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.2 .03 .01.01

Pembayaran   Pinjaman   Daerah   dari   Pemerintah   Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalaln Negeri-Jangka Menengah

6.2.03.01.2ex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03.zex Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifikasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6.2.04.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6.2.04.01.Sex Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-

undangan mengenai Klasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.04.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     RIasifkasi,     Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05 pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

6.2.05.01 Pinjanan BLUD
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01.zex

Rincian  Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai RIasifkasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05.x Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan
mengenai     Klasifikasi,      Kodefkasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA)

.........,tan88al.........

Bupati

Nana
NIP:..........

`:`
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b.     Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
RINGRASAN APBK YANG  DIKLASIFIRASIRAN MENURUT PEMERINTAIIAN DAERAII DAN  ORGANISASI

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

1
U RU SAN       PE M ERI NTAHAN       WAJ IYANGBERKAITANDENGPELAYANANDASAR

1 01 PENDIDIRAN
1 01 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
1 01 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 02 RESEHATAN
1 02 x-x.x-x.x- x.xx Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit ...
1 02 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 03 PERERJAAN    UMUMDAN    PENATAANRUANG

1 03 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
1 03 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 04 PE RU MAIIAN             RAKYAT             D ANKAWASANPERMUKIMAN

1 04 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
1 04 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 05 KETENTRAMAN,  KETERTIBAN  UMUMSERTAPELINDUNGANMASYARAKAT

1 05 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
1 05 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JundahBelanja

1 06 SOSIAL
1 06 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
1 06 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2
U RU SAN       PE M E RI NTAHAN       WAJIYANGTIDAKBERKAITANDENGAPELAYANANDASAR

2 07 TENAGA KERJA          ,
2 07 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 07 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 08 PEMBERDAYRAN    PEREMPUAN    DANPERLINDUNGANANAK

2 08 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 08 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 05 KETENTRAMAN,  KETERTIBAN  UMUMSERTAPELINDUNGANMASYARAKAT

1 05 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
1 05 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

1 06 SOSIAL
1 06 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
1 06 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2
U RU SAIN       PE M E RI NTAHAN       WAJIYANGTIDAKBERKAITANDENGAPELAYANANDASAR
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlabBelanja

2 07 TENAGA KERJA
2 07 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 07 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 08 PEMB ERDAYAAN        PE RE M PUAN D APERLINDUNGANANAK

2 08 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 08 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 09 PAVGAN
2 09 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 09 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
2 10 PERTANAHAN
2 10 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 10 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 11 LINGKUNGAN HIDUP
2 11 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 11 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 12
ADMINISTRASI KEPENDUDURAN DANPENCATATANSIPIL

2 12 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 12 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 13
PEMBERDAYAAN   MASYARAKAT   DANDESA

2 13 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 13 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

2 14
PENGENDALIANP      ENDUDUK      DANKELUARGABERENCANA

2 14 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 14 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 15 PEREUBUNGAN
2 15 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 15 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 16 KOMUNIRASI DAN INFORMATIKA
2 16 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 16 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 17
KOPERASI,USAHAKECIL,DANMENENGAH

2 17 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 17 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 18 PENANAMAN MODAL
2 18 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 18 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 19 KEPEMUDRAN DAN OLAHRAGA
2 19 x-x.x-x.x- x.xx Dinas
2 19 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 20 STATISTIK
2 20 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

2 20 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
2 21 PERSANDIAN
2 21 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 21 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 22 KEBUDAYEN
2 22 x-x.x-x.x- x.xx Dinas
2 16 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 23 PERPUSTARAN
2 23 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
2 23 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

2 24 REARSIPAN
2 24 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
2 24 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 25 x-x.x-x.x- x.xx Dinas...
3 25 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 26 PAFOwlsATA
3 26 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .

x-x.x-x.x- x.xx
3 26 Dst ...
3 27 PERTENIAN
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

3 27 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 27 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 28 KEHUTANAN
3 28 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 28 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINE
3 29 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 29 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 30 PERDAGANGAN
3 30 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 30 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
3 31 PERINDUSTRIAN
3 31 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 31 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

3 32 TENSMIGRASI
3 32 x-x.x-x.x- x.xx Dinas. . .
3 32 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

4 UNSURPENDUKUNGURUSANPEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH
4 01 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat Daerah
4 01 x-x.x-x.x- x.xx Paniradya Kaistimewan . . .
4 02 SEKRETARATDEWANPERWAKILAN

RAKYAT DAERAH
4 02 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat DPRK
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

5 UNSURPENUNJANGURUSENPEMERINTAHAN

5 01 PERENCANEN
5 01 x-x.x-x.x- x.xx Badan. . .
5 01 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
5 02 KEUANGAN
5 02 x-x.x-x.x- x.xx Badan...
5 02 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
5 03 KEPEGAWAEN
5 03 x-x.x-x.x- x.xx Badan...
5 03 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...
5 04 PENDIDIRAN DAN PELATIHAN
5 04 x-x.x-x.x- x.xx Badan. . .
5 04 x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
x-x.x-x.x- x.xx Badan...
x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

PENGHUBUNG
x-x.x-x.x- x.xx Badan ...
x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

PEN GELO LAAN                   PERBATASANDAERAH

x-x.x-x.x- x.xx Badan/ Kantor . . .
x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

UNSUR PENGAWAS
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

PENGAWAS
x-x.x-x.x- x.xx Inspektorat

UNSUR KEWILAYAHAN

RECARATAN
x-x.x-x.x- x.xx Kecamatan . . .
x-x.x-x.x- x.xx Dst ...

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

8 01 RESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 x-x.x-x.x- x.xx Kesatuan Bangsa Dan Politik

9 URUSAN REKHUSUSAN

9 01 SYARIAT ISLAM ACEH
9 01 x-x.x-x.x- x.xx Dinas Syariat Islam Aceh

9 02 S EKRETARAT                              MAJ ELI SPERMUSYAWARATANULAMA(MPU)

9 02 x-x.x-x.x- x.xx SekretariatMajelispermusyawaratanUlana(MPU)...

9 03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9 03 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat Baitul Mal Aceh . . .

9 04 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
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Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Belanja

Operasi Modal TidakTerduga Transfer JumlahBelanja

9 04 x-x.x-x.x- x.xx Sekretariat Majelis Adat Aceh . . .
Jumlah

SURPLUS/  (DEFISIT)

.........,tanggal.........Bupati

Nama
NIP:.........
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c.     Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan,  sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan  sub rincian objek pendapatan,  belanja,  dan
pembiayaan;

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL

RINCIAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN,

SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN .............

PENDAPATAN DAERAII
KODE REKENING UFunN JUMLAH DASAR HUKUM

4.x.2ex Pendapatan
4.x.2K Pendapatan Asli Daerah
4.x.zex Pajak Daerah
4.x.2ex Retribusi Daerah
4.x.zex Hasil   Pengelolaan   Kekayaan   Daer

Yang dipisahkan
4.x.zex Lain-lain PAD Yang Sah

4.x.x Pendapatan Transfer
4.x.x PendapatanTransferpemerintah
4.x.x Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.x.JET Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.x.zex Pendapatan Hibah
4.x.zex Dana Darurat
4.x.2ex Lain-Lain   Pendapatan   Sesuai   deng

Ketentuan

BELANJA DAERAH
Urusan :X

Bidang Urusan : X.X.2ex

Organisasi : X.ZK.X
Unit Organisasi : X.Zex.X

Program :  x.zex.zex

Indikator Hasil ®,,,,,,,,,,

Kegiatan...1) : x.zex.zex

Indikator
Sub Kegiatan . . .1) : X.Zex.X

Indikator ®,,,,,,,,®

KODE REKENING UFtAEN JUMLAH DASAR HUKUM
5.x.zex Belanja
5.x.x Belanja Operasi
5.x.zex Belanja Pegawai
5.x.zex Belanja Barang dan Jasa
5.x.2ex Belanja Bunga
5.x.xx Belanja Subsidi
5.x.2ex Belanja Hibah
5.x.zex Belanja Bantuan Sosial
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5.x.x Belanja Modal
5.x.x Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.x Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.zex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.x Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.x Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.x Belanja Tidak Terduga
5.x.x Belanja Tidak Terduga

5.x.zex Belanj a Transfer
5.x.zex Belanja Bagi Hasil
5.x.zex Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) : X.3ex.X

Indikator Keluaran ®,,,,,,,,,

5.x.zex Belanja
5.x.zex Belanja Operasi
5.x.x Belanja Pegawai
5.x.zex Belanja Barang dan Jasa
5.x.x Belanja Bunga
5.x.zex Belanja Subsidi
5.x.2ex Belanja Hibah
5.x.2ex Belanja Bantuan Sosial

5.x.zen Belanja Modal
5.x.zex Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.2ex Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.2ex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.zex Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.2ex Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.x Belanja Tidak Terduga
5.x.2ex Belanja Tidak Terduga

5.x.2ex Belanj a Transfer
5.x.x Belanja Bagi Hasil
5.x.x Belanja Bantuan Keuangan
Kegiatan....2) : X.X.Zex

Indikator Keluaran ®®,,,,,,,,,

Sub Kegiatan. . .1 ) : X.X.2K
Indikator Keluaran
5.x.x Belanja
5.x.x Belanja Operasi
5.x.2ex Belanja Pegawai
5.x.2ex Belanja Barang dan Jasa
5.x.x Belanja Bunga
5.x.Sex Belanja Subsidi
5.x.zex Belanja Hibah
5.x.x Belanja Bantuan Sosial

-158-



5.x.x Belanja Modal
5.x.x Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.zex Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.2ex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.2ex Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.zex Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.zex Belanja Tidak Terduga
5.x.x Belanja Tidak Terduga

5.x.x Belanj a Transfer
5.x.x Belanja Bagi Hasil
5.x.zex Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan. . .2) :  x.zex.zex

Indikator Keluaran ®,,,,,,,,,

5.x.2ex Belanja
5.x.x Belanja Operasi
5.x.zex Belanja Pegawai
5.x.xx Belanja Barang dan Jasa
5.x.zex Belanja Bunga
5.x.x Belanja Subsidi
5.x.x Belanja Hibah
5.x.xx Belanja Bantuan Sosial

5.x.x Belanja Modal
5.x.2ex Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.Sex Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.zex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.zex Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.zex Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.zex Belanja Tidak Terduga
5.x.x Belanja Tidak Terduga

5.x.2ex Belanj a Transfer
5.x.x Belanja Bagi Hasil
5.x.zex Belanja Bantuan Keuangan

•........,tanggal.........

Bupati

Nama NIP:  .........
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BABV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAIIAAN

A.      KERANGRA PENGATURAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan
daerah  yang  dilakukan  secara  tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,    efisien,    ekonomis,    efektif,    transparan,    dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.
Proses  pengelolaan  keuangan  daerah  dimulai  dari  penganggaran  yang
ditandai dengan ditetapkannya APBK,  pelaksanaan dan penatausahaan
atas APBK, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
Pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan  daerah  mencakup  proses-
proses sebagai berikut:
1.     Pelaksanaan dan penatausahaan Kas umum Daerah
2.     Pelaksanaan dan penatausahaan Kas Transitoris
3.     Penyiapan DPA-SKPK
4.     Anggaran Kas dan SPD
5.     Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan Daerah
6.     Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah
7.     Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 sampai dengan pasal 115 Qanun
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
kerangka pengaturan dalaln pelaksanaan dan penatausahaan keuangan
daerah adalah sebagai berikut :
1.     Semua  Penerimaan  Daerah  dan  Pengeluaran  Daerah  dianggarkan

dalam APBK dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
dikelola oleh BUD.  Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
tidak   dilafukan   melalui   Rekening   Kas   Umum   Daerah,    BUD
melakukan  pencatatan  dan  pengesahan  Penerimaan  Daerah  dan
Pengeluaran Daerah tersebut.

2.     PA/KPA, Bendahara penerimaan/Bendahara pengeluaran, dan orang
atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
wajib  menyelenggarakan  penatausahaan  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3.     Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
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4.

pengeluaran  atas  pelaksanaan  APBK  bertanggung jawab  terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti  dimaksud.  Kebenaran  material  merupakan  kebenaran  atas
penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBK sesuai
dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan  selain
dari yang diatur dalam Qanun, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuari peraturan perundang-undangan.

5.     Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah
tidak  dapat  dipergunakan  langsung  untuk  pengeluaran,  kecuali
ditentukan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

6.     Setiap   pejabat   dilarang   melakukan   tindakan   yang   berakibat
pengeluaran atas Beban APBK apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap
pengeluaran atas Beban APBK didasarkan atas DPA dan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

7.     Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaranatas
Beban  APBK untuk  tujuan  lain  dari yang  telah  ditetapkan  dalam
APBK.

8.     Dalam      rangka      memenuhi      prinsip-prinsip      efisiensi      dan
kewajaran/kepatutan pelaksanaan anggaran, maka PA,  KPA,  PFTK,
PPK-SKPK/PPK   Unit   SKPK,   Bendahara   Pengeluaran,   Bendahara
Penerimaan,   Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   dan   Bendahara
Penerimaan Pembantu, Pembantu bendahara penerimaan, pembantu
bendahara    pengeluaran/penyiap    gaji/penyiap    dokumen    serta
pembantu PPK-SKPK/PPK Unit SKPK diberikan honorarium dalam 1
(satu) tahun anggaran paling banyak 12 (dua belas) bulan dari seluruh
kegiatan dan/ atau sub kegiatan yang dikelola.

9.     Dalam rangka pelaksanaan APBK atas belanja Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada pemerintah desa, Alokasi Dana Desa, Dana
Desa, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ditetapkan KPA
pada   SKPK  berdasarkan   tugas   pokok  dan   fungsi   SKPK  dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

10.   Untuk pelaksanaan APBK, Bupati menetapkan:
a.     Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b.     Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c.     Pejabat     yang      diberi      wewenang      mengesahkan      surat

pertanggungiawaban;

7`
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d.     Pejabat yang diberi wewenang menandatangani sp2D;
e.     Bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran;
f.      Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran

pembantu;
9.     Bendahara Khusus; dan
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK.

11.   Keputusan  Bupati  tentang  penetapan  pejabat  untuk  pelaksanaan
APBK dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas diatur sebagai berikut :
1.     Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.

2.     Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.

3.     Pengesahan  dokumen  yang  berkaitan  dengan   surat  bukti  yang
menjadidasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBK,
dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.    Proses  pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan   daerah   dapat
memuat  informasi,  aliran  data,  serta  penggunaan  dan  penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

5.     Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBK terkendala
adanya  perubahan   organisasi,   mutasi,   atau   berhalangan   maka
Bupatimenetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBK yang dilakukan
pada tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola
keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.     PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN RAS UMUM DAERAH

1.     Ketentuan umum
PPKD  selahai  BUD  wajib  menyelenggarakan  penatausahaan  setiap
uang/kekayaan      daerah     yang      diterima      dan/atau      dalam
penguasaannya    sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan,
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka
pengelolaan uang daerah PPKD selahai BUD membuka Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.

#
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Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak
terkait   lainnya   khususnya   Bendahara   Penerimaan,   Bendahara
Penerimaan     Pembantu,     Bendahara     Pengeluaran,     Bendahara
Pengeluaran  Pembantu,   dan  Bendahara  Khusus  Lainnya  sesuai
dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan.   Pelaksanaan
penatausahaan ini meliputi:
a.     Pembukaan RKUD
b.     Pembukaan Rekening operasional
c.      Pembukaan Rekening SKPK
d.     Penempatan Kas dalam Investasi Jangka pendek
e.     Penatausahaan oleh Bendahara umum Daerah
f.      Pelaporan oleh Bendahara umum Daerah

2.     Ketentuan pelaksanaan
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  116  sampai dengan pasal  121
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Ketentuan  pelaksanaan  terkait  penatausahaan
Kas  Umum  Daerah adalah sebagai berikut:
a.     Pembukaan RKUD

Bupati  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  menunjuk  bank
umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang
sehat adalah barik umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  menunjuk
bank  yang  akan  digunakan  untuk  menyimpan  Kas  Umum
Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-hal  sebagai
berikut:
1)     Reputasi Bank

Bank yang dipilih  harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya,   bank   tidak   pernah   terlibat   kasus   penipuan
nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

2)     Pelayanan Bank
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik
dan memadai, kecepatan dan ketepatan dalam melakukan
transaksi   serta   dapat   melakukan   pelayanan-pelayanan
khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-
1ain.

3)     Manfaat
Memberikan     manfaat    ekonomi,     sosial,     peningkatan
pendapatan  daerah  dan/atau  peningkatan  kesejahteraan
dan/ atau pelayanan masyarakat.

1f
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Penunju]ckan    Bank    Umum     sebagai    penampung    RKUD
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD
sela]ou BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS
paling sedikit memuat:
1)     jenis pelayanan yang diterima;
2)     mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3)     pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
4)     penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
5)     pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
6)     sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7)     kewajiban menyampaikan laporan; dan
8)     tata cara penyelesaian perselisihan.
Bendahara Umum  Daerah  kemudian  membuka  Rekening  Kas
Umum  Daerah  pada Bank Umum yang  ditunjuk oleh  Bupati.
Pemerintah  Daerah  berhak memperoleh  bunga  dan/atau jasa
giro/imbalan hasil 1ainnya yang sejenis atas dana yang disimpan
pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro
yang berlaku.  Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil 1ainnya
yang  sejenis  yang  diperoleh  Pemerintah  Daerah  merupakan
Pendapatan  Asli  Daerah.

b.     Pembukaan Rekening operasional
Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan
dan   rekening   pengeluaran   untuk   mendukung   kelancaran
pelaksanaan  operasional  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah
pada Bank yang  sama  dengan  Bank penampung  RKUD  yang
ditunjuk oleh Bupati.
1)     BUD   dapat   membuka   beberapa   rekening   operasional

p enerimaan       s e suai       dengan       kebutuhan       untuk
mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

2)     BUD membuka rekening operasional pengeluaran.
Dalaln  hal  penyaluran  penerimaan  daerah  mensyaratkan  ke
rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat
membuka  rekening  penerimaan  daerah  pada  Bank  dimaksud
setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pemindahbukuan  dana  dari  rekening  penerimaan  dan/atau
rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum
Daerah  atau  sebaliknya,  dilakukan  atas  perintah  Bendahara
Umum   Daerah.   Perintah   pemindahbu]fllan   oleh   Bendahara
Umum  Daerah  dimaksud  dituangkan  dalam  Perjanjian  Kerja
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C.

Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada
Bank yang terkait.
Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional
penerimaan adalah sebagai berikut:
1)     Rekening   operasional   penerimaan   dioperasikan   untuk

menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak
melalui bendahara penerimaan dan/ atau menerima setoran
pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2)     Rekening   operasional   penerimaan   dioperasikan   sebagai
rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya
sekali  sehari  pada  akhir  hari  kerja  sesuai  dengan  yang
ditetapkan  dalam PKS  antara Bendahara   Umum Daerah
dengan Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkalt rekening pengeluaran operasional
adalah sebagai berikut:
1)     Rekening   operasional   pengeluaran   dioperasikan   sebagai

rekening   yang   digunakan   untuk   membiayai   kegiatan
pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

2)     Rekening operasional pengeluaran ini  dioperasikan untuk
pelaksanaan   belanja  yang  dibayarkan   secara  langsung
kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk
pemberian up,  penggantian  Uang  Persediaan  (GU)  kepada
bendahara   pengeluaran    serta   pemberian   TU    kepada
bendahara    pengeluaran    dan    bendahara    pengeluaran
pembantu.

Pembukaan Rekening SKPK
Ketentuan  pelaksanaan  terkait rekening  SKPK  adalah  sebagai
berikut :
1)     Untuk  mendekatkan  pelayanan  pelaksanaan  penerimaan

dan  pengeluaran  kas  pada tingkat SKPK,  BUD  membuka
rekening          b ank          atas          mama          B endahara
Penerimaan/Bendahara     Penerimaan     Pembantu     dan
Bendaharapengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembaritu
SKPK pada bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan
kebutuhan untuk mempermudah mekanisme  penerimaan
pendapatan daerah dan belanja daerah.
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a)     BUD  dapat membuka beberapa rekening penerimaan
SKPKsesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

b)     BUD  membuka  rekening  pengeluaran  SKPK  untuk
mempermudah     mekanisme     pelaksanaan     belanja
daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke
rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah
dapat             membuka             rekening              B endahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPK pada
Bank dimaksud  setelah mendapat persetujuan Bupati.

2)     Rekening penerimaan SKPK digunakan untuk menampung
penerimaan   daerah   yang   menjadi   kewenangan   SKPK
bersangkutan.  Pada  akhir  hari  kerja,  saldo   yang  ada  di
rekening   penerimaan   SKPK   tersebut   wajib   disetorkan
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara
penerimaan. Rekening penerimaan SKPK dibuka atas mama
bendahara penerimaan SKPK.

3)     Rekening pengeluaran SKPK digunakan untuk pengelolaan
uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPK,
seperti uang persediaan  dan tambahan uang   persediaan
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPK. Rekening
pengeluaran     SKPK     dibuka     atas     mama     bendahara
pengeluaran SKPK atau bendahara pengeluaran pembantu
SKPK.

d.     Penempatan Kas dalam Investasi Jangka pendek
Dalam pengelolaan kas, uang daerah  yang   belum   digunakan
dapat  dioptimalkan  dan  dialokasikan  untuk  investasi jangka
pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat
segera   diperjualbelikan/dicairkan,   ditujukan   dalam   rangka
pengelolaan  kas  dengan  risiko  rendah  serta  dimiliki  selama
kurang  dari  12  (dua  belas)  bulan.  Termasuk  dalam  investasi

jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3  (tiga)  bulan
sampai  dengan  12 (dua belas)  bulan yang  dapat  diperpanjang
secara  otomatis,  pembelian  Surat  Utang  Negara  (SUN) jangka
pendek   dan   Sertifikat Bank Indonesia  (SBI).  Investasi jangka
pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito,
Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.
1)     Deposito
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Deposito    adalah    sejenis   jasa    tabungan    yang    biasa
ditawarkan  oleh bank kepada masyarakat.   Deposito juga
memiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki j angka
waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik
nasabah. Sementara  itu, imbal jasa  dari deposito   adalah
bunga deposito yang  biasanya lebih  tinggi  dari  tabungan
biasa.   Pemerintah  Daerah  melakukan  penempatan  kas
daerah  dalam  bentuk deposito  pada Bank yang  ditunjuk
sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau
Bank   Pembangunan   Daerah.   Dalam   rangka   menjamin
likuiditas  keuangan  daerah,  Deposito Pemerintah Daerah
harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening
Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.

2)     Surat utang Negara
Surat  Utang  Negara  (SUN)  adalah  surat  berharga  yang
berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran
bunga   dan   pokoknya   oleh   negara   RI    sesuai   masa
berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara
lain   untuk    membiayai   defisit   APBN    serta   menutup
kekurangan kas jangkapendek dalam satu tahun anggaran.
Surat  Utang Negara terdiri atas:
a)     Surat perbendaharaan Negara
b)     Surat perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai

dengan  12  bulan  dengan  pembayaran  bunga  secara
diskonto.

3)     Obligasi Negara
Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari  12  (dua belas)
bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga
secara diskonto.
Jadi  SUN  yang  bisa  dipilih  dalam  melakukan  investasi
jangka    pendek    adalah    SUN    dalam    bentuk    Surat
Perbendaharaan Negara karena berjangka waktu dibawah 12
bulan.  Tata  cara  investasi  dalam  bentuk  SUN  mengikuti
peraturan perundang- undangan tentang SUN.

4)     Sertifikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengahaian utang
berjangka waktu  pendek  1  (satu)  salnpai  dengan  3  (tiga)
bulandengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suhai bunga

z'
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e.

yang  berlaku  pada  setiap  penjualan  SBI  ditentukan  oleh
mekanismepasar berdasarkan sistem lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan
melalui langkah-1angkah sebagai berikut:
1)     Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  investasi  ].angka

pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan
Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

2)     Sebelum  mengalokasikan  kas  umum  daerah  ke  dalam
investasijangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa
dana yang  diguna]ran   adalah   dana   yang  benar-benar
belum  akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

3)     BUD    menyiapkan    rencana    penempatan    dana    pada
investasijangka   pendek   kepada   Bupati.    Rencana   ini
mencakup  jumlah  dana  yang  akan  diinvestasikan  dan
pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan
investasi.

4)     Berdasarkan  rencana  penempatan  dana  yang  diajukan
BUDatas    rencana    investasi   jangka    pendek,    Bupati
menetapkan  jenis  investasi  jangka  pendek  yang  dipilih
dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

5)     Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat
Perintah        Pemindahbukuan        (S P2 )        BUD        yang
memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah
kedalam investasi yang dipilih.

6)     Investasi jangka  pendek  harus  disetor  ke  Rekening  Kas
Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
PPKD   selaku   BUD   melakukan   penatausahaan   atas   semua
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses
penatausahaan    oleh    Bendahara    Umum    Daerah    memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.
Bagian 1 : Penerimaan RKUD
1)     Berdasarkan Nota kredit atau Bukti penerimaan Lain yang

sah,BUD   mencatat   pada   Buhai   Kas   Umum   pada   sisi
penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2)     BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
3)     BUD mencatat nilai transaksi pada kolomjumlah pada Buhai

Kas Umum.
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Bagian 2 : Pengeluarcm RKUD
1)     Kuasa   BUD   menerbitkan   dokumen   SP2D   atas   setiap

pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan
olehpA/KPA.

2)     Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku
Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan
kolom nomor bukti.

f.      Pelaporan oleh Bendahara umum Daerah
1)     Proses pelaporan  oleh Bendahara Umum  Daerah memuat

informasi,  aliran  data,  serta  penggunaan  dan  penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2)     Bendahara umum Daerah membuat laporan atas kas umum
daerah  yang  berada  dalam  pengelolaannya.   Bendahara
Umum Daerah   menyampaikan   laporan tersebut   kepada
Bupati   melalui   Sekretaris   Daerah.   Dokumen-dokumen
yangdihasilkan    oleh    penatausahaan    dan    bukti-bukti
transaksi  pada  kas  umum  daerah  akan  dijadikan  dasar
dalam membuat laporan BUD.

3)     Laporan Bendahara umum Daerah disusun dalaln bentuk:
a)     Laporan posisi Kas Harian (LPKH); dan
b)     Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari
kerja  pertama  setiap  minggunya  kepada  Bupati  atau  dapat
diserahkan sesuai kebutuhan.
Di samping laporan-1aporan di atas, Bendahara Umum Daerah
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan.  Register SP2D
secara   otomatis   diperoleh   dari   sistem   aplikasi   pengelolaan
keuangan daerah yang terintegrasi.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi  dokumen  penatausahaan  kas  umum  daerah  antara  lain
sebagai berikut:
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a.     Buku Kas umum BUD

PEMERINTAH RABUPATEN ACEH SINGKIL
BUKU RAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

TAHUN ANGGARAN ......
RAS UMUM DAERAH

Periode.....

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Disiapkan Oleh,
BUD/Kuasa BUD

Nana
NIP
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b.     Laporan posisi Kas Harian

Tan8gal
Periode

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN POSISI RAS HARIAN

TAHUN ANGGARAN ......

No
No. Bukti Transaksi Uraian Penerimaan Pengeluaran

SP2D STS Lain-lain

Disiapkan Oleh,
BUD/Kuasa BUD

Nana....
NIP..................

Jumlah
Perubahan Posisi Kas Hari Ini

Posisi Kas (h-1)
Posisi Kas (h)

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:

Saldo Bank 1 :
Saldo Bank 2 : Dst. :
Total Saldo Kas :
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c.      Rekonsiliasi Bank

PEMERINTAH RABUPATEN ACEH SINGKIL
REKONSILIASI BANK

TAHUN ANGGARAN ......
Periode

1.   Saldo Kas Umum Daerah menurut Buhai Rp............
2.   Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank Rp............

Selisih Rp............

Keterangan Selisih
A.   Penerimaan yang telah dicatat Oleh Buku, Belu

dicatat oleh Bank
a.  STS No . . . . . Rp............

b. Bukti lain yang sah Rp............

c.  Dst. . . . . Rp............

8.  Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bu]m, Rp............

Belum dicatat oleh Bank
a.  SP2D No . . . . . Rp............

b. Bukti lain yang sah Rp............

c.  Dst. . . . . Rp............

C.   Penerimaan yang telah dicatat oleh, Belum Rp............

dicatat oleh bu]fli
a. Nota Kredit No . . . . Rp............

b. Pendapatan Bunga Rp............

c. Pendapatan Jasa Giro Rp............

d. Bukti lain yang sah Rp............

e.  Dst. . . . . Rp............

D.  Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank, Rp............

Belum dicatat oleh Buku
a. Nota Kredit No . . . . Rp............

b. Biaya Administrasi BANK Rp............

c. Bukti lain yang sah Rp............

d.  Dst. . . . . Rp............ Rp............

Rp............

Bendahara Umum Daerah

Nana....
NIP....
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C.     PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

1.     Ketentuan umum
Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran
yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak
ketiga yang telah ditentukan.
Beberapa  ketentuan  umum  terkait  penatausahaan  kas  transitoris
adalah sebagai berikut:
a.     Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1)     Pajak  Pusat yang  dipungut  oleh  bendahara  pengeluaran,
bendahara  pengeluaran  pembantu  dan/atau  bendahara
khusus   lainnya   sesuai   dengan   peraturan   perundang-
undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan
pihak ketiga seperti Pph Pasal 21, Pph Pasal 22, Pph Pasal
23 dan/atau PPN;

2)     Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai penerima
Upahantara      lain      Bupati,       DPRK,      ASN,       Kepala
Desa/PerangkatDesa   dan   Pegawai   Lainnya,    simpanan
peserta  Tapera,   Pph   Pasal   21,   Taspen,   iuran  jaminan
kesehatan,  iuran jaminan  kecelakaan  kerja  dan jaminan
kematian;

3)     Uang jaminan dan/atau Titipan Hang Muka yang diberikan
oleh   pihak   ketiga   kepada   pemerintah   daerah   dalam
melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan
dalam   pelaksanaannya   atau   jaminan   lainnya   sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai
contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang  jaminan
pekerjaan,   uang  jaminan   pemeliharaan,   uang jaminan
bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada
kegagalan   dalam   pekerjaan   atau   penyebab   lain   yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka
uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan,
dalam hal ini pemerintah daerah.

4)     Jenis  kas  transitoris  lainnya  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

b.     Pengelolaan   kas   transitoris   dilakukan   sebagai   bagian   dari
transaksi belanja daerah dan/ atau pendapatan daerah sehingga
dasarpencatatannya    menggunakan    dokumen    yang    tidak
terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

L
-173-



C. Penerimaan kas transitoris diperlakukan  sebagai hutang pada
akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris
dilakukansebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan
fihak  ketiga  (PFK).  Transaksi  ini  tidak  mempengaruhi  SILPA
sehingga  tidak  dilaporkan  dalam  laporan  realisasi  anggaran
namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK
dan di laporan arus kas di bagian  aktivitas  transitoris  sesuai
dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan.

d.     Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah,
tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait  kas   transitoris   berupa  jaminan,   terdapat   beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1)     Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya

sesuai  kontrak,  Pemerintah  Daerah  dapat  mengeksekusi
dan mengakui uang jaminan  sebagai  Pendapatan  Daerah
berupa  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2)     Pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  uang  jaminan
pihak ketiga yarig tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak,   digunakan   untuk   mendanai   pekerjaan   yang
menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai
target kinerja sub kegiatan SKPK yang ditetapkan.

f.      Pelaksanaan   pengelolaan   penerimaan   kas   transitoris   dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara
Pengeluaran dan/ atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

9.    Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara pengeluaran/BPP

1)     Bendahara          Pengeluaran/Bendahara          Pengeluaran
Pembantu/Bendahara  Khusus  Lainnya  sesuai  peraturan
perundang-undangan  sebagai wajib  pungut pajak   sesuai
peraturan  perundang-undangan,  wajib  memungut  pajak
atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

2)     Bendahara          Pengeluaran/Bendahara          Pengeluaran
Pembantu/Bendahara    Khusus    Lainnya    sebagai   wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib
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menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya
ke rekening Kas Negara.

Atas  pemungutan dan  penyetoran  pajak  tersebut,  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara    Pengeluaran    Pembantu/Bendahara
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangari melakukan pencatatan pada bu]ou terkait.

b.     Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD
1)     Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

Penyetoran   kas   transitoris   atas   potongan   pajak   dan
potongan    lainnya    dari    belanja    yang    menggunakan
mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.

2)     Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak
ketiga    atau    rekening    penerima    lainnya,    bank   juga
melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke
rekening tujuan yang telah ditentukan.

3)     Jaminan
Bagian 1.. Pengembaha;n Uang Jamj;nan
a)     Uang  Jaminan  disetorkan  oleh  pihak  ketiga  yaitu

penyedia  barang/jasa   ke   rekening   RKUD   atau  ke
rekening khusus penampungan j aminan.

b)     Uang  jaminan  wajib  dikembalikan  kepada  penyedia
barang/j asa       setelah       menyele saikan       seluruh
kewajibannya kepada pemerintah daerah.

c)     Pencairan   uang  jalninan   dilakukan   dengan   Surat
Perintah BUD yang berisi:

(1)    Perintah pencairan Hang;
(2)    besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
(3)    pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;
(4)    dilampiri oleh surat Keterangan yang menyatakan

bahwa         penyedia         barang /j asa         sudah
menyelesaikan kewaj ibannya

Bagian 2: Uang Jamincm ycmg tidak dihembalihan
a)     Dalam    hal    pihak    ketiga    tidak    melaksanakan

kewajibannya  sesuai  kontrak,   uang  jaminan  tidak
dikembalikan kepada pihak ketiga.

b)     Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga
dengan     menggunakan      uang      jaminan      yang
diformulasikan   dalam  program,  kegiatan,  dan  sub
kegiatan  SKPK yang bersangkutan.
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c)     PPKD    melakukan    reklasifikasi    menjadi    Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah  atas  uangjaminan
tersebut   yang sebelumnya  tercatat  sebagai  hutang
pihak ketiga.

D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPK (DPA-SKPK)

1.     Ketentuan umum
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerj a Perangkat Daerah yang
selanjutnya  disingkat  DPA-SKPK  adalah  dokumen  yang  memuat
rencanapendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang
terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
Penyusunan   DPA-SKPK   memuat   informasi,    aliran   data,    serta
penggunaan   dan    penyajian    dokumen   yang   dilakukan    secara
elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  122  sampai dengan pasal  123
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Penyusunan DPA-SKPK diatur sebagai berikut:
Bagicm 1 : Pemberi±ahacm Penyusunan Rancangan DPA-SKPK
a.     Setelah penetapan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK,

PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPK
untuk  menyusun  dan  menyampaikan  rancangan  DPA-SKPK.
Surat  pemberitahuan  disampaikan  kepada  Kepala  SKPK
paling lambat  3  (tiga)  hari  setelah  Peraturan  Bupati  tentang
penjabaran APBK ditetapkan.

b.     Surat  pemberitahuan  dimaksud  sekurang-kurangnya  memuat
hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPK dalam
menyusun Rancangan DPA-SKPK meliputi:
1)P endapatan,     belanja,     dan     pembiayaan     SKPK     yang

digunakan sebagal dasar pelaksariaan anggaran oleh PA;
2)     Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh

SKPK dalam tahun anggaran yang direncanakan;
3)     Sasaran yang  hendak  dicapai,  fungsi,  program,  kegiatan,

subkegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
4)     Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
5)     Rencana penarikan dana setiap SKPK;
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6)     Batas   akhir  penyerahan   Rancangan   DPA-SKPK  kepada
PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya
surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPK;

7)     Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPK.
Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPK
Kepala  SKPK  menyusun  rancangan  DPA-SKPK  berdasarkan  surat

pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPK yang
telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat
pemberitahuan diterima.
Rancangan DPA-SKPK mencakup :
a.     Rancangan Ringkasan DPA-SKPK

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPK
yang  datanya  bersumber  dari  akumulasi jumlah  pendapatan
menurut  akun,  kelompok  dan  jenis  yang  diisi  dalam  DPA-
Pendapatan  SKPK,  akumulasi jumlah  belanja  menurut  akun,
kelompok, dan jenis belanjayang diisi dalam DPA-Belanja SKPK
dan a]oumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

b.     Rancangan DPA-Pendapatan SKPK
Formulir  yang  digunakan  untuk  menyusun  DPA-Pendapatan
SKPK  dalam  tahun  anggaran yang  direncanakan  yang  dirinci
menurut kelompok, jenis,  objek,  rincian objek dan  sub rincian
objek pendapatan.

c.      Rancangan DPA-Belanja SKPK
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPK
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah
Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPK yang dikutip dari setiap DPA-
Rincian Belanja SKPK.

d.     Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPK
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian  Belanja
SKPK dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan
subrincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
SKPK.

e.

`,

Rancangan DPA-Pembiayaan SKPK
Formulir  yang  digunakan  untuk  menyusun  DPA  penerimaan
Pembiayaan  dan  pengeluaran  Pembiayaan  SKPK  dalam  tahun
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan
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Pembiayaan  dan  pengeluaran  Pembiayaan  menurut kelompok,
jenis,  objek,  rincian  objek  dan  sub  rincian  objek  penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Bagian  3:  Perayampalan  Rcmcangan  Dpf+SKPK  d,an  Verifrhasi  DPA-
SKPK
a.     Setelah menerima rancangan  DPA-SKPK,  PPKD menyampaikan

rancangan DPA-SKPK kepada TAPK untuk dilakukan verifikasi.
b.     TAPK  melakukan  verifikasi  atas  rancangan  DPA-SKPK  paling

lambat 6 (enam)  hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPK.
Verifikasi rancangan DPA-SKPK dengan menggunakan instrumen
verifikasi antara lain:
1)     standar  harga   satuan  yang   ditetapkan   Bupati   dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
2)     analisis standar belanja;
3)     Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
4)     standar    teknis    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan

perundang-undangan; dan/ atau
5)     Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana

otonomikhusus.
c.      Berdasarkan  hasil  verifikasi  TAPK  atas  rancangan  DPA-SKPK,

SKPK  melakukan  penyempurnaan  dan  menyampalkan  hasil
penyempurnaan kepada TAPK.

Bagian 4: Persedi,ju,a;n dan Pengesahalt DPA-SKPK
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPK atas rancangan DPA-SKPK

yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
3.     Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen DPA SKPK antara lain sebagai berikut :
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a.     Format persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPK

KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII (DPA-SKPK)

TAHUN ANGGARAN ...

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a.     Nana   :  ..................

b.      NIP:    ..................

c.    Jabatan:.
menyetujui  untuk  dilakukan  pengesahan  atas   do]anmen  pelaksanaan
anggaran  satuan  kelja  perangkat  daerah  Pemerintah  Kabupaten    Aceh
Sing]al sebagai  dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran .......

Kode Nana Formulir

DPA-SKPK Ringkasan DPA SKPK

DPA-PENDAPATAN SKPK Rincian Anggaran Pendapatan SKPK

DPA-BELANJA SKPK Rincian Anggaran Belanja SKPK

DPA-PEMBIAYRAN SKPK Rincian Anggaran Pembiayaan Daer
SKPK

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Nana.....
NIP......

•.................tanggal„

Disahkan oleh,
PPKD

Nana.....
NIP.....
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b.      Format DPA-SKPK

KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPK)

TAHUN ANGGARAN . . .

URUSAN PEMERINTAIIAN      :     x .......
BIDANG URUSAN                :     x.xx
ORGANISASI                           :     x.xx.xx                      ....

Pengguna Anggaran :
a.   Nana
b.    NIP
c.   Jabatan

Kode Nana Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPK Rincian Anggaran Pendapatan SKPK
DPA-BELANJA SKPK Rincian Anggaran Belanja SKPK
DPA-PEMBIAYAAN SKPK Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPK

Disetujui oleh,
Se]ffetaris Daerah

Nana.....
NIP......

•.................tanggal„
Disahkan oleh,

PPKD

Nana.....
NIP.....
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c.      Ringkasan DPA-SKPK
Halanan : .......

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

FormulirDPA/SKPK
SATUAN KERUA PERANGKAT DAERArl

Kabupaten    Aceh    Singkil
Tahun Anggaran . . . . . .

Organisasi : x.xx.xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringkasan    Dokumen    Pelaksanaan    Anggaran    Pendapatan,    Belanja    Dan

Pembiayaan Satuan Ker].a Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah

Rekening (Rp)
1 2 3

Pendapatan

Belanja

Surplus/(Defisit)
Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto
Rencana            Realis asi Re nc ana       Pe n arikan

.........,Tanggal......•..Pen88unaAnggaranNamaNIP:..........Mengesahkan,PPKDNanaNIP:..........
Penerimaan Per Bulan *) Dana Per bulan *)
Januari Rp............ Januari Rp..............

Februari Rp............ Februari Rp..............

Maret Rp............ Maret Rp..............

April Rp............ April Rp..............

Mei Rp............ Mei Rp..............

Juni Rp............ Juni Rp..............

Juli Rp............ Juli Rp..............

Aqustus Rp............ A8ustus Rp..............

September Rp............ September Rp..............

Oktober Rp............ Oktober Rp..............

November Rp............ November Rp..............

Desember Rp............ Desember Rp..............

Jumlah Rp............ Jumlah Rp..............

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nana NIP Jabatan Tanda Tangan

1

2
Dst

*) Sesuai Dengan Periodisasi  SPD

i'
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d.     Format DPA-Pendapatan SKPK
Halanan : .......

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII FomulirDPA-
Kabupaten    Aceh    Singkil

Tahun Anggaran. . . PENDAPATANSRTK

Organisasi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Ken.a Perangkat Kabupaten

KodeRekening Uraian
RIncian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Harga (Rp)

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per Bulan*)

•........,Tan88al.........Januari Rp........................

Februari Rp........................ Pengguna AnggaranNama
Maret Rp........................

April Rp........................

Mei Rp........................ Nip:..........Mengesahkan,PproNanaJuni Rp........................

Juli Rp........................

A8ustus Rp........................

September Rp........................

Oktober Rp........................

November Rp........................

Desember Rp........................

Jumlah Rp........................ Nip:..........

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nana Nip Jabatan TandaTan8an

1

2
Dst
*) Sesuai dengan periodisasi SPD

#`
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e.      Format DPA-Belanja SKPK
Halanan : .......

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

FormulirDPA-BELANJASKPK

SATUAN KERUA PERANGKAT DAnRAII
Kabupaten    Aceh    Sing]al

Tahun Anggaran . . . . . .
Organisasi : X.Xx.Xxx . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan Dan Sub

Kode
Uraian I,okasi

Jumlah

ahun- 1

Tahun

Tahun+
dcOi

E!:i
da dt5'ch®

J2I.cO
Belanja Belanj Belanja Belanja urn

D ca A # Operasi a Tidak 1a 1

1 2 • 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urusan ...
BidangUrusan ...

Progran . . .
Kegiatan . . .
Sub Kegiatan,,,®

Dst ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan,,,,

Dst ...

BelanjaPenunjangUrusan

Dst ...

Urusan ...
Bidan8Urusan ...

Progran ...
Kegiatan . . .
Sub Kegiatan,,,,

Dst ...
Kegiatan . . .
Dst ...

BelanjaPenunjang

Urusan
Dst ...

Urusan ...
Bidan8Urusan ...

Program,,,

Ke8iatan,,,

SubKegiatan,,,®

Dst ...
Kegiatan,,,

<,,
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Dst ...

BelanjaPenunjangUrmsan

Dst ...
Dst ...
Dst ...

Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per

•........'Tanggal.........Bulan*)
Pengguna chggaranNana

Januari Rp............

Februari Rp............

Maret Rp............
NIP:..........Mengesahkan,PPKDNama

April Rp............

Mei Rp............

Juni Rp............

Juli Rp............

A8ustus Rp............
Nip:..........

September Rp............

Oktober Rp............

November Rp............

Desember Rp............

Jumlah Rp............

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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f.       Format DPA Rincian Belanja SKPK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII FormulirDPA-
Kabupaten    Aceh    Singhil

Tahun Anggaran. . . RINCIANBELANJASKPK

Nomor DPA .
Urusan Pemerintaban : X
Bidang Urusan : X.Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program : X.Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kegiatan : X.3ck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisasi : X.Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unit : X.X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alokasi Tahun -1 : Rp. (Terbilang)
Alokasi Tahun : Rp. (Terbilang)
Alokasi Tahun +1 : Rp. (Terbilang)

Indikator Dan Tolak Ukur KineH.a Kegiatan
Indikator Tolak Ufur Kelja Target ELelja
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan:

Sub   Kegiatan   :   X.Xx.Xx
Sumb er      Pendanaan      :

Lekasi : (Kabupaten Sampai Desa/ Kelurahan)
Keluaran  Sub  Kegiatan  :  (Kuantitas,  Dengan  Satuan  Disamakan  Dengan/Sub  Kegiatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai . . . . . . Sampai . . . . . . . .
Keterangan :

KodeRekening
Uraian

RIncian Perhitungan Jumlah
Koefisien/Volume

Satuan Harga PPN (Rp)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Sub   Kegiatan   :   X.Xx.Xx
Sumb er      Pendanaan      :

Lokasi : (Kabupaten Sampal Desa/ Kelurahan)
Keluaran  Sub  Kegiatan  :  (Kuantitas,  Dengan  Satuan  Disamakan  Dengan/Sub  Kegiatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai . . . . . . Sampai . . . . . . . .
Keterangan :

KodeRekening
Uraian

RIncian Perhitungan Jumlah
Koefisien/Volume

Satuan Har8a PPN (Rp)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Rencana Penarikan Dana Per Bulan*)
`Januari                          I   Rp........................
Febniari                        I   Rp........................

i -185-



Rp......................

Rp.............

Rp......................

Rp......................

Rp......................

A8ustus Rp......................

September Rp.............

Oktober Rp......................

November Rp......................

Desember Rp...................

Jumlah Rp......................

•........,Tanggal.........
Pengguna Anggaran

Nana
Nip:..........

Mengesahkan,
PPKD

Nana
Nip:..........

Tim Anggaran Pemerintah
Daerah:

Jabatan

*) Sesuai Dengan  Periodisasi  SPD

A
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9.      Format DPA-Pembiayaan SKPK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII Fo.

Kabupaten    Aceh    Singkfl                                         PEMBIAYAAN SKPK
Tahun chggaran . . . . . .

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Ken.a Perangkat Daerah

Organisasi : x.xx.zozx . . . . . . .
Kode

Uraian
Jumlah

Rekening (Rp)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) •........'tanggal.........

Januari Rp.......................... Pengguna chggaranNana

Februari Rp..........................

Maret Rp..........................

April Rp..........................

Mei Rp.......................... NIP:..........

Juni Rp..........................
Mengesahkan,

Juli Rp.......................... PPKDNama
Aqustus Rp..........................

September Rp..........................

Oktober Rp..........................

November Rp.......................... NIP:..........

Desember Rp..........................

Jumlah Rp..........................

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama Nip Jabatan Tanda Tangan

1

2
Dst

E.      PENIIAPAN ANGGARAN RAS PEMERINTAH DAERAH
1.     Ketentuan umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan   dan   perkiraan   arus   kas   keluar   untuk   mengatur
ketersediaan dana yang  cukup  guna  mendanai  pelaksanaan  APBK
dalam setiap periode.

„E
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Penyusunan
anggaran  kas  dilakukan  sebagai berikut:
a.     PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas  Pemerintah  Daerah

untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA SKPK.

b.     Anggaran  kas  pemerintah   daerah  berisi  perkiraan   realisasi
penerimaan  daerah  dan  rencana  pengeluaran  daerah  setiap
bulannya   yang    datanya    bersumber    dari    kompilasi    dan
sinkronisasi anggaran kas SKPK.

Terkait hal tersebut di atas, diatur sebagai berikut:
a.     Penyusunan  perkiraan  arus  kas  masuk  pada  anggaran  kas

pemerintah daerah,  dihitung berdasarkan rencana penerimaan
sub   rincian   objek   pendapatan   dan   rencana   penerimaan
pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi
realisasipenerimaan  kas  dalam  DPA-SKPK  dan  anggaran  kas
SKPK.

b.     Hasil  perhitungan  rencana  penerimaan  per  sub  rincian .objek
pendapatan  dan  penerimaan  pembiayaan,   dicatat  ke  dalam
dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran
pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan
rencana penerimaan setiap bulan.

c.     Penyusunan  perkiraan  arus  kas  keluar  pada  anggaran  kas
pemerintah daerah,  dihitung berdasarkan rencana belanja per
sub    rincian    objek    setiap    bulannya    berdasarkan    waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalaln DPA-SKPK dan anggaran kas
SKPK serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan
serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya
berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

d.     Hasil perhitungan rencana pengeluaran per  sub  rincian  objek
belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggarari belanja dan
pengeluaran   pembiayaan   selama   satu   tahun   dan   rencana
pengeluaran setiap bulan.

e.     Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai
dasar peny-usunan SPD.

i
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f.      Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Kepala SKPK menyusun anggaran kas SKPK berdasarkan DPA-

SKPKdan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
b.     Kepala SKPK menyampaikan anggaran kas SKPK kepada Kuasa

BUDpaling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPK disahkan.
c.     Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPK paling

lama2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPK.
d.     Kuasa  BUD  dalam  melakukan  verifikasi  Anggaran  Kas  SKPK
•  denganmenggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1)     sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPK;
2)     sinkronisasi   jadwal   pelaksanaan   dan   alokasi   rencana

penarikandana dalam DPA-SKPK.
e.     Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPK yang telah diverifi

kasi , menyusun rancangan anggaran  kas  pemerintah daerah.
f.      Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah kepada PPKD selaku BUD.

9.     PPKD   selahai   BUD   mengesahkan   rancangan   anggaran   kas
pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat
1 (satu)  hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah
daerah diterima.

3.     DokumenTerkait
Ilustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut :
a.     Format Anggaran Kas pemerintah Daerah

KABUPATEN ACEH SINGKIL
ANGGARAN RAS

KodeRekeming Uraian
An88aranTahunIni(Rp) Tn.mulant Trimulan I Triwulant Trimulanl

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ass Sep Okt Nov Des

Saldo Awal Kas
Pendapatan AsliDaerah

- Retribusi Daerah
-Dst........

PendapatanTransfer

TransferPemerintahPusat

i -189 -



-Dst....

PenerimaanPembiayaan

Penggunaan Silpa
Dst.......

Jumlah Pendapatan DanPenerimaanPembiayaan

Jumlah Alokasi Kas YangTersediaUntukPengeluaran

Alokasi     Belanja     DanPengeluaranPembiayaan

- BelanjaOperasi

- BelanjaPe8awai

- BelanjaBarangDanJasa

-Dst.......

Belanja TidakTerduga

BelanjaTransfer

PengeluaranPembiayaan

- PembayaranCicilanPokokUtan8

-Dst.......

Jumlah  Alokasi  BelanjaDanPengeluaranPembiayaanPerBulan

Jumlah  Alokasi  BelanjaDanPengeluaranTrirmlan

Sisa Kas (Jumlah AlokasiKasYangTersediaUntukPengeluaranSetelahDikurangiBelanjaDanPengeluaranPembiayaanPerTriwulan)

•.....tanggal,...........
Disiapkan oleh

BUD/KUASA  BUDNana

NIP............,,
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b.     Format Anggaran Kas SKPK

KABUPATEN ACEH SINGKIL ANGGARAN RAS
TAHUN ANGGARAN ...............

KodeRekening Uraian
chggar anTahunlni(Rp)

Trirmlan I Triunlan I Thrmlan I Trimulan I

Ls TuRp Rp Rp Rp

Jar Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ass Sep Okt Nov Des

Rekapan RencanaPendapatanDan/ AtauPenerinaanPembiayaan

Jundah RencanaPendapatanDan/AtauPenerimaanPembiayaanPerBulan

Jundch RencanaPendapatanDan/AtauPenerimaanPembiayaanPerTrimulan

Rekapan RencanaBelanjaDan/AtauPengeluaranPembiayaanPerDPA-SKPK

No. DPA-SREK SubKegiatan

Jundah RencanaBelanjaDan/AtauPengeluaranPembiayaanPerBulan

Jundch RencanaBelanjadan/AtauPengeluaranPembiayaanPerThrmlan

•......tan88al.......

Disiapkan oleh,
Kepala SKPKNana

Nip...........
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F.      SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

1.     Ketentuan umum
Surat  Penyediaan Dana  (SPD)  adalah dokumen  yang  menyatakan
tersedianya   dana   sebagai   dasar   penerbitan   Surat   Permintaan
Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBK.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 126 Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun    2022    tentang    Pengelolaan    Keuangan    Daerah,    PPKD
menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
a.     Anggaran Kas pemerintah Daerah;
b.     Ketersediaan dana di Kas umum Daerah; dan
c.     Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum

dalam DPA SKPK.
SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada
PPKD untuk ditandatangani.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut :
a.     SPD  sebagai  dasar permintaan  pembayaran  sesuai kebutuhan

SKPK atau unit SKPK setiap periodik.
b.     Untuk  pembayaran  pengeluaran  kebutuhan   tanggap   darurat

bencana,  konflik  sosial,  dan/atau  kejadian  luar  biasa,  PPKD
selaku  BUD  dapat melakukan  perubahan  SPD  atau  dokumen
yangdipersamakan    yang    bersumber    dari    anggaran    yang
ditetapkan   pada   DPA-SKPK   yang   menyelenggarakan   fungsi
SKPKD.

C. PPKD  selahai  BUD  dapat  melakukan  perubahan  SPD  apabila
terdapat kondisi sebagai berikut:
1)     Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan

penerimaan dalam anggaran kas; atau
2)     Perubahan   jadwal    pelaksanaan    sub    kegiatan    akibat

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
3)     Perubahan  SPD  menjadi  dasar  permintaan  pembayaran

berikutnya.
d.     Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data,

sertapenggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran

kas pemerintah daerah.

fu
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b.     Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku
BUD untuk disahkan.

c.     Kuasa  BUD  menyampaikan  SPD  yang  telah  disahkan  kepada
KepalaSKPK.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen SPD sebagai berikut:
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a.  Format SPD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

NOMOR
TENTANG

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...........

PPKD SELAKU BUD

Menimbang    :    Bahwa  untuk  melaksanakan  anggaran  belanja  sub  kegiatan  tahun
anggaran   .......   berdasarkan  DPA  SKPK/Perubahan  DPA-SKPK  dan
anggaran   kas   yang   telah   ditetapkan,   perlu   Pendanaan   dengan
menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Men8in8at 1.     Qanun .............. tentang penetapan APBK/PAPBK Kabupaten Aceh
SingkilTahun Anggaran ;

2.    PeraturanBupatiNomor ........ Tahun ......... tentangpenjabaran    APBK
KabupatenAceh Singkil Tahun Anggaran;

3.    DPA-SKPK/Perubahan DPA-SKPK*) Kabupaten Aceh singkil Tahun
4.........

MEMUTUSKAN :

Berdasarkan     Peraturan     Daerah     Kabupaten    Aceh  Singkil,     Tanggal ......     Bulan
................. Tahun tentang:  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh
Singkil   Tahun   Anggaran ............ Menetapkan/menyediakan   kredit   anggaran   sebagai
berikut:

1.    Dasar penyediaan Dana
PA. SKPK/ Perubahan DI=

2.    Ditunjukkan kepada sK
3.    Kepala
4.    Jumlah penyediaan Dana

5.    Untuk Kebutuhan
6.    Ikhtisar penyedia Dana:

a.  Jumlah dana DPA-SKPK/Perubahan
DPA-SKPK

b. Akumulasi SPD Sebelumnya

c.  Sisa Dana yang belum di SPD-kan

d. Jumlah Dana yang di SPD-kan saat ini

d.  Sisajumlah Dana DPA-SKPK/
Perubahan DPA- SKPK yang
belum di SPD-kan

Ketentuan Lain

Tembuscm disa;mpa;froa;n kep eda
1.   Iuspekfur
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Terbilang)
:       Bulan .................. s.d ........................

(Terbilang)

(Terbilang)

(Terbilang)

(Terbilang)

(Terbilang)

Ditetapkan di
Pada tanggal

PPKD selaku BUD

Nana
NIP......



b.     Lampiran surat penyediaan Dana

Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD

Nomor SPD
Tanggal
SKPK
Periode
Tahun chggaran
Nomor dan Tanggal DPA-SKPK/
Perubahan DPA-SKPK

No

Program, Kegiatan danSubKegiatan
Anggaran Arfumulasi Jumlah     S PD Sisa

SPD Periode ini chggaran
Kode Nana

Jumlab Penyediaan dana Rp ...............

(terbilcmg

Ditetapkan di. . .
Pada Tanggal. . .

PPKD SELAKU BUD

Nana
NIP.........

G.     PENERIMAAN DAN PENIETORAN PENDAPATAN
1.      Ketentuan umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran
berkenaan.  Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah
dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan
daerah.
Pelaksanaan   dan  penatausahaan  pendapatan   daerah  dimaksud
meliputi  penatausahaan  penetapan,  penerimaan  pendapatan  dari
pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui
buku-bu]fll bendahara penerimaan, pertanggungj awaban bendahara
penerimaan/bendahara   penerimaan   pembantu.   Semua   tahapan
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penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data,
dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  127 sampai dengan pasal  130
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah,  Bahwa penatausahaan pendapatan  pada tahap
penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran pendapatan,
adalah sebagai berikut :
a.     Semua   Penerimaan   Daerah   dianggarkan   dalam   APBK   dan

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
b.     Dalam   hal   Penerimaan   Daerah   sesuai   dengan   ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD ,
BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah
tersebut.

C. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya
ke  Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu  1
(satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah  sulit dijangkau
dengan komunikasi,  transportasi,  dan keterbatasan pelayanan
jasa   keuangan,   serta   kondisi   objektif  lainnya,   penyetoran
penerimaan  dapat  melebihi  1  (satu)  hari  yang  diatur  dalam
Peraturan Bupati.

d.     Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah atas  setoran.  Bukti  penerimaan  dapat meliputi  dokumen
elektronik.                                                  `

e. Penyetoran  penerimaan  pendapatan  dilafukan  secara  tunai
dan/atau    nontunai.    Penyetoran    penerimaan    pendapatan
menggunakan surat tanda  setoran  (STS).  Penyetoran  dianggap
sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain
yang dipersamakan.

f.      Bendahara  Penerimaan  dilarang  menyimpan  uang,  cek,  atau
suratberharga yang dalam penguasaannya:
1)     1ebih dari 1  (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis

daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan   pelayanan  jasa   keuangan,   serta   kondisi
objektif lainnya,  penyetoran penerimaan dapat melebihi  1
(satu) hari yangdiatur dalam Peraturan Bupati, dan/atau

2)     atas nana pribadi.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
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a. Pendapatan Daerah dalam APBK diklasifikasikan menurut akun,
kelompok,  jenis,  objek,  rincian  objek  dan  sub  rincian  objek.
Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan
AsliDaerah(PAD),PendapatanTransferdanLain-1ainPendapatan
Daerah     yang     Sah.     Berdasarkan     si fat     dan     prosedur
pemungutan/ pembayaran pendapatan daerah, dapat dibedakan:
1)     Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;

dan/atau
2)     Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada

penetapan).
b.     Berdasarkan   si fat  dan  prosedur  pemungutan/   pembayaran

pendapatan    daerah,    penatausahaan    pendapatan    daerah
dilaksanakan sebagai berikut:
1)     Penatausahaan    pendapatan    yang    dipungut     setelah

penetapan   oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat
Ketetapan sesuai denganj enis pendapatan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

2)     Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib
pajak     (tanpa     ada     penetapan)      didasarkan     pada
dokumen/ bukti penerimaan sesuai denganjenis pendapatan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3)     Penatausahaan   pendapatan   daerah,    didasarkan   pada
dokumen/ bukti meliputi:
a)     Surat Ketetapan pajak Daerah (SKP-D);
b)     Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
c)     Surat setoran pajak Daerah (SSPD);
d)     Surat pemberitahuan pajak Daerah (SPPD);
e)     Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKKB);

I)      Surat    Ketetapan    Pajak    Daerah    Kurang    Bayar
Tambahan(SKPKKBT);

g)      Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPKLB);
h)     Surat Tanda Bukti pembayaran (STEP);
i)      Surat Tanda setoran (STS);

j)      Nota Kredit dari Bank;
k)     Surat perjanjian;
1)      Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan;
in)    Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
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C.

n)     Bukti  lainnya  yang  sah   sesuai  dengan  ketentuan
peraturanperundangan-undangan.

4)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat
dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:
a)     Penyetoran   penerimaan   pendapatan   secara   tunai

dibuktikan  dengan  penerbitan  surat  tanda  setoran
(STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat
oleh Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam.
Register STS.

b)     Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai
dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media
elektronik lainnya.

5)     Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara
Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu, dianggap
sahsetelah     Kuasa     BUD     menerima     notifikasi/nota
kredit/ media elektronik lainnya.

Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara   Penerimaan   Pembantu   disesuaikan
dengan  wewenang  Bendahara  Penerimaan  dan  tugas/fungsi
SKPK  dan SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendabara Penerimaan

Pajak Daerah Bendahara  Penerimaan   di   SKPK
yangrnemi]iki tugas dan wewenang
pengelolaan paj ak

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPK
yangmemiliki tugas dan wewenang
p engelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Bendahara Penerimaan SKPK yang
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli melaksanakan fungsi BUD , kecuali:Daerah yang Sah 1.Hal-hal     terkait     pajak     dan
Transfer Pemerintah Pusat retribusi    tetap    dikelola    oleh

Bendahara Penerimaan di SKPK
Transfer Pemerintah Daerah terkait

2. Pendapatan BLUD  dikelola olehHibah BLUD terkait
3. Pendapatan  Hibah  Dana  BOS,Dana D-rat

Dana  kapitasi  dan  pendapatan
Lain-lain Pendapatan Sesuai 1ainnya    yang     dikelola     oleh
dengan  Ketentuan  Perundang- Bendahara Khusus.
undangan
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2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Tahap penetapan dan penagihan

Bagian 1 - Penetapcm Peridapatan
1)     Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau

pejabat  yang  diberi  kewenangan  menerbitkan  dokumen
penetapan pendapatan daerah.

2)     Penetapan pendapatan dapat berupa:
a)     Surat Ketetapan pajak Daerah (SKP-D);
b)     Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
c)     Surat pemberitahuan pajak Daerah (SPPD);
d)     Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKKB);
e)     Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3)     Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang  Bayar  (SKPKKB)

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah    pokok    pajak,   jumlah    kredit    pajak,   jumlah
kekurangan  pembayaran  pokok   pajak,  besamya  sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

a

4)     Surat  Ketetapan  Pendapatan  disampaikan  kepada  wajib
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada
bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu
sebagai dasar penagihan.

5)     Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas
pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

6)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
melakukan    validasi    dan    verifikasi    atas    penerimaan
pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2 - Penagthan
Penagihan  atas  pendapatan  daerah  dilakukan  dengan  cara
manual,   surat   elektronik,   notifikasi   sistem   secara   digital
dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Adapun  langkah-1angkah
penagihan  piutang sebagai berikut:
1)     Petugas    pemungut    berdasarkan    dokumen    penetapan

pendapatan   dan  surat tagihan  melakukan  penagihan  ke
pihak ketiga.

2)     Penagihan  kepada pihak ketiga dilakukan  sesuai  dengan
jadwal    yang    tercantum    dalam    dokumen    penetapan
pendapatan.
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3)     Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak
pihak  yang  melakukan  pembayaran  pendapatan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Daerah.

4)     Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:
a)     Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;
b)     Dokumen  penetapan  pendapatan  yang  disampaikan

kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima
yangditandatangani oleh pihak ketiga;

c)     Petugas    pemungut   menyampalkan    tanda    terima
dokumen kepada Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPK.

5)     Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan
Cara :

a)     Petugas     pemungut     mengirim     surat     elektronik
penagihan pendapatan kepada pihak ketiga;

b)     Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPK
dan  Bendahara  Penerimaan  atas  pengiriman  surat
elektronik penagihan pendapatan.

6)     Proses penagihan  melalui  sistem digital dilakukan  secara
otomatis   sesuai   dengan   jadwal   dengan   mengirimkan
notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak
ketiga    yang    memiliki    kewajiban    untuk    membayar
pendapatan daerah.

b.     Tahap penerimaan pendapatan
1)     Penerimaan  pendapatan  melalui  Bendahara  Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan
sebagai berikut:
a)     Berdasarkan      dokumen      penetapan      pendapatan

dan/atau   surat   tagih,   pihak   ketiga   menyetorkan
kewaj ibannya                   kep ada                   B endahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu.

b)     Bendahara       Penerimaan/Bendahara       Penerimaan
Pembantu    melakukan    validasi    dengan    meneliti
kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah    yang    telah    ditetapkan    pada    dokumen
penetapan.
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c)     Atas   penerimaan   pendapatan   tersebut,   Bendahara
Penerimaan / B endahara       Penerimaan       Pembantu
me ne rbitkan      Tan da      Bukti      Pe ne rimaan      dan
menyerahkan  kepada pihakketiga.

2)     Penerimaan    pendapatan    melalui    rekening   Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai, dilakukan sebagai berikut:
a)     Bendahara      Penerimaan/Bendahara       Penerimaan

Pembantu menerima nota kredit/ notifikasi perbankan
atas penerimaan pendapatan.

b)     Bendahara       Penerimaan/Bendahara       Penerimaan
Pembantu   melakukan   validasi   bukti   penerimaan
sebagai berikut:

(1)    Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;
(2)    Melakukan       verifikasi       untuk       mengetahui

kesesuaian  antara  jumlah  uang  yang  diterima
dengan   jumlah   yang   telah   ditetapkan   pada
dokumen penetapan.

3)     Penerimaan      daerah      melalui      rekening      Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai   dianggap   sah   setelah   Bendahara   Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

4)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga
yangtelah melakukan pembayaran.

5)     Penerimaan   pendapatan   ke   RKUD   secara   non   tunai,
dilakukan dengan cara:
a)     Bendahara       Penerimaan/Bendahara       Penerimaan

Pembantu menerima nota kredit/ notifikasi perbankan
dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPK; dan

b)     Bendahara      Penerimaan/Bendahara       Penerimaan
Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.

6)     Mencermati  nota  kredit  atau  notifikasi  perbankan  atas
penerimaanpendapatan yang diterima langsung RKUD.

7)     Dalam   hal   penerimaan   pemberitahuan/notifikasi   tidak
diinformasikan     secara     otomatis,     maka     Bendahara
Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan
pendapatan yang diterima langsung RKUD;
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8)     Melakukan  verifikasi  untuk  mengu.i  kesesuaian  antara
jumlah  uang  yang  diterima  dengan  jumlah  yang  telah
ditetapkan.

9)     Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai
dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/  Bendahara
Penerimaan Pembantu melakukan validasi.
a)     Penerimaan   pendapatan   secara   non   tunai   dapat

dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga
dan/ atau melalui kanal pembayaran secara online yang
disediakan  oleh  penyediajasa pembayaran  (PJP)  dari
lembaga keuangan bank dan non bank.

b)     Pembayaran     secara     online     berupa     mekanisme
Electrorric Ttansaction Process (ETP)  antara Lain..  agen
banking , mobile/ phone banking , car ba;nking , An:]uITgan
Tunai Mandiri (ATM),  I.nfeme€ bc{rLfet.ng,  QRIS/Barcode,
tapping,     Electrorric    Data    Capture    (EDC),     Cash
McznczgemerLt   Sgs€em   (CMS)   dan   transaksi   berbasis
elektronik lainnya.

c)     Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
B endahara      Penerimaan / B endahara      Penerimaan
Pembantu   melakukan   rekonsiliasi   secara   periodik
dengan Bank.

c.     Tahap  Penyetoran  Pendapatan
1)     Dalam hal pendapatan  diterima  secara tunai,  Bendahara

Penerimaan/    Bendahara   Penerimaan   Pembantu   wajib
menyetorkan  penerimaan  tunai  tersebut ke  RKUD  paling
lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah
sulit   dijangkau   dengan   komunikasi,   transportasi,  dan
keterbatasan   pelayanan  jasa   keuangan,   serta   kondisi
objektif lainnya yang diaturdalam Peraturan Bupati.

2)     Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
wajib      memindahbukukan      penerimaan      pendapatan
dimaksud ke  rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1
(satu) hari.

2.   Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara
lain sebagai berikut
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a.  STS

No. STS:
Tan8gal:
Bank:
No. Rekening:

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPK....

SURAT TANDA SETORAN (STS)

Penerimaan Tanggal:

Harap Diterima Uang Sebesar Rp ....................... (terbilang) dengan rincian sebagai
berikut :

No. Kode Rekening Uraian Jumlah

Jumlah
No. Kode Rekening Uraian Jumlah

Mengetahui Disiapkan Oleh,
Bendahara Penerimaan/Pengguna Anggaran /

Bendahara penerimaan PembantuKuasa Pengguna AnggaranI
Nana

I                                   Nama Nip
Nip

b.  Register STS

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL SKPK ....
TAHUN ANGGARAN

REGISTER STS
Periode.........

grH,'fs,+..ft+I#at^ir!iev
-¥ii&fiHdftyvi{-Sasi3r*r,i:4ifffSff!fi

:fff i fitjif i,..:.a i.*y . .f irf r5+/ !fi, 'j*i,iJSfff iI f. -:Tr. 'r.'..".i++;!r.,'.„' '{   I ,

Mengetahui Disiapkan Oleh,
Pengguna chggaran/ Bendahara Penerimaan/

Kuasa Pengguna AnggaranNama Bendahara penerimaan PembantNamau

Nip Nip

`/rf
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H.     PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

1.     Ketentuan umum
Dalam       penatausahaan       pendapatan       daerah,       Bendahara
Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu  harus  melakukan
pengendalian atas  penerimaan  dan penyetoran pendapatan  daerah
yangmenj adi kewenangannya.
Bendahara    Penerimaan    pada    SKPK    wajib   menyelenggarakan
pembuhaian  terhadap  seluruh  penerimaan  dan   penyetoran  atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.     Pengendalian   atas   penerimaan   dan   penyetoran   pendapatan

daerah menggunakan buku-bu]ou sebagai berikut:
1)     Laporan penerimaan dan penyetoran
2)      Register STS
3)     BukuKasumum
4)     Buku pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank

b.     Dalam      melakukan      pembuhaian      tersebut,      bendahara
penerimaanmenggunakan  dokumen-dokumen  tertentu  sebagai
dasar pencatatan, antara lain:
1)     Tanda Bukti penerimaan.
2)     Surat Tanda setoran.
3)     Nota Kredit Bank.
4)     Bukti   transaksi  yang   sah  yang   dipersamakan   dengan

dokumen di atas.
c.     Prosedur pembukuan penerimaan pendapatan :

1)     Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai.
2)    Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening

bendahara penerimaan.
3)     Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas

Umum Daerah.
c.  Pembukuan          yang          dilakukan          oleh          Bendahara

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi,
aliran   data,   sertapenggunaan   dan   penyajian   dokumen  yang
dilakukan secara elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Pembukuan atas penerimaan 'Ilinai

1)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
mencatat      penerimaan      pendapatan      secara      tunai

', -204-



berdasarkanTanda Bukti Penerimaan pada Bu]fli Kas Umum
(BKU)  di  sisi  penerimaan  sesuai  dengan  kode  rekening
pendapatan.

2)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
mencatat penyetoran  pendapatan  secara tunai ke   RKUD
pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

3)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

4)     Pembukuan atas penerimaan di Rekening Bendahara secara
Non Thnai

5)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
mencatat       penerimaan       di       rekening       B endahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai   berdasarkan  bukti  penerimaan  (nota  kredit  atau
notifikasi  perbankan  lainnya)  yang  sudah  divalidasi  pada
Bu]ou Kas Umum (BKU)  di sisi penerimaan sesuai dengan
kode rekeningpendapatan.

6)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
mencatat    penyetoran    pendapatan    secara    non    tunai
(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU)
di sisi pengeluaran

7)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buhai
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

b.     Pembukuan atas penerimaan di RKUD
1)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu

mencatat    penerimaan    di    RKUD    berdasarkan    bukti
penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya)
yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan  dan  di  sisi  pengeluaran sesuai dengan kode
rekening pendapatan.

2)     Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buhai
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi  dokumen  pembukuan  bendahara  penerimaan  antara  lain
sebagai berikut :
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a.     Buku Kas umum

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SRTK....

TAHUN ANGGARAN

BUKU RAS UMUM

Periode.........

#£¥gyiiE¥g:RE¢"#^REXT=t
in

;i``i;`S+#`da:h:ii
!raS#'&&¥^+'+>{h?*<` •=\::€+#`{€*`¥'+-±+-:<¥it+":#-`i£ *{++S`F`S`*¥+{v¥¥iffy€*++u&:#fa*h#t^`iisiE¥tftsfu: ``vi¥h:'¢€^+I:v{`v`+yt=^r+;*h`E`S

Saldo    kas
Pembantu

(terbilang)
Terdiri dari :
a.  Tunai
b.  Bank

di    Bendahara    Penerimaan/Bendahara    Penerimaan

Rp..................

Rp..................

Mengetahui
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Penerimaan/

Bendahara penerimaan Pembantu

Nama
NIP...............
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b.     Buku pembantu Kas Tunai

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPK....

TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU RAS TUNAI

Periode.........

Mengetahui
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

c.     Buku pembantu Bank

Disiapkan Oleh,
Bendahara Penerimaan/

Bendahara penerimaan Pembantu

Nana
NIP...............

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
SKPK....

TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU RAS TUNAI

Periode.........

Mengetahui
Pengguna chggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

'' -r2f Iri -

Disiapkan Oleh,
Bendahara Penerimaan /

Bendahara penerimaan Pembantu

Nama
NIP...............



I.       LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

1.     Ketentuan umum
Sebagai  bagian  dari  tugas   dan  tanggung  jawabnya,   Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan
Laporan     Pertanggungjawaban.     Bendahara     Penerimaan     SKPK
bertanggung  jawab   secara  administratif  kepada  PA   dan   secara
fungsionalkepada BUD.
Penyusunan    dan    penyampaian    Laporan    Pertanggungjawaban
Bendaharamemuat  informasi,  aliran  data,  serta  penggunaan  dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:
a.     Bendahara     Penerimaan     wajib      menyampaikan      laporan

pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPK
palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b.     Bendahara     Penerimaan     wajib      menyampaikan      laporan
pertanggungjawaban  penerimaan  kepada  PPKD  paling  lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.     Bendahara     Penerimaan     Pembantu     Unit     SKPK     wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara
Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b.     Bendahara Penerimaan  SKPK wajib mempertanggungjawabkan

C.

pengelolaan  uang  yang  menjadi  tanggung  jawabnya   secara
administratif  kepada  Pengguna  Anggaran  melalui  PPK  SKPK

paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Laporan   pertanggungjawaban   (LPJ)   Bendahara   Penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu    dan    memuat    informasi    tentang    rekapitulasi
penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara.
LPJ tersebut dilampiri dengan:
1)       BKU;

2)     Laporan penerimaan dan penyetoran;
3)      Register STS;
4)     Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah;
5)     Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan pembantu.
d.     Bendahara penerimaan SKPK wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban   Fungsional  yang   merupakan   hasil
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kon s olidasi       dengan       Lap oran       Pertanggungj awaban
Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD
setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

e.     Verifikasi LPJ Bendahara penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPK
sebagai   bagian    dari   pengendalian    atas    penerimaan    dan
penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:
1)     Meneliti    transaksi    penerimaan    beserta    tanda    bukti

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2)     Meneliti    transaksi    penyetoran    beserta    tanda    bukti
penyetorannyayang  terdokumentasikan  dalam  buhai  atau
laporan terkait

3)     Melakukan  analisis  kesesuaian  dan  kepatuhan  terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

f.      Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPK menyampaikan
Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  Penerimaan  kepada
Pengguna Anggaran.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Tahap penyusunan Laporan pertanggungjawaban

Bczgl.cm I - Bendahara Penerimaan Pembantu
1)     Setiap   akhir   bulan,   Bendahara   Penerimaan   Pembantu

melakukan penutupan BKU.
2)     Bendahara   Penerimaan   Pembantu   menyusun   Laporan

Penerimaan dan Penyetoran.
3)     Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS

dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
4)     Bendahara  Penerimaan   Pembantu  menyampaikan  BKU,

Laporan  Penerimaan  dan  Penyetoran,   dilampiri  dengan
Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap
kepada Bendahara Penerimaan SKPK, paling lambat tanggal
5 bulan berikutnya.

BczgI.czn 2 - Bendahara Penerimaan
1)     Setiap  akhir  bulan,   Bendahara  Penerimaan  melakukan

penutupan BKU.
2)     Bendahara  Penerimaan  menyusun  Laporan  Penerimaan

danpenyetoran.
3)     Bendahara penerimaan menyiapkan register sTs dan bukti-

bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.
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4)     Bendahara   Penerimaan   menerima   pertanggungjawaban
yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan  Pembantu paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

5)     Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

6)     Bendahara          Penerimaan          menggunakan          data
pertanggungjawaban   Bendahara   Penerimaan   Pembantu
yang  telah  diverifikasi  dalam  proses  pembuatan  Laporan
Pertanggungjawaban      Bendahara      Penerimaan      yang
merupakari gabungan dengan Laporan Pertanggungj awaban
Bendahara Pembantu.

b.     Tahap penyampaian LPJ Administratif
1)     Bendahara       Penerimaan        menyampaikan        Laporan

Pertanggungjawaban     Bendahara     Penerimaan     kepada
Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:
a)      BKU

b)     Laporan penerimaan dan penyetoran c) Register STS
d)     Bukti penerimaan  dan penyetoran yang lengkap  dan

sah
e)     Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan pembantu

2)     PPK-SKPK   melakukan   verifikasi   atas    LPJ   Bendahara
Penerimaan dengan langkah-1angkah sebagai berikut:
a)     Meneliti  transaksi  penerimaan  beserta  tanda  bukti

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait

b)     Meneliti   transaksi   penyetoran   beserta  tanda  bukti
penyetorannya yang  terdokumentasikan  dalam  bu]fli
atau laporan terkait

c)     Melakukan    analisis    kesesuaian    dan    kepatuhan
terhadap     proses     penerimaan     pendapatan     dan
penyetorannya

3)     Jika   PPK-SKPK   menemukan   ketidaksesuaian   dan/atau
ketidaklengkapan,   maka   PPK-SKPK   meminta   perbaikan
kepadaBendahara Penerimaan.

4)     Setelah LPJ Bendahara penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap  dalam  proses  verifikasi,  maka  PPK-SKPK  akan
menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan
LPJBendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
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5)     Pengguna Anggaran  melakukan  proses  otorisasi  terhadap
LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

c.     Tahap penyampaian LPJ Fungsional
1)     Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan kepada PPKD

selaku BUD
2)     PPKD    selaha].   BUD    melakukan    proses    verifikasi    dan

rekonsilisasi penerimaan.
3.     Dokumen Terkait

Ilustrasi    dokumen    laporan    pertanggungjawaban    bendahara
penerimaan antara lain sebagai berikut:

a.     LPJ Bendahara penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAIIARA PENERIMAAN/ BENDAIIARA PENERIMAAN PEMBAI\ITU

SKPD
Periode

A.         Penerim aan
1.      Tunai Melalui Bendahara penerimaan
2.      Tunai Melalui Bendahara penerimaan

Rp...........
Rp...........

Pembantu
3.       Melalui ke rekening bendahara penerimaan       Rp ............
4.       Melalui ke rekening kas umum daerah                Rp ............

8.         Jumlah penerimaan yang hams disetorkan (A1 +A2+A3)
C.        Jrimlah penyetoran
D.         Saldo Kas di bendahara

1.      Bendahara penerimaan
2.      Bendahara penerimaan pembantu
3.       Dst

Mengetahul
Penggqua chggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Rp...........

Rp...........
Rp...........

Rp............

Rp...........
Rp...........
Rp...........

Disiapkan Oleh,
Bendahara Penerimaan/

Bendahara penerimaan Pembantu

Nana
NIP...............
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b.     Laporan penerimaan dan penyetoran

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPK....

TAHUN ANGGARAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Periode.........

No

PENDAPATAN pENERmRAN PERETORAN
KodeRekening NanaRekening Tanggal No.Bukti Jundah Tan88al No.Bukti Jundah

Jumlafi Penerimaan
Thnai
Non 'I\lnai rek SKPD
RKUD
Total

Jumlah Penyetoran
Thnai
Transfer
Total

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Ill nai                                                  :
B ark                                                 :

Mengetahui
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Penerimaan/

Bendahara penerimaan Pembantu

Nana
NIP...............
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J.      REKONSILIASI PENERIMAAN

1.     Ketentuan umum
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD
melakukan    verifikasi,     evaluasi,    dan    analisis    atas    Laporan
Pertanggungjawaban     Bendahara     Penerimaan     dalam     rangka
rekonsiliasi penerimaan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 Qanun Aceh Singkil Nomor
4   Tahun   2022   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,   PPKD
melakukan    verifikasi,     evaluasi,     dan    analisis    atas    laporan
pertanggungjawaban     penerimaan     dalam     rangka     rekonsiliasi
penerimaan.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.     PPKD  selaku  BUD  melakukan verifikasi,  evaluasi  dan  analisis

atas laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:
1)     kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban

penerimaan
2)     evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan
3)     arialisis capaian realisasi penerimaan

b.     Dalam        rangka       verifikasi        dan        analisis        laporan
pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi
penerimaan secara periodikyang dituangkan dalam berita acara
hasil rekonsiliasi.

C. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
Setelah  menerima  LPJ  Bendahara  Penerimaan,  PPKD  selaku  BUD
memverifikasi,   mengevaluasi,   dan  menganalisis  dengan  langkah-
1angkah sesuai ketentuan, yaitu:
a.     Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan

mutasi RKUD
b.     Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPK.

c.     Setelah  melakukan  verifikasi,  PPKD  selaku  BUD  melakukan
rekonsiliasi   penerimaan   dengan   mengidentifikasi   transaksi-
transaksi  pendapatan  yang  diterima  oleh  BUD  tetapi  tidak

zl.
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tercatat     oleh     bufu     Bendahara     Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu
d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan
denganmenampilkan data setiap bulan.

c.  PPKD   selaku  BUD   membuat  analisis  deskriptif  terkait  capaian
realisasipenerimaan.

3.     DokumenTerkait
Ilustrasi  dokumen  rekonsiliasi  penerimaan   antara  lain   sebagai
berikut :

Rekonsiliasi Penerimaan

PEMERINTAH RABUPATEN ACEH SINGRIL
SKPK....

TAHUN ANGGARAN

REKONSILIASI PENERIMAAN
Periode.........

A.   Pendapatan Daerah berdasarkan LPJ
Bendahara Penerimaan

B.   Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh
BUD  tetapi  tidak  tercatat  oleh  buku  bendahara
penerima/ bendahara penerima pembantu
1.

2.
3.    Dst

Total

C.   Error/Kesalahan pencatatan penerimaan

Total

Rp.

K.     PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1.     Ketentuan umum
Dalaln  hal  terdapat kelebihan  penerimaan  pajak daerah  dan  atau
restitusi  daerah,  Pemerintah  Daerah  menetapkan  Surat  Ketetapan
Lebih Bayar(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan

pendapatan daerah.

.
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 Qanun Aceh Singkil Nomor
4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Ketentuan
untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut:
a.     Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya

berulang  dan  terjadi  pada  tahun  yang  sama  maupun  tahun
sebelumnya  dilakukan  dengan  membebankan  pada  rekening
penerimaan yang bersangkutan.

b.     Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan
dengan    membebankan    pada    rekening    penerimaan    yang
bersangkutan.

c.     Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut :
a.     Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya

berulang  dan  terjadi  pada  tahun  yang  sama  maupun  tahun
sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
1)     penerimaan  daerah  berkenaan  dianggarkan  rutin  setiap

tahun; dan
2)     objek penerimaan daerah yang sama.

b.     Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
1)     Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
2)     rekomendasi APIP;
3)     rekomendasi BPK-RI;
4)     putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
5)     Informasi   lainnya   yang   dipersalnakan   sesuai   dengan

C.

peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan
pembayaran,   PA  sesuai  dengan  kewenangannya  melakukan
proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
1)     memastikan    keabsahan    bukti   yang    dijadikan    dasar

pengajuan.
2)     memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

d.     Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
1)     kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
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e.

2)     adanya   keberatan   yang   oleh   pihak   ketiga   atas   surat
penetapan yang sudah disampaikan.

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta
hasil verifikasi yang dilakukan  SKPK terkait,  diterbitkan SKLB
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f.      Setiap  pengembalian kelebihan  penerimaan pendapatan harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak   Daerah   Lebih Bayar
(SKPKLB),   Surat   Ketetapan   Retribusi   Daerah   Lebih   Bayar
(SKRDLB)  atau  dokumen  lalnnya  yang  dipersamakan  untuk
pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.

9.     Pengguna  Anggaran  berdasarkan  dokumen  SKPKLB,  SKRDLB
atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan
selain  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  menerbitkan  surat
permohonan pembayaran  pengembalian kelebihan  penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.

h.     Berdasarkan     surat     permohonan     pembayaran     kelebihan
penerimaan   pajak   daerah/retribusi   daerah   dari   PA,   BUD
menerbitkan     Surat    Perintah     Pembayaran     (SP2)     untuk
pengembalian   kelebihan   penerimaan   pajak   daerah/retribusi
daerah.

i.      Penatausahaan    pembayaran    atas    kelebihan    penerimaan
pendapatan memuat informasi,  aliran  data,  serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2.      Ketentuan pelaksanaan
a.     Tahap penerbitan SKLB

1)     Bendahara penerimaan menerima informasi kelebihan atas
penerimaan pendapatan daerah.

2)     Bendahara   Penerimaan   melakukan   verifikasi   terhadap
informasi    atau    permohonan    pengembalian    kelebihan
penerimaan pendapatan daerah.

3)     Setelah  terverifikasi,  Bendahara  Penerimaan  menyiapkan
SKLB.

4) P PKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.
b.     Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan

pendapatan daerah
Bagian 1 - Perayesucha;n Pendapatcm
Berdasarkan    pengajuan    SKLB    untuk   pengembalian    atas
kelebihan Penerimaan Daerah:

`.
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1)     yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya

2)     yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang
sama  Bendahara   Penerimaan   SKPK/SKPKD   melakukan
koreksi padarekening penerimaan yang bersangkutan.

Bevgian 2 - Belanja Tidak Terduga
Berdasarkan     pengajuan     SKLB,     Bendahara     Pengeluaran
SKPK/ SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas
kelebihan   pendapatan   daerah   dan   membebankannya   pada
rekening belanja tidak terduga.

c.     Tahap penyesuaian pencatatan
1)     Berdasarkan sp2 pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerahyang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang
sama,      Bendahara      Penerimaan      SKPK      melakukan
penyesuaian    pencatatan    terhadap    pengembalian    atas
kelebihan   penerimaan   daerah dimaksud melalui koreksi
kesalahan  pencatatan  penerimaan daerah.

2)     Berdasarkan sp2 pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah  yang  sifatnya  tidak  berulang  dan   terjadi  pada
sebelumnya,  Bendahara  Pengeluaran  SKPKD  melakukan
penyesuaian   pencatatan   terhadap    pengembalian   atas
kelebihan penerimaan daerah  dimaksud yang dibebankan
pada BIT.

L.      PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

1      Ketentuan umum
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran
berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana
merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran.Belanja
daerah     dipergunakan     dalam     rangka     pelaksanaan     urusan
pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  provinsi  atau  kabupaten
yang     ditetapkan      dengan      ketentuan      perundang-undangan.
Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan    penyajian    dokumen    yang    dilakukan    secara    elektronik.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  131, Pasal  140, dan Pasal  141
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut :
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a.     Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b.     Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Qanun tentang APBK ditetapkan
dan diundangkan dalam lembaran daerah.

c.     Pengeluaran kas  tersebut di atas  tidak termasuk pengeluaran
keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.     Bendahara    Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran    pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:
1)     meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan

olehpA/ KPA beserta bukti transaksinya;
2)     mengl|ji  kebenaran  perhitungan  tagihan  yang  tercantum

dalamdokumen pembayaran; dan
3)     menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

e.     Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran    Pembantu
wajib  menolak  melakukan  pembayaran  dari  PA/KPA  apabila
persyaratan tidak dipenuhi.

f.      Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran    Pembantu
bertanggung  jawab   secara   pribadi   atas   pembayaran   yang
dilaksanakannya.

9.     Bendahara   Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran    Pembantu
sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (Pph) dan pajak lainnya
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.     Atas   persetujuan   PA,   Bendahara   Pengeluaran   SKPK   dapat

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan  sub kegiatan pada
Unit SKPK.

b.     Dalam     proses     belanja     menggunakan     UP,     Bendahara
Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran      Pembantu      dapat
melakukan   pembayaran   secara   sekaligus   langsung   kepada
penyedia  barang/jasa  atau  melalui  pemberian  uang  panjar
terlebih dahulu kepada PPTK.

c.     Pembayaran    belanja    secara    sekaligus    kepada    penyedia
barang/jasa  atau  melalui  pemberian  uang  panjar,  dilakukan

L
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dengan  terlebih  dahulu  mendapat  persetujuan  PA/KPA  yang
dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh
PFTK.

d.     Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non
tunaimelalui    pemindahbu]flian    dari    rekening    Bendahara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   ke rekening
PFTK.

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja, PPI`K mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud
kepada     Bendahara     Pengeluaran/Bendahara     Pengeluaran
Pembantu     melalui      transfer     ke      rekening      Bendahara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu.   Jika   uang
panjar lebih kecil dari realisasipembayaran belanja, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara    Pengeluaran    Pembantu    membayar
kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPI`K.

f.      PPI`K   bertanggung  jawab   secara   formal   dan   materil   atas
penggunaan   uang   panjar   yang   diterima   dari   Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Pelaksanaan Belanja Menggunakan Hang panjar

1)     Pengajuan Hang panjar
a)     PPTK   menghitung   kebutuhan   uang   panjar   yang

berdasarkan  rencana  pelaksanaan  sub kegiatan  dan
DPA SKPK.

b)     PPTK menyiapkan NPD.
c)     PPTK   menyampaikan   NPD   kepada   PA/KPA   untuk

mendapatkan persetujuan.
d)     PA/KPA  memberikan  persetujuan  terhadap  NPD  dan

me nyalnp aikannya               kep ada               B e nd ahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e)     Berdasarkan  NPD  yang  telah  mendapat  persetujuan
PA / KPA,         B endahara         Pengeluaran / B endahara
Pengeluaran    Pembantu   mencairkan   uang   panjar
sebesar  yang  tercantum  secara  non  tunai  melalui
p emindahbuhaian        dari       rekening       B endahara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   ke
rekening PPTK.

.
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2)     Pelaksanaan Belanja
a)     Setelah    menerima    uang    panjar    tersebut,    PPTK

melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK
diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah
sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.

b)     Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan
atau  pelaksanaan  sub  kegiatan  telah  selesai,  PPI`K
meny-usun   rekapitulasi  belanja  yang  menggunakan
uang  panjar  dilampiri  dengan  bukti-bukti yang  sah,
untuk   selanjutnya   diserahkan   kepada   Bendahara
Pengeluaran  untuk  diverifikasi  dan  sebagai   bahan
pertanggungjawaban belanja.

c)     Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat  kekurangan  pembayaran  atas  uang  panjar
yang  diberikan,  Bendahara  Pengeluaran  melakukan
pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara
non  tunai  melalui   pemindahbuhaian  dari  rekening
Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.

d)     Berdasarkan hasil verifikasi atas  rekapitulasi belanja
terdapat  kelebihan  uang  panjar,   PPTK  melakukan
pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai
melalui   pemindahbukuan   dari   rekening   PPTK   ke
rekening Bendahara Pengeluaran.

b.     Pelaksanaan Belanja Tanpa Hang panjar
1)     PPI`K melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan

yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan
pihak penyedia barang/jasa.

2)     Atas   belanja  yang   dilakukan,   PPTK   diwajibkan   untuk
mendapatkan   bukti   belanja   yang   sah   sebagai   syarat
keabsahan belanja secara materiil.

3)     Berdasarkan     bukti-bukti     belanja    yang     sah,     PFTK
menyiapkan NPD.

4)     PFTK    menyampaikan     NPD     kepada    PA/KPA    untuk
mendapatkan persetujuan.

5)     PA/KPA   memberikan   persetujuan   terhadap   NPD   dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
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6)     Pada   saat  bersamaan,   PPTK  menyerahkan   rekapitulasi
belanja   disertai   dengan   bukti-bukti   yang   sah   kepada
Bendahara pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk diverifikasi.

7)     Berdasarkan  NPD,  Rekapitulasi  Belanja,  dan  bukti-bukti
yang sah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara
tunai/ non tunai

8)     Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindah
bukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran    Pembantu    ke    rekening    pihak    penyedia
barang/jasa.

c.     Verifikasi Belanja oleh Bendahara pengeluaran
1)     Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

melakukan   verifikasi   belanja   dengan   langkah   sebagal
berikut:
a)     Meneliti   dokumen   DPA  untuk   memastikan   bahwa

belanjaterkait tidak melebihi sisa anggaran.
b)     Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belanjaterkait telah disediakan.
c)     Meneliti      keabsahan      bukti      belanja      termasuk

bukti/ pemyataan atas pencatatan/ pendaftaran BMD.
d)     Menguji     kebenaran     perhitungan     tagihan     yang

tercantum dalaln bukti transaksi.
2)     Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,

Bendahara   Pengeluaran    akan    meminta   PFTK   untuk
melakukan perbaikan atau penyempumaan.

3)     Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan
LPJ penggunaan UP.

3.     DokumenTerkait
Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara
lain sebagai berifut:
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Nota Pencairan Dana
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH

SINGRIL
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nomor :                Tahun 20xxtit 1T----
:-E:NEE#Tng--TT--i±eap-e,±:i,s:---T-aT-:-co----B-:-::-:la-r-:--------i------------SupayamencairkandanakepadaiPPTKi

iL--------.--Ii,!

1.::UE:t           Pelaksan]!        :,/namapFTK/

i!i

:: g::aKte=itan~:     i     i     :: #:g::::::::::;;::::::;:::::;
4. "omor        DPA|DPAIi |DPPAr,..  (ro DPAISKPK)

SKPK
5.:Tahun~~4±ggLaran :  20xxi I

6. Jumlah Dana yangTerbflangiv ta         :      Rp.iI,-i::::::::::::::::::::::::::::::::............................-

!!

Pembebanan Pada Kode
Rekening

NOUru

Kode Rekening Uraia
chggaran Arfumulas,1 Pencairan Sisa

(Rp) Pencairan Saat ini (Rp)
t n Sebelurmya (Rp)

1
Rp- Rp- Rp- Rp-

2 Rp- Rp- Rp- Rp-

3 Rp- Rp- Rp- Rp-
JUMLAH Rp- Rp- Rp- Rp-

Potongan-potongan
ppN!

i

Rp. IIi,

i

I

ftyhT|/y2/Z3    i i                               i Rp........................                                                                                                              i
ii

Jundah Yang Diminta

i                :,   ::::.::::,::::::::::::::...................................                                            i
!!i

potongan      I TRp.
i`ii

-
Jumlah                  Yam : : Rp.•......................                                                       _+
Dibayarkan

--_____i_____++'_
Terbilang      i        , :                      ```````````````````````````````````````````````````````!                                                          i

^ i 'j! i                                                                                                 tempat, tcmggal bulan tahan,,^¢

Disetujui oleh :                                                                                Disiapkan oleh :
Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran                                 Pejabat pelaksana Te]mis Kegiatan,

__i.-_i_i_-___v__--L  i ¢                     -                                 .                  j!             ~L---------i----------Inn:rrrakeDatalE4m4©

SERE
NIP......................................NIP.

---_---T.i-.--_+_--i-       i.                                                                                   --------------T--^---._----_ I
i
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LAPORAN KENDALI KEGIATAN
LAPORAN KENDALI SUB

KEGIATA"
\,^,+\^^>\^*^,*\^,\,++>\,^\^,^,\^^\^+,\*,.,^-*,,,,\^,^-,,.\,  .\.*,\,-.^,..^\^+,,.,.^,*\^\.,,»^-^-\\,-,T--,

KEPRA SKPK

REGIATEN frode-rederiing)-(ramakegiatan)
SUB REGIATAV

`^`i/ji:::;:::;;:;;;i:iii;;;:.ii:;;;;;ii:::;;;;;;;;;;i;:;iji:;;:;;:;;:;(g|[;i/f''iijr,I;;:i;:;;:;ii:ifi;:;i:,ot.;;:ii::;;;;;;;;:;fi;;;iji;iiitj)

pKFTi /rLamcz PprK/

BEND. PENGELUARAN ftirdREhTEr~g~p5nrfuKPEFEr
--„*---

BUEN_TT-            3
NO KODE REKENING UFtJEN PAGUANGGAFEN

JUMLAII YANG DI SPJKAN BULAN JUMLAII  YANG  DI  SPJKAN  BULAN JUMLAII    YANG    DI    SPJKAN    S/D

SISAANGGAENINI LAIU BULAIN INI

UP/GU/TU LS UP/GU/TU LS UP/GU/TU LS

1
2 3 4 5 6 7 8 9 = (5+7) 10 = (6+8) 11 -(4-9-10)

1
Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp-

2 Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp-

3 Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp-

JTrmAI Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp- Rp-

i
ii ii!3i

r_----i --------------+
•'.,.             -            ..,               tempat, tanggal bulan tahaL

i`T?-~~:--------~r~r----r^-------------^
Pej atrait Pelaksana Teknis Kegiatan, : Staf Administrasi Keuangan,-~--i-- ------

i i

i

r___                                                                                                                                                                                         ,i ii

•...................... ..-.4....-..... ....... ............--I----. ---
I

air -- §                        lnama lenakaDlii
lerahaDI

NIP....:.....I.'.i.i._:.._..............i
--- ---

iNIP....................................
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RINCIAN PENGELUARAN PER KEGIATAN
RINCIAN PENGELUARAN PER SUB

KEGIATAN-siK-i ---~       ---i           ~_~_         -i-"      ~

i

KEPALA SKPK                                         i :
:::::::::::::::::::::::...................................i

i

i                            -i-i=:I=AglAEN                       i :
i roods rederdrg) (-rvana keofatdr)
ifeode rekering) (na;rna kegiatan)-,,'-~

i1

PFTK                                                             i : (nana PPTK)          i i i

ia1i

-i

:::EiENepLu--                i-:ANGGARANi:
foend:ha;ra pengeha;ra;n SKPK)

.......................                                                                          i

:::::::::::::::::::::::...................................i i i

pEREEun~ PENGELUAIEEN

NO
TENGGAL TERIRA DANA JUMLAH REKENING UF2JEN JUMLAH

( tgl terima dana )

Dari Bendahara Pengeluaran......(nanaSKPK)terdiridari: iiRp.

Rp.
i

Rp.i Rp. -

Rp. Rp. -

Rp.i Rp.

ii

JUMLAH Rp.- Rp. -i

•                                                                                                            .                                                                        ``==``` !Rp.     i

i--+------
; JUMIAII BUIAN INI                                                                    Rp.ifu~ffi-IAHBu:[]i[ii;;r.-I,=§:ij:1:.I.--.-..-...~.A-......-.-....I..A....-...........Rp.' Rp.

i Rpl                     -1 Rp.
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Pejabat

JbMrmSEMUAak~sinaT-ekrisKegiatan iRp.,ii3iii,i?---i3,i,^

iL

iiiiiii,ii?,+,,ii3 JUMLAII ~SEMUA                                                          Rp. Rp.i

e

SALD O                                                                                Rp. Rp.i-  L~  -i

i
tempat, tcmggal bulan to:ha;n

i:  --_-i[-i-:~~:-:-_:-~     I:           i
Staf Administrasi

L--...-....-.....-.-.......-.....---......--............-............ Keuan an,
i

ii
\,*^-\\^\^\\^^^^\^\,\,,^,\ \\^, ,^\^^^^..^^.^*\.^**\\\^*\\^,....-^...I.-.\   -\^..,\J`..-\..-.........>. ....+..I.. ..,. .,,*,>.-, .,-,   .>\,,^,     -,,^^,,-, r------ _i

i

i
/nama lenahcol [narra lerakat.I

NIP. i3' NIP.
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SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

SUB RINCIAN OBJEK
BELANJA

`!

SKPK •. i   ( rtana SKPK )

byeKode Rekening :  i  a.:iin...;. . . . . . . . .    (Nomor   Rekeningsu_---S-ri
""-fari6iin"- -

Nana Rekening ® ....................    (Nana    RekeninBelan.a
-" -inciari. -

Obye

Nilai chggaran :      i        Rp _                                                                         ".^^-.I.^..^^."A-^^...."^^-.|^.^."^^...A-I"`.A...A.`..A..-.-A.A.A.^..A^`'----^T"""^^^^..--^`.^^^..A.A

Periode/Bulan .i
i..............+i++\\++i+i+++

NO
URAIAN NOMOR BUKTI

LS UP / aN I rNJ

i i i

i i

1 Rp. Rp.i

i i i i

i i i

ii

i

- -.i------------i---------i _"--_..   --"_    -."L_ -_  i
JUMLAH BULAN INI Rp.                              Rp. -

JUMLAH BULAN LALU
+++i

Rp.                              Rp. -

JUMLAH S/D BULAN INI
I

Rp.-Rp.TT| ""--_-_" -_.-" "---+-":._--_"-:tempct,tcmggalbud -

n tahun
'.''           i.

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan   I Staf Administrasi Keuangan,

--- --- - _ - -- _ _ i
•1,^^^  ,t,A^.,^^A4|  .,,^,^^~t^^^^  ,L,,A,I,  `^,L,^^,I^®IA^~^.,"-_whT

______    i

Ill-a ti -a
iI                              --._--__"-_ -.

NIP.NIP.
i..........................................
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HASIL SURVEY BARANG/JASA
HASIL SURVEY
BARANG/UASA

F----.--~-

~--i
--.-_.__-"i   ~".

Nama Toko/ Perusahaan :
No Uraian Satuan Harga satuan

(Spesirikasi/Merk/Tipe)
i

Rp
Rp

i
Rp

i
Rp

i
Rp

i
Rp
Rp

i
Rp

i

Rp

10
i

Rp

i
^^,,^^,^^^,\^^,,\,,  ^,,^,.^^,^,^^^,,\^.,,^,^^,,^^,,^^,^^,,I.,^,^,^^,,,I.,,..,.,  ,^,.,*^,,.,,,*.,,^,,,^,,,.,,,  ,,..,,,,,.^,,,.,,,,,.,   .^^..>.,,^,.,,^,..^...,,*,..,+,...,...,,-,.,,^,.......A,

teTrxpat, ta;nggal bulcm tahun
.   _^.'.  -"__-"    . -"_  --_"_~_J"--_-_ ._ -_.'.  ."-.-'_~  .'"  -------LokasiSurvey

Pelinsana Survey
----------------------------------(---wiwid---F6-ho  i   P6ril:s ahaan)

ii____2____ Pemilik / Pengurus Toko / Perusahan

I (..........................................\-..-.....'----r..--------.'-..-"---"-"_.--_--.--

----- _  --  _---n -  ~--- _"--. _--.  -_-i  '' - .- -- --  --- "-  .-- -- - --     - -- "
NIP....................................

i

T          TTTTTT|C,
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BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

fE6F3fKFKiEK

ill....."......."`....

BERITA ACARA IIASIL PENGADAAN LANGSUNG I
BAHPL

i Nomor :
i            ---~     i--_--"-"-'-""---"-
i!i

Pekerj aan                         i          : TsapI:d[€:n;fi:€iE;iii;:.:i;i;j6:fi;i;Ei:i[::;:ii::i:R:;iE;;:ii:^f:;;E!;:ii::::;i!5;ii::i/:ii::ii;i:;i:fi;:ii:.ii.-`...^^^....-

Lokasi                                   i            :
€

Sumber DanaTri-riir-ffi£€ai-ari-- ^ " --. - -~ - ®®®® APB K        Kabupaten       Ac eh
S-ip-8kil-   ------i----    ------    ---     -"    ---,•....i

+++++++++i       _+_ _                                                                                                                   ______                                                                i i`.             ;                  i                                             L..._..._..-... `.. `^^....... ..`. .-....`._^.^anh""j}bulan/denganhartt//tahunduaribu du

Pada hari ini  /llama Jiari/  tanggal / deng
puluh dua, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ace
Singkil  Tahun  Anggaran  20 . . . . .  bertempat  di  /  SKPH /  memutuskan  hasil  proses  pengadaan
1angsung paket pekeljaan tersebut diatas sebagai berikut :

_|=iE.erdasarkan hal-hal sebagai berikut :....
ii

i Hasil Survey Barang

2J Atas dasar tersebut pada no 1, bersama ini hasil proses pengadaan langsung pekeljaan tersebui
atas

LIL-LLi i Nama                               ---
•.        i, ( nana pewiltk / pengu:rus toho / perasahaan )

"arma ( toho / perusahacm) ®®

®®®®®

ii

AI:arm:at ( tolco / perusahaan) ®®

®,,®,-i
i+++i++

3J Dengan rincian sebagai berikut : I

Uraian Barang Volume Harga Satuan Jumlah (Rp)

1 Rp
2 Rp
3 Rp
4 Rp-
5 Rp
6 Rp-

Jumla Rp
h

'
i

aii

i
Demikian  Berita  Acara  Hasil  Pengadaan  Langsung  ini  dibuat  dalam  rangkap
secukupnya dan
untuk di  er    nakan seba aimana mestin  a.

i
i!

tempat, tcmggal bula;n tcthun
___  .  +.__ ''.'''''''''..'''.'  '.  '''''._.''.'.  '''T_'....    ''                                                                            _  _    _''''.'.'''''.''.'.'''.'...''..''.'''.'.'''.'i''...'.''...''.''.'.'.'''''..

- Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
i

•-..  -------     r     -----------.--     ----"--
3!_i__

+_++++__i__+_______+++++++

i,

( rLcma Deiabat Denaedacin)
i

i
NIP.                        __.     _.
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SURAT PESANAN

HOP •

i

'!Ill
i

SURAT PESAVAN
Nomor

Ii:

Paket peherjcan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_.-      _      .      _      ____i_      _      __ I_          ____ i_-____

Yang bertanda tangan dibawah in]
ir+-------

®,

1. Nana •.  i ifeepala SKPK,--:-i!KPKJkepal
i-

--  \\\,*^\^**, \,^^^,\^^^,^^^^\,\^^\^^\^*^,**\^\*^\^,\, *^,^^,^^.,-^*.,\,^^,,,\,,,\,-,,,\\,,^\^^,*,,,. .,.>,^^,.,*\,,,-,\,,-,^,.,-,:

Jabatan1______ I

if

tAlanat                                   i   :
( cha;mat SKPK )                          `lE

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUNA ANGGARAN           {
i   _   _   __   __

i___           _

ii

:              ++                                                                                                                                                          ++                       ++i                     ++++++++

i   2.   iNana PfTP{_xp        toho         /i€-._(pppu€_gm#_;=T)1___i_oho;_        _     __          ___         __:!PimpinanToko/Perusahaan.................

Jabatan
i++       __+ IAlarial. ®

€,.O®,,,.,,,.,,.®.*.,,,.,..,,,,,eo,.^,.,,.,,,,,®^,,.,.,,...,.....,.,...,,.,,.,.,.....,,.,,,.,,......,...., .,\,.*^.^^,,,,.*,^,,,*,^*,~*,\,,, ,,,,,*,,,^*,,,\,*-~, 1\,,,,-^^,\,,,-^^,~

Selanjutnya    disebut    sebagai    PEAVEDIA                        i
BAEENG -.-_-----"-'-.--""-~--"--  " ---T -_ --r ------i   -----.-~_ . -'------".-----------.'   +" ---~--"-------"-------------------

i

Ur]i..tuk mengjirin.kan barang dengan memperhatik:an keten.tuan-ketentuan sebagai berikut :
1.    Rincian barang                             i i

i!

No Uraian Barang Volume Har8asatuan Jumlah (Rp)

1 Rp
2 Rp
3 Rp
4 Rp

JUMLAH Rp
Ketercmgcm .. hal ga total sudah termasuk pajak, ail. i

_            I              ____

ii
i__i       --__

2.-51 Tanggal barang diterima paling lambat tanggal
•^^::....ifii;;::;i::;:;;:;i:;i;i:i/:;::i:ii:i::;i:ii:::ii;:;;:ii:;i::iEI]i!;;:Efii:i;;;5;ii:ii:;i:iiir::I;i;i:rL;i;:ri:;rffiriiral)

Dibebankan Pada Sub kegiatan
i

•. (hode dan rrama sub kegiatcm
4. Kode rekening                               i i_+i+++ •. (hode rek. sub kegidla;n dan hods rck sub ROB)
5. Pembayaran akan dibatalkan apabila barang tersebut tidak sesual dengan pesanan (order)
6. Pembayaran  akan  dilakukan  setelah  barang  diterima  dengan jumlah  yang  cukup  d

keadaan balk I
7. Pesanan/Order akan dibatalkan apabila pada tanggal yang ditentukan melewati batas waktu yam

ditentukan
8. Alanat pengiriman  barang pada  / bz.daLngl /  szJbbczg /  szJbbz.cZ /i/SKPKJi

___i_                                                                                                                                                                                                         i

i
i                _L

I

i.-----------..-.---i

20.....
+++_++++++++++++++++++++++i++++++++++++

(inL;io&::Iririul:i&. 1lb!il:]Iik::ii[]i / p erasahaanTTii PENGGUNA ANGGARAN
i_+_++_i++____++

I
i

+   --------"  ---------"---"--"----ti+++
i

Ii

I nana Demilik / pengurus ` i rbana Denaau;na cmaaa;ram)\,,,^,,,,\*,,,,,,,,,~,,,^,,,,,,,^, ,,\,1,

i! i--~~- NIPT         I--~--
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CONTOH NOTA PEMBELIAN

CONTOH NOIA
`!i

................,2o2...

Kepada Yth,

in   co     .     J'      ""_     .in"     _-    i-."   "  -~-~       ."i

TuanTa-k-6--   ---

No. Nota i!1

Kode Nama Barang Jumlah Har8a Total
Baran8 Baran8 Satuan Har8a

!i!

!ii

i i
Jumlah -

!!

( nana Toko / Perusahaan)- _ .  "--i"----."   --""J|--.-J
i   ---""     -~--

ii

Ii
CONTOH KW.ITANSI

^ --^ j!! i.i:

HOP SEEK

iii-i..--i--a=--i           ,i,~,.'.,,,~,i,   ,,  ,``,....=i     ,,,   ,

sL+
.  --"-        ~-"I,

Tahun Anggaran 202..
:Nomor  :  .............. ...............

I:

I

KWITANS
!!,

II
_          _I__                                                                                                                                                                                      i                                                                              i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               I

SudahTerimaDari     : B endahara Pengeluaran /Ivamcz SKPK/
i '

Bany yauang     i   :Ii-¢--i
i

\            --.T_ v**^^,^^'^^^^,^,^,,'+~**'**,^+^^*^',I,*^^-w-

!

i

!'!! II,

i: i----ii+I

i:

i i,Jl
i,,I

Fn_t_u_k-- e=bT=i-al=riTi-- --¢-i,
_

i'

:

Jumlah      i   : Rp. vO--- *,^-^^,,***,^, *^^^,^^^^^^,*,A,^^-^*-*-^,*,, ,---T
ii

i

I

iii i.................,20.......-- I

I

Lun as            iiBaar:i                     i
I                                                                     ,,*,^,**,,*^,*^^,*,,*+^^^^,^~,I,^

I,*,^^^,*,,,^,,,,*,,,A-J,
Men  etahui    Men  etu.ui :-

¢^..A..A.^...A...-....--A.^~.Aii

i,

Pengguna Anggaran Bendahara                    S   pejabat        Pelaksana        Te]mis                   Yang Terima,
..Piej!geluaran                      Kegratan                              .  .   ..  ..I                                (PPTK)

i J------- i    Zfi'--
_ rv.gee_9_f_ _ I---_-..__..........-.......L~.._„_._-

NIP  -__ _~- NIP .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I            NIP .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaba;±cm
!i

't!, i,
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BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

________--_-_---_-_-__-__----__--__-_---_  -_-_--__----ri6F    ----_-_-___  -_-_  --__-       --    --_----_-----_  --_     _---__----_-_-_---     _

Ei i
_i----i

i

:   -`ii.`-`,Ei--`     `               -``
NOMOR :

++_i+++ i

Pada hari ini / namcz hard / tanggal /dlengan htt"j7 bulan /dlengan htt"jr / ta.h.I.]in dua ribu dii
puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
---T-"--_-.-  ".-----.    --.--.--   ---"-.. .---...

-~-----~"---+---_i:"--:--"".i-.-"_-"_-"-_.+-_---.-`(irifri]inari{orioI--p-€rii;sahadni
"-   -"" -----r  . . ---iI

Nana
Jabatan ® Pimpinan Toko / Perusahaan . . . . . . . . . . . . . . . . .                             i

iAlamat ®, ( alanat toho / perusahaan ) i_---._.----

___-i--     -..._     - Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU                   i
_--ri"in-a-"  -~-  -` .-

Tirfidid~§kEirr - ~
----i   --"--i

®

un AnggJabatan Pengguna Amggaran T aran 2022                      i
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA                    i

ii
__ii                           --         .                 -.--

Menyatakan bahwa :
` i

PIIIALIZ:: EusATU tel:;;;::i:;:: menyerahk:an lbarang kepada IPIIIAK KEDUA dan selanjutnya;
8PIIIAK KEDUA telah menerima dari PIIIAK KESATU berupa barang sebagaimana tertu

pada   Surat   Pesanan   nomor   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   dengan
rincian barang sebagai berikut :i

No
Uraian Barang Volume Cheklist Keterangan

Ada Tidak ad

1 Barang   din:ksudtelahhamiterimadala;inlcecrdcrambdikdcmouhap,sesunidenyanSurcitPesanOrderbaraltg.
2
3 i

4
5
6 i

7
8
9 i

10
Demikian Berita Acara Serah terima hasil pekeH.aan ini dibuat dengan sebenamya dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arga    Makmur,    tanggal    tersebu
diatas•^,^,^^^r.^*,^,^^,O^.*^^^^,I,**^..O*,*^,,.®,,*,^..,*r.^..-~^*^^^^^,®^^,^^*^^-^:^,|,~--

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA- •-".'.-   "    ~  .. Kepala ( mama SKpk.i   -    "  ~

'   ''     KabupatenAceh singkil

Selaku Pengguna Anggaran
i

_i

~,,I,,,,,^,^,,^~^r*,,^,~-ce-
i____.----_L..----------.-._._.....-

( Demjlj:k / Denau;rus tolco/Denisawiaan) 'Nama Pengguna Anggaranl
NIP.
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BERITA ACARA PENGELUARAN / PENYALURAN BARANG
ii^',

SURAT
'!

8ERITA ACARA
PENGELUARAN / PENYALURAN  BARANG

Nomor :                                 '
i                                                                               i ___.__ __.__L_Padahariini/riamcthart/tanggal/derigarLhz4rztj7bulan/derigart hztru//     tahun   dua   ribu du

puluh,
bersama ini Kepala/IVcimcz SKPK/ selaku pengguna barang memerintahkan kepada :

V¢..¢Nalna          ::NIPco::~+--¢

:.........:........i:.................i

:Jabatan                                    :      Pembantu  pengurus  Barang  pengguna  pada  /  SKPH /  Kab.  Ace¢¢<
Singkil

Untuk menyalurkan barang kebutuhan sub kegiatankepada :          i                                             __~~
`RTarma                                              i        ..         .................  (Ncma PPTK)

^,-^,^,^^,,^,.,~*^®..,--~+^-~--.   *-I-~ `.A

NIP:.................i

Jabatan                                         :       PPTK . . . . . . . . . .
*,*,,**,,,,,+.,,,^,,,,,,,+,,,,,*,,+^,,,,,^*,,+,,^,,,,,,,,,,.^,,.+,..^.......,...............-..~-....a-~--~--I--.,-~..»^-¢/»-»~--,,--

*,a,,®,*,,,-,,-,^,,,,,^^~^~:+^~-  `^-,,

Adapun barang yang disalurkan dengan rincian sebagal berikut :

No
Uraian Barang Volume ChecHist Keterangan

Ada Tidak Ada
Barang     dimaksud     telahtelahdisalurkandalam.keadaanbaikdancukup.

-

i

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
i'

: Pejabat pelaksana Te]mis Kegiat:an       ;+®¢¢¢..¢++i^^^¢I-a

.............,tanggaltersebutdiatas.
Pembantu Pengurus Barang Pengguna

i

i
I rama Ii

INIP.
NIP.--.-~.------

ii+IiMenyetu].uii

- --.-w.,.......... -....................... ...,....................... 1~*.-~.---~~ --i              Kepala /::z\rt:z77rz, t:I ,sKp:i:±±r~~li-i                                                       Kabupaten Aceh singhil
'-~---~ ~,~.,,..,a..~.*..",..^,............a.............,.......................--.~......-~-^-~-.~-i--~ ~ ~~.~

Selaku Pengguna Barang I_
'! --~--~-~~....I..,.........^...,A........-........+........................................-~...~.---~.__._

i                                                                                                        i                            ,                                                             i                                                     i                                                                                                                                :

(xp9m9=perlggi±r!4hgrgr]gl        i                                                              ®--NIP.
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[KOP SKPD]

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

Dasar

Yang bertanda tangan di bawah iri :
Nam.a                                          :
NIP:
Pangkat/. Gol. Ruang         :
J ab atan                             :

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini :

MEMERINTAHKAN
Kepada :

1    Narna                               :
NIP:
Panedfat/     Gol.Ruang
Jab atan                      :

2   Nana
NIP
Pangkat/     Gol.Ruang
Jab atan                      :

3   Nana
NIP
Panedzat/     Gol.Ruang
Jab atan                      :

Untu k                                 :
Tanggal penugasan          :
Dengan Ketentuan           :

Melaksanakan
®,,,,,,,,,,,,,,,

1.  Selesai melaksanakan tugas segera melaporkan
hasilnya kepada atasan langsung.

2.  Segala   biaya   yang   ditimbulkan   dibebankan
pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Sin8lal Tahun Anggaran 20xx.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di
Pada Tanggal, 202ex

Kepala .............   (IVczma SKPD)
Kabupaten Aceh Sin8]dl

NAMA
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RINCIAN BIAYA PERJALANEN DINASLampiransppDNomor:

T an ggal                                        :

No Rlncian Biaya Junda Keterangan
1
2
3
dst

Jumla
Terbilang :  . . . . . . . . . . . . . . .

•...............,                             20xx
Telah dibayar sebesar                          Telah Menerima sebesar

Rp................Rp................

Bendahara pengeluaran                                  Yang MenerimaNAMANAMA

NIP.................................NIP.PERHITUNGANSPPDRAMPUNGDitetapkansejumlah:Rp.................

Yangtelah dibayar semula      : RD.  ................
Sisa ]flirang/1ebih                                         : Rp.  ................

Pengguna chggaranNANA

NIP.
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DAFTAR PENGELUARAN RIILYangbertandatangandibawahini:

Nana              :
NIP:
Jab atan          :

Berdasarkan Surat Perintah Peg.alanan Dinas (SPPD) :
Nomor               :
Tan88al                 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.   Biaya transport pegawal dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang
tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

N Uraian Jumlah Keterangan
1 2 3 4

Jumlah

2De .   Jumlah  uang  tersebut  pada  angka   1   (satu)   diatas   benar-benar
dikeluarkan    untuk  pelaksanaan  perialanan  dinas  dimaksud,  dan
apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,  kami
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

ikian pernyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui                                          ................,    6        M20xx,
Pengguna Anggaran/                                  Pelaksana sppD

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
Nama                                                                    NIP . . . . . . . . . . . . . . .

NIP
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LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth
Perihal

Kepala..................
Lap oran          hasil

. {Ncma SKPDD
Perjalanan Dinas          ke

Tanggal

Berdasarkan  Surat  Perintah  Tugas  Kepala (rurma   SKPDD
tanggal     ...........   perihal   ..................   bersama   ini   kami   laporkan   hasil
perialanan dinas sebagai beri]flit :
1.

2
3.    Dst

Demikian kami laporkan dan terimakasih.

Yang melapolkan,
1.  Nama   :

NIP:

2.  Nana  :
NIP:

3.  Nana  :
NIP:

2.

20x

',
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•

iCI

fE6FffKFKi{Ki -`1                T"
ri

1_ i +i+i _I J_
iL+++

i..__1

-I
_____+_+i          ++       +

!\+++_

i Kode No.
i        ++++                                                                                     ._+i+._..     I_++I.I

_i'
Nomor

.

i ~--i         -.~-~_     -
i---_-~i  ~

I^,,,^I^^^I^^.^^^A^^,®^,I^^^,I,^AI.

SURAT  PERINTAII  PERIALANAN  DINAS
_-             --                                      a".^^^^'~."~,"~.-.'.~`.                  S PP D !^^"m^^"„^^_I      T                  i                          T-^m-.^^~.^^^m^^^^^^`^^^^|                      1^n^^.^^^^^rn        n^-                                            r^--- TT_`-

Pengguna chggaran Kepala SKPK . . . . . . . . . . . .
i i

Nama/ NI P         Pegawai        yangmelaksanakanpeljalanandinas

NIP........................................

a. Pangkat dan Golongan •..............................................        ii

i I

b.  iJabatan / Instansi
!!

c.iETn=satBiayapeH.alanan •..............................................        i

i

Maksud Pep.alanan Dinas

Alat angkutan yang dipergunakan Pesawat / Kapal laut / Kendaraan roda empat / Kendaraan roda dua

a. Tempat B erangkat-
b. Tempat Thjuan
a. Lamanya Pep.alanan Dinas Selama    i.........            i(..........)       iHari               i                          i                           i                           iI

^^^,^^^^,^r,,,,,^,,A,

b. Tanggal B erangkat
C. Tanggal harus kembali/tiba ditempatbaru

pen8ifut:          i                    i
i

ii iii

i!
^,,,,,,^,,,,,,,,,,,^,

No Nana NIP. Pangkat dan Golongan Jabatan
^,,,^,^^,&,,,,,^^^^*,

1.
i i i

+,,,^,,,,,,,,,,,,,,e^

2.
i i i i

3.
i i

dst.
!! i

Pembebanan Anggaran :
i

a. Instansl SKPKKabupaten Aceh Singkil
!!-in-I

b. Arfun DPA SKPKKabupaten Aceh singkil TA 20x                                          i                   i
1-,,,,,,,,,,^,^,,

i !!

Keterangan I.ain - lain ii

___i___         ___.         ____-_i______                                                                                                                                     i                                                                                                                                                            i                                                                                                                                                          i                  _ __+i
i

*) Core± yang tidak periu                          13
i&^^^^^^^^A^,A,^^^A^^A^|^4^m^. TT| i---T-i      _-

\,^+,,,,,,^,+^,,,,,^^,*^J\^»^J\^^^^^^^,^^^^ i r
i

Dikeluark:an di                                                   i

.3+ i-i_--i

i,if,i
Tangga~'i                  i                  f               i

ii Kepala SKPK . . . . . .                             i
1,^,,^,,,,,,»^,  ~^,,,,,I,,~,1^,I

Kabupaten Aceh singkil                      i
i

+++i+``+++++                                                                                            i

i_se aku Pengguna Anggaran

i

.'..'            ..'''''.       .       .'.''.              '     '''''         ..'''''''         .''''''.''!         ''.''__       _'.''''''              .1'                 .'_ -Ci
+^-l*^r^r--r~-- iar,o®\~-oo,n-- h4m"---""

++i+++

___-__-___ ___ _+___-_____ -®--,----i--i       i-• i®+*,,^^,^,,^^^^^,^,,^^^,,,,^On^^-^\^^^,

i____++++                                                                         ++++++_+__++i++++                                                                                                 ++++++                          i                             ++++                           + +_+_______+                                                                                                                JVI

a
\\\\\\\\\\\\+_i++++\\\++\_+++_i___

+i

NIP_...............
+++i++_+++++++++_

i++ i_++

-237-



I ii

:                                i                         i       i        --                              i                                            '          -

I.     Berangkatdari ® I
(tempat  kedudukan)-,,®,-Ke:~^Padatanggal

r,, +,i¢! i_______________

-J--- 'I

Kepala SKPK  . . . . . . . . . . . .--^...^*,-~`.`...^..

Kabupaten Aceh singkil

-----;------.:----.--:--------L------+------------I---"_.~-_.L----._----~
NAMA

--»-,~,:J^»^^~^^^J*,^^.,^*,,^^~,^,**,,,,*,,*,*,,,,.,NIP................... .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .

:                        -~           i-                              i                                        `
II

ii

||.     Tibadi Berangkat dari i

-
iiiPadatangial. .

Ke¢,Pada tanggal
i:,®,

i:

i--        ,®     -,®,     ®,          I,                         ¢Kepala: : +--Kepala

I

^-^*,*~.A-^^-.»^^^-.^^--,^ro-^,^,',,^^^,

®IS+iI

i'Si-'!'
-i                   ,~~¢

i.:~

i-^---^^, 1^--^-~~^^I**^^^^^^ i.-.-o-.I,^.-' i

II

Ill. Ti-ba~df i

'i+Berangkat dari+Ke
:i

Pada tan al
i

Pada tanggal i

Kep ala                                :,:s!'-+-
i.co¢

Kepalai:I ¢'-I
~+----.--`

Ii

Si+-+i ii

++

i-i

i, i

IV.   `Tibadi i Berangkat dari

¢,
Ke! ®,,,,® 'i-+-®i

-.padatanggal           i: ^iPadatanggal,

Kepala       i                 i: i Kepala

:

f
I

iiI
i'Sil¢+i

+®~i
i

i:

¢®

----i
I

ii i

ii
'!!

!V.¢Tiba"kembali di
~        "~1~.~                                                    ^

1&'^

L       .-i-
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa pen.alanan
tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata
mata untuk kepentingan jabatan  dalam  waktu yang  sesingka

i Pada tanggal             : --__--_-_-`1 --singkatnya.i

i,^^Kepala SKPK . . . . . . . . . . . . . :®®,

^i
Kepala SKPK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kabupaten Ac;ri Singkil Kabupaten Aceh Singkil
Selaku Pengguna Anggaran, Selaku Pengguna Anggaran,

i!~~-iii!'!

iNAMA

I,+Ii:^

+-iI^ +^NAMA

NIP...............................
• ----. -- ---------~N~IPT.Tr.".T.i:i.i

ii

^^--^^^*^^,,-^-^,,,i

i!!!vi.-6;tataliL;in-Lari.i

i~~-----------------i---------------;-----------i
¢

I

i                                                                    S :

~~-+ i                                                                      i                                                             ^                                            i                 i                                           ^ !1

VII.   : PERHATIAN
t-• Penggu:na Anggcun;n  ycmg  menerbitkcm  SPD,  pega;wad  gcmg  melaku:kcm  perialanc[n  dinas,  para pejabat  ycmg  mengesa:h]can ta;ngga
` beranghal/ t{ba, serta Bendaha:Ta Pengeluaran bertanggung jowab berdascirhan perchiramperaturan Keuangan Negara, apabtla Negari
i., menderda rug± ak{bat kesalaha:n, kelalalan, dcm kealpaanrtya.!
i
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[KOP SKPD]

Dasar

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

®

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nalna                                      :
NIP:
Pangkat/ Gol. Ruang         :
J abatan                              :

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini :

MEMERINTAHRAN
Kepada :

NO NJRA NIP PANGRAT/ COL. RUANG
1
2
3

dst

Untuk Melaksanakan Lembur
Tanggal Penugasan
Dengan Ketentuan

Melaksanakan................
®   ,    ®   ,   ®    ®   ®   ,    ®   ®   ,    ,   ®   ®    ,   ,    ®   ®    ®   ®

S e gala       biaya       yang       ditimbulkan
dibebankan   pada  Anggaran Pendapatan
dan   Belanja   Daerah   Kabupaten   Aceh
Singkil Tahun Anggaran 20xx.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di
Pada Tanggal, 20x
T&epala .............   (Nama SKPD|

Kabupaten Aceh Singkil

NAMA
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DAFTAR HADIR LEMBUR

SKPK

Hari

Tanggal
Sub Kegiatan

No
Nam Jam Pelaksanaan Tanda

a Tan8an
Mulai Selesai Jumlah

1
1.

2
2®

3
3.

ds
4®

PFTK

NAMA
_             __                    __         _

NIP.
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DAFTAR TANDA TERIMA LEMBUR

KEGIATAN . . . . . . . . . . . . . SUB REGIATANTAriuN 2OH

No
Nana Jumlah Jam Jundah Hari Jumlah Tanggal Jar Lembur Harga Satuan Jumla Pph Pasal 2 1 Jumlah

Bulan Lembur OvlB) h Kotor (Rp) Bersih

1

2

3

dst. .
Jumlah I I -

.....- • . . . . ,2ex
...,`...I

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Staf Administrasi Keuangan

!

.   .                                             .        .                 '                          .   .    `                                                           .                                                      ,                               .        .   .                                        .        ` ..-.',

.,',.,,.

NAMA                                          --
....,

jvARA

NIP.                      .       '.''      ''.     ''. NIP.
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I uinTAN LEMEUR

i        +                                                                                                                      +++i+_++

'

®®

11111
KEGIATAN
SUBKEGIATAN       ~ ®,

OBJEK BELANJA ®®

.                                                                                                                   .......                           ..11....                                                    ,..                           I.....                    I.I....                                ....                               ,                             .......                      . .          .                    .          .                      .                                                                                                                             .                                                                                                                                .              .                         .    .         .               .                    .                               .         .                                                                              .
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PEMERINTAH RABUPATEN ACEH SINGKIL
(SKPK....)

LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITAS

Atas  Honorarium  .................... BulanTahun Anggaran 20xx

Kepada: Yth. Bapak Kepala SKPK
Perihal : Laporan Aktivitas

Dasar SK Tim ...................... Nomor ..................... Tanggal ,...................,  dapat kami laporkan

Laporan Aktivitas yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

3. Dst...

Demikian kami laporkan dan terimakasih.

Mengetahui
Sekretaris/Kabag/Kabid

Sela]fli koordinator

Nama
NIP...............

sin8kii,...............2Oxx
Yang melaporkan,

PPTK

Nana
NIP...............
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M.     PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
1.     Ketentuan umum

Besaran   Uang   Persediaan   (selanjutnya   disebut   UP)   merupakan
kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang  ditetapkan  dalam  keputusan
Bupati  berdasarkan  perhitungan  besaran  UP  yang  dilakukan oleh
BUD.

Perhitungan penetapan besaran UP untuk setiap SKPK adalah sebagai
berikut:
a.     Besaran up merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak

menggunakan mekanisme LS.  Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b.     Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu
dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-
SKPK.

2.     Ketentuan pelaksanaan
Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.     Aternatif 1

Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP,
sebagai berikut :
1)     Menentukan  besaran  rencana  belanja  dengan  LS,  yang

merupakan  penjumlahan  antara  besaran  LS  dari  belanja
operasi,  belanja  modal,   belanja tak terduga, dan belanja
transfer.

2)     Menentukan   keseluruhan   rencana   belanja   yang   akan
menggunakan  UP,  dengan  cara  melakukan  pengurangan
total belanja berdasarkan DPA SKPK dengan jumlah besaran
belanja LS yang sudah dihitung.

3)     Melakukan   proyeksi   frekuensi   berapa   kali   bendahara
melarfukan LPJ UP dalaln  setahun berdasarkan justifikasi
dan/ atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

4)     Menentukan besaran up dengan rumus.

z38§arfe`rfu y+#¥'B ge€f*ri#xp#¥Sinapthdies*^asaeb.'±.'&ttdes#vigin&#ttasttde#ifeedckthg*as*sa`di*givap±.
#r*#`#€3€§£`§r?*&iS;;ths*xpfde#^ds#*giv#LP}`¥S*.*qufngqu,£'e:&at*#xp
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d.     Alternatif 2.
Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan jumlah pagu
anggaran SKPK sebagai berikut :

Nol )umlah Pagu Anggaran SKPK
Batas maksimal nilai
Uang Persediaan

1. Sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 Rp. 50.000.000,00

2.
Diatas Rp.1.000.000.000,00 s/d

Rp. 100.000.000,-
Rp.3.000.000.000,00

3.
Diatas Rp.3.000.000.000,00 s/d

Rp. 300.000.000,-
Rp.10.000.000.000,00

4.
Diatas Rp.10.000.000.000,00 s/d

Rp. 500.000.000,-
Rp.25.000.000.000,00

5. Diatas Rp.25.000.000.000,00 Rp.   1.200.000.000,-

N.     ROSES  PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
1.     Ketentuan umum

Pelimpahan    Uang    Persediaan     (untuk    selanjutnya    disingkat
Pelimpahan UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran
untuk   Bendahara   Pengeluaran   Pembantu.   Pelimpahan   UP   ini
bertujuan untuk memperlancar proses  pelaksanaan  kegiatan pada
SKPK,  khususnya  yang  dikelola  oleh  Kuasa  Pengguna  Anggaran.
Pelimpahan  UP  digunakan  untuk  membiayai  belanja-belanja yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun
TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang
mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang
untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan  SPP-LS
dan SPP-TU.
Beberapa  ketentuan  umum  terkait  proses  Pelimpahan  UP  adalah
sebagai berikut:
a.     Proses  pelimpahan  UP  didasarkan  pada perencanaan  internal

SKPK  dan   harus   mendapatkan   persetujuan   dari   Pengguna
Anggaran (PA).

b.     Atas   persetujuan   PA,   Bendahara   Pengeluaran   SKPK   dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada
unit    SKPK,    yang    dilakukan    secara    non    tunai    melalui
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pemindahbuhaian   dari   rekening   Bendahara   Pengeluaran   ke
rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c.     Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam
surat keputusan PA   tentang besaran pelimpahan UP   kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan
usul Bendahara Pengeluaran.

d.     Besarnya     jumlah      uang     yang      dilimpahkan      tersebut
memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan.

e.     Atas    dasar    pelimpahan    UP    tersebut,    maka    Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
pencatatan pada buku- buku terkait.

f.      Bendahara  Pengeluaran   Pembantu   bertanggung  jawab   atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

9.     Pelimpahan   UP   kepada   Bendahara   Pengeluaran   Pembantu
berakhirketika sub kegiatan unit SKPK yang bersangkutan telah
selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan,
disetorkan  secara  non  tunai  melalui  pemindahbukuan  dari
rekening   Bendahara   Pengeluaran    Pembantu    ke    rekening
Bendahara Pengeluaran.

2.     Ketentuan pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:
a.     Pengguna   Anggaran   menetapkan   besaran   pelimpahan   UP

berdasarkanusulan dari Bendahara Pengeluaran.
b.     Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  mengajukan  permohonan

pelimpahan   UP  kepada  Pengguna  Anggaran   melalui   Kuasa
Pengguna Anggaran.

c.     Berdasarkan  besaran  pelimpahan  UP  yang  ditetapkan  oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke
rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d.     Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembarltu
melakukan  pencatatan  pelimpahan  UP  tersebut  pada  buku-
bukuterkait.

e. Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     dapat     mengajukan
permintaan   pelimpahan   UP   berikutnya   kepada   Bendahara
Pengeluaran  sebesar  pelimpahan   UP  yang   terpakai   disertai
bukti-bukti transaksi.
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0.     PERMINTAAN  PEMBAYARAN

1.     Ketentuan umum
Permintaan  Pembayaran  dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran
oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  Pihak  Terkait  sekaligus  sebagai
proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran
memuat  informasi,  aliran  data,  serta  penggunaan  dan  penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  132  sampai dengan pasal  136
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:
a.     Bendahara pengeluaran mengajukan spp kepada pA melalui PPK

SKPK berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

b.     Pengajuan spp kepada KPA disampaikan Bendahara pengeluaran
Pembantu   melalui   PPK   Unit   SKPK   berdasarkan   SPD   atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

c.     Pengajuan spp kepada KPA disampaikan Bendahara pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPK berdasarkan SPD  atau  dokumen
lainyang dipersamakan dengan SPD.

d.     Spp yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran terdiri atas spp
UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS.

e.     Spp yang dapat diajukan oleh Bendahara pengeluaran pembantu
terdiri atas SPP TU dan SPP LS.

f.      Penerbitan  dan  pengajuan  dokumen  SPP  UP  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan
SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang
besaran UP.

9.     Penerbitan  dan  pengajuan  dokumen  SPP  GU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan
SPP  GU  dilampiri  dengan  dokumen  asli  pertanggungjawaban
penggunaan UP.

h.     Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran up dan Gu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

i.      Bendahara pengeluaran atau Bendahara pengeluaran pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.
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j.      Batas jumlah pengajuan spp Tu harus mendapat persetujuan
dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalaln
1  (satu) bulan, sisa TU disetorke Rekening Kas Umum Daerah.
Pengajuan  SPP  TU  dilampiri  dengan  daftar  rincian   rencana
penggunaan dana.

k.     Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tu dikecualikan untuk:
1)     Kegiatan  yang  pelaksanaannya  melebihi   1   (satu)  bulan;

dan/atau
2)     Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah

ditetapkan  sebelumnya  akibat  peristiwa  di  luar kendali
F'AJRTPAL.

1.      Penerbitan  dan  pengajuan  dokumen  SPP  LS  dilakukan  oleh
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
1)     gaji dan tunjangan;
2)     kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
3)     kepada  pihak  ketiga  lainnya  sesuai   dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.
in.    Pengajuan  dokumen  SPP  LS  untuk  pembayaran  pengadaan

barang   dan   jasa   dapat   juga   dilakukan   oleh   Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  dalaln  hal  PA  melimpahkan  sebagian
kewenangannya kepada KPA.

n.     Pengajuan  dokumen  SPP  LS  untuk  pembayaran  pengadaan
barang   dan   jasa   oleh   Bendahara   Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran  pembantu,  dilakukan  paling  lambat  3  (tiga)  hari
sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPI`K.

o.     Pengajuan  SPP  LS  dilampiri  dengan  kelengkapan  persyaratan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a.     Dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  sub  kegiatan,   SKPK

diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPK.
b.     Besaran  UP  untuk  masing-masing  SKPK  ditetapkan  dengan

Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali
dalam  satu  tahun  pada  awal  tahun  anggaran,  berdasarkan
pertimbangan:
1)     ketersediaan kas di RKUD;

_----:=---
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C.

2)     rencana    pembayaran    belanja    dengan    menggunakan
mekanisme LS;

3)     besaran anggaran SKPK.
Pengajuan  SPP  UP  mengacu  pada  Keputusan  Bupati  tentang
besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran
bahwa   uang   persediaan   akan   digunakan   sesuai   dengan
peruntukannya.

d.     Besaran  GU  dihitung  berdasarkan  belanja-belanja  yang  telah
diverifikasi  oleh  bendahara  pengeluaran  dan  tidak  melebihi
besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:
1)     Ringkasan spp-GU;
2)     Rincian   belanja  yang  diajukan   penggantiannya   sampai

dengansub rincian objek; dan
3)     Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan up.

e.     Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPI`K atau pihak
terkait    lainnya    yang    telah    diverifikasi    oleh    bendahara
pengeluaran/bendahara   pengeluaran   pembantu.    Pengajuan
permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU
yang terdiri atas:
1)     Ringkasan spp-TU;
2)     Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub

rincian objek.
f.      Belanja Ls adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari

RKUD    ke    rekening    pihak    ketiga.     Meskipun    demikian,

pembayaran gaji da-n tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS
dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari
RKUD    ke    penerima    (tanpa    melalui    rekening    bendahara
pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu).

9.     SPP-LS    kepada    pihak    ketiga    lainnya    digunakan    untuk
pembayaran antara lain :
1)     hibah berupa uang;
2)     bantuan sosial berupa uang;
3)     bantuan keuangan;
4)     subsidi;
5)     bagihasil;
6)     belanja   tidak   terduga   untuk   pengembalian   kelebihan

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
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7)     pembayaran  kewajiban  pemerintah  daerah  atas  putusan
pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi
BPK.

h.     Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan
sesuai   dengan  jenis   pengajuannya   berdasarkan   ketentuan
peraturan     perundang-undangan.      Pengajuan      Permintaan
Pembayaran LS ini didokumentasikan dalaln SPP-LS yang terdiri
atas:
1)     Ringkasan spp-LS;
2)     Rincian  belanja  yang  diajukan  pembayarannya  sarnpai

dengan sub rincian objek.
Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode  e-bt.Zzt.ng
untuk  pembayaran  atau  penyetoran  pajak  secara  elektronik
kepada PFTK.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.      Pengajuan permintaan pembayaran up

1)     Bendahara pengeluaran menyiapkan spp-Up sesuai dengan
besaran   UP   yang   ditetapkan   berdasarkan   keputusan
Bupati;

2)     Bendahara       Pengeluaran       mengajukan       permintaan
pembayaran   UP   tersebut   kepada   Pengguna   Anggaran
melalui PPK-SKPK.

3)     Syarat dan kelengkapan dokumen penerbitan spp up
a)     Surat penyediaan Dana (SPD)/Anggaran Kas;
b)     Salinan   Surat   Keputusan   Kepala   Daerah   tentang

Besaran UP
b.     Pengajuan permintaan pembayaran GU                                .

1)     Penerbitan dan pengajuan dokumen spp-Gu dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

2)     Bendahara  Pengeluaran  mengajukan  SPP-GU  kepada  PA
melalui  PPK-SKPK  dilampiri  Surat  Pengesahan  Laporan
Pertanggungj awaban UP.

3)     Besaran        SPP-GU        adalah        sebesar       UP       yang
dipertanggungj awabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

4)     Pembayaran  pengadaan  barang/jasa  sampai  dengan  nilai
Rp.15.000.000,00 dapat dilakukan dengan mekanisme SPP-
GU;
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C.

5)     Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan up
yang   disampaikan   oleh   PFTK,   Bendahara   Pengeluaran
menyiapkan:
a)     LPJ   Penggunaan   UP   disertai   dengan   bukti-bukti

transaksi  yang lengkap dan sah,  termasuk dokumen
perpajakan terkait.

b)     Pengajuan  Permintaan  GU  yang  di  dokumentasikan
dalan SPP-GU.

6)     Syarat  dan  kelengkapan  dokumen  penerbitan  SPP  GU,
antara lain :
a)     Surat penyediaan Dana (SPD)/Anggaran Kas;
b)     Dokumen  asli  bukti-bukti  transaksi  penggunaan  UP

yang lengkap dan sah termasuk dokumen perpajakan;
c)     Tanda Bukti pembayaran/Buku Kas Tunai penggunaan

UP;

d)     Kartu Kendali Kegiatan;
e)     Buku Kas umum penggunaan Belanja up;
D      Laporan     Pertanggungjawaban     (LPJ)     Penggunaan

UP/GU;

g)     Dokumen   lain  yang  dipersyaratkan   sesuai   dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
1)     Pengajuan permintaan Belanja TU:

a)     PPI`K menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai  TU,  berdasarkan  rencana  sub  kegiatan  dan
DPA-SKPK, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana
tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan
belanja TU, yaitu:

(1)    Kegiatan yang bersifat mendesak;
(2)    Tidak dapat menggunakan spp-Ls dan/atau spp-

UP/GU.
b)     PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana

TUsebagai  syarat  pengajuan  permintaan  belanja  TU
yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana
Belanja  TU.  PPTK  kemudian  menyampaikan  Daftar
Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk
mendapatkan persetujuan.

c)     Setelah   memberikan   persetujuan,   PA   memberikan
Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

fr
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d)     PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja   TU   dengan   memperhatikan   batas  jumlah
pengajuan  permintaan  belanja  TU  yang  ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

2)     Pengajuan permintaan pembayaran TU
a)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran

Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja
TU sebagai dasar pengajuan permintaan  pembayaran
TU.

b)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah
sebagai berikut:

(1)    Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanjaterkait tidak melebihi sisa anggaran;

(2)    Meneliti dokumen  SPD  untuk  memastikan dana
untukbelanja terkait telah disediakan;

(3)    Meneliti   perhitungan   pengajuan   TU   dan/atau
dokumenyang mendasarinya;

c)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu     menyiapkan     permintaan     TU     yang
didokumentasikan dalam SPP-TU;

d)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu     mengajukan     persetujuan     permintaan
pembayaran TU tersebutkepada PA/KPA melalui PPK-
SKPK/ PPK-Unit SKPK.

e)     Syarat dan kelengkapan dokumen penerbitan spp TU
antara lain;
(1)    SPP TU yang bersifat mendesak dan tidak dapat

menggunakan mekanisme LS atau UP/ GU
-       Surat penyediaan Dana (SPD) /Anggaran Kas;

Daftar  Rincian  Rencana  Belanja  TU  yang
disiapkan    oleh    PFTK   yang   disampaikan
kepada Pengguna Anggaran;
Surat Permohonan dari Pengguna Anggaran
dilampiri Daftar Rincian Rencana Belanja TU
yang disampaikan  ke PPKD selaku BUD;
Surat Persetujuan TU dari PPKD selaku BUD;
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Dokumen  lain  yang  dipersyaratkan  sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

(2)    SPP TU yang yang  bersifat  penanganan  darurat
dan bencana

Surat Penyediaan Dana (SPD) /Anggaran Kas;
Surat Pemyataan Bencana dari Bupati atau
Pej abat yang berwenang;
Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan
Status Tanggap Darurat Bencana;
Rekomendasi Bupati;
Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan
penggunaan belanja tidak terduga;
Surat Permohonan  Pembayaran  dari  kepala
S KPK        yang        melaks anakan        fungsi
penanggulangan  bencana  dilampiri  Rincian
Rencana Kebutuhan Dana;
Dokumen  lain  yang  dipersyaratkan  sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

Selain  syarat diatas,  permintaan Tambahan Uang ke
dua dan selanjutnya juga mempersyaratkan dokumen
pertanggungjawaban TU sebelumnya yait±|:
-      Dokumen asli bukti-bukti transaksi penggunaan

TU  yang  lengkap  dan  sah  termasuk  dokumen
perpajakan;
Tanda    Bukti    Pembayaran/Buku    Kas    'Ilmai
Penggunaan TU;
Kartu Kendali Kegiatan;
Buku Kas Umum Penggunaan TU;
Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  Penggunaan
TU;

d.      Pengajuan permintaan pembayaran LS                 .
1)     Pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan 'I\mjangan

a)     PPI`K    menyiapkan    rekapitulasi    daftar    gaji    dan
tunjangan  sebagai  dokumen  pengajuan  permintaan
pembayaran LS Gaji dan 'Ilmjangan.

b)     Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan
dokumen      pendukung,      Bendahara     Pengeluaran

`7
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memverifikasi  rencana  belanja  gaji   dan   tunjangan
dengan langkah antara lain:
(1)    Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanja  gaji  dan  tunjangan yang  akan  diajukan
tidak melebihi sisa anggaran;

(2)    Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan
diajukan telah disediakan;

(3)    Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.
c)     Berdasarkan  hasil  verifikasi,  Bendahara  Pengeluaran

menyiapkan  pengajuan  permintaan  pembayaran  LS
Gaji  dan  Tunjangan  yang  didokumentasikan  dalam
SPP-LS   Gaji   dan   'I\mjangan.    Pengajuan    tersebut
disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPK.

d)     Syarat dan kelengkapan dokumen penerbitan spp LS-
daftar  gaji  dan  tunjangan,  yang  disesuaikan  dengan
peruntukannya antara lain :
(1)    SPP-LS Gaji dan Tunjangan (Gaji Induk/Susulan

Gaji/Terusan dan se].enisnya)
-       Surat penyediaan Dana (SPD) /Anggaran Kas;

Rekapitulasi    daftar    gaji    dan    tunjangan
dilengkapi  Daftar  perubahan  data  pegawai
yang   ditandatangani   oleh   pejabat   sesuai
kewenangan.
Salinan dokumen pendukung perubahan data
pegawai yang telah dilegalisasir oleh pejabat
yang berwenang meliputi :
•  gaji induk;
•  gaji susulan;
•  kekurangan gaji;
•  gaji terusan;
•  keputusan pengangkatan CPNS;
•  keputusan pengangkatan PNS;
•  keputusan kenaikan pangkat terakhir;
•  keputusan  pengangkatan  dalam  jabatan

terakhir;
•  keputusan kenalkan gaji berkala terakhir;
•  surat pernyataan pelantikan terakhir;
•  surat pernyataan melaksanakan tugas;
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•   daftar keluarga (KP4);
•  fotokopi surat nikah;
•  fotokopi akte kelahiran;
•  surat         keterangan pemberhentian

pembayaran gaji;
•  surat keterangan masih sekolah/kuliah;
•  surat pindah; dan
•  surat kematian;
elektronik billing PFK dan Pph;
surat setoran/ bukti setoran zakat

-       surat seotoran/ bukti setoran atau infaq;
-       surat setoran jalninan kecelakaan kerja;

surat setoran jaminan kematian;
-       dokumen  lain  yang  dipersyaratkan  sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku

(2)    SPP-LS    TPP    PNS/Insentif   PNS/Lainnya    atas
pemungutan pajak dan retribusi daerah

Surat Penyediaan Dana (SPD) /Anggaran Kas;
-      Peraturan/Surat   Keputusan   Bupati   atau

pejabat yang  berwenang  tentang  Penetapan
Penerima     dan     Besaran     Insentif     atas
Pemungutan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah;
Peraturan/Surat   Keputusan   Bupati   atau
pe].abat yang  berwenang  tentang  Penetapan
Penerima dan Besaran TPP PNS (Beban Kerja,
Kelangkaan    Profesi,    Prestasi    Kerja    dan
Tamb ahan        Pe nghasilan        B erdas arkan
Pertimbangan Obyektif Lainnya) ;
Daftar/Rekapitulasi   Penerima   TPP/Insentif
atas    Pemungutan    Pajak    dan    Retribusi
Daerah/Lainnya;
Absensi Kehadiran;

-       Kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani
PA/KPA,      pihak      penerima,      bendahara
pengeluaran, dan PFTK;
Elektronik billing Pph;
Kartu Kendali Kegiatan;
Surat setoran/ bukti setoran zakat;

L
-256-



Surat setoran/ bukti setoran atau infaq;
Dokumen  lain  yang  dipersyaratkan  sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

2)     Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang
dan Jasa.
a)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran

Pembantu  menyiapkan  permintaan  pembayaran  LS
Pengadaan Barang dan Jasa atas tagihan yang ajukan
oleh    PPI`K    dengan    mengacu    kepada    dokumen
pengadaan  dan/atau  kelengkapan  dokumen  lainnya
sesuai   peraturan   dan   perundang-undangan   yang
berlaku;

b)     Kelengkapan dokumen pengadaan sebagaimana huruf
a), dirinci sebagai berikut :

(1)    Pembayaran    pengadaan    barang/jasa    lainnya
sampai dengan Rp.  10.000.000,00 terdiri dari :

(a)    Tanda bukti pembayaran/kwitansi dinas;
(b)    Faktur/invoice/ struk/nota;
(c)    Berita acara serah terima barang/pekerjaan;
(d)    Id billing pajak.
(e)    Dokumen  lain  yang  dipersyaratkan  sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

(2)    Pembayaran pengadaan barang/].asa dengan nilai
lebih    dari    Rp.10.000.000,00    sampai    dengan
Rp.50.000.000,00 terdiri dari :

(a)    surat pesanan pA/KPA/Pejabat pengadaan ke
penyedia/ pihak ketiga;

(b)    surat balasan dari penyedia/pihak ketiga ke
PA/ KPA/ Pejabat pengadaan;

(c)    SPK/atau  sebutan  lainnya  antara  PA/KPA
dengan penyedia/ pihak ketiga;

(d)    surat      permohonan      pembayaran      dari
penyedia/ pihak ketiga;

(e)    surat      permohonan      pemeriksaan      dari
penyedia/pihak ketiga ke PA/KPA;

(D     berita  acara  pemeriksaan  barang/pekerjaan
yang   ditandatangani   para   pihak   berikut
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1ampiran    daftar    barang/pekerjaan    yang
diperiksa;

(g)    berita acara serah  terima barang/pekerjaan
ditandatangani PA/ KPA dan Penyedia/pihak
penyedia/BAST;

(h)    berita acara  serah terima barang/pekerjaan
dari PA/KPA ke Pengurus  Barang;

(i)     Naskah   Perjanjian   Hibah   Daerah,   apabila
barang  dalam  bentuk  hibah  kepada  pihak
ketiga lainnya;

0.)     berita acara serah terima barang dari pA/KPA
kepada pihak ketiga lainnya, apabila barang
dalam  bentuk  hibah  kepada  pihak  ketiga
lainnya;

(k)    kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani
PA / KPA,        pihak        ketiga,        bendahara

pengeluaran, dan PPI`KSKPK;
(1)     hasil    kajian    dari    tim    penilai    terhadap

pengadaan tanah/ ganti rugi;
(in)   berita       acara       negosisasi       pengadaan

tanah/ganti rugi oleh para pihak;
(n)    bukti  lunas  PBB  terhadap  tanah  yang  di

adakan/ diganti rugi;
(o)    surat bukti kepemilikan tanah;
(p)    surat pelepasan hak atas tanah;
(a)    berita acara pembayaran;
(r)     kartu kendali kegiatan;
(s)     salinan NPWP;
(t)     print out/foto copy rekening giro terbaru;
(u)    elektronik billing pajak PPN dan pph;
(v)    foto     visual/buku     dokumentasi     tingkat

kemajuan/penyelesaian  pekerjaan  dan  titik
koordinat;

(w)   dokumen  lain  yang  dipersyaratkan   sesuai
dengan  peraturan  dan  perundangundangan
yang berlaku.

(3)    Pembayaran pengadaan barang dan jasa dengan
nilai lebih dari Rp.50.000.000,OO terdiri dari :
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(a)    dokumen       pengadaan/ surat       perjanjian
kerjasama/kontrak/SPK     antara     PA/KPA
dengan      penyedia/pihak      ketiga/sebutan
lainnya       antara       PA       /KPA       dengan

penyedia/ pihak ketiga;
(b)    -surat      permohonan      pembayaran      dari

penyedia/pihak    ketiga    dilampiri    rincian
rencana penggunaan/ RAB ;

(c)    -surat  permohonan  pemeriksaan  dari  pihak
penyedia/pihak ketiga ke PA/ KPA;

(d)    -berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan
yang   ditandatangani   para   pihak   berikut
lampiran    daftar    barang/pekerjaan    yang
diperiksa;

(e)    -berita acara serah terima barang/pekerjaan
ditandatangani PA/ KPA dan Penyedia/pihak
penyedia/BAST;

(D     -berita acara serah terima barang/pekerjaan
dari PA/KPA ke Pengurus Barang;

(g)    -Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah,   apabila
barang  dalam  bentuk  hibah  kepada  pihak
ketiga lainnya;

(h)    -berita   acara   serah   terima   barang   dari
PA/KPA kepada pihak ketiga lainnya, apabila
barang  dalam  bentuk  hibah  kepada  pihak
ketiga lainnya;

(i)     -suratjaminan bank atau yang dipersamakan
yang  dikeluarkan  oleh  bank  atau  lembaga
keuangan non bank (apabila ada) ;

0.)     -surat referensi/keterangan bank (diatas 200
juta);

(k)    -surat     setoran/bukti     pelunasan     denda
keterlambatan       penyele saian       pekerj aan
(apabila ada) ;

(1)     -kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani
PA / KPA,        pihak        ketiga,        bendahara
pengeluaran, dan PPTK;

(in)   -hasil   kajian   dari   tim   penilai   terhadap
pengadaan tanah/ ganti rugi tanah;
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(n)    -berita       acara       negosisasi       pengadaan
tanah/ganti rugi oleh para pihak;

(o)    -bukti  lunas  PBB  terhadap  tanah  yang  di
adakan/ diganti rugi;

(p)    -surat bukti kepemilikan tanah;
(a)    -surat pelepasan hak atas tanah;
(r)     -berita acara pembayaran;
(s)    -kartu kendali kegiatan;
(t)     -kartu pengawasan kontrak/SPK;
(u)    -foto copy NPWP;
(v)    -print out/foto copy rekening giro terbaru;
(w)    -elektronik billing pajak PPN dan pph;
(x)    -foto     visual/buku     dokumentasi     tingkat

kemajuan/penyelesaian  pekerjaan  dan  titik
koordinat;

(y)    -surat setoran/bukti setoran infaq;
(z)    -dokumen  lain  yang  dipersyaratkan  sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.

(4)    Pembayaran  pengadaan  jasa  Konstruksi  terdiri
dari :

(a)    (a) dokumen     pengadaan/surat     perjanjian
keljasama/kontrak/SPK     antara     PA/KPA
dengan      pihak      ketiga/ rekanan / sebutan
lainnya   antara   PA    /KPA   dengan   pihak
ketiga/rekanan;

(b)    surat  permohonan  pembayaran  dari  pihak
ketiga/rekanan   dilampiri   rincian   rencana
penggunaan/Fun;

(c)    surat      permohonan      pemeriksaan      hasfl
pekerjaan   dari   pihak   ketiga/rekanan   ke
PAIRTA:,

(d)    berita   acara   pemeriksaan   hasil   pekerjaan
pertama/kedua/final   yang    ditandatangani
para pihak sesuai dengan laporan kemajuan
pekerjaan dan tahapan pembayaran;

(e)    berita acara serah terima pertama pekerjaan
(PHO);
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(I)     berita  acara   serah   terima  final   pekerjaan
(FHO);

(g)    surat I.aminan bank atau yang dipersamakan
yang  dikeluarkan  oleh  bank  atau  lembaga
keuangan non bank (apabila ada);

(h)    surat referensi/keterangan bank  (diatas  200
juta);

(i)     surat     setoran/bukti     pelunasan     denda
keterlalnbatan  pekerjaan  apabila  pekerjaan
mengalami keterlambatan ;

ti)     surat     setoran/bukti     pelunasan     Galian
golongan C, apabila pekerjaan menggunakan
bahan galian kategori galian C;

(k)    kartu kendali kegiatan;
(1)     kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani

PA / KPA,        pihak        ketiga,        bendahara
pengeluaran, dan PFTK;

(in)   berita acara pembayaran;
(n)    kartu pengawasan kontrak/SPK;
(o)     foto copyNPWP;

(p)    print out/foto copy rekening giro terbaru;
(q)    elektronik billing pajak PPN dan pph;
(r)     1aporan     kemajuan     pekerjaan     (progress

report) /backup  data/ monthly  certificate/ soft
drawing/ asbuilt drawing;

(s)    foto     visual/buhai     dokumentasi     tingkat
kemaj uar / penyele saian                    pekelj aan
berdasarkan  klasifikasi  item  pekeljaan  dan
titik koordinat;

(t)     surat setoran/bukti setoran infaq;
(u)    dokumen   lain  yang  dipersyaratkan   sesuai

dengan  peraturan  dan  perundangundangan
yang berlaku.

(5)    Pembayaran       pengadaan       konsultansi      dan
sejenisnya terdiri dari :
(a)    dokumen       pengadaan/ surat       pen.anjian

keljasama/kontrak/SPK     antara     PA/KPA
dengan pihak ketiga/ rekanan sebutan lainnya
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antara       PA        / KPA        de ngan        pihak
ketiga/rekanan;

(b)    surat  permohonan  pembayaran  dari  pihak
penyedia/pihak    ketiga    dilalnpiri    rincian
rencana penggunaan/ RAB;

(c)    surat     permohonan      pemeriksaan      hasil
pekerjaan   dari   pihak   ketiga/rekanan   ke
PAJRTP.A:,

(d)    berita   acara   pemeriksaan   hasil   pekerjaan
dilampiri   laporanlaporan   pendukung   yang
ditandatangani para pihak;

(e)    berita             acara             serah             terima
barang/ penyelesaian pekerj aan/ BAST;

(I)     surat jaminan bank atau yang dipersalnakan
yang  dikeluarkan  oleh  bank  atau  lembaga
keuangan non bank (apabila ada);

(g)    Surat referensi/keterangan bank (diatas 200
juta);

(h)     Invoice;

(i)     berita acara pembayaran;
0.)     kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani

PA / KPA,        pihak        ketiga,        bendahara
pengeluaran, dan PPI`K;

(k)    kartu pengawasan kontrak/SPK;
(1)      foto copyNPWP;

(in)   print out/foto copy rekening giro terbaru;
(n)    elektronik billing pajak PPN dan pph;
(o)    surat setoran/bukti setoran infaq;
(p)    dokumen   lain  yang   dipersyaratkan   sesuai

dengan  peraturan  dan  perundangundangan
yang berlaku.

(6)    Pembayaran      LS     honorarium,     jasa,     biaya
pemeliharaan/operasional   dan/atau   sejenisnya
terdiri dari:

(a)    Surat  Keputusan  Bupati  atau  pejabat yang
berwenang tentang Penetapan Penerima dan
Besaran  honor/jasa/insentif  atau   sebutan
lainnya;
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(b)    Surat perintah tugas dari bupati atau pejabat
yang berwenang bagi yang PNS/Non PNS yang
melakukan perjalanan dinas;

(c)    Surat perintah perjalanan dinas (SPPD)  bagi
PNS/Non  PNS  yang  melakukan  perjalanan
dinas;

(d)    1aporan perjalanan dinas;
(e)    kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani

PA / KPA,        pihak        ketiga,        bendahara
pengeluaran, dan PPI`KSKPK (sppd rampung,
bill          ho tel ,           struk          p embayaran
listrik/telpon/internet/air,  bon  fcktur)  dan
lampiran       p e ndukung       lainnya       yang
disesuaikan dengan jenis dan sifatnya;

(I)     daftar/Rekapitulasi                             Penerima
Honor/Jasa/Lainnya;

(g)    kartu kendali kegiatan;
(h)    surat setoran/bukti pelunasan pajak daerah
(i)     daftar penerima/nominatif;
0.)     surat perjanjian sewamenyewa/sejenisnya;
(k)    surat setoran/bukti setoran zakat;
(1)     surat setoran/bukti setoran infaq;
(in)   elektronik billing pajak PPN dan Pph;
(n)    dokumen  lain  yang  dipersyaratkan  sesuai

dengan  peraturan  dan  perundangundangan
yang berlaku.

c)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu  memverifikasi  rencana  belanja  pengadaan
barang dan jasa dengan langkah antara lain:
(1)    Meneliti dokumen SPD terkalt untuk memastikan

dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa
yang akan diajukan telah disediakan;

(2)    Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanjapengadaan  barang  dan  I.asa  yang  akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(3)    Meneliti  kelengkapan  dan  validitas  perhitungan
atas  tagihan  pihak  ketiga,  Berita  Acara  Serah
Terima (BAST),  dan  dokumen  pengadaan  barang
dan jasa.
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d)     Berdasarkan          hasil         verifikasi,          Bendahara
Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran      Pembantu
menyiapkan  pengajuan  permintaan  pembayaran  LS
Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan
dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

e)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu     mengajukan     persetujuan     permintaan
pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut
kepada PA/ KPA melalui PPK-SKPK/ PPK-unit SKPK.

I)      Pembayaran pengadaan barang dan jasa dengan nilai
diatas  Rp.15.000.000,OO  (Lima  belas juta)  dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

3)     Pengajuan permintaan pembayaran LS Kepada pihak Ketiga
Lainnya
a)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran

Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya
dengan   mengacu   kepada   Keputusan   Bupati   dan
dokumen pendukung lainnya.

b)     Besaran  Pengajuan  LS  kepada  pihak  ketiga  lainnya
sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan,  dihitung  berdasarkan  keputusan  Bupati
dan/atau  dokumen  pendukung  lainnya  yang  telah
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.

c)     Kelengkapan dokumen Ls kepada pihak ketiga lainnya
disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis dan
si fat LS pihak ketiga lainnya.

d)     Syarat  dan  kelengkapan  dokumen  dalam  penerbitan
SPP  LS   pihak  ketiga  lainnya,   disesuaikan   dengan
peruntukannya antara lain :
(1)    Belan].a bantuan sosial berupa barang/uang :

-      Proposal bantuan sosial yang telah disetujui

pejabat yang berwenang;
SK  Bupati   atau   pejabat  yang   berwenang
tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial;

-       Kartu Kendali Kegiatan;

kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani
PA/KPA,      pihak      penerima,      bendahara
pengeluaran, dan PPI`K;
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Daftar      Penerima/Rekapitulasi      penerima
bantuan sosial;
Print out/foto copy penerima bantuan sosial;
Kelengkapan lainnya yang diperlukan sesuai
dengan  peraturan  dan  perundangundangan
yang berlaku

(2)    Belanja  hibah  berupa  uang  kepada  Pemerintah
Pusat,  Pemerintah Daerah lainnya,  badan usaha
milik   negara,    BUMD,    dan/atau   badan    dan
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan :
-       Proposal   dari   Badan/Lembaga/Organisasi/

1ainnya    dilampiri    datadata    kelengkapan
kelembagaan  yang  telah   disetujui  pejabat
yang berwenang;
SK Bupati tentang Penetapan Penerima dan
Alokasi    Hibah    kepada    Badan/Lembaga/
Organisasi;
Naskah Pen.anjian Hibah Daerah (NPHD);
Surat      Permohonan      Pembayaran      dari
Penerima  Hibah  dilampiri  Rincian  rencana
penggunaan dana Hibah;
Laporan   Pertanggungjawaban   Dana  tahun
sebelumnya,  untuk  pencairan  tahap  I,  dan
laporan penggunaan tahap I untuk pencairan
tahap 11 tahun berjalan.

-      Surat           Pemyataan           Tanggungj awab
ditandatangani penerima Hibah;

-       Kartu Kendali Kegiatan;

kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani
PA / KPA,        pihak        ketiga,        bendahara
pengeluaran, dan PPI`K;
Berita acara pembayaran;
Foto   copy   rekening   bank   penerima   dana
hibah;
Foto copy NPWP penerima dana hibah; dan
Kelengkapan      dokumen      lainnya      yang
diperlukan   sesuai   dengan   peraturan   dan
perundangundangan yang berlaku.
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(3)    Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik:
-      Surat  Permohonan  Pembayaran  dari  Partai

Politik penerima Hibah;
Surat      keterangan      autentifikasi      hasil
penetapan perolehan kursi dan suara Partai
Politik     hasil     pemilihan     umum     DPRK
Kabupaten  yang  dilegalisir  oleh  Sekretaris
KPU/KIP;

-       SK Bupati tentang Penetapan Penerima dan
Alokasi  Hibah  Bantuan  Keuangan  kepada
Partai Politik
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ;
Laporan   Pertangungjawaban   Dana   tahun
sebelumnya,  untuk  pencairan  tahap  I,  dan
laporan  pertanggungjawaban  tahap  I  untuk
pencairan tahap 11 tahun berjalan.
Surat           Pe rnyataan           Tanggungj awab
ditandatangani penerima Hibah Partai Politik;
Foto copy Kartu Anggota Partai Politik;
Foto copy Rekening Bank Partai Politik;

-       Foto copy KTP Ketua dan Bendahara;
-       Kartu Kendali Kegiatan;
-      kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani

PA / KPA,        pihak        ketiga,        bendahara
pengeluaran, dan PPI`K;
Berita Acara Pembayaran;
Kelengkapan      dokumen      lainnya      yang
diperlukan   sesuai   dengan   peraturan   dan
perundang-undangan yang berla]ou

(4)    Belanja subsidi :
Surat Keputusan Bupati tentang penetapan
harga pokok penjualan air minum;
Surat Permohonan Pembayaran dana subsidi;
Daftar Rekening air ditagih bulan berkenaan;
Dokumen laporan keuangan PDAM yang telah
diaudit,  termasuk  laporan  realisasi  belanja
subsidi tahun sebelumnya, untuk pencairan
tahap I;

`,
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Laporan Penggunaan Dana Subsidi tahap I,
untuk  pencairan  tahap  11  dan  seterusnya,
sesuai tahapan yang diterima tahun anggaran
berkenaan;
Kartu Kendali Kegiatan;
kwitansi  pembayaran,  yang  ditandatangani
PA / KPA,        pihak        ketiga,        bendahara

pengeluaran, dan PPI`KSKPK;
-      Berita acara pembayaran;

Print out rekening giro terbaru;
Fotocopy NPWP;

-      Kelengkapan      dokumen      lainnya      yang
diperlukan   sesuai   dengan   peraturan   dan
perundangundangan yang berlaku.

(5)    Belanja Bantuan Keuangan :                 ,
a.     Ahohasi Dcun, Desa/DD (APBN)

Peraturan  Bupati  mengenai  tata  cara
pembagian dan penetapan rincian dana
desa per desa;
Surat   Kuasa   Pemindahbukuan   Dana
Desa  oleh   Bupati  atau  pejabat  yang
berwenang;
Surat Pengantar dan Daftar Rincian Desa
yang   dimintakan   penyalurannya   dari
Aplikasi OMSPAN;
Surat Permohonan Pencairan dari Dinas
Pemberdayaan    Masyarakat    Kampung
dilampiri  Daftar  mama  Kalnpung  yang
mengusulkan Dana Desa/DD ditujukan
ke       B adam       Pe ngelola       Keuangan
Kabupaten sesual tahapan pencairan;
Kelengkapan   dokumen   lainnya   yang
diperlukan sesuai dengan peraturan dan
perundangundangan yang berlaku.

b.     Alohasi Dana Desa/sharing APBD (ADK) dan
Alohasi Belanj a Bagi Hastl Peridapatan Daerah
d,an     Rctribusi     Daerah     (PDRD)     Kepcida
Pemerin±aham Desa
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Peraturan  Bupati  mengenai  tata  cara
pembagian dan penetapan rincian dana
desa setiap desa;
Surat     Keputusan     Bupati     tentang
penetapan    pagu    definitif   pembagian
alokasi   dana   desa   per   desa,   sesuai
dengan tahapan penyalurannya.

-      Surat        Pengantar        dari        D inas
Pemberdayaan    Masyarakat    Kampung
ditujukan ke Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten sesuai tahapan pencairan;
Surat Permohonan Pencairan dari Dinas
Pemberdayaan    Masyarakat    Kampung
dilampiri  Daftar  mama  Kampung  yang
mengusulkan  Alokasi  Dana  Kampung
(ADK)   dan  Alokasi  Belanja  Bagi  Hasil
Pendapatan     Daerah     dan     Retribusi
Daerah   (PDRD)   ditujukan   ke   Badan
Pengelola  Keuangan  Kabupaten  sesuai
tahapan pencairan;
Daftar transfer ke Desa;
Kartu Kendali Kegiatan;
Kelengkapan   dokumen   lainnya   yang
diperlukan sesuai dengan peraturan dan
perundangundangan yang berlaku.

C. Belanj a tidak terdug a
1      Pengembalian kelebihan penerimaan dan

kekurangan             b ayar ,             se suai
peruntukannya;

Surat    permohonan    pengembalian
kele bihan         dan         ke kurangan
p emb ayaran            dari            pihak
penagih/ pihak ketiga;
rekomendasi APIP;
rekomendasi BPK-RI;

putusan    pengadilan    berkekuatan
hukum  tetap  dan  sudah  tidak  ada
upaya hukum lainnya;
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Surat Keputusan Bupati atau pejabat
yang  berwenang  tentang  penetapan
kelebihan  penerimaan  dan  kurang
bayar;
Kartu Kendali Kegiatan;
Kelengkapan dokumen lainnya yang
diperlukan sesuai dengan peraturan
dan     perundang-undangan     yang
berlaku.

e)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada
pihak    ketiga    lainnya    sesuai    dengan    ketentuan
peraturan   perundang-   undangan   dengan   langkah
antara lain:
(1)    Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya  sesuai
dengan      ketentuan      peraturan      perundang-
undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran;

(2)    Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana  untuk  pembayaran  kepada  Pihak  Ketiga
lainnya    sesuai   dengan   ketentuan    peraturan
perundang-undangan  yangakan   diajukan  telah
disediakan;

(3)    Meneliti  kelengkapan  dan  validitas  perhitungan
berdasarkan      keputusan      Bupati      dan/atau
dokumen pendukung lainnya.

(4)    Khusus  Alokasi  Dana  Desa  (DD)/Alokasi  Dana
Desa (ADK) /Alokasi Belanja Bagi Hasil Pendapatan
D aerah      dan      Retribu si      D aerah      Kep ada
Pemerintahan Desa dan Kekurangan Alokasi Dana
Desa    (ADK)/dan   Alokasi    Belanja   Bagi    Hasil
Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan   Desa,   Tim  Verifikasi   Kecamatan
meneliti  kelengkapan  dan  validitas  perhitungan
berdasarkan   usulan   dari   Kepala   Desa   yang
terdokumentasikan    dalam    Surat    Pemyataan
dilampiri    Daftar    Verifikasi    Pengajuan    Dana

dr
-269 -



Kampong,   Alokasi   Dana   Kampong,   Pajak   dan
Retribusi sesuai tahapan pencairan.

(5)    Surat   Permohonan   Pencairan   dari   Kecamatan
ditujukan  ke  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat
Kampung untuk di verifikasi dan direkapitulasi.

(6)    Dinas     Pemberdayaan     Masyarakat     Kampung
mengajukan   Permohonan   Pencairan   dilampiri
daftar   mama-mama   Desa   ke   Badan   Pengelola
Keuangan Kabupaten sesual tahapan pencairan.

I)      Berdasarkan          hasil         verifikasi,          Bendahara
Pengeluaran / B endahara      Pengeluaran      Pembantu
mengajukan   Permintaan   LS   kepada   Pihak   Ketiga
lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada
Pihak Ketiga lainnya.

g)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu     mengajukan     persetujuan     permintaan
pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPK/ PPK-Unit SKPK.

4).    Pembayaran         pengadaan         barang/jasa         melalui
pedagang/ merchcirLt yang  tergabung  dalam  Penyelenggara
Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik/ Mcirfeetpzctce  pada
Belanja Pengadaan, sebagai berikut :
a)     Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran

Pembantu        di      masing-masing       SKPK      dapat
menggunakan     Kartu     Kredit     Pemerintah     yang
bersumber dari UP/GU/TU,  dari Bank Pembangunan
Daerah yang bekerja sama dengan Bank Badan Usaha
Milik Negara dalam rangka pelaksanaan belanja;

b)     Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan
Rp 1 o.000. 000,OO           (sepuluh          juta           rupiah)
kelengkapannya berupa :
(1)    Surat pesanan;
(2)    Bukti pembelian/pembayaran;
(3)    Bukti  penyetoran  pajak  pusat  dan/atau  pajak

daerah.
PPK,    Pejabat    Pengadaan,    PFTK    dan    Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak
perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban
kepada penyedia barang/jasa, berupa:
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(1)    Surat    Perintah    Kerja/Surat    Perjanjian    dan
Kontrak;

(2)     Meterai;

(3)    Cap penyedia; dan
(4)    Tanda Tangan penyedia

c)     Untuk     transaksi     barang/jasa     lainnya     diatas
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan
Rp.50.000.000,OO        (lima      puluh      juta      rupiah)
kelengkapan pembayarannya berupa :
(1)    Surat pesanan;
(2)    Bukti pembelian/pembayaran;
(3)    Berita acara serah terima barang;
(4)    Bukti  penyetoran  pajak  pusat  dan/atau  pajak

daerah.
d)     Bendahara      Pengeluaran/bendahara      pengeluaran

pembantu  melakukan  pemotongan/pemungutan  dan
penyetoran  pajak pusat dan/atau pajak daerah  atas
transaksi  melalui  toko  daring/ retczt.I  onzt.7te  termasuk
Belanja    Pengadaan    sesuai    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

4.     Dokumen Terkait
Ilustrasi  dokumen   permintaan   pembayaran   antara  lain   sebagai
berikut :

a.      SPP-UP

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
SURAT PERMINTRAN PEMBAYARAN

Nomor :  .........

Uang Persediaan
SPP-UP

1. Nana SKPK
2. Nama Pengguna Anggaran

®,

3. Nama Bendahara Pengeluaran ®,

4. NPWP Bendahara Pengeluaran
5. Nana Bank
6. Nomor Rekening Bank
7. Untuk Keperluan ®

8. Dasar Pengeluaran ®, SPD..........Nomortanggal................

Sebesar :  Rp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Terbilang)
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No Uraian

I SPD
Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor: Rp.
Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor: Rp.
Dst: Dst: Rp.

11 SP2D Sebelumnya
Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor: Rp.
Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:........................ Rp.
Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

Pada. SPP ini ditetapkan lampiran-1ampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pad
daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

•........tan88al.........
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nana lengkap)
NIP.

Lembar   Asli   :    Untuk   Pengguna   Anggaran/PPK-SKPK
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor  :  ...............

Tahun Anggaran :  ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx

3. dst

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx

8. dst

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx

10® dst

TOTAL

Terbilcmg .. ##  .................... rupiah##

Mengetahui
Pengguna Anggaran/

Nana
NIP...............

Singkil ,                    2 02ex
Bendahara Pengeluaran

Nana
NIP............."
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b.      SPP-GU

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :  ............

Ganti Uang Persediaan
SPP-GU

1. Nana SKPK
2. Nana Pengguna Anggaran
3. Nana Bendahara Pengeluaran
4. .NPWP Bendahara Pengeluaran
5. Nana Bank
6. Nomor Rekening Bank
7. Untuk Keperluan
8. Dasar Pengeluaran SPD  . . . . . . . . . .  Nomor tanggal . . . . . . . . . . . . . . . .

Sebesar:  Rp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Terbilang)

N0 Uraian

11

11

SPD
Tanggal : Nomor:........................ Rp.

Tan8gal : Nomor:........................ Rp.

Dst:............................. Dst:........................... Rp.

11 SP2D Sebelumnya
Tan88al :                       \ Nomor:........................ Rp.

Tanggal : Nomor:........................ Rp.

Dst:............................. Dst:........................... Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-1ampiran yang diperlukan sebagaimana terter
pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

•........tan88al.........
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

(nana lengkap)
NIP............................

Lembar   Asli   :    Untuk   Pengguna   Anggaran/PPK-SKPK
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor  :  ...............

Tahun Anggaran :  ............

RINCIAN RENCAHA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nalna Kegiatan/ Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx

3. dst

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx

8. dst

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx

10, dst

TOTAL

Terbilang .. ## .................... rupiah##

Mengetahui
Pengguna chggaran /

Nana
NIP...............

singkii ,                 2 Ox
Bendahara Pengeluaran

Nana
NIP...............
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c.      SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :  ............

Tambahan Uang Persediaan
SPP-TU

1.   Nama SKPK/Unit Kelja
2.   Kode dan Nana Sub Kegiatan
3.   Nana       Pengguna       Anggaran/ Kuasa

Pengguna Anggaran
4.   NamapFTK
5.   Nana Bendahara pengeluaran /Bendahar

Pengeluaran Pembantu
6.   NPWP          Bendahara          Pengeluaran

/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.   NamaBank
8.   Nomor Rekening Bank
9.   Untuk Keperluan
10. Dasar Pengeluaran SPD  . . . . . . . . . .  Nomor tanggal . . . . . . . . . . . . . . . .

Sebesar:  Rp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Terbilang)

No Uraian
I SPD

Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.
Tan8gal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.
Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

11 SP2D Sebelumnya
Tan88al  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.
Tan88al  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.
Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-1ampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daft
kelengkapan dokumen SPP ini.

Singkil,.....................20zex

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan,               Bendahara pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

(tanda Tangan)
(tanda Tangan)

Nama
NIP...............Nana

NIP...............

Lembar   Asli   :    Untuk   Pengguna   Anggaran/PPK-SKPK
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAI-I KABUPATEN ACEH SINGKIL

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor :  ...............

Tahun Anggaran :  ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx

3. dst

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx

8. dst

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx

10, dst

TOTAL

Terbilang .. ##  .................... rupiah##

Mengetahui
Pengguna Anggaran/

Nana
NIP...............

sin8kii ,                   2 Oxx
Bendahara Pengeluaran

Nana
NIP...............
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d.     SPP-LS Gaji dan 'Itmjangan

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :  ............

Langsung Gaji dan Tunjangan
SPP-LS

11. Nana SKPK/Unit Ken.a
12. Kode dan Nama Sub Kegiatan

13. Nama        Pengguna        Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

14. Nana PPTK

15. Nama Bendahara Pengeluaran /Bendahar
Pengeluaran Pembantu

16. NPWP          Bendahara          Pengeluaran
/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

17. Nama Bank
18. Nomor Rekening Bank
19. Untuk Keperluan
20. Dasar Pengeluaran SPD  . . . . . . . . . .  Nomor tanggal . . . . . . . . . . . . . . . .

Sebesar:  Rp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Terbilang)

No Uraian
I SPD

Tan88al  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.
Tan88al  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.

Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

11 SP2D Sebelumnya
Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.

Tan88al  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.

Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-1ampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daft
kelengkapan dokumen SPP ini.

Singkil,.....................20x

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan,               Bendahara pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

(tanda Tangan)
(tanda Tangan)

Nana
NIP...............Nanla

NIP...............

Lembar   Asli   :    Untuk   Pengguna   Anggaran/PPK-SKPK
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor :  ...............

Tahun Anggaran :  ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uralan Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx

3. dst

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx

8. dst

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx

10, dst

TOTAL

Terhilang .. ## .................... rupiah##

Mengetahui
Pengguna Anggaran /

Nama
NIP...............

sin8kii ,                   2 Oxx
Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP...............
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e.      SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :  ............

Langsung Barang dan Jasa
SPP-LS

21. Nama SKPK/Unit Kelja
22. Kode dan Nama Sub Kegiatan

2 3. Nama        Pengguna       Anggaran / Kuasa
Pengguna chggaran

24. Nama PFTK

25. Nana Bendahara Pengeluaran /Bendahar
Pengeluaran Pembantu

2 6. NPWP          Bendahara          Pengeluaran
/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

27. Nama Bank
28. Nomor Rekening Bank
29. Untuk Keperluan
30. Dasar Pengeluaran SPD  . . . . . . . . . .  Nomor tanggal . . . . . . . . . . . . . . . .

Sebesar:  Rp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Terbilang)

No Uraian
I SPD

Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.
Tan8gal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.
Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

11 SP2D Sebelumnya
Tanggal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.
Tan88al  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.

Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daft`  kelengkapan dokumen SPP ini.

Singkil,.....................20xx

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

(tanda Tangan)
(tanda Tangan)

Nama
NIP...............Nania

NIP...............

Lembar   Asli   :    Untuk   Pengguna   Anggaran/PPK-SKPK
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PFTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

fr
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL

SURAT PERMINTRAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor  :  ...............

Tahun Anggaran :  ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx

3. dst

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx

8. dst

Nalna Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx

10, dst

TOTAL

Terbilang .. ##  .................... rapicth##

Mengetahui
Pengguna chggaran/

Nana
NIP...............

Singkil ,                    2 0zex
Bendahara Pengeluaran

Nana
NIP...............

4
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f.      SPP-LS pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGRIL
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :  ............

Langsung Pihak Ketiga Lainnya
SPP-LS

31. Nana SKPK/Unit Kelja
32. Kode dan Nama Sub Kegiatan

33. Nama        Pengguna       Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

34. Nana PFTK

35. Nana Bendahara Pengeluaran / Bendahar
Pengeluaran Pembantu

3 6. NPWP          Bendahara          Pengeluaran
/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

37. Nana Bank
38. Nomor Rekening Bank
39. Untuk Keperluan
40. Dasar Pengeluaran SPD  . . . . . . . . . .  Nomor tanggal . . . . . . . . . . . . . . . .

Sebesar:  Rp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Terbilang)

No Uraian
I SPD

Tan8gal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.

Tan88al  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.

Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

11 SP2D Sebelumnya
Tan88al  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.

Tan8gal  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomor:.............................. Rp.

Dst:............................. Dst:.............................. Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-1ampiran yang diperlukan sebagainana tertera pada daft
kelengkapan dokumen SPP ini.

Singkil,.....................20zex

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan,               Bendahara pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

(tanda Tangan)
(tanda Tangan)

Nana
NIP...............Nalna

NIP...............

Lembar   Asli   :    Untuk   Pengguna   Anggaran/PPK-SKPK
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

i,
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

Nomor :  ...............

Tahun Anggaran :  ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uralan Nilai Rupiah

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 1

1. x.xx.xx.xx.xx.xxx

2. x.xx.xx.xx.xx.xxx

3. dst

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

4. x.xx.xx.xx.xx.xxx

5. x.xx.xx.xx.xx.xxx

6. x.xx.xx.xx.xx.xxx

7. x.xx.xx.xx.xx.xxx

8. dst

Nana Kegiatan/ Sub Kegiatan 3

9. x.xx.xx.xx.xx.xxx

10® dst

TOTAL

Terbtlang .. ##  .................... ru;piah##

Mengetahui
Pengguna Anggaran/

Nana
NIP...............

sin8kii ,                   2 Oxx
Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP...............
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P.      PERINTAH MEMBAYAR

1.     Ketentuan umum
Perintah  membayar  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  Pengguna
Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  untuk  belanja  yang  telah
dianggarkan dalam DPA SKPK. Perintah membayar didahului dengan
proses   verifikasi   belanja   oleh   PPK   SKPK/PPK   Unit   SKPK  yang
sekaligus  menandai  pengafuan  belanja  tersebut.  Proses  perintah
membayar memuat  informasi,  aliran  data,  serta  penggunaan  dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik,
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 137 dan Pasal 138 Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
ketentuan perintah bayar adalah sebagai berikut :
a.     Berdasarkan  pengajuan  SPP-UP,  PA  mengajukan  permintaan

Upkepada  Kuasa  BUD  dengan  menerbitkan  SPM-UP,  setelah
melalui verifikasi PPK SKPK.

b.     Berdasarkan  pengajuan  SPP-GU,  PA  mengajukan penggantian
UP   yang    telah    digunakan    kepada    Kuasa    BUD    dengan
menerbitkan SPM- GU setelah melalui verifikasi PPK SKPK.

c.     Berdasarkan     pengajuan     SPP-TU,      PA/KPA     mengajukan

permintaan TU kepada Kuasa BUD  dengan menerbitkan  SPM-
TU, setelah melalui verifikasi PPK SKPK/PPK Unit SKPK.

d.     Berdasarkan     SPP-LS     yang     diajukan     oleh     Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPK/ PPK
Unit SKPK melakukan verifikasi atas:
1)     kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2)     kelengkapan              dokumen              yang              menjadi

persyaratan / sehubungan        dengan        ikatan / perj anj ian
pengadaan barang/].asa;

3)     ketersediaan dana yang bersangkutan.
e.     Berdasarkan      hasil      verifikasi,      PA/KPA      memerintahkan

pembayaran  atas   Beban   APBK   melalui   penerbitan   SPM-LS
kepada Kuasa BUD.

f.      Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM-LS.

9.     PA/KPA   mengembalikan   dokumen   SPP-LS   dalam   hal   hasil
verifikasi  tidak  memenuhi  syarat,  paling  lambat  1  (satu)  hari
terhitung sejak diterimanya SPP.

Terkait  hal  tersebut  di  atas,  beberapa  ketentuan  diatur  sebagai
berikut:
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a. PPK-SKPK/PPK-Unit  SKPK  melakukan  verifikasi  kelengkapan
dan       keab sahan       pengaj uan       S PP       dari       B endahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b.     Perintah pembayaran diajukan oleh pengguna Anggaran kepada
Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan
oleh PPK-SKPK/ PPK-Unit SKPK setelah sebelumnya melakukan
verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

c.     Jenis SPM terdiri atas:
1)      SPM-UP

2)      SPM-GU

3)      SPM-TU

4)     SPM-LS Gaji danTunjangan
5)     SPM-LS pengadaan Barang dan Jasa
6)     SPM-LS pihak ketiga lainnya

d.   PPK-Unit SKPK berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/ atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e.   PA/KPA   dilarang   menerbitkan   SPM   yang   membebani   tahun
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

f.    Dalaln hal PA/KPA berhalangan  sementara, yang bersangkutan
dapat    menunjuk    pejabat    yang    diberi    wewenang    untuk
menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/ KPA.

9.   Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

h.     PPK-SKPK/PPK   Unit   SKPK   dalam   penerbitan   setiap   SPM,
melakukan pencatatan pada register SPM.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Perintah Membayar up

1)     Berdasarkan    SPP-UP   yang   diajukan    oleh    Bendahara
Pengeluaran,  PPK-SKPK melakukan verifikasi dengan cara
meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati.

2)     Dalam  hal  hasil  verifikasi  dinyatakan  sesuai,  PPK-SKPK
menyiapkan   rancangan   Perintah   Membayar   UP   yang
didokumentasikan       dalam       draft       S PM -U P      untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

3)     PA menandatangani dan menerbitkan SPM-Up paling lama 2
(dua) hari  sejak proses verifikasi  dinyatakan  lengkap  dan
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sah,   untuk   kemudian  disampaikan  kepada Kuasa BUD,
dengan dilengkapi:
a)     Surat penyediaan Dana/SPD
b)     Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak pA;
c)     Surat pemyataan verifikasi  PPK-SKPK yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen;.
d)     Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan up.

b.     Perintah Membayar GU
1)     PPK-SKPK   melakukan   verifikasi   atas   SPP-GU   dan   LPJ

Penggunaan   UP  beserta  bukti-bukti  transaksinya  yang
diterima  dari  Bendahara    Pengeluaran  dengan  langkah
berikut:

2)     Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkaittidak melebihi sisa ariggaran;

3)     Meneliti  dokumen  SPD  untuk  memastikan  dana  untuk
belanjaterkait telah disediakan;

4)     Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi
dan dokumen perpajakan terkait.

5)     Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU,LPJ
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

6)     Apabila       didapatkan       ketidaklengkapan        dan/ atau
ketidakabsahan    dan/atau    ketidaksesuaian,    PPK-SKPK
meminta   perbaikan   dan/atau   penyempurnaan   kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat  1  (satu)  hari  sejak
diterimanya SPP-GU.

7)     Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK
SKPK menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang
didokumentasikan      dalam      draft      S PM -GU      untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

8)     PenggunaAnggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-
GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan
lengkap dan  sah  untuk  kemudian  disampaikan  kepada
Kuasa  BUD, dengan dilengkapi:
a)     Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak pA;
b)     Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPK yang dilampiri

checfezist kelengkapan dokumen;
c)     Surat penyediaan Dana/SPD.

.
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c.     Perintah MembayarTU
1)     Berdasarkan      pengajuan      SPP-TU      oleh      Bendahara

Pengeluaran/Bendahara    Pengeluaran    Pembantu    yang
disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU,  PPK-
SKPK/ PPK-Unit SKPK melakukan verifikasi dengan langkah
sebagai berikut:
a)     Meneliti   dokumen   DPA   untuk   memastikan   bahwa

belanja terkaittidak melebihi sisa anggaran;
b)     Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan;
c)     Meneliti   kelengkapan   dan   keabsahan   persyaratan

pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.
2)     Apabila       didapatkan        ketidaklengkapan        dan/ atau

ketidakab sahan       dan / atau       ketidakse suaian ,       PPK-
SKPK/PPK-Unit    SKPK    meminta    perbaikan    dan/atau

p e nyempurnaan                     kep ada                     B endah ara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran   Pembantu   paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3)     Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPK/PPK-Unit   SKPK   menyiapkan   pengajuan   Perintah
MembayarTU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU
untuk ditandatangani oleh PA/ KPA.

4)     PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling
lama 2  (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,
dengan dilengkapi:
a)     Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak pA/KPA;
b)     Surat pemyataan verifikasi PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK

yang dilampiri checfezist kelengkapan dokumen.
c)     Surat penyediaan Dana/SPD
d)     Surat persetujuan TU
e)     Surat     Keputusan     Bupati     tentang     persetujuan

penggunaan  dana tanggap  darurat  (TU yang bersifat
penanganan darurat dan bencana) ;

I)      Rekomendasi  Bupati    (Tu  yang  bersifat  penanganan
darurat dan bencana).

d.     Perintah Membayar LS
1)      Berdasarkan      pengajuan      SPP-LS      oleh      Bendahara

Pengeluaran/Bendahara    Pengeluaran    Pembantu    yang

7
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dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-
SKPK/ PPK-Unit SKPK melakukan verifikasi dengan langkah
berupa:
a)     Meneliti   dokumen   DPA  untuk   memastikan   bahwa

belanja terkaittidak melebihi sisa anggaran;
b)     Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belarija terkait telah disediakan;
c)     Meneliti  kelengkapan  dokumen  sesuai  dengan  jenis

pengajuannya    berdasarkan    ketentuan    peraturan
perundang-  undangan  sebagaimana  yang  tersimpan
dalaln dokumentasi di sistem.

d)     Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
e)     Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS

dengan dokumen pendukungnya.
2)     Apabila       didapatkan       ketidaklengkapan        dan/ atau

ketidakab sahan       dan / atau       ketidakse suaian ,       PPK-
SKPK/PPK-Unit    SKPK    meminta    perbaikan    dan/atau

p enyempurnaan                     kep ada                     B endah ara
Pengeluaran/Bendahara   Pengeluaran    Pembantu   paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

3)     Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPK/PPK-Unit   SKPK   menyiapkan   penga].uan   Perintah
Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS
untuk ditandatangani oleh PA/ KPA.

4)     PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,
dengan dilengkapi:
a)     Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak pA/KPA;
b)     Surat pemyataan verifikasi PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK

yang dilampiri checfezist kelengkapan dokumen;
c)     Surat penyediaan Dana/SPD;
d)     Dokumen     lainnya     sesuai     jenis     tagihan     dan

peruntukannya yaitu :
(1)    Tagihan   LS   Gaji   induk/terusan/susulan,   dan

sejenisnya
Print out Rekapitulasi Amprah Gaji
Elektronik billing pajak Pph

-    Surat setoran/bukti setoran zakat/infaq

i'
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-     Surat setoran JKK dasn JKM

(2)    Tagihan TPP PNS/Insentif PNS/1ainnya
-     Daftar/Rekapitulasi    Penerima    TPP/Insentif

atas     Pemungutan     Pajak    dari     Retribusi
Daerah/1ainnya

-     Elektronik billing pajak pph
Surat setoran/ bukti setoran zakat/ infaq

(3)    Tagihan LS Pengadaan Barang dan Jasa (0 sd 50
Juta)

Berita Acara Pembayaran
Elektronik billing pajak PPN dan Pph

-     FotocopyNPWP

Print out/foto copy rekening giro terbaru
(4)    Tagihan LS pengadaan Barang dan Jasa (diatas 50

Juta)
Berita Acara Pembayaran
Kartu Pengawasan Kontrak/ SPK

-     Surat   setoran/bukti  pemotongan/pelunasan
denda keterlambatan pekeH.aan
Elektronik billing pajak PPN dan Pph

-     FotocopyNPWP

Print out/foto copy rekening giro terbaru
Surat setoran/ bukti setoran Infaq

(5)    Tagihan LS Kontruksi
-     Berita Acara pembayaran
-     Kartu pengawasan Kontrak/SPK

Surat   setoran/bukti  pemotongan/pelunasan
denda keterlalnbatan pekerjaan

-     Elektronik billing pajak PPN dan pph
Foto copy NPWP
Print out/foto copy rekening giro terbaru
Surat setoran/bukti pelunasan galian c

-     Surat setoran/bukti setoran Infaq

(6)    Tagihan LS Jasa Konsultansi dan sejenisnya
-     Berita Acara pembayaran
-     Kartu pengawasan Kontrak/SPK
-    Surat  setoran/bukti  pemotongan/pelunasan

denda keterlambatan pekerj aan
Elektronik billing pajak PPN dan Pph
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Foto copy NPWP
Print out/foto copy rekening giro terbaru

-     Surat setoran/bukti setoran Infaq

(7)    Tagihan Ls honorarium, jasa, biaya pemeliharaan/
operasional dan/ atau sejenisnya
-     Daftar/Rekapitulasi                              Penerima

Honor/Jasa/sejenisnya
Surat setoran/ bukti pelunasan pajak restoran
Elektronik billing pajak PPN dan Pph

-    Surat setoran/bukti setoran zakat/Infaq

(8)    Tagihan   LS    Belanja   Bantuan    Sosial   berupa
uang/barang

Surat  Keputusan  Bupati  atau  Pejabat  yang
berwenang    tentang    penetapan     penerima
bantuan sosial
Daftar/ Rekapitulasi penerima bantuan sosial
Print out/foto copy rekening giro terbaru

(9)    Tagihan  LS  Belanja  Hibah  berupa  uang  kepada
Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  lainnya,
badan   usaha   milik   negara,   BUMD,   dan/atau
badan       dan       lembaga,       serta       organisasi
kemasyarakatan

Berita Acara Pembayaran
Print out/foto copy rekening giro terbaru

-     FotocopyNPWP

(10)  Tagihan  LS  Belanja  Hibah  Bantuan  Keuangan
Partai Politik dasn Belanja Belanja Subsidi

Berita Acara Pembayaran
Print out/foto copy rekening giro terbaru

-     FotocopyNPWP

(12)  Tagihan LS Alokasi Dana Desa/ADK dan Belanja
Bagi   Hasil   Pendapatan   Daerah   dan   Retribusi
Daerah Kepada Pemerintahan Desa
-     Daftar Transfer ke Desa

5)     Penerbitan  SPM-LS  dapat  dilakukan  dengan  menerapkan
ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file
kepada Kuasa BUD.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:

+
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a.      PENGANTAR BERKAS PENCAIRAN

REfu                        PENIERrNIAI #Ps#KF..%,CEH SENaRTL
I AREl1 §iNGrmL I

•..........................,XX

Kepada Yth,
TLepala(SKPK y a;ng rnembida;ngi
UruscLn Penudycmg Keunngcin)
di-

TempatSURATPENGANTARBERKASPENCAIRA«

Nomor :  . . . . . . . . . . . . . . .

No. Uraian Banyaknya Keterangan

1 Bersama    ini    disampaikanberkasusulanpencairan
•..  (...)Berkas Berkas usulan sudah diverifikasi

Tin/ciRI|TH/ws/GA,]i/TFp*) sesuai ketentuan  yang  berlaku
atas     SPM     Nomor     . . . . . . . . . dan      dilampirkan      d o kum en
tanggal............Dinas/Badan....   Sebesar  Rp.........(terbilang) kelen9kapan pencairan.

2 Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substa]isi   data   dan   dohaimen
yang  disampaikan  serta  membebaskan  . . . . . . . . . .  (SKPK gra7?g  membz.czcmgr.  U7usarL
P€"t7tjc{7tg  Keztczngrdy  dari  tanggung  jawab   ak±bat  ketidakbenaran  data  dan
dokumen yang disampaikan.

Kepala SRTK,DiterimaTanggal,...........20xx

Nana
Yang Menerima                                                                                           NIP...............Nana

*Corie± ya;ng tidak periu

S
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b.      SPM-UP

SURA;I  PERNYfITAAN  TANGGUNG  JAWAB MUTLAK  (SPTJM)

PEMBRINIAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
{KOP SRTK .... )

SURAT PERItYATAAN  TANGGUHG  .AWAB MUTLAK  (SFTdM)
PENGAJUABI SPM UANG PERSEDIAAN IUPI

Nomor  :  ...............

Sehubungan dengan  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  UP  nomor  ...  tanggal  ...  bulan
... tahim ... yang kami ajukan sebesar   Rp ......   ( ferbz.Zcmg)   untuk   kaperluan   SKPK   ....
TahLm Anggaran 2022, dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa :

1.    Jumlah Uang UP tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayal
kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPK.

2.    Jumlah  Uang  UP  tersebut  tidak  akan  digunakan  untuk  membiayal  pengeluaran -
pengeluaran   yang   menurut   ketentuan   yang   berlaku   harus   dilakuhan   dengan
pembayaran lainnya.

Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk melen9kapi pemyaratan pengajuan SPM UP
pada SKPK Kami.

...........,X

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

(Materal)

{Ncrma dehas|
NIP.

£
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SURAT   PERNYA.TAAN       VERIFIKASI       PPK-SKPK       (BERMATERAI)    YANG
DILAMPIRI CRECKLZST KELENGRAPAN DOKUMEN

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI RELENGKAPAN DAN
KEABSAIIAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPM

UANG PERSEDIAAN (UP)

Saya yang bertandata]igan dibawah ini :
Nana
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Selaku PPK-SKPK .........................

Menyatakan  dengan  sesungguhnya  bahwa  doharmen  dan  lampiran     Surat     Perintah
Membayar (SPM-UP) nomor .... tanggal .... bulan .... tahun ..... telah len8kap  dan  Sah  sesuai
ketentuan peraturan perun.clang-undangan yang berlaku dan asfi do]mmen tersimpan pada
prosedur pengarsipan SKPK ......, serta kami bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan
ini. Jika dikernudian hari permyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan
sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar   dan   tanpa   paksaan   dari   pihak
manapun.

...........rx

PPK SKPK

(Matercri)

(rmma dctas|
NIP.

i -293-



Lampiran         :    VERIFIKASI     KELENGKAPAN     DAN     KBABSAHAN     DOKUMEN     DAN

LAMPIRAN SPP - UP

Nomor SPP
Tanggal
Nihi

Kelengkapan dokumen Pengajuan SPM UP antara lain :

I  Surat Penyediaan Dana/ SPD
I  Salinan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan besaran UP
I spp up
I  Rincian Rencana Pengggunaan UP
I  Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP/ (SFTJM-SPP)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pemyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®,,    ®®,    ®,,    ,®,    ®®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PPK-SKPD.................

i
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP

Tahun chggaran: No.  SPM :

KUASA  BENDAIIARA  UMUM  DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAII       KABUPATEN       ACEH

No.

Uraian
Jumlah

Keteranga
SINGRIL (No.Rekening) n

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:SKPK:...................

Jumlah Rp.

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah
pembayaran SPM)

Bendahara/pihak lain :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No.

Uralan(No.Rekening)
Jumlah KeterangaNo.  Rekening Bank   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NamaBank   :................... n
NPWP:................... Jumlah Rp.
Dasar pembayaran   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Untuk Keperluan :

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN    URAIAN NILAI Jumlah YangDiminta Rp.,-

Jumlah Potongan Rp.,-
Jumah Rp.,- Jumlah YangDibayarkan Rp.,-

Uang sejumlah:   ()
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.,- •..  ...  ...,  tan88al ...  ...  ...

(terbilan8 )
Pengguna chggaran

(tanda tangan)(nana              le ngkap )

Nomor dan Tanggal SPP
NIP.......................

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPK

-295-

/.,



c.      SPM GU

SURAI  FERNY:fITAAN  TrINGGUNG  ]AVAB MUTLAK  (SpTJM)

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

SURAT PERNYATAAN  TANGGUNG  JAWAB MUTLAK  (SITdM)
RENGATUAN SPM GANTI HANG |GU|

Nomor :  ...............

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) GU nomor . . . tanggal . . . bulan . . . tahun
... yang kami ajukan sebesar Rp ...... (ferbz.Za7'}g) unthk keperluan SKPK .... Tahun Anggaran
20XX, dengan ini menyatakan dengan sebenar benamya bahwa :

1.    ul]mlah  Uang  Gutersebut diatas akan dipergunakan untLik keperluan guna membiayai
kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPK.

2.    ulmlah  Uang  GU  tersebut  tidak  akan  digunakan  untulz  membiayal  pengeluaran -
pengeluaran   yang   menurut   ketentuan   yang   berlaku   harus   dfla]mkan   dengan
pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataari ini dibuat untuk melengkapi pemyarata]i pengajuan SPM GU
pada SKPK Kami.

...........xp

Penggun.a Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

(MateTal)

|Nama dctas|
NIP.

`'.
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SURAT   PERNYATAAN       VERIFIKASI       PPK-SKPK       (BERMATERAI)    YANG
DILAMplRI cHECKLrsT KELENGRAPAN DOKUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SRTK .... )

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI RELENGKAPAN DAN
KEABSAIIAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPM

GANTI UAVG (GU)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nana
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Selaku PPK-SKPK .........................

Menyatakan  dengan  sesungguhny.a  bahwa  dohaimen  dan  lampiran     Surat     Perintah
Membayar (SPM-GU) nomor .... tanggal .... bulan .... tahun ..... telah len8kap  dan  Sah  sesuai
ketentuarl peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asfi do]mmen tersimpan pada
prosedur pengarsipan SKPK ......, serta kami bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan
ini. Jika dikemudian hari pemyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan
sanksi sesual peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar   dan   tanpa   paksaan   dari   pihak
manapun.

...........,X

PPK SKPK

(MateTal)

(Na;rna dctas]
NIP.

'
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Lampiran         :    VERIFIKASI     KELENGKAPAN     DAN     KEABSAI-IAN     DOKUMEN     DAN

LAMPIRAN SPP-GU

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan dokumen Pengajuan SPM GU antara lain :

I  Surat Penyediaan Dana/ SPD
I spp-GU
I  Surat Pernyataan Pengajuan SPP GU / (SFTJM-SPP)
I  Rincian Rencana Penggunaan GU
I  Dokunen asfi bu]sti-bu]sti transaksi pertanggungjawaban penggunaan UP/GU yang

len9kap dari sah termasuk dokumen perpajakan
I  Tanda Bukti Pembayaran Penggunaan UP/GU/bu]fli kas tunai
I  Kartu Kendali Kegiatan
I  Bu]fll Kas Umum Penggunaan Belanja UP/GU
I  Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan UP/GU

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san8ksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pemyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,®,,,®,

PPK-SKPD.................

<'`
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

GANTI UANG (GU)
Tahun chggaran : No.  SPM :

KUASA  BENDAIIARA  UMUM  DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAII       KABUPATEN       ACEH

No.

Uraian
Jumlah

Keteranga
SINGKILSupayamenerbitkan SP2D Kepada:SKPK:................... (NO.Rekening) n

Jumlah Rp.

Inforlnasi : (Tidak mengurangi jumlah
pembayaran SPM)

Bendahara/pihak lain :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No.

Uraian(NO.Rekening)
Jumlah KeteranganNo.  Rekening Bank   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nama Bank   :...................

NPWP:................... Jumlah Rp.
Dasar pembayaran   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Untuk Keperluan :

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN    URAIAN NILAI Jumlah YangDiminta Rp.,-

Jumlah Potongan Rp.,-
Jumah Rp.'- Jumlah YangDibayarkan Rp.,-

Uang sejumlah:  ()
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.,- •..  ...  ...,  tan88al ...  ...  ...

(terbilang )
Pengguna chggaran

(tanda tangan)(nana              le ngkap )

Nomor dan Tanggal SPP
NIP.......................

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPK

I,
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d.      SPM TU

SURAIT  PERNYAIIAAN  TANGGUNG  JAWAB MUTIAK  (SPTJM)

PEMERINTAI-I KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

SURAT PERNYATAAN  TANGGUNG  dAWAB MtJTLAK  (SITdM)
ENGA.UAN SPM TAMBAIIAN UANG (TU|

Nomor :  ...............

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) TU nomor . . . tanggal . . . bulan . . . tahun
... yang kami ajukan sebesar Rp ...... (ferbz.Zcing) untuk keperluan SKPK .... Tahun Anggaran
20XX, dengan ini menyatakan dengan sebenar benamya bahwa :

1.    Jrimlah  Uang  Tu tersebut diatas akan dipergunakan untck keperluan guna membiayai
kegiatan yang akan kami laksanakan sesual DPA-SKPK.

2.    Jutnlah  Uang TU  tersebut  tidak  akan  digunakan  untuk  membiayal  pengeluaran -
pengeluaran   yang   menurut   ketentuan   yang   berla]m   hams   dilakukan   dengan
pembayaran lainnya.

Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk melen9kapi pemyaratan pengaj.uan SPM TU
pada SKPK Kin.

...........,X

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

(Materal)

(Na;rna dctas|
NIP.

`t
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SURAT PERNYATRAN KESANGGUPAN PA/ KPA

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
(KOP SKPK .... )

SURAT PERNYATAAN PA/ KRA
Nomor :  ...............

Sehubungan dengan usulan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang (TU) yang kami
ajukan dengan jumlah Rp ............  (terbz.Zcz7'zg)  untulz keperluan SKPK .... Tahun Anggaran
20XX  kegiatan  ........   sub  kegiatan  .......,  maka  dengan  ini  atas  uang  tersebut  kami
menyatakan dengaJl sebenar benarnya bahwa : :

1.    Atas Tambahan (TU) tersebut diatas kami akan mempertanggung jawabkan  selanbat
lanbitnya tanggal2 0X.

2.    Tambahan    Uang    tersebut    akan    dibelanjakan    sesuai    dengan    DPA    SKPK
.................KabupatenAcehSingkil.

Demihian surat pemyataan ini dibuat sebagai syarat untuk dikeluarkannya SP2D.
...........rx

Pengguna An.ggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(Materal)

{Na;rna 3eds|
NIP.

•'
-301 -



SURAT   PERNYATAAN       VERIFIKASI       PPK-SKPK       (BERMATERAI)    YANG
DILAMplRI cRECKLrsT KELENGKAPAN DOKUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
tKOP SKPK .... )

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI
KELENGKAPAN DAN KEABSAIIAN DOKUMEH BAH LAMPIRAH SPM

TAMBAIIAN UAHG (TU)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Selaku PPK-SKPK ........................

Menyatakan  dengan  sesunggchnya  bahwa  dokumen  dan  lampiran     Surat     Perintah
Membayar (SPM-TU) nomor .... tanggal .... bulan .... tahun ..... telah len9kap  dan  Sah  sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada
prosedur pengarsipan SKPK ......, serta kami bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan
ini. Jika dikemudian hari pemyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan
sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar   dan   tanpa   paksaan   dari   pihak
manapun.

...........,X

PPK SKPK

(Materai)

(NIma 3atas}
NIP.
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Lampiran         :    VARIFIRASI    RELENGKAPAN     DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DEN
LAMPIRAN SPP-TU

Nomor SPP
Tanggal
Nihi

Kelen8kapan  dokumen  Pengajuan  SPM  TU,  yang  bersifat  mendesak  dan  tidak  dapat
menggunakan mekanisme LS atau UP/GU antara lain:

I    Surat penyediaan Dana/SPD
I    Daftar Rincian Rencana Belanja TU yang disiapkan oleh PPI`K yang disampalkan

kepada Pengguna Anggarari
I    Surat  Permohonan  dari  Pengguna  Anggaran  dilamp±ri  Daftar  Rincian  Rencana

Belanja TU yang disampalkan  ke PPKD selalfli BUD
I    Surat persetujuan Tu dari PPKD selafu BUD
I   spp-TU
I    Surat pemyataan pengajuan spp TU (SFTJM-SPP)
I    Rincian Rencana penggunaan TU
I    Dokumen   asli   bu]sti-bukti   transaksi   pertanggungjawaban   penggunaan   TU

sebefumnya yang lengkap dan sah termasuk dokumen perpajakan
I    Tanda Bu]ati pembayaran penggunaan TU/bufu kas tunai penggunaan TU
I    Buku Kas umum. Penggunaan Belanja TU
I    Kartu Kendafi Kegiatan
I    Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan TU

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesual ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sangksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pinak manapun.

®,®,,,,,®,,®®,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PPK-SKPD.................

•,
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Lampiran         :    VERIFIRASI     KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-TU

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan dokumen Pengajuan SPM TU, penanganan darurat dan bencana antara lain:

I    Surat penyediaan Dana/SPD
I    Surat pemyataan Bencana dari Bupati
I    Surat Keputusan Bupati tentang penetapan status Tanggap Darurat Bencana
I    Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan B'IT
I    Rekomendasi Bupati
I    Surat  permohonan  Pembayaran  dari  kepala  SKPK  yang  melaksanakan  fungsi

penanggulangan bencana dilampiri Rincian Rencana Kebutuhan Dana
I   spp-TU
I    Surat pemyataan pengajuan spp TU (SPTJM-SPP)
I    Rincian Rencana penggunaan TU
I    Buk±i-bu]ati transaksi pertanggungjawaban penggunaan TU yang lengkap dan sah

termasuk  dokumen  perpajakan  dari  kepala  SKPK  yang  melaksanakan  fungsi
penanggulangan b encana

I    Tanda Bu]ati pembayaran penggquaan TU/Buku Kas Tunai penggunaan TU
I    Buku Kas umum penggunaan Belanja TU
I    Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan TU
I    Kwitansi pembayaran yang ditandatangani PA/KPA,  pihak penerima,  Bendahara

Pengeluarari dan PPTK
I    Kartu Kendafi Kegiatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Len8kap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®,,®,,®,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PPK-SKPD.................

"
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

GANTI UANG (TU)

Tahun chggaran: No.  SPM :

KUASA  BENDAHARA  UMUM  DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAII       KABUPATEN       ACEH

No.

Uralan
Jumlah

Keteranga
SINGKIL (NO.Rekening) n

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
Jumlah Rp.

SKPK  :  ................... Informasi : (Tidak mengurangi jumlah
pembayaran SPM)

Bendahara/pihak lain :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No.

Uraian(NO.Rekening)
Jumlah KeteranganNo.  Rekening Bank   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NaniaBank   :...................

NPWP:.................... Jumlah Rp.
Dasar pembayaran   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Untuk Keperluan :

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN    URAIAN NILAI Jumlah YangDiminta Rp.,-

Jumlah Potongan Rp.,-
Jumah Rp.'- Jumlah YangDibayarkan Rp.,-

Uang sejumlah:  ()
Jumlah. SPP Yang Diminta: Rp. ,- •..  ...  ..., tan88al ...  ...  ...

(terbilang )
Pengguna Anggaran

(tanda tangan)(nana              le ngkap )

Nomor dan Tanggal SPP
NIP.......................

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPK

`
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e.      SPM LS

SURAff  PERNYAIIAAN  TANGGUNG  JA;WAB MUTLAK  (SPTJM)

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... I

SURAT PERNYATAAN  TANGGUNG  dAWAB MUTLAK  (SITdM|
PEHGAIUA" SPM IS ................

Nomor :  ...............

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar  (SPM)  LS  ................  nomor  ...  tanggal  ...
bulan ... tahun ... yang kami ajLikan sebesar Rp ......  (f€7ibz.hay+g) untuk keperluan SKPK ....
TahLm Anggaran 20XX, dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa :

1.    Belanja  LS  ..................  tersebut  diatas  akan  dipergunakan  untuk  kaperluan  guna
membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPK.

2.    Belanja LS .................. tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran -
pengeluaran   yang   menurut   ketentuan   yarig   berlaku   harus   dilakukan   dengan
pembayaran lairmya.

Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk melen8kapi pemyaratan pengajuan SPM LS
.................padaSKPKKami.

...........'X

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

(Materal)

(Ncl;rna  dctas}
NIP.

d -306-



SURAT   PERNYATAAN       VERIFIRASI       PPK-SKPK       (BERMATERAI)    YANG
DILAMplRI cRECKLrsT KELENGRAPAN DOKUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
|KOP SRTK .... )

SURAT pERN¥ATAAnr vERIFIKAsl
KELENGKAPAN DAN KEABSAIIAN DOK(JMEN DAN IAMPIRAN SPM

IS................................

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Selafu PPK-SKPK .........................

Menyatakan  dengan  sesungguhrrya  bahwa  do]flmen  dan  lampiran     Surat     Perintah
Membayar (SPM-LS ....................... ) nomor .... tanggal .... bulan .... tahun ..... telah len8kap
dan Sah  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asfi dokumen
tersimpan pada prosedur pengarsipan SKPK ......, serta kami bertanggungjawab sepenuhnya
atas pemyataan ini.  Jika dikemudian hari pemyataan  saya ini tidak benar,  maka saya
bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demffian surat ini saya buat dalam keadaan sadar   dan   tanpa   paksaan   dari   pihak
manapun.

...........,X

PPK SKPK

(Materal)

(Marrun  dchas|
NIP.
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Lampiran         :    VERIFIRASI    KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Nomor SPP
Tanggal
Nihi

Kelen8kapan dofumen Pengajuan SPM LS Gaji induk/ susulan/terusan antara lain:

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     SPP LS Gaji danTunjangan
I     Surat pemyataan pengajuan spp LS Gaji dan Tunjangan (SFTJM-SPP)
I     Rincian Rencana penggunaan LS Gaji dan Tunjangan
I     Amprah gaji indck/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji terusan
I     SKCPNS/SKPNS
I    SK kenaikan pangkat
I    SKjabatan
I     SK kenaikan gaji berkala                                           .
I    surat pemyataan pelantikan
I     surat pemyataan melaksanakan tugas
I     daftar keluarga (KP4)
I    foto copy surat rrikah
I    foto copy akte kelahiran
I     surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji
I     surat keterangan masih sekolah/kuliah
I    suratpindah
I     surat keterangan meninggal dunia/kematian
I     elelstronik bining PFK dan pph
I     surat setoran zakat/bTikti setoran zakat atau infaq
I     surat setoran JKK/bukti setoran JKK
I     surat setoran JKM/bu]sti setoran JKM

Menyatakan dengan sesungguhrrya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesuai peraturan yang berlaku.

Deniikian  lampiran  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Lampiran         :    VERIFIRASI     RELENGKAPAN     DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN     DAN
LAMPIRAN SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Nomor SPP
Tanggal
Nilal

Kelen8kapan   dokumen   Pengajuan   SPM   LS   TPP   PNS/Insentif   PNS/Lainnya   atas
pemungutan pajak dan retribusi daerah, disesualkan peruntukannya antara lain:

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        Surat  Keputusan  Bupati  atau  pejabat  yang  berwenang  tentang  Penetaparl

Penerina dan Besaran TPP PNS
I        Surat  Keputusan  Bupati  atau  pejabat  yang  berwenang  tentang  Penetapan

Penerima dan Besaran Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah
I         SPP LS TPP PNS/Insentif PNS
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS TPP/Insentif PNS (SFTJM-SPP)
I         Rincian Rencana penggunaan TPP PNS/InsentifpNS
I           Daftar/Rekapitulasi  Penerima  TPP/Insentif  atas   Pemungutan  Pajak  dan

Retribusi Daerah/ Lainnya
I       Absensi Kehadiran
I         Kwitansi pembayaran yang ditandatangani pA/KPA, pihak penerima, Bendahara

Pengeluaran dan PFTK
I        KartuKendafiKegiatan
I        Elektronikbfllingpph
I        Surat setoran/ bukti setoran zakat
I        Surat setoran/ bulsti setoran irfaq

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
initidakLenar,makasayabersediadiberikansan9ksisesuaiperaturanyangberlaku.

Demikian  lampiran  surat  pemyataan  ihi  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pinak manapun.

®,1®®,,®,®,,®,,         ®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Lampiran         :    VERIFIRASI     RELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Barang dan Jasa

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan dokumen Pengajuan SPM LS Barang dan Jasa (0 s.d 50 juta) antara lain:

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS Barang dan Jasa
I        Rincian Rencana penggunaan LS Barang dan Jasa
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS Barang dan Jasa (SPTJM-SPP)
I         Surat pesanan pA/ KPA/ Pejabat pengadaan ke penyedia/ pihak ketiga
I         Surat Balasan dari penyedia/pihak ketiga ke pA/ KPA/ pejabat pengadaan
I         SPK/ sebutan lainnya antara pA/ KPA dengan penyedia/pihak ketiga
I        Surat permohonan pembayaran dari penyedia/ pihak ketiga
I        Surat permohonan pemeriksaan dari penyedia/pihak ketiga
I        Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan ditandatangani para pihak, dilampiri

daftar barang/pekerjaan yang diperiksa
I         Berita  acara  serah  terima  barang/pekeljaan  ditandatangani  PA/KPA  dan

penyedia/ pihak ketiga/ BAST
I        Berita acara serah terima barang dari pA/KPA ke pengurus barang
I        Naskah perjanjian Hibah Daerah, apabila barang dalam bentuk Hibah kepada

pihak ketiga lainnya
I        Berita acara serah terina barang dari pA/KPA kepada pihak ketiga lainnya,

apabila barang dalam bentulc hibah kepada pinak ketiga lainnya
I         Kwitansi pembayaran ditandatangani pA/KPA, penyedia/pihak ketiga bendahara

pengeluaran, dan PPI`K
I        Hasil kajian dari tin penilai terhadap pengadaan tanah/ganti rugi tanah
I        Berita acara negosiasi para pihak tentang harga pengadaan tanah/ganti rugi

tanah
I        Bukti lunas PBB yang dilakukan pengadaan tanah/ganti rugi tanahnya
I        Suratbuktikepemifikan tanah
I        Suratpelepasanhakatas tanah
I        Beritaacarapembayaran
I        KartuKendaliKegiatan
I        Safroan NPWP
I        Print out/foto copy rekeing giro terbaru
I        .Ele]stronikbilingpajak PPN dan pph
I        Foto visual/dckumentasi barang/pekerjaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Do]flmen tersebut diatas telah Len8kap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikeniudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesuai peraturan yang berlafu.

Demikian  lampiran  surat  pemyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®,,,,,,,,®®®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,®,®,
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VERIFIRASI     KELENGKAPAN     DAN     KEABSAIIAN     DOKUMEN     DAN
LAMPIRAN SPP-LS Barang dan Jasa

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan dokumen Pengajuan SPM LS Barang dan Jasa (di atas 50 juta) antara lain:

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS Barang dan Jasa
I         Rincian Rencana penggun.aan LS Barang dan Jasa               .

E=      s=:: ppee¥=;1:= :::::g=,:::t::;=e=u:=aj=:;±S=:¥:S::],KPA dengan
penyedia/ pihak ketiga

I        Surat permohonan pembayaran dari penyedia/pihak ketiga
I         Surat permohonan pemeriksaan dari penyedia/pihak ketiga
I        Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan ditandatangari para pihak, dilampiri

daftar barang/pekeH.aan yang diperiksa
I         Berita  acara  serah  terima  barang/pekerjaari  ditandatangani  PA/KPA  dan

penyedia/ pihak ketiga/ BAST
I        Berita acara serah terima barang dari pA/KPA ke pengurus barang
I        Naskah pen.anjian Hibah Daerah, apabila barang dalam bentuk hibah kepada

pihak ketiga lainnya
I        Berita acara serah terina barang dari pA/KPA kapada pihak ketiga lainnya,

apabfla barang dalam bentuk hibah kepada pihak ketiga hinnya
I         Kwitansi bermateral ditandatangari pA/ KPA, penyedia/pihak ketiga bendahara

pengeluaran, dan PPI`K
I        KartuKendaliKegiatan
I        Kajian dari tim penilal terhadap pengadaan tanah/ganti rugi tanah
I        Berita acara negosiasi para pihak tentang harga pengadaan tanah/ganti rugi

tanah
I        Bukti lunas PBB yang dilakukan pengadaan tanah/ganti rugi tanahnya

E=      s=:: :=a:e:e#a=ast=anahah
I        Surat jaminan bank/yang dipersanakan dengan bank

E=       s=r:: ::::rre=s,££k=rp=±gLana:=:::1:a:akse:eoroLj::a:tan
I        Kartupengawasankontrak/SPK

E=       ::tH:t:oapcyarNapp#ayaran

E=      :±oou±fobt::ppyajT=kep¥Ngd:optf:b„
I        Surat setoran/bu]sti setoran infaq
I        Foto visual/dohaentasi barang/pekerjaan dan titik koordinat

Menyatakan dengan sesungguhrrya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesual peraturan yang berlafu.

Demikian  lampiran  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®    ,,,    ®,®    ,,,    ®   ,,,,,,,,,   ®   ,,,,,,,,,,   ®,   ,,
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Lampiran         :    VERIFIRASI    KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Barang dan Jasa

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan dokumen Pengajuan SPM LS Konstruksi antara lain:

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS Barang dan Jasa
I        Rincian Rencana penggunaan LS Barang dan Jasa
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS Barang dan Jasa (SPTJM-SPP)
I        Dokumen   Pengadaan/Surat  perjanjian  kerjasama/kontrak  antara   PA/KPA

dengan penyedia/ pihak ketiga
I        Surat permohonan pembayaran dari penyedia/ pihak ketiga dilapiri RAE
I         Surat permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia/pihak ketiga
I        Berita acara pemeriksaan pekerjaan pertana/kedua/fmal ditandatangani para

pinak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan dari tahapan pembayaran
I        Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO)
I        Berita acara serah terima fmal pekerjaan (FHO)
I        Surat referensi/keterangan bank (diatas 200].t)
I         Kwitansi bermaterai ditandatangani pA/KPA, penyedia/pihak ketiga, bendahara

pengeluaran, dan PPTK
I        KartuKendaliKegiatan
I        Surat janinan bank/yang dipersamakan dengan bank
I        Surat setoran/bu]sti pelunasan denda keterlambatan
I        Surat setoran/bu]sti pelunasan galian c
I        Kartu pengawasankontrak/SPK
I        Beritaacarapembayaran
I        Foto copy NPWP
I        Print out/foto copyrekeing giro terbaru
I        Elektrorrikbilingpajak PPN dan pph
I        Surat setoran/bukti setoran infaq
I        Foto   visual/dohaentasi   barang/pekerjaan   berdasarkan   klasifikasi   item

pekerjaan dan titik koordinat
I         Laporan kemajuan pekerjaan (progress report)/mc/backup data/data-data lain

sebagal penunj ang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Do]flrmen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sangksi sesual peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pemyataan  ihi  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaari dari pinak manapun.

®,,,,,®,®,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Lampiran         :    VERIFIRASI    KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Barang dan Jasa

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan dokumen Pengajuan SPM LS Jasa Konsultansi dan sejenisnya antara lain:

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS Barang dan Jasa
I        Rincian Rencana penggunaan LS Barang dan Jasa
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS Barang dan Jasa (SPTJM-SPP)
I         Surat  perjanjian  kerjasama/kontrak  antara  PA/KRA  dengan  penyedia/pihak

ketiga
I        Surat permohonan pembayaran dari penyedia/ pihak ketiga
I        Surat permohonan pemeriksaan hasfl pekerjaan dari penyedia/pihak ketiga
I        Berita  acara  pemeriksaan  hasil  pekeljaan   dan  lampiran  laporan-1aporan

pendukung yang ditandatangani para pinak
I         Berita acara serah terima hasil barang/penyelesalan pekerjaan/BAST
I         Kwitansi pembayaran ditandatangani pA/ KPA, penyedia/ pihak ketiga bendahara

pengeluaran, dan PPTK
I        Kartu Kendali Kegiatan
I        Surat jaminan bank/yang dipersanakan dengan bank
I        Surat referensi/keterangan bank (diatas 200 juta)
I        Kartu pengawasan kontrak/ SPK
I        Beritaacarapembayaran
I        Foto copy NPWP
I        Print out/foto copy rekeing giro terbaru
I        Elektronik biling pajak PPN dan pph
I        Surat setoran/ bukti setoran infaq
I      Invoice
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Len9kap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikeniudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesual peraturan yang berlaku.

Demj]rian  lampiran  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pinak manapun.

®,,®,,®,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Lampiran         :    VERIFIKASI     KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Barang dan Jasa

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan       dokumen      Pengajuan       SPM       LS       honorarium,      jasa,       biaya
pemeliharaa]i/ operasional dan/ atau sej errisnya an.tara lain:

I        SuratpenyediaanDana/SPD
I        SPP LS Barang dan Jasa
I        Rincian Rencana penggun.aan LS Barang dan Jasa
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS Barang dan Jasa (SFTJM-SPP)
I        Surat  Keputusan  Bupati  atau  Pejabat  yang  berwenang  tentang  penetapan

penerima dan besaran honor/jasa/ insentif dan/ atau sebutan lainnya
I         Surat perintah tugas dari Bupati atau pejabatyang berwenang bagi PNS/Non PNS

•yang melakukan perjalanan dinas
I         Surat perintah perjalanan dinas/SPPD bagi PNS/Non pNs yang melaksanakan

perjalanan dinas
I        Laporanperjalanandinas
I         Kwitansi bermateral ditandatangari pA/ KPA, penyedia/ pihak ketiga bendahara

pengeluaran, dan PPTK dilampiri (SPPD rampung, bill hotel, stink pembayaran
fistrik/telepon/internet/air, bon fa]rfur) dan lampiran lainnya sesuai jenis dan
sifatnya

I        KartuKendaliKegiatan
I        Surat pen.anjian sewa menyewa/ sejenisnya
I        Daftar/Rekapitulasi penerima Honor/Jasa/1airmya
I        Surat setoran/bu]sti setoran zakat
I        Surat setoran/bukti setoran infaq
I        Surat setoran/bu]sti setoran pajak daerah
I        Elektrohikbilingpajak PPN dan pph

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Do]nimen tersebut diatas telah Len8kap dan Sah
Sesual ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sangksi sesual peraturan yang berlaku.

Demikfan  lampiran  surat  permyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®®,    ®,,    ®,,    ®,,    ®®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PPK-SKPD.................

•,

-314-



Lanpiran         :    VERIFIRASI    KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelengkapan dohaimen Pengajuan SPM LS Bantuan Sosial berupa uang antara lain:

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS pihak ketiga lainny.a
I        Rincian Rencana penggunaan LS pinak ketiga lainnya
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS pihak ketiga lainnya (SFTJM-SPP)
I        Proposal bantuan sosial yang telah disetujui pejabat yang berwenang
I        Surat  Keputusan  Bupati  atau  pejabat  yang  berwenang  tentang  Penetapan

Penerima Bantuan Sosial dan daftar lampiran penerina bantuari sosial
I         Kwitansi  pembayaran  ditandatangani  PA/KPA,  pihak  penerima,  bendahara

pengeluaran, dan PPI`K
I        KartuKenda]iKegiatan
I        Print out/Foto copy rekening penerina bantuan sosial
I        Daftar/ Rekapitulasi penerima bantuan so sial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaari  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.
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Lanpiran         :    VERIFIKASI    KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Pihak Ketiga Lairmya

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen9kapan dokumen Pengajuan SPM LS Belanja ELbah berupa uang kepada Pemerintah
Pusat,  Pemerintah  Daerah  Lainnya,  BUMN,  BUMD,  dan/atau  badan  lembaga,  serta
organisasi kemasyarakatan antara lain :

I        SuratpenyediaanDana/SPD
I        SPP LS pihak ketiga lainnya
I        Rincian Rencana penggunaan LS pihak ketiga lainnya
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS pihak ketiga lainnya (SPTJM-SPP)
I        Proposal  dari  Badan/Lembaga/Orgarisasi  dilanpiri  data-data  kelengkapan

kelembagaan yang telah disetujui pejabat yang berwenang
I         SK   Bupati   tentang   Penetapan   Penerima   dan   Alokasi   Hibah   kepada

•Badan/Lembaga/Organisasi
I         Kwitansi  bermateral  ditandatangani   PA/KPA,   pihak  penerima,   bendahara

pengeluaran, dan PFTK
I        KartuKendaliKegiatan
I        Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
I         Surat  Permohonan  Pembayaran  dari  Badan/Lembaga/Orgarisasi  penerina

Hibah dilampiri rincian rencana penggunaan dana Hibah
I        Laporan pertanggungjawaban Dana tahun sebelumnya, untuk pencairan tahap I,

dan laporan penggunaan dana tahap I untuk pencairan tahap 11 tahun berjalan
I        Surat pernyataan Tanggung Jawab penerima Hibah
I        Beritaacarapembayaran
I        Print out/foto copy rekening bank penerima dana hibah
I        Foto copy NPWp penerima dana hibah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Doharmen tersebut diatas telah Len8kap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pemyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.
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Lampiran         :    VERIFIKASI     KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN     DAN
LAMPIRAN SPP-LS Pihak Ketiga Lairmya

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan doharmen Pengajuan SPM LS Belanja Hibah Bantuan keuangan kepada Partal
Politik antara lain:

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS pihak ketiga lairmya
I        Rincian Rencana penggunaan LS pihak ketiga lainnya
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS pihak ketiga lainnya (SPI`JM-SPP)
I         Surat permohonan pembayaran dari partai politik penerima Hibah
I         Surat keterangan autentifikasi hasfl penetapan perolehan kursi dan suara partal

Politik hasil pemilihan umum DPRK Kabupaten yarig dilegalisir
I         SK Bupati tentang penetapan penerima dan Alokasi Hibah kepada partai pofitik
I         Naskah perjanjian ELbah Daerah (NPHD)
I        Laporan pertanguligjawaban Dana tahun sebelumnya, untuk pencairan tahap I,

dan laporan penggunaan dana tahap I untuk pencalran tahap 11 tahun beljalan
I        Kwitansi  pembayaran  ditandatangani  PA/KPA,  pihak  penerina,  bendahara

pengeluaran, dan PPI`K
I        Kartu KendaJi Kegiatan
I        Surat pemyataan Tanggung Jawab oleh penerima Hibah partai politik
I         Foto copy KTA pengurus partai (Ketua dan Bendahara)
I         Foto copy KTP pengurus partai (Ketua dan Bendahara)
I        Beritaacarapembayaran
I        Foto copyrekeingbank partai politik
I        Foto copy NPWp partai politik

Menyatakan dengan sesungguh]rya bahwa Do]flrmen tersebut diatas telah Len8kap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sari9ksi sesual peraturan yang berlarfu.

Demi]rian  lampiran  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.
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Lampiran         :    VERIFIKASI     KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8hapan dokumen Pengajuan SPM LS Belanja Subsidi antara lain :

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS pihak ketiga lainnya
I        Rincian Rencana penggunaan LS pinak ketiga lainnya
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS pihak ketiga lainnya (SFTJM-SPP)
I        Surat Keputusan Bupati tentang penetapan harga pokok penjualan air minum
I        Surat permohonan pembayaran dana subsidi
I        Daftar Rekening air ditagih bulan berkenaan
I         Dokunen laporan kouangan PDAM yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi

belanja subsidi tahun sebelumnya, untuk pencairan tahap I
I         Laporan  Penggunaan  Dana  Subsidi  tahap  I,  untuk  pencairan  tahap  11  dan

seterusnya, sesuai tahapari yang diterima tahun anggaran berkenaan
I        Berita acara pembayaran
I         Print out rekening giro
I        FotocopyNPWP
I        KartuKendaliKegiatan
I        Kwitansipembayaran

Menysltakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesual ketentuan peraturan perLmdang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataari saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pemyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®,,®,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PPK-SKPD.................
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Lampiran         :    VARIFIRASI     KELENGKAPAN    DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Pihak Ketiga Lairmya

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Kelen8kapan dokumen Pengajuan SPM LS Alokasi Dana Desa/sharing APBD  (ADK)  dan
Alokasi  Belanja  Bagi  Hasil  Pendapatari  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD)  Kepada
Pemerintahan Desa antara lain :

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS pihak ketiga lainnya
I        .Rincian Rencana penggunaan LS pihak ketiga lainnya
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS pihak ketiga lainnya (SPTJM-SPP)
I        Surat Keputusan Bupati tentang penetapan pagu definitif penbagian alokasi

dana desa per desa, sesual dengan tahapan penyalurarmya
I        Surat pengantar dari Dinas pemberdayaan Masyarakat Kanpung ditujuhan ke

Badan Pengelola Keuangan Kabupaten sesuai tahapan pencairari
I         Surat permohonan pencairan dari Dinas pemberdayaan Masyarakat Kanpung

dilampiri  Daftar nana Kampun.g yang mengusulkan  Alokasi  Dana  Kampung
(ADK) dan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD)  ditujukan  ke  Badan  Pengelola  Keuangan  Kabupaten  sesuai  tahapan
pencairan;

I        Kartu Kendafi Kegiatan
I        Daftar transfer ke Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dofumen tersebut diatas telah Lengkap dari Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sangksi sesual peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pemyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®,®,,®,,,®   ,,,,    ®®,         ,,®,®   ,,,,,   ®,®®®   ,,,,   ®,®

PPK-SKPD.................

-319-



Lampiran         :    VARIFIRASI     RELENGKAPAN     DAN    KEABSAIIAN     DOKUMEN    DAN
LAMPIRAN SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

Nomor SPP
Tanggal
Nilai

Pengemba]ian kelebihan penerimaan dan kekurangari bayar antara lain :

I        Surat penyediaan Dana/ SPD
I        SPP LS pihak ketiga lalnnya
I           Rincian Rencana penggunaan LS pihak ketiga lainnya
I         Surat pemyataan pengajuan spp LS pihak ketiga lainnya (SPTJM-SPP)
I         Surat permohonan pengembalian kelebihan dan kekurangan pembayaran dari

pihak penagih/ pihak ketiga;
I        Rekomendasi AIIP;
I        Rekomendasi BPK-RI;
I        Putusan pengadilali berkefuatan hulrm  tetap  dan  sudah tidak ada upaya

h± 1ainnya;
I        Surat  Keputusan  Bupati  atau  pejabat  yang  berwenang  tentang  penetapan

kelebihan penerimaan dan kurang bayar
I        Kartu Kendali Kegiatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dokumen tersebut diatas telah Lengkap dan Sah
Sesuai ketentuan peraturan perundan,g-undangan. Jika dikemudian hari pernyataan saya
ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan san9ksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian  lampiran  surat  pernyataan  ini  saya  buat  dalam  keadaan  sadar  dan  tanpa
paksaan dari pihak manapun.

®,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,,

PPK-SKPD.................

+
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KARTU PENGAVASAN KONTRAK/ SPK

Nama SKPK
Kode SKPK dan Tanggal DPA/DPPA

Kode Kegiatan/ sub kegiatan

Pagu Anggaran Kegiatan di DPA

Identitas Kontrak
Nomor dan tanggal kontrak/nilai/ sumber dana

Nomor dan Tanggal Addendum I/nilai

Nomor dan Tanggal Addendum II/nilai

Uraian Pekeljaan sesuai Kontrak

Lokasi PekeH. aan / kegiatan
Nana Perusahaan/ Nama Rekanan

Alamat Perusahaan
Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP Perusahaan
Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan

Cara Pembayaran

Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak Awal
Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak Addendum I
Jangka Waktu Pelaksanaan Kontrak Addendum 11
Jangka Waktu Pemeliharaan
Ketentutan dan sanksi

Tabel Pembayaran

cZz.isz.

...............(isinamasKPK)

...............(kodeskpk)

...............(tanggalDPA/DPPA)

...............(kodekegiatan)

...............(uraianprogramkegiatan)

...............(paguanggarankegiatan)

................(paguanggaransubkegiatan)

...............(nomorspK/Kontrak)

...............(tanggalkontrak)
Rp ............ (nilal kontrak)
................(sumberdana)
................(nomoraddenduml,jikaada)
............... (tanggal addendum I, jika ada)
Rp ............ (nilai addendum I, jika ada)
................(nomoraddendumll,jikaada)
...............(tanggaladdendumll,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum Il, jika ada)

..........................(detailuraianpekeH.aan)

...............(detaillokasipekeljaan)
CV.PT.....................................)

...............(namadirektur/direktris)

...............(detailalamatperusahaan)

...............(NPWpperusahaan)

...............(NamaBankperusahaanlengkap)

...............(Nomorrekeninggiroperusahaan)

...............(termyn/bulanan/sekaligus/bertahap)

..Hari Kalender Tg1. Mulai :..2021 Tg1. Selesai : .... 2021

..Hari Kalender Tg1. Mulai :..2021 Tg1. Selesai : .... 2021

..Hari Kalender Tg1.  Mulai  :..2021  Tg1.  Selesai  : .... 2021

..Hari Kalender Tg1.  Mulai  :..2021  Tg1.  Selesai  : .... 2021

...............(sesuaiuraianspK/kontrak)

Program/kegiatan/sub
Nilai PPN Pph Lainnya Jumlahkegiatan/rekening

Realisasi(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) Bersih(Rp.)
Kode Rekening Nilai(Rp.)

Paqu Kontrak

EurERANGAN
Nilai Kontrak Rp
Nilai Realisasi Rp
Sisa Kontrak Rp
Retensi : 50/o dari Nilai : Realisasi
Jaminan pelaksanaan   : Bank/LK penjamin
Jaminan Bang Muka     : Bank/LK penjamin
Jaminan pemeliharan   : Bank/LK penjamin

i

...... No. Surat Janiinan  :  Masa Berlahai :
...... No. Surat Jarninan  : Masa Berlaku :
...... No. Surat Jaminan  : Masa Berlaku :
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BAP UANG MURA

HOP DINAS

Pada hari ini  .......
tangan dibawah ini

1.    Nana
Jabatan
Alanat

2.    Nana
Jabatan
Alanat

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor :   ..... /BAP/kode SKPK/2021

tanggal ...........  bulan  .......  tahun dua ribu dua puluh satu,  kami yang bertanda

............(namapenggunaanggaran)
•...........a.abatanpenggunaanggaran)
............(alanatskpk)
Selanjutnya disebut sebagai PIIIAK PERTAMA

.............(namarekanan/dir/wakildirektur/direkturcabangcv/PI`)

.............0.abatanrekanansebagai)

.............(alamatperusahaan)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

3.    Berdasarkan          :
a).     No. dan Tg1. DPA/DPPA/DPAL-SKPD                      .
b).    Nomor dan tanggal kontrak/nilai/sumber dana ;

c).    Nomor dan Tanggal Addendum I/nilai

d).    Nomor dan Tanggal Addendum I/nilai

e).    Uraian pekeH.aan sesuai Kontrak

I)      Jaminan uangMuka
j.1. Bank/Asuransi Penjamin
j.2. Nomor dan Tg1. Jaminan

................dan............2021

...............(nomorspK/Kontrak)

...............(tanggalkontrak)
Rp ............ (nilai kontrak)
................(sumberdanaDAU/DOKA/DAK/DID)
................(nomoraddenduml,jikaada)
...............(tanggaladdenduml,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum I, jika ada)
................(nomoraddenduml,jikaada)
...............(tanggaladdenduml,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum I, jika ada)

(detail uraian pekeljaan)

PI`. Asuransi ......... Bumi puteramuda 1967 ..... (contoh)
PS.1212.7977 .................. dan 18 Juli 2021. ..(contoh)

4.   Sesuai dengan Surat Peljanjian (Kontrak) / Surat Perintah Kelja (SPK) tersebut diatas, maka
PIIIAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIIIAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut.

Uang Muka sebesar
Poton8an :

PPNRp
Pph Rp

30°/o   x       Rp ....... (nilai kontrak)                        Rp ............................

L-ya
infaq     RD ......................  (+I

d)    Jumlah potongan Rp......................

e)    Jumlah pembayaran Bersih
I)     Jumlah pembayaran termasuk potongan
Terbtlcmg

z,

(deny an hajmp)

5.   PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke Rekening
PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Singkil Nomor  Rekening

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PI- REDUA
Penyedia,
CV/ FT

Din/wadir/din.cabang
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BAP TERMYN

KOP DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor :   ..... /BAP/kode SKPK/2021

Pada hari ini ....... tanggal ...
bertanda tangan dibawah ini

1.   Nana
Jabatan
Alanat

2.   Nana
Jabatan
Alamat

bulan ....... tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang

............(napnapenggunaanggaran)

............tiabatanpenggunaanggaran)

............(alanatskyk)
Selanjutnya disebut sebagai PIIIAK PERTAMA

.............(namarekanan/dir/wahildirektur/direkturcabangcv/PI`)

.............0.abatanrekanansebagai)

.............(alamatperusahaan)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

3.   Berdasarkan       :
a).     No. dan Tg1. DPA/DPPA/DPAL-SKPD                      .
b).    Nomor dan tanggal kontrak/nilai/sumber dana :

c).    Nomor dan Tanggal Addendum I/nflai

d).    Nomor dan Tanggal Addendum I/nilai

e).    Uraian pekeH.aan sesuai Kontrak

I)      Laporan Kemajuan pekeljaan s.d. saat ini

................dan............2021

...............(nomorspK/Kontrak)

...............(tanggalkontrak)
Rp ............ (nilai kontrak)
................(sumberdanaDAU/DOKA/DAK/DID)
................(nomoraddenduml,jikaada)
...............(tanggaladdenduml,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum I, jika ada)
................(nomoraddenduml,jikaada)
...............(tanggaladdenduml,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum I, jika ada)

(detail uraian pekeljaan)
...............(persentase)

4.   Sesuai dengan Surat Peljanjian (Kontrak)/Surat Perintah Kelja (SPK) tersebut diatas,
maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran  dari  PIHAK PERTAMA  dengan
uraian sebagai berifut
Perhitungan Pembayaran :
1.    Nilai pekeljaan s/d BAp ini
2.    Nilai pekeljaan s/d BAp yang lalu
3.    Nilai pekeljaan BAp ini

Rp...................
Rp..................(-)

Rp....................

Potongan-potongan
a)     PengembalianuangMuka  300/o  x       Rp .....................        =    Rp ....................
b)     Retensi / Jaminan                                 5%   x     Rp .....................               Rp .................... (+)

Jumlah Potongan
Jumlah Pembayaran BAP ini

c)     PPN
d)    Pph
e)    Lainnya

-    infaq
-     Gal.c
-    Denda Keterlambatan

I)    Jumlah potongan
g)    Jumlah pembayaran Bersih
h)   Jumlah pembayaran termasuk potongan

Terbtla;ng

i

Rp......................
Rp......................
RD......................(+I

Rp......................

Rekapitulasi pemotongan Cicilan Uang Muka :
Jumlah pengambilan uangMuka      30°/o   x   Rp .....................
Nilai Hang Muka s/d BAp ini               300/o   x    Rp .....................
Nflai Uang Muka s/d BAP yang lalu
Sisa Cicilan Uang Muka
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Rp

RD...................

Rp...................

(deng a;n h:urup)

Rp...................

(+)
Rp................-Rp..................
Rp...................



Rekapitulasi Perhitungan Uang Retensi :
Jumlah Hang Retensi                              5%   xRp .....................
Nilai Hang Retensi s/d BAp ini            5%   xRp .....................
Nflai Uang Retensi s/d BAP yang lalu
Sisa Retensi

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak/SPK
a.  Nilai Kontrak/SPK
b.  Nflai Pembayaran BAP ini
c.  Nilai Pembayaran s/d BAP yang lalu
d.  Nilai Pembayaran s/d BAP ini
e.   Sisa Nilai Kontrak/SPK

Rp.....................
Ro.....................(+I

=Rp...................

Rp.................(+)
Rp..................=Rp..................
Rp...................

Rp................

Rp..................(+I
=Rp....................

5.   PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke
Rekening   PT.   Bank   Aceh   Syariah   Kantor   Cabang   Singkil   Nomor      Rekening

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIELRE REDUA
Penyedia,
CV/ FT

Dir/wadir/dir.cabang

PIIIAK PERTAMA
Pengguna Anggaran

NIP.........................
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BAP RETENSI

KOP DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor :   ..... /BAP/kode SKPK/2021

Pada hari ini ....... tanggal ...
bertanda tangan dibawah ini

1.   Nana
Jabatan
Alanat

2.   Nana
Jabatan
Alanat

bulan tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang

............(namapenggunaanggaran)

............0.abatanpenggunaanggaran)

............(alanatskpk)
Selanjutnya disebut sebagai PIIIAK PERTAMA

.............(namarekanan/dir/wakildire]rfur/direkturcabangcv/PI`)

.............0.abatanrekanansebagai)

.............(alamatperusahaan)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

3.   Berdasarkan       :
a).    No. dan Tg1. DPA/DPPA/DPAL-SKPD                      .
b).    Nomor dan tanggal kontrak/nilai/sumber dana ;

c).    Nomor dan Tanggal Addendum I/nilai

d).    Nomor dan Tanggal Addendum I/nilai

e).    Uraian pekeH.aan sesuai Kontrak

D      NomordantanggalpHO

g)     Nomor dan tanggal FHO

h)    Jaminan pemeliharaaan
j.1. Bank/Asuransi Penjamin
j.2. Nomor dan Tgl. Jaminan

................dan............2021

...............(nomorspK/Kontrak)

...............(tanggalkontrak)
Rp ............ (nilai kontrak)
................(sumberdanaDAU/DOKA/DAK/DID)
................(nomoraddenduml,jikaada)
...............(tanggaladdenduml,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum I, jika ada)
................(nomoraddenduml,jikaada)
...............(tanggaladdenduml,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum I, I.ika ada)

(detail uraian pekeljaan)
...............(nomorpHO)
...............(tan8galpHO)
...............(nomorFHO)
...............(tanggalFHO)

PI`. Asuransi...Bumi Puteralnuda 1967 ..... (contoh)
PS.1212.7977 ......... dan 18 Juli 2021 ....... (contoh)

4.   Sesuai dengan Surat Pen.anjian (Kontrak)/Surat Perintah Kelja (SPK) tersebut diatas,
maka PIIIAK KEDUA berhak menerima pembayaran  dari  PIIIAK PERTAMA  dengan
uraian sebagal berikut.

Retensi sebesar                  :
Poton8an :
a)      PPN
b)     Pph
c)     Lainnya

-    infaq
-     Gal.c
-    Denda Keterlam.batan

e)    Jumlah potongan

50/o       x        Rp ....... (nilalkontrak)    =    Rp ....................

Rp......................
Rp......................
RD......................(+1
Rp....................-

D    Jumlah pembayaran Bersih
g)    Jumlah pembayaran termasuk potongan

Terbtlang

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak/ SPK
Nilai Kontrak/ SPK
Nilai Pembayaran BAP ini Rp
Nflai Pembayaran s/d BApyang lalu    Rp ..................... (+1
Nilai Pembayaran s/d BAP ini
Sisa Nilai Kontrak/ SPK

(deng an hamj;p)

-Rp...................

=     RD .................. (+l
=Rp....................
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5.   PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke
Rekening   PT.   Bank   Aceh   Syariah   Kantor   Cabang   Sing]al   Nomor      Rekening

Demihian Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PI- REDUA
Penyedia'
CV/ PT

Dir/wadir/dir.cabang

PIIIAK PERTAMA
Pengguna chggaran

NIP.............
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BAP 100°/o BARANG DAN JASA

KOP DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor :   ..... /BAP/kode SKPK/2021

Pada hari ini ....... tanggal ........... bulan ....... tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1.   Nana

Jabatan
Alanat

2.   Nana
Jabatan
Alanat

............(namapenggunaanggaran)
•...........a.abatanpenggunaanggaran)
............(alanatskyk)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
.............(namarekanan/dir/wakildirektur/direkturcabangcv/PI`)
.............0.abatanrekanansebagai)
.............(alamatperusahaan)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

3.   Berdasarkan       :
a).     No. dan.Tg1. DPA/DPPA/DPAIlrsKPD                        :      ................ dan ............ 2021
b).    Nomor dan tanggal kontrak/nilai/sumber dana :     ............... (nomor SPK/Kontrak)

...............(tanggalkontrak)
Rp ............ (nilai kontrak)
................(sumberdanaDAU/DOKA/DAK/DID)

c).    Nomor dan Tanggal Addendum I/nilai

d).    Nomor dan Tanggal Addendum I/nilal

e).    Uraian pekeljaan sesuai Kontrak

D      No. dan Tgl Berita Acara serah Terima/BAST

................(nomoraddenduml,jikaada)

...............(tanggaladdenduml,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum I, jika ada)
................(nomoraddenduml,jikaada)
...............(tanggaladdenduml,jikaada)
Rp ............ (nilai addendum I, jika ada)

(detail uraian pekeljaan)
„.........„..(nomorBAST)

:      ............... (tanggal BAST)

4.   Sesuai dehgan Surat Peljanjian (Kontrak)/Surat Perintah Ken.a (SPK) tersebut diatas,
maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran  dari  PIHAK PERTAMA  dengan
uraian sebagai berikut.

Perhitungan Pembayaran :
1.    Nilai pekeH.aan s/d BAp ini
2.    Nilai pekeH.aan s/d BAp yang lalu
3.    Nilai pekeH.aan BAp ini
Potongan-potongan
a).    Pengembalian Hang Muka   30°/o x

b)    PPN
c)    Pph
d)    Lainnya

-    infaq
e)    Jumlah potongan

Rp.....................

Jumlah Potongan

Rp...................

RIJ..................(-)

Rp..................-

Rp....................

RD...................

Jumlah pembayaran BAp ini                         Rp ...................

I)    Jumlah pembayaran Bersih
g)    Jumlah pembayaran termasuk potongan

Terbila;ng

PI- REDUA
Penyedia,
CV/ FT

Dir/wadir/dir.cabang

I.
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PIIIAK PERTAMA
Pengguna chggaran

NIP..........



PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

LANGSUNG (LS)

Tahun chggaran : No.  SPM :

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Potongan - potongan :
Uraian Jumlah Kete

PEMERINTAII       KABUPATEN       ACEH (No. Rekening) ang

SINGRILSupayamenerbitkan SP2D Kepada:SKPK:..................

Jumlah Rp.,-

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah
pembayaran SPM)

Uraian(No.Rekening)

Jumlah Ketean8
Bendahara/pihak lain :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No. Rekening Bank   : . . . . . . . . . . . . „ . . . .
NamaBank   :..................

NPWP:..................

Dasar pembayaran   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jumlah Rp.,-

Untuk Keperluan :

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN          URAIAN NILAI Jumlah YangDiminta Rp.,-

Jumlah Potongan Rp.,-

Jumah Rp. Jumlah YangDibayarkan Rp.'-

Uang sejumlah:  ()

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.,-(terbilang) ...  ...  ..., tanggal ...  ...  .. .

Pengguna Anggaran(tandatangan)(nanalengkap)

Nomor dan Tanggal SPP

NIP......................

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPK
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Q.     PERINTAH PENCAIRAN DANA
1.     Ketentuan umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumlah  uang  dari  RKUD  berdasarkan  SPM  yang  diterima  dari
PA/KPA.  Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank
operasional  mitra  kerja untuk  mencairkan  dana  di  RKUD  dengan
tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan
SPP   yang   diajukan.   Proses   perintah   pencairan   dana   memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 Qanun Aceh Singkil Nomor
4  Tahun  2022  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Pengaturan
perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:
a.     Kuasa BUD menerbitkan sp2D berdasarkan SPM yang diterima

dari   PA/KPA yang  ditujukan  kepada  bank  operasional  mitra
kerja.

b.     Penerbitan sp2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
c.     Dalam rangka penerbitan sp2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1)     meneliti  kelengkapan  SPM  yang  diterbitkan  oleh  PA/KPA
berupa Surat Pemyataan Tanggung Jawab PA/ KPA;

2)     menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

3)     menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;
4)    memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran

daerah.
d.     Kuasa BUD tidak menerbitkan sp2D yang diajukan pA/KPA

e.

apabila:
1)     tidak   dilengkapi    Surat   Pemyataan   Tanggung   Jawab

PA/ KPA; dan/atau
2)     pengeluaran tersebut melampaui pagu.
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya
SPM.

Terkait hal tersebut di  atas,  beberapa  ketetentuan  diatur  sebagai
berikut:
a.     Perintah  Pencairan  Dana  disampaikan  kepada  Bank  dengan

memuat informasi tentang:
1)     Baki Rekening yang akan dicairkan;
2)     Jumlah total dana RKUD yang dicairkan;
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3)    Tujuan   pembayaran   dari  jumlah   total   tersebut   terinci
menjadi:

(a)    pihak  penerima  non-pihak  ketiga  atau  pihak  ketiga
penyedia barang/j asa

(b)   potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai
ketentuan.

b.     Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD
dengan Bank,  harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan
dalam Perintah Pencalran Dana tersampaikan antara kedua belah
pihak  dengan  tetap  memperhatikan  keamanan   digital  pada
sistem masing-masing.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Berdasarkan pengajuan SPM  oleh PA/KPA yang disertai  Surat

Pemyataan    Verifikasi    PPK-SKPK/PPK-Unit    SKPK,    checkzz.st
kelengkapan  dokumen  PPK-SKPK/PPK-Unit  SKPK  dan  Surat
Pemyataan   Tanggung  Jawab   Mutlak   PA/KPA,   Kuasa   BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-1angkah sebagai berikut:
1)     Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
2)     Meneliti  dokumen  SPD  untuk  memastikan  dana  untuk

belanja terkait telah disediakan;
3)     Meneliti   dan   memastikan   kelengkapan   dokumen   yang

menjadi persyaratan pengajuan SPM;
4)     Mengl]:ji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBK

yang tercantum dalam perintah pembayaran.
b.     Kuasa BUD tidak menerbitkan sp2D yang diajukan pA dan/ atau

KPAapabila:
1)     tidak   dilengkapi    Surat    Pernyataan   Tanggung   Jawab

MutlakpA/KPA;
2)     tidak dilengkapi surat pemyataan verifikasi PPK-SKPK/PPK

Unit SKPK yang dilampiri  checkzist kelengkapan dokumen;
dan

C.

t,?

3)     belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.

Dalam hal teljadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan
dalaln proses verifikasi tersebut,  Kuasa BUD   mengembalikan
dokumen  SPM  paling  lambat   1   (satu)   hari  terhitung  sejak
diterimanya SPM.
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d.     Dalam  hal  proses  verifikasi  dinyatakan  lengkap,  Kuasa  BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan
dalansp2D.

e. Kelengkapan dokumen penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD adalah:
1)       SPM;

2)     Surat pemyataan Tanggung Jawab Mutlak pA/KPA;
3)     Surat   Pernyataan   Verifikasi   PPK-SKPK/PPK   Unit   SKPK

yang dilampiri checkzist kelengkapan dokumen;
4)     Dokumen kelengkapan lainnya sesuai dengan jenis tagihan

yang dipersyaratkan sebagai lampiran penyampaian SPM.
f.      Dokumen pendukung atas penerbitan  SPM  seperti SPP,  berita

acara, nota/invoice/ struk/kwitansi, SPK, surat perjanjian, surat
pesanan dan dokumen lainya tidak disampaikan kepada Kuasa
BUD.

9.     Dalam hal tertentu Bendahara umum Daerah dan/atau Kuasa
Bendahara Umum Daerah berhak meminta dokumen pendukung
kelengkap an        p enga]. uan        p enc airan        dana        kep ada
PA/KPA/PPTK/Bendaharapengeluaran.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi  dokumen  perintah  pencairan  dana  antara  lain  sebagai
berikut:

"
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a.  SP2D-UP

FORMAT SP2D - UP

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomor SPM : Dari                             : BUD/ Kuasa BUD
Tanggal           : NPWP                            .

TahunAnggaran      .Nana SKPK :
Bank   Pengirim    :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor :

Uang sebesar Rp . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (terbilang)
Kepada:............................................

NPWP:............................................

No.  Rekening Bank   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bank penerima:       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Keperluan untuk:       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PaguAnggaran:      Rp.   ......................................
NO KODE KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UFtAEN JUMLAH   (Rp)

1

2
3

Jumlah
Potongan-potongan :
No. Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1.

2.

3.

Jumlah
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
No. Uraian (No. Reken in g) Jumlah (Rp) Keterangan
1.

2.

3.

Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang Diminta Rp,-
Jumlah Potongan Rp,-
Jumlah yang Dibayarkan Rp,-
Uang sejumlah:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk • . . . . . tanggal . . . . . .
Lembar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Daerah(tandatangan)(nanalengkap)NIP.................
.Lembar 4 : Pihak Penerima

#
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM UP

Nomor SPM
Tan88al
Nilai

Kelengkapari do]mmen Pengajuan SP2D UP

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     Surat pengantar SPM UP
I     Surat pemyataan pengajuan SPM UP (SFTJM-SPM)
I     Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan up
I    SPMUP
I     Surat pemyataan verifiikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran

SPP-UP yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checkzis€ kelengkapan dofumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh PengT]ji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :

#
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b.  SP2D-GU

FORMAT SP2D - GU
PEMERINTAII       KABUPATEN       ACEH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
SINGKIL Nomor :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomor SPM : Dari:                              BUD/ Kuasa BUD
Tan88al : NPWP:.....................
Nana SKPK : Tahun Anggaran :        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank   Pengirim    :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor :

Uang sebesar Rp . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (terbilang)
Kepada                                       :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPWP                                          :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No.  RekeningBank      :  ............................................
Bank penerima                 :  ............................................
Keperluan untuk        :                          .
Pagu Anggaran                 :     Rp.  ......................................

KODE KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UENEN JUMLAH    (Rp)

Jumlah
Potongan-potongan :

Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.
3.

Jumlah
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

Uraian (No. Reken in g) Jumlah (Rp) Keterangan

1.

2.
3.

Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang Diminta Rp,-
Jumlah Potongan Rp,-
Jumlah yang Dibayarkan Rp,-
Uang sejumlah:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
• . . . . . tanggal . . . . . .KuasaBendaharaUmum

Lembar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Daerah(tandatangan)(nanalengkap)NIP.................
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM GU

Nomor SPM
Tan8gal
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D GU

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     Surat pengantar SPM GU

E]     §:#GPuemyataan pengajuan SPM GU (SFTUM_SPM)
I     Surat pemyataan verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran

SPP-GU yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifkasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belinu.a Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :

`,
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c.   SP2D-TU

FORMAT SP2D - TU
PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomor SPM : Dari: BUD/ Kuasa BUD
Tan88al : NPWP:
Nama SKPK : Tahun chggaran :
Bank   Pengirim    :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hendaklah mencairkan / memindahbu]flikan dari buhai Rekening Nomor :

Uang sebesar Rp . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (terbilang)
Kepada.                                                                                     :
NPWP....................................
No. Rekening Bank                                                       . . . . . . . .
B ank        Penerima                                                       :
Keperluan untuk                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pagu Anggaran                                                                                   . . . . . . . . ®,,,,,,,,, ®,,,,,,,,,®,,,,,,,,,:Rp.......................................

NO KODE KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UF2AEN JUMLAH    (Rp)
1

2
3

Jumlah
Potongan-potongan :
No. Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1.

2.
3.

Jumlah
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
No. Uraian (No. Reken in g) Jumlah (Rp) Keterangan
1.

2.
3.

Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang Diminta Rp,-
Jumlah Potongan Rp,-
Jumlah yang Dibayarkan Rp,-
Uang sejumlah:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

• . . . . . tanggal . . . . . .KuasaBendaharaUmumDaerah(tandatangan)(nanalengkap)NIP.................

I,embar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN RELENGKAPAN SPM TU

Nomor SPM
Tan88al
Nilai

Kelengkapan  dokumen  Pengajuan  SP2D  TU  yang  bersifat  mendesak  dan  tidak  dapat
menggunakan mekanisme LS atau SPP UP/ GU

E±   s:::: ::::=itaarans:#spD
I     Surat pemyataan pengajuan SPM TU (SFTJM-SPM)
I    Surat persetujuan TU
I    SPMTU
I     Surat pemyataan veriffiasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran

SPP-TU yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Pengi]ji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGRAPAN SPM TU

Nomor SPM
Tan88al
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D TU yang bersifat penanganan darurat dan bencana

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     Surat pengantar SPMTU
I     Surat pemyataan pengajuan SPM TU (SFTJM-SPM)
I    Surat persetujuan TU
I    Rekomendasi Bupati
I     Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan dana tanggap darurat
I    SPMTU
I     Surat pemyataan veriffiasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran

SPP-TU yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :

•,
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d.  SP2D-LS

FORMAT SP2D  - LS
PEMERINTAII       KABUPATEN       ACEH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
SINGRIL Nomor  :  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomor SPM : Dari:                              BUD/ Kuasa BUD
Tan8gal : NPWP:.....................

Nama SKPK : Tahun Anggaran :        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bank   Pengirim    :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hendaldah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor :

Uang sebesar Rp . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (terbilang)

Kepada                                       :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPWP                                           :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No.  RekeningBank      :  ............................................

Bank penerima                 :  ............................................

Keperluan untuk            :  ............................................

PaguAnggaran                 :     Rp.  ......................................

NO KODE KEGIATAN/ SUB KEGIATAN UF2JEN JUMLAH    (Rp)

1

2
3

Jumlah
Potongan-potongan :
No. Uraian (No. Rekening) Jumlah (Rp) Keterangan
1.

2.
3.

Jumlah
Inform.asi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
No. Uraian (No. Reken in g) Jumlah (Rp) Keterangan
1.

2.

3.

Jumlah
SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yang Diminta Rp'-
Jumlah Potongan Rp'-
Jumlah yang Dibayarkan Rp,-
Uang sejumlah:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I+embar 1 : Bank Yang Ditunjuk
• . . . . . tanggal . . . . . .KuasaBendaharaUmum

I.embar 2 : Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Daerah(tandatangan)(nanalengkap)NIP.................
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
I+embar 4 : Pihak Penerima

fr
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGRAPAN SPM LS Gaji dan Tunjangan

Nomor SPM
Tanggal
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Gaji induk/ terusan/ susulan, dan sejenisnya

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     Surat pengantar SPM LS Gaji dan Tunjangan
I     Surat pemyataan pengajuan SPM LS Gaji dan Tunjangan (SPTJM-SPM)
I     SPM LS Gaji danThnjangan
I     Print out Rekapitulasi Amprah Gaji
I     Elektronik billing pajak pph
I     Surat setoran/bukti setoran zakat

E±    s=::: :::::=,jb±kti setoran infaq
I    Surat setoranJKM
I     Surat pemyataan veriffiasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

LS Gaji dan Tunjangan yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Pengiiji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Gaji dan Tunjangan

Nomor SPM
Tanggal
Nilai

Kelengkapan   dokumen   Pengajuan   SP2D   TPP   PNS/Insentif   PNS/1ainnya,   disesuaikan
peruntukannya

E   :::t:i:::;p:::::;;|e¥:i:!e:Ti:asp:N:p,7I|gns::en=T:;I:sp:Lunqutan paJ ck dan Retnbus|
Daerah/1ainnya

E±    s:e#osnT±kp:#Sg,::g:=n¥p:NS
I     Surat setoran/bukti setoran zakat

E=    S:::: ::tfry=tfb:=kJ::i°:::K=ife=Egkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

I    :::Papt :#e:c/ip:te::e:¥:ayp=gddo±i=i::¥=;±d:tL=hdpa::::i¥o|eh PPK SKPK
Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Pengiiji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Barang dan Jasa

Nomor SPM
Tan88al
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Pengadaan Barang dan Jasa (0 sd 50 Juta)

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     Surat pengantar SPM LS pengadaan Barang dan Jasa
I     Surat pemyataan pengajuan SPM LS pengadaan Barang dan Jasa (SPTJM-SPM)
I    Berita Acara pembayaran
I     SPM LS pengadaan Barang dan Jasa
I     Elektronik billing pajak PPN dan pph
I     FotocopyNPWP
I     Print out/foto copy rekening giro terbaru
I     Surat pemyataan veriffiasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

LS Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGRAPAN SPM LS Barang dan Jasa

Nomor SPM
Tan8gal
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Pengadaan Barang dan Jasa (diatas 50 Juta)

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     Surat pengantar SPM LS pengadaan Barang dan Jasa
I     Surat pemyataan pengajuan SPM LS pengadaan Barang dan Jasa (SFTJM-SPM)
I     SPM LS pengadaan Barang dan Jasa
I     Kartu pengawasan Kontrak/SPK
I    Berita acara pembayaran
I     Surat setoran/bukti pemotongan/pelunasan denda keterlambatan pekeljaan
I     Elektronik billing pajak PPN dan pph
I     FotocopyNPWP

E±    ::=attosuett£:o±o,cboup¥t:es:::rinang [¥f:qterb„
I     Surat pemyataan verifkasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

LS Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Barang dan Jasa

Nomor SPM
Tanggal
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Kontruksi

=§:¥:;L;:p¥;:=::===;e¥±aasi:Pg=;¥pdfa¥:Bp=n=a8d:=:a=aingdanTasa(SPT-M_SPM)

E    :uf:ia :e:tn=::fT!bf:kat:i::=o,nsgp=, pelunasan denda keterlambatan pekeH.aan
I     Surat setoran/bukti pelunasan galian c
I     Elektronik billing pajak PPN dan pph
I     FotocopyNPWP
I     Print out/foto copy rekening giro terbaru

I    §:::: ::tfry=tfb:=kvti::i°:::i:ifeanqgkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp
LS Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan

I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I  Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :

4
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Barang dan Jasa

Nomor SPM
Tanggal
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Jasa Konsultansi dan sejenisnya

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     Surat pengantar SPM LS pengadaan Barang dan Jasa
I     Surat pemyataan pengajuan SPM LS pengadaan Barang dan Jasa (SFTJM-SPM)
I     SPM LS pengadaan Barang dan Jasa
I     Kartu pengawasan Kontrak/SPK
I    Berita acara pembayaran
I     Elektronik billing pajak PPN dan pph
I     FotocopyNPWP
I     Print out/foto copy rekening giro terbaru

E]    §=::: ::tiry=tfb:=kvti::i°::|±:ifeanqgkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lanpiran spp
LS Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK SKPK

I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan do]mmen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifkasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :

`
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Barang dan Jasa

Nomor SPM
Tang8al
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS honorarium, jasa, biaya pemeliharaan/ operasional
dan/ atau sejenisnya

I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     Surat pengantar SPM LS pengadaan Barang dan Jasa
I     Surat pemyataan pengajuan spp LS pengadaan Barang dan Jasa (SPTJM-SPM)
I     SPM LS pengadaan Barang dan Jasa
I     Daftar/Rekapitulasi penerima Honor/Jasa/ sejenisnya

E±    :Ferka:::t±rb=#::t:jp=L::frsd=anppaj# restoran

E=   s:::: :::::=;:::: :::::= zin=aaqt
I     Surat pemyataan verifkasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

LS Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifkasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :

i,ri
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Pihak Ketiga Lainnya

Nomor SPM
Tan88al
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Belanja Bantuan Sosial berupa uang

E   ::::;L;::Et:::;1Ee;:;;:pn;Da=P#:ha==e:ygaa Lannya (SPTJM-SPM,
E±    8u:ta¥£:=kyaaptL::a:±ep:±ea¥Kaepe=gtra:=°:1: Keabsahan Dokumen dan Lanpiran spp

LS Pihak Ketiga Lainnya yang ditandatangani oleh PPK SKPK
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifkasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Pengng.i Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I  Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Pihak Ketiga Lainnya

Nomor SPM
Tan88al
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Belanja Hibah berupa uang kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan

I     Surat pengantar SPM LS pihak Ketiga Lainnya
I     Surat pemyataan pengajuan SPM LS pihak Ketiga Lainnya (SFTJM-SPM)
I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     SPM LS pihak Ketiga Lainnya
I    Berita Acara pembayaran
I     Print out/foto copy rekening giro terbaru
I     FotocopyNPWP
I     Surat pemyataan verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

LS Pihak Ketiga Lainnya yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format chec]dist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifkasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Pengiiji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGRAPAN SPM LS Pihak Ketiga Lainnya

Nomor SPM
Tan88al
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

I     Surat pengantar SPM LS pihak Ketiga Lainnya
I     Surat pemyataan pengajuan SPM LS pihak Ketiga Lainnya (SPIUM-SPM)
I     Surat penyediaan Dana/SPD
I     SPM LS pihak Ketiga Lainnya
I    Berita Acara pembayaran
I     Print out/foto copy rekening giro terbaru
I     FotocopyNPWP
I     Surat pemyataan verifkasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

LS Pihak Ketiga Lainnya yang ditandatangani oleh PPK SKPK, dan
I     Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Pihak Ketiga Lainnya

Nomor SPM
Tanggal
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Belanja Belanja Subsidi

I    Surat pengantar SPM LS pihak Ketiga Lainnya
I     Surat pemyataan pengajuan SPM LS pihak Ketiga Lainnya (SPTJM-SPM)

E±   s:#L:e=#e:aK=ti:aTLa±S:yDa
I    Berita Acara pembayaran
I    Print out/foto copy rekening giro terbaru
I    FotocopyNPWP
I    Surat pemyataan verifkasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

LS Pihak Ketiga Lainnya yang ditandatangani oleh PPK SKPK
I    Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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LEMBAR KONTROL VERIFIKASI
DOKUMEN KELENGKAPAN SPM LS Pihak Ketiga Lainnya

Nomor SPM
Tan88al
Nilai

Kelengkapan dokumen Pengajuan SP2D LS Alokasi Dana Desa/ADK dan Belanja Bagi Hasil
Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa

I    Surat pengantar SPM LS pihak Ketiga Lainnya
I     Surat pemyataan pengajuan SPM LS pihak Ketiga Lainnya (SPTJM-SPM)
I    Surat penyediaan Dana/SPD
I    SPM LS pihak Ketiga Lainnya
I    DaftarTransfer ke Desa
I    Surat pemyataan verifkasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran spp

LS Pihak Ketiga Lainnya yang ditandatangani oleh PPK SKPK
I    Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK

Setelah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut di atas
maka :

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti oleh Penguji Tagihan

Hari/tanggal    :  .............,................

I    Berkas memenuhi persyaratan
I    Berkas tidak memenuhi persyaratan
Catatan atas berkas :

Diverifikasi/ diteliti kembali oleh Kasubid
I   Penatausahaan dan pengelolaan Kas
I   Belanja Langsung
I   Belanja Tidak Langsung

Hari/tanggal    :  ...............,..............

Keterangan :
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e.   Dokumen penolakan sp2D

KOP SRTK

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

®,,,,®,,®,®®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®

Kepada Yth :
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran.

Nomor
Lanpiran:........................
Perihal     :     Pengembalian SPM

Bersama  ini  terlampir  Surat  Perintah  Membayar  UP/GU/TU/LS
Barang   dan   Jasa/LS   Pihak   Ketiga   Lainnya   Saudara   Nomor
.......................   tanggal   ......... 20xx,   dikembalikan   karena   tidak
memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai
berifut :

Demikian  disampaikan,  atas  keljasamanya kami ucapkan  terima
kasih.

BUD/Kuasa BUD

NIP.

A
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REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

No.Urut Tan88al NomorSPM Uraian
Jumlah (Rp.)

Keterangan
UP/GU/TU LS

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah

•.............'tan88al................200
BUD/Kuasa BUDNIP.
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f.    Dokumen perbaikan Data SPM

HOP SRTK

®®,,,,®®

Kepada Yth :
Kepala PPKD selaku BUD
®,,,,,,,,,,®,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,

di-
Tempat.

Nomor      :
Lanpiran:
Perihal     : Perbaikan Data dan KelengkaDan SPM

Bersama ini kami sampalkan perbaikan data dan kelengkapan SPM
untuk proses  selanjutnya dalam proses penerbitan SP2D.  Sebagai
bahan pertimbangan kami lampickan :

1. Data SPM yang telah diperbaiki/dilengkapi
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
3. Daftar/Tabel Rincian Perbaikan Data/ Kelengkapan SPM

Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan penyelesaian lebih
lanjut.

Pengguna chggaran

NIP.
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KOP SRTK

SURAT PERHYATAAN TANGGUHG UAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nana      :
NIP
Jabatan

Dengan ini menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan / ketidaksesuaian/ tidak
lengkapnya      do]flimen      pada      Surat      Perintah      Membayar      Nomor
.........................tanggal..............200,yangkamiterbitkan.

Semula tertulis
Seh-snya

Segala  akibat  dari  perubahan  Surat  Perintah  Membayar  tersebut  diatas
menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

I............., ®,    ® ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pengguna Anggaran

(.............................)
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KOP SRTKBerdasarkanSuratPerbalkanData        dan        Kelengkap an        S PM ,

Nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tanggal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. berikut ini kami sampaikan :Daftar/TabelRincianPerbal]canData/KelengkapanSPM:

Uralan Tertu li s              ' Seharmsnya
SKPD
Bendahara/ Pihak Ketiga
No. Rekening Bank
NPWP
Dasar Pembayaran/ SPD
Untuk Keperluan

Pen,bebanan pada kode
ke8iatan :
Kode Kegiatan
Uraian Kegiatan
Nilai Rp. Rp.
Potongan-potongan :
Uraian Potongan
1. Rp. Rp.
2. Rp. Rp.
3..... Rp. Rp.

Kode Potongan
1. Rp. Rp.
2. Rp. Rp.
3. Rp. Rp.

Nilai Potongan
1. Rp. Rp.
2. Rp. Rp.
3............................ Rp. Rp.

Pengguna thggaran(............................. )

NIP.
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R.     PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

1.      Ketentuan umum
Dalam  penatausahaan  belanja  daerah,   Bendahara  Pengeluaran/
Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  harus  melakukan  pengendalian
atas pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.
Pembu]ouan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran   Pembantu   memuat   informasi,   aliran   data,    serta
penggunaan   dan   penyajian   dokumen   yang   dilakukan    secara
elektronik.
Dalam   rangka   pengendalian   atas   pelaksanaan   belanja   daerah,
Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran      Pembantu
menggunakan buku- buhai sebagai berikut:
a.     Buku Kas umum
b.     Buku pembantu Bank
c.     Buku pembantu Kas Tunai
d.     Buku pembantu pajak
e.     Buku pembantu panjar
f.      Buku pembantu per sub Rincian objek Belanja

Pencatatan buku-bu]ou di atas bersumber pada data, antara lain:
a.     Bukti transaksi yang sah dan lengkap b. SPP UP/GU/TU/LS
c.      SPMUP/GU/TU/LS
d.      SP2D

e.     Dokumen   pendukung   lainnya   sesuai   peraturan   perundang-
undangan

2.      Ketentuan pelaksanaan
a.     Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:
1)     Penerimaan Hang persediaan

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU,   dengan   melakukan   pencatatan

pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku
Kas  Pembantu  Bank  di  sisi  penerimaan  sesuai  dengan
jumlah yang tertera pada SP2D-UP/ SP2D-GU/ SP2D-TU.

2)     Pelimpahan Hang persediaan
Pelimpahan  sebagian  UP  kepada  Bendahara  Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada
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Buhai  Pembantu Bank di  sisi  pengeluaran  sesuai  dengan
jumlah UP yang dilimpahkan.

3)     Pergeseran Hang persediaan
Dalaln hal Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pergeseran UP/ GU/TU yang terdapat
di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di
sisi pengeluaran,  dan pada Buhai Pembantu Kas Tunai di
sisi   penerimaan  sesuai  dengan jumlah  UP/GU/TU  yang
digeser.

4)     Pembayaran belanja oleh Bendahara
Atas       p embayaran       yang       dilakukan       B endahara
Pengeluaran / B endahara          Pengeluaran           Pe mbantu
berdasarkan  bukti-bukti  belanja yang  disampaikan  PPTK
secara  tunai/non  tunai,  dilakukan  pembukuan  dengan
mencatat   pada   BKU   di   sisi   pengeluaran,   pada   Buku
Pembantu   Kas   Tunai/Buhai   Pembantu   Bank   di   sisi
pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja
pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

5)     Pemberian Hang panjar
Berdasarkan  Nota  Pencairan  Dana  PA/KPA,  serta  bukti
pengeluaran  uang/bukti  lainnya  yang   sah,   Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara  Pengeluaran Pembantu  mencatat
pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada
PPI`K di BKU pada sisi pengeluaran, pada Bu]ou Pembantu
Bank  padasisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di
sisi pengeluaran.

6)     Pertanggungjawaban Hang panjar
Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPI`K atas
p enggunaan             uang             panj ar,              B endahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di
BKU   pada   sisi pengeluaran   dan di buku pembantu Sub
Rincian Objek Belanja pada sisipengeluaran.
a)     Dalam   hal   terdapat  pengembalian   kelebihan   uang

panjar dari PPTK,  Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  mencatat  di  Bu]fli  Pembantu
Bank  atau  Buhai    Pembantu  Kas  'Ilmai  pada  sisi
penerimaan  sebesar yang dikembalikan.
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b)     Dalam    hal    terdapat    kekurangan    uang    panjar,
Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu  membayar  kekurangannya  kepada  PPTK,
dan  selanjutnya  mencatat di  Buhai  Pembantu  Bank
atau Bu]ou Pembantu Kas Thnai pada sisi pengeluaran
sebesar yang dibayarkan.

7)     Belanja melalui LS
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembuhaian pembayaran belanja melalui LS
denganmelakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan
dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat
pada Bukupembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom
belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.

8)     Pemungutan dan penyetoran pajak
a)     Pada saat pemugutan/pemotongan pajak,  Bendahara

Pengeluaran/     Bendahara    Pengeluaran    Pembantu
mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Bu]ou
Pembantu Pajakdi sisi penerimaan.

b)     Pada   saat   penyetoran   ke   Rekening   Kas   Negara,
Bendahara      Pengeluaran/Bendahara      Pengeluaran
Pembantu mencatat padaBKU di sisi pengeluaran, dan
Buhai Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

e.     Buhai     Kas     Umum     Bendahara     Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu wajib  ditutup  pada setiap  akhir bulan
dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran   Pembantu   dengan   PA/KPA.    Penutupan   BKU
dilampiri laporan penutupan kas.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran  antara lain
sebagai berikut:

`` -359-



a.      Register spp-SPM-SP2D

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

REGISTER SPP/ SPM/ SP2D
Periode.........

;¥T**[RE#ife¥;#i;g#£tgrg#¥fiS±aejyfiEL*£^iij
I.p

¥¥REisfhEiifeEL:§E^£Agri:i<S#JE€REiEL¥j ¥£a€Sifa#seSfa*ife±t± .f~

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran /

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nana
NIP...............
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b.      BKU

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(HOP SKPK .... )

BUKU RAS UMUM
Periode.........

Saldo     Kas     di     Bendahara     Pengeluaran/Bendahara     Pengeluaran     Pembantu
Rp...........................

(Terbilang)
Terdiri dari:
a.Tunai:     Rp ...........................
b.Bank:     Rp ...........................

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran /

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama
NIP...............
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c.     Buku pembantu Bank

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(HOP SRTK .... )

BUKU PEMBANTU BANK
Periode.........

-±=- .= toife€*ffiFTutfaifeffi#jfri¥#fu,#¥=y
•         .--               ~`

*-      i-        ~     = `..

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran /

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama
NIP...............

'.,
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d.     Buku pembantu Kas

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

BUKU PEMBANTU RAS
Periode.........

• ~3=~ ¥£#Thng"&[¥i¥hwBjEL¥¢€i¥#R# ~~. ffiii&*§¥y?!¥#§¥\REiREas*±+rfe[uife :S¥rs±R*€h+fi+g+`etw=#}iff§ffit:^¥k*S `t.

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran /

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama
NIP...............

itt
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e.     Buku pembantupajak

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

BUKU PEMBANTU PAJAK
Periode.........

-±5- •£` g§##£¥¥ngfuaequgiv¥€€ig#%±H#
I--        I--

±&?h¥E*%'*£8dig\"^REi:\g±t? -I.

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran /

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nana
NIP...............
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f.      Buku pembantupanjar

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

BUKU PEMBANTU PANJAR
Periode.........

• ;#jd8g!rsx`£prrfs¥±£i#€`i#f rife+:f¥S+3l####`mfa3ffi§k¥r#:#±
.--      .I-- .-     =-       ~    ' =*..

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran /

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nana
NIP...............
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9.     Buku pembantu per sub Rincian objek

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
(HOP SKPK .... )

Kode Rekening
Nama Rekening
Jumlah Anggaran (DPA)p
Jumlah Anggaran (DPPA)p

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
Periode.........

•==. ?#i"REiT;ii¢¥H.^##ii?*¥ •. *      -            ..
±¥Fg¥£Bfutrg`#¥gulflFfa¥ff¥`±#:±%£ •.e

Disetujui oleh
Pengguna chggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran /

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nana
NIP...............
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S.      PENYAMPAIAN      LAPORAN      PERTANGGUNGJAWABAN      BENDAHARA

PENGELUARAN
1.     Ketentuan umum

Sebagai  bagian  dari  tugas  dan  tanggung jawabnya,  Bendahara
Pengeluaran / B end ahara       Pengeluaran       Pembantu         haru s
menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ).  Penyusunan
dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi,  aliran  data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
Berdasarkan  ketentuan  dalaln  Pasal   143  Qanun  Aceh  Singkil
Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
Laporan pertanggungj awaban Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a.    Bendahara    Pengeluaran    secara    administratif   wajib
mempertanggungjawabkan  penggunaan  UP/ GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal  10
bulan berikutnya.

b.     Bendahara        Pengeluaran/Bendahara        Pengeluaran
Pembantu  pada  SKPK wajib  mempertanggungjawabkan
secara fungsional  atas  pengelolaan  uang yang  menjadi
tanggung    jawabnya     dengan     menyampaikan     LPJ
pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

c.     Dalaln       hal       bendahara       pengeluaran/bendahara
pengeluaran  pembantu  tidak  menyalnpaikan   laporan
pertanggungjawaban   secara  fungsional  kepada  PPKD,
dikenakan sangsi penundaan pemberian GU berikutnya.

d.     Penyampaian          pertanggungjawaban          Bendahara
Pengeluaran/  Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
fungsional    dilaksanakan    setelah    diterbitkan    surat
pengesahan    pertanggungjawaban    pengeluaran    oleh
PAJRTPAL.

e.     Surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
PA/KPA  di  terbitkan  paling  lambat  pada  setiap  akhir
bulan yang berkenaan;

f.      Untuk    tertib    LPJ    pada    akhir    tahun    anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disalnpaikan paling lambat tanggal 31  Desember tahun
anggaran berkenaan.
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Terkait hal tersebut di atas diatur ketentuan sebagai berikut:
a.     Bendahara          Pengeluaran          wajib          menyampaikan

pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  yang  terdapat  dalam
kewenangannya.

b.     Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran, meliputi:
1)      LPJpenggunaanup

a)     LPJ     penggunaan     UP     dilakukan     Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan GU.

b)     LPJ penggunaan up disampaikan kepada pA melalui
PPK-SKPK    dilampiri    bukti-bukti    belanja    yang
lengkap dan sah.

c)     LPJ  Penggunaan  UP  dijadikan   sebagai  lampiran

pengajuan SPP-GU.
d)     Pada akhir tahun LPJ penggunaan up disampaikan

secara khusus  (tidak menjadi lampiran  pengajuan
GU),  sekaligus  sebagai laporan  sisa dana UP yang
tidak diperlukan lagi.  Penyampaian LPJ ini diikuti
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.

2)     Pertanggungjawaban penggunaan TU
a)     Pertanggungjawaban penggunaan Tu dilakukan oleh

Bendahara    Pengeluaran/Bendahara    Pengeluaran
Pembantu    setelah   TU   yang    dikelolanya    telah
habis/ selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan   atau   telah   sampai   pada   waktu   yang
ditentukan sejak TU diterima.

b)     Pertanggungjawaban  penggunaan  TU  disampaikan
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK
berupa LPJ TU yang dilampiri  bukti-bukti  belanja
yang lengkap dan sah.

c)      PPK-SKPK/PPK-Unit   SKPK   melakukan   verifikasi
terhadap       LPJ       p enggunaan       TU       s eb e lum
ditandatangani oleh PA/ KPA.

3)     Pertanggungjawaban Administratif
a)     Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh

Bendahara  Pengeluaran  kepada  PA  melalui  PPK-
SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

b)     Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa

fr
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pagu   anggaran   secara   kumulatif  dan/atau   per
kegiatari yangdilampiri :

(1)     BKU;

(2)    Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3)    LPJ Bendahara pengeluaran pembantu

c)     Pada    bulan    terakhir    tahun    anggaran,     LPJ
administratif disampaikan paling lambat tanggal 10
Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa
UP.

4)     Pertanggungjawaban Fungsional
a)     Pertanggungjawaban  fungsional  disalnpaikan  oleh

Bendahara Pengeluaran kepada PPKD  selaku BUD

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
b) P ertanggungjawaban   fungsional   berupa   LPJ   yang

merupakan   konsolidasi   dengan   LPJ   Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dilampiri:
(1)    Laporan penutupan kas; dan
(2)    LPJ Bendahara pengeluaran pembantu.

c)     Pertanggungjawaban  fungsional  disampaikan  oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PPKD  sela]ou BUD
setelah mendapat persetujuan PA.

d)     Pada       bulan       terakhir       tahun       anggaran,
pertanggungj awaban fungsional disampaikan paling
lambat    tariggal    10    Januari    tahun    anggaran
berikutnya dan wajib melampirkan bukti setoran sisa
UP.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Pertanggungjawaban penggunaan up

1)     Pada   setiap   pengajuan   GU,   Bendahara   Pengeluaran
menyiapkan LPJ penggunaan UP.

2)     Laporan       Pertanggungjawaban       Penggunaan       UP
disampaikan  kepada  Pengguna Anggaran  melalui  PPK-
SKPK   sebagai   lampiran   pengajuan   SPP   GU   dengan
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b.     Pertanggungjawaban penggunaan TU
1)     Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU

setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk
mendanai  suatu  sub  kegiatan  dan/atau  telah  sampai
pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
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C.

2)     Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ penggunaan
TU kepada PA melalui PPK-SKPK dengan dilampiri bukti-
bukti belanja yang lengkap dan sah.

3)     PPK-SKPK      melakukan      verifikasi      terhadap      LPJ

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan
langkah-1angkah sebagai berikut:
a)     Meneliti  dokumen  SPD  untuk  memastikan  dana

untuk belanjaterkait telah 'disediakan.
b)     Meneliti  dokumen  DPA  untuk  memastikan  bahwa

belanja terkaittidak melebihi sisa anggaran.
c)     Meneliti keabsahan bukti belanja.

Pertanggungj awaban Administratif
1)     Penyusunan LPJ

a)     Setiap    akhir    bulan,     Bendahara    Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran
Pembantu  untuk  disampaikan  kepada  Bendahara
Pengeluaran.

b)     Bendahara   Pengeluaran   akan   menyiapkan   LPJ
Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ
Bendahara Pembantu.  LPJ Bendahara memberikan
gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu
anggaran  secara kumulatif dan/atau  per  kegiatan
yang dilampiri:
(1)     BKU;

(2)    Laporan penutupan Kas;
(3)    LPJ Bendahara pengeluaran pembantu.

2)     Penyampaian LPJ Administratif
a)     Bendahara     Pengeluaran     menyampaikan     LPJ

Bendahara  kepada  PA  melalui  PPK-SKPK  paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b)     PPK-SKPK    melakukan    verifikasi    terhadap    LPJ
administratif    dengan    langkah-1angkah    sebagai
berikut:

(1)    Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti
belanja  yang  didokumentasikan  dalam  buhai
atau laporan terkait;

(2)    Meneliti          penerimaan           SP2D           yang
didokumentasikan  dalam  buhai  atau  laporan
terkait;
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(3)    Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap proses belanja dan pengeluaran kas.

3)     Apabila dalam proses verifikasi,  PPK SKPK menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK
SKPK   meminta   perbaikan   dan/atau   penyempurnaan
kepada Bendahara Pengeluaran.

4)     Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap,
maka  PPK  SKPK  mengajukan  penandatanganan  dan
persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada
Pengguna Anggaran.

5)     Pengguna  Anggaran   menandatangani   LPJ   Bendahara
yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d.     Pertanggungjawaban Fungsional

e.

1)     Setelah LPJ Bendahara pengeluaran ditandatangani oleh
Pengguna       Anggaran ,        B endah ara        Penge luaran
menyalnpaikan  pertanggungjawaban  fungsional  kepada
PPKD  selaku Kuasa BUD  untuk ditandatangani,  paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2)     PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani  LPJ  Bendahara  Pengeluaran  sebagai
bentuk persetujuan.

Pertanggungjawaban    Bendahara    Pengeluaran    Pembantu,
meliputi:
1)     Pertanggung).awaban penggunaan Limpahan up

a)     Pertanggungjawaban   penggunaan   UP   dilakukan
Bendahara   Pengeluaran   pada   setiap   pengajuan
penggantian limpahan UP.

b)     Pertanggungjawaban    penggunaan    limpahan    UP
disampaikan  kepada  KPA  melalui  PPK-Unit  SKPK
berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti
belanja yang lengkap dan sah.

c)     LPJ-1impahan  UP  disampaikan  kepada  Bendahara
Pengeluaran    sebagai    dasar    penyusunan    LPJ
Bendahara Pengeluaran.

2)     Pertanggungjawaban penggunaan TU
a)     Pertanggungjawaban penggunaan Tu dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya  telah  habis/selesal  digunakan  untuk
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mendanai suatu subkegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

b)     Pertanggungjawaban  penggunaan  TU  disampaikan
kepada    KPAmelalui    PPK-SKPK/PPK-Unit    SKPK
berupa  LPJ-TU  yangdilampiri  bukti-bukti  belanja
yang lengkap dan sah.

c)      PPK-SKPK/PPK-Unit    SKPK   melakukan   verifikasi
terhadap       LPJ       p enggunaan       TU       s eb elum
ditandatangani oleh KPA.

3)      LPJ
a)     Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  menyampaikan

LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat
tanggal 5 bulanberikutnya, dilampiri:
(1)     BKU;dan

(2)    Laporan penutupan kas.
b)     PPK-Unit SKPK melakukan verifikasi terhadap  LPJ

sebelum  ditandatangani  KPA  untuk  mendapatkan
persetu].uar.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi   dokumen   penyalnpaian   laporan   pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:
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a.      LPJ-UP

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
Periode.........

Besaran up Berdasarkan sK KDH          :       Rp ....
Uang persediaan (UP) Awal periode        :       Rp ....
Penggunaan Hang persediaan (UP          :       Rp ....
Uangpersediaan (UP)Akhirperiode       :       Rp .....

Urusan
Bidang Urusan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Kode Uraian Jumlah Belanja Arfumulasi Sisa Anggaran
Rekening Anggaran Periode Ini Belanja

Urusan
Bidang Urusan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Kode Uraian Jumlah Belanja Arfumulasi Sisa Anggaran
Rekening Anggaran Periode Ini Belanja

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP................
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b.      LPJ-TU

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
(HOP SRTK .... )

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Periode.........

Program
Ke8iatan
Sub Kegiatan
Tanggal SP2D TU

Kode Rekening Uraian Jriinlah

®

Total
Tambahan  Uang  Persediaan

Sisa Tambahan Uang Persediaan

Mengetahui
Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............

Singkil,..................20xx
Disiapkan Oleh,

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP...............
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c.     Laporan penutupan Kas

LAPORAN PENUTUP KAS
Periode.........

Kepada Yth,

Ditempat

Dengan  memperhatikan  Peraturan  Bupati Aceh  Singkil  No ....... Tahun ....... mengenai
Sistem  dan  Prosedur Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  bersama ini kami  sampaikan
Laporan   Penutupan   Kas   Bulanan   yang   terdapat   di   Bendahara      Pengeluaran
SKPK..; .............   adalah  sejumlah  Rpdengan
perincian sebagai berikut:

A.    Kas di Bendahara pengeluaran
A.1  Saldo awal bulan tanggal
A.2  Jumlah Penerimaan
A.3  Jumlah Pengeluaran
A.4  Saldo akhir bulan tanggal

Rp.
Rp.

EE
Rp.

Saldo   Akhir   bulan   tanggal ............... terdiri   dari    saldo    di   kas    tunai    sebesar
Rp ................. dan saldo di bank sebesar Rp .....................

8.    Kas di Bendahara pengeluaran pembantu
8.1  Saldo awal bulan tanggal
8.2  Jumlah Penerimaan
8.3  Jumlah Pengeluaran
8.4  Saldo akhir bulan tanggal

Bpi
Rp.

Saldo    A]chir   bulan   tanggal ............... terdiri    dari    saldo    di   kas    tunai    sebesar
Rp ................. dan saldo di bank sebesar Rp .....................

C.    Rekapitulasi posisi Kas di Bendahara pengeluaran
C.1  Saldo Kas Tunai
C.2   Saldo Bank
C.3  Saldo Tunai

Bendahara Pengeluaran

Nana NIP ....
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d.     SPJ Administratif

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SRTK .... )

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ ADMINISTRATIF)
Periode.........

Kode
Uraian Jundah

SPJ LS Gaji SPJ LS Barang Jasa SPJ UP/GU/TU

Jundah SPJ Sisa Pa8u
s.dBulan

BulanIni

s.dBulan s.dBul

BulanIni

s.dBulan s.dBulan

BulanIni

s.dBulan

Rek
chggaran Lalu in Lalu ®,in Lalu 1m (LS+UP/GU/TU)s.dBulanini chggaran

Penerimaan
-SP2D
-Potongan Pajak
a.PPN    .
b. Pph 21
c. Pph 22
d. Pph 23
e. Pph Final
-Lain-lain
JumlahPenerimaan

Pengeluaran
-SPJ
-PenyetoranPajak

a. PPN
b. Pph 21
c. Pph 22
d. Pph 23
e. Pph Final
-Lain-lain
JumlahPengeluaran

Saldo Kas

Mengetahui
Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............
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singkii,..................2oxx
Disiapkan Oleh,

Bendahara Pengeluaran

Nana
NIP...............



e.      SPJ Fungsional

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
(KOP SKPK .... )

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ FUNGSIONAL)
Periode.........

Kode
Uraian Jundah

SPJ LS Gaji SPJ LS Barang Jasa SPJ UP/GU/TU

Jundah SPJ Sisa Pa8u
s.dBulan

BulanIni

s.dBulan s.dBul

BulanIni

s.dBulan s.dBulan

BulanIni

s.dBulan

Rek
chggaran Lalu in Lalu in Lalu in (LS+UP/GU/TU)s.dBulanini chggaran

Penerimaan
-SP2D
-Potongan Pajak
a. PPN
b. Pph 21
c. Pph 22
d. Pph 23
e. Pph Final
-Lain-lain
JumlahPenerimaan

Pengeluaran
-SPJ
-PenyetoranPajak

a. PPN'
b. Pph 21
c. Pph 22
d. Pph 23
e. Pph Final
-Lain-lain
JumlahPengeluaran

Saldo Kas

Mengetahui
Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

Nana
NIP...............
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singkii,..................2oxx
Disiapkan Oleh,

Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP...............



T.      TATA. CARA  PENGANGGARAN,   PELAKSANAAN  DAN  PENATAUSAHAAN

BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

1.     Pelaksanaan           pekerjaan/pembayaran           atas           ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan
yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
a.     keterlambatan  pembayaran  terhadap  pekerjaan  yang  telah

diselesaikan 100°/o (seratus persen) pada tahun berkenaan;
b.      perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

peraturan   perundang-undangan  yang  mengatur   mengenai
pengadaan barang dan jasa;

c.     keadaan di luar kendali pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar lfo7lce mczjetJre) sesuai
peraturan perundang-undangan

d.     kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  antara  lain  hasil  putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

2.     Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100°/o (seratus persen) pada tahun
berkenaan:
a.     Kepala     SKPK     mengajukan     permohonan     review     atas

keterlambatan  pembayaran  terhadap  pekerjaan  yang  telah
diselesaikan  100°/o  (seratus  persen)  tetapi  belum  terlaksana
pembayarannya   pada   tahun   berkenaan   kepada   kepala
perangkat daerah yang membidangi Pengawasan;

b.     Kepala   SKPK   menyampaikan   nota   dinas   disertai   uraian
penjelasan    alasan/pertimbangan    laporan    akhir   realisasi
pelaksanaan  kegiatan  fisik  dan/atau  non  fisik  yang  telah
diselesaikan 100°/o (seratus persen) beserta realisasi keuangan
sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala perangkat
daerah   yang   membidangi   pengawasan,   Kepala   perangkat
daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah
dan  Kepala  perangkat  daerah  yang  membidangi  keuangan
daerah dengan dilampiri :
1)      hasil reviewAPIP;
2)     rancarigan    RKA    SKPK    sub    kegiatan    yang    telah

diselesaikan   100°/o   (seratus   persen)   tetapi   mengalami
keterlambatan pembayaran pada tahun berkenaan
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C. Laporan   realisasi   kegiatan   dimaksud   diuraikan   menurut
urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan,
kode rekening belanja maupun out put/paket pekerjaan yang
telah diselesaikan 100°/o (seratus persen) dan belum terealisasi

pembayarannya;
d.     Berdasarkan  nota dinas  kepala  SKPK dan  hasil  review APIP

dimaksud  pada  huruf b,  TAPK  melaksanakan  pembahasan
yang  hasilnya  menjadi  bahan  penyusunan  Perubahan  Atas
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK;

3.     Pelaksanaan  pembayaran  atas  perpanjangan waktu  pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur  mengenai   pengadaan   barang  dan  jasa  pemerintah,
sebagai berikut :
a.     Kepala   SKPK   sesuai   kewenangannya   dalam   mengadakan

ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa dapat melakukan
perpanj angan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun
anggaran berkenaan mendasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undarigan  mengenai  pengadaan  barang  dan jasa
pemerintah.

b.     Kepala  SKPK  mengajukan  permohonan  review  pembayaran

C.

atas   perpanjangan   waktu   pelaksanaan   pekerjaan   kepada
kepala perangkat daerah yang membidangi Pengawasan;
Kepala   SKPK   menyampaikan   nota   dinas   disertal   uraian
penjelasan   alasan/pertimbangan   pemberian   perpanjangan
waktu  pelaksanaan  pekerjaan  dan  laporan  akhir  realisasi
pelaksanaan kegiatan fisik dan/atau non fisik yang diberikan
perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun
anggaran  berkenaan  beserta  realisasi  fisik  dan  keuangan
kepada Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah  dengan  tembusan
Kepala   perangkat   daerah   yang   membidangi   pengawasan,
Kepala   perangkat   daerah   yang   membidangi   perencanaan
pembangunan  daerah  dan  Kepala  perangkat  daerah  yang
membidangi keuangan daerah dengan dilampiri :
1)      hasil reviewAPIP;
2)     rancangan   RKA   SKPK   sub   kegiatan   yang   diberikan

perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
d.     Laporan   realisasi   kegiatan   dimaksud   diuraikan   menurut

urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan,
kode rekening belanja maupun out put/paket pekerjaan yang
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e.

diberikan    perpanjangan    waktu    pelaksanaan    pekerjaan
melampaui tahun anggaran berkenaan;
Berdasarkan  nota dinas  kepala  SKPK dan  hasil  review APIP
dimaksud,  TAPK  melaksanakan  pembahasan  yang  hasilnya
menjadi bahan penyusunan Perubahan Atas Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK;

4.     Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan   kahar   (force   majeure)   sesuai   peraturan   perundang
undangan:
a.     Kepala  SKPK  melakukan  penelitian  sebab-sebab  terjadinya

keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran
berkenaan     untuk     memastikan     bahwa     keterlambatan
penyelesaian   pekerjaan    terjadi   bukan   karena   kelalaian
penyedia barang/jasa dan/ atau pengguna barang dan jasa;

b.     Kepala  SKPK  mengajukan  permohonan  review  Pelaksanaan

pekerjaan/pembayaran    atas    keadaan    di    luar    kendali
Pemerintah   Daerah   dan/atau   penyedia   barang   dan  jasa
termasuk   keadaan   kahar   (force   majeure)   kepada   kepala
perangkat daerah yang membidangi Pengawasan;

c.     Kepala   SKPK   menyampaikan   nota   dinas   disertai   uraian
penjelasan Pelaksanaan pekerjaan/ pembayaran atas keadaari
di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang
dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) dan laporan
akhir realisasi pelaksanaan pekerj aan/ pembayaran keadaan di
luar kendali Pemerintah Daerah dan/ atau penyedia barang dan
jasa termasuk keadaan kahar (force majeure)  kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala SKPK yang
membidangi pengawasan keuangan daerah, Kepala SKPK yang
membidangi  perencanaan  pembangunan  daerah  dan  Kepala
SKPK yang membidangi keuangan daerah, dengan dilampiri :
1)      hasil reviewAPIP;

2)     rancangan    RKA    SKPK    sub    kegiatan    Pelaksanaan
pekeljaan/pembayaran   atas   keadaan   di   luar  kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa
termasuk keadaan kahar (force majeure).

d.     Laporan   realisasi   kegiatan   dimaksud   diuraikan   menurut
urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan,
kode      rekening      belanj a      maupun      out      put/ paket
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e.

pekerjaan/pembayaran yang terjadi keadaan  di luar kendali
Pemerintah   Daerah   dan/atau   penyedia   barang   dan  jasa
termasuk keadaan kahar (force majeure) ;
Berdasarkan  nota dinas  kepala  SKPK dan  hasil  review APIP
serta  mendasarkan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,  TAPK  melaksanakan  pembahasan  yang  hasilnya
menjadi bahan penyusunan Perubahan Atas Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK;

5.     Pelaksanaan   pembayaran   atas   kewajiban   lainnya   pemerintah
daerah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  antara
lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, dengan tahapan
sebagai berikut :
a.     Kepala  SKPK  melakukan  penelitian  sebab-sebab  terjadinya

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.     Kepala  SKPK  mengajukan  permohonan  review  Pelaksanaan
pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai
ketentuan   peraturan   perundang-undangan   kepada  kepala
perangkat daerah yang membidangi Pengawasan;

c.     Kepala   SKPK   menyampaikan   nota   dinas   disertai   uraian

penjelasan Pelaksanaan pembayaran  atas kewajiban lainnya
pemerintah  daerah  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan     dan     laporan     akhir     realisasi     Pelaksanaan
pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai
ketentuan  peraturan   perundang-undangan   kepada  Bupati
melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala SKPK yang
membidangi pengawasan keuangan daerah, Kepala SKPK yang
membidangi  perencanaan  pembangunan  daerah  dan  Kepala
SKPK yang membidangi keuangan daerah, dengan dilampiri :
1)      hasil reviewAPIP;
2)     rancangan    RKA    SKPK    sub    kegiatan    Pelaksanaan

pembayaran  atas  kewajiban  lainnya pemerintah  daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.     Laporan   realisasi   kegiatan   dimaksud   diuraikan   menurut
urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan,
kode    rekening    belanja    pelaksanaan    pembayaran    atas
kewajiban   lainnya   pemerintah   daerah   sesuai   ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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e.     Berdasarkan nota dinas kepala SKPK dan hasil review APIP,
TAPK   melaksanakan   pembahasan  yang   hasilnya   menjadi
bahan penyusunan Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBK

6.     Berdasarkan hasil pembahasan TAPK atas nota dinas Kepala SKPK
berkaitan dengan :
a.    Pelaksanaan   pembayaran   atas   keterlambatan   pembayaran

terhadap  pekerjaan  yang  telah  diselesaikan   100°/o  (seratus
persen) pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud angka
2;

b.    Pelaksanaan     pembayaran     atas     perpanjangan     waktu
pelaksanaan     pekerjaan     sesuai     ketentuan     peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pengadaan
barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud angka 3;

c.     Pelaksanaan  pekerjaan/pembayaran  atas  keadaan   di  luar
kendali Pemerintah Daerah dan/ atau penyedia barang dan jasa
termasuk  keadaan  kahar  (force  majeure)  sesuai  peraturan
perundang   undangan   sebagaimana   dimaksud   angka   4;
dan/atau

d.    Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah
daerah   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-undangan
antara  lain  hasil  putusan  pengadilan  yang  bersifat  tetap
sebagaimana dimaksud  angka  5,  PPKD  melakukan  fasilitasi
pembahasan rancangan RKA SKPK dan menyusun perubahan
atas    Peraturan   Bupati   tentang   Penjabaran   APBK   dan
diberitahukan  kepada  Pimpinan  DPRK  untuk  selanjutnya
ditampung dalam perubahan APBK.

7.    Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati  tentang  Penjabaran  APBK,  Kepala  SKPK  menyusun  DPA
SKPK atau perubahan DPA SKPK yang selanjutnya disahkan oleh
PPKD  dengan  persetujuan  Sekretaris  Daerah  selaku  koordinator
pengelolaan keuangan daerah.

8.     DPA  SKPK  atau  perubahan  DPA  SKPK  tersebut  menjadi  dasar

pelaksanaan  pembayaran  setelah  diterbitkan  SPD  dan  memenuhi
persyaratan     pencairan     dana/pembayaran     sesuai     ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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U.     BELANJA WAJIB  DAN MENGIKAT
1.     Ketentuan umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan
dalamrangka  pemenuhan  pelayanan  dasar  masyarakat.  Belanja
yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara
terus  menerus  dan  harus  dialokasikan  oleh  pemerintah  daerah
dengan jumlah yang cukup untuk keperluan  setiap  bulan  dalam
tahun anggaran yang berkenaan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 Qanun Aceh Singkil Nomor
4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Beberapa
ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja yang
bersifat wajib dan mengikat adalah:
a.    Dalam  hal  Bupati  dan  DPRK  tidak  mengambil  persetujuan

bersama dalam waktu 60 (enaln puluh) hari sejak disampaikan
rancangan  Qanun tentang APBK oleh  Bupati  kepada DPRK,
Bupati meny-usun rancangan Peraturan Bupati tentang APBK
paling tinggi sebesar angka APBK tahun anggarari sebelumnya.

b.    Rancangan   Peraturan   Bupati   tentang   APBK   sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait  hal  tersebut  di  atas,  beberapa  ketentuan  diatur  sebagai
berikut:
a.    Dalam   hal   terdapat   belanja   yang   sifatnya   wajib   dan

bmengikat  sebelum  DPA-SKPK  disahkan,   maka  BUD   dapat

membuat   SPD  tanpa  menunggu    DPA    disahkan    setelah
diterbitkan    peraturan  Bupati   tentang   belanja  wajib   dan
mengikat.
Pembayaran atas beban APBK dapat dilakukan berdasarkan
SPD, atau DPA-SKPK, atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

2.     Ketentuan pelaksanaan
Ketentuan  pelaksanaan  anggaran  untuk  belanja  yang  sifatnya
wajib dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a.     Dalam hal keterlalnbatan penetapan APBK; dan
b.     Dalam hal dokumen belum siap.
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V.     SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan  untuk  masa  lebih  dari  1  (satu)  tahun  anggaran  yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88  Qanun Aceh  Singkil Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Terkait sub kegiatan
yang bersifat tahun jalnak sebagai berikut:
1.     Dalam  melaksanakan  sub  kegiatan  yang  bersifat  tahun  jamak

(mt/Ztt.geczrs) , harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Qanun;
2.     Penganggaran     Kegiatan    Tahun    Jamak     berdasarkan     atas

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK;
3.     Persetujuan  bersama  antara  Bupati  dan  DPRK  ditandatangani

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS;
4.     Qanun  (Persetujuan  bersama  antara  Bupati  dan  DPRK) tahun

jamak sekurang-kurangnya memuat:
a.     mama sub kegiatan;
b.    jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
c.     jumlah anggarari; dan
d.     alokasi anggaran per tahun.

5.     Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:
a.     Pekeljaan  Konstruksi  atas  pelaksanaan  Sub  Kegiatan  yang

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan
satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari
12  (dua belas) bulan; atau

b.     Pekerjaan   atas   pelaksanaan   sub   kegiatan  yang  menurut
sifatnya  harus  tetap  berlangsung  pada  pergantian  tahun
anggaran    seperti    penanaman    benih/bibit,    penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara,  makanan dan obat di rumah
sakit,  1ayanan  pembangunan  sampah  dan  pengadaan  jasa
cleaning service.

c.     Jangka  waktu  pelaksanaan  tahun jamak  tidak  melampaui
masa jabatan Bupati.

d.     Dalam hal pelaksanaan  tahun jamak,  masa jabatan  Bupati
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun
jamak  dimaksud   dapat   diselesaikan   sampai   berakhimya
tahun anggaran.
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W.    PENATAUSAHAAN  PENERIMAAN  PEMBIAYAAN

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  144  sampai  dengan  pasal  148
Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,  Pelaksanaan   dan   penatausahaan   penerimaan   pembiayaan
daerah adalah sebagai berikut:
1.     Pelaksanaan  dan  penatausahaan  penerimaan  dan  pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
2.     Penerimaan   dan   pengeluaraan   Pembiayaan   Daerah   dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah.
3.    Dalam   hal   penerimaan   dan   pengeluaran   Pembiayaan   Daerah

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak
dilakukan  melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan

pencatatan    dan    pengesahan    penerimaan    dan    pengeluaran
Pembiayaan Daerah tersebut.

4.     Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan
dalaln tahun anggaran berjalan untuk:
a.     menutupi defisit anggaran;
b.    mendanai    kewajiban    Pemerintah    Daerah    yang    belum

tersedia anggarannya;
c.     membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah

yang    melalnpaui    anggaran    yang    tersedia    mendahului
perubahan APBK;

d.     melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
e.     mendanai  kenaikan  gaji  dan  tunjangan  Pegawai ASN  akibat

adanya kebijakan Pemerintah;
f.     mendanai  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan yang  belum

tersedia anggarannya; dan/ atau
9.    mendanai  sub  kegiatan  yang  capaian  Sasaran  Kinerjanya

ditingkatkan  dari  yang  telah  ditetapkan  dalam  DPA  SKPK
tahun  anggaran  berjalan,  yang  dapat  diselesaikan  sampai
dengan  batas akhir  penyelesaian  pembayaran  dalam  tahun
anggaran beljalan.

5.     Pemindahbukuan   dari   rekening  Dana   Cadangan   ke   Rekening
Kas  Umum Daerah  dilakukan  berdasarkan  rencana penggunaan
Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

6.     Pemindahbuhaian   dari   rekening   Dana   Cadangan   ke   Rekening
Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang
ditetapkan berdasarkan  Peraturan Daerah tentang pembentukan
Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
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7.     Pemindahbuhaian  paling  tinggi  sejumlah  pagu  Dana  Cadangan

yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Qanun tentang
pembentukan Dana Cadangan.

8.     Pemindahbu]fllan   dari   rekening   Dana   Cadangan   ke   Rekening
Kas     Umum     Daerah     dilakukan     dengan     surat     perintah
pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan diatur sebagai berikut:
1.     Terhadap  penerimaan dan pengeluaran  Pembiayaan,  Kuasa BUD

akan  melakukan  pencatatan  atas  penerimaan  pembiayaan  pada
Buhai    Kas    Penerimaan    dan    Pengeluaran    (BKPP)    pada    sisi

penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku
Kas Penerimaan danpengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

2.     Terhadap   penerimaan   dan   pengeluaran  yang   telah   mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di
Buku   Kas    Penerimaan   dan    Pengeluaran    (BKPP)    pada   sisi

penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buhal
Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

3.     Bendahara       Pengeluaran       melakukan       pencatatan       atas
pemindahbuhaian    dari   rekening   Dana   Cadangan    ke    RKUD
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
(BKPP).

4.     Penerimaan  kas  atas  Penerimaan  Kembali  Pemberian  Pinjaman
Daerah melalui RKUD.

5.     Pembuhaian   pemberian   pinjaman   dan   penerimaan   kas   atas
Penerimaan  Kembali  Pemberian  Pinjaman  Daerah  menggunakan
Buhai Kas  Penerimaan  dan  Pengeluaran Pembiayaan  dan  dicatat
oleh Kuasa BUD untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran
dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah  pada  sisi penerimaan.

6.     Pinjaman      Daerah      merupakan      semua      transaksi      yang
mengakibatkan  daerah  menerima  sejumlah uang  atau  menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali, yang bersumber dari:
a.     pemerintah pusat;
b.     pemerintah daerah lain;
c.     1embaga keuangan bank;
d.     1embaga keuangan bukan bank; dan e. masyarakat.
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7.     Pelaksanaan   dan   penatausahaari   atas   Pinjalnan   Daerah   dari
pemerintah pusat dilaksanakan melalui:
a.     pembayaran langsung;
b.     rekening khusus;
c.     pemindahbukuan ke RKUD;
d.     letter of oredit, dan
e.     pembiayaan pendahuluan.

8.     Pembu]flian      penerimaan      kas      atas      Pinjaman      Daerah
menggunakan Buhai Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi penerimaan.

9.     Tata    cara    pelaksanaan    Pinjaman    Daerah    mengacu    pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.   Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi,  aliran
data,  serta  penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan
secara elektronik.

X.     PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  144  sampai  dengan  pasal  148
Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,   Pelaksanaan    dan    Penatausahaanpengeluaran   Pembiayaan
Daerah adalah sebagai berikut:
1.     Pelaksanaan  dan  penatausahaan  penerimaan  dan  pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
2.     Penerimaan   dan   pengeluaraan   Pembiayaan   Daerah   dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah.
3.     Dalam   hal   penerimaan   dan   pengeluaran   Pembiayaan   Daerah

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak
dilakukan  melalui Rekening Kas Umum Daerah,  BUD melakukan
pencatatan    dan    pengesahan    penerimaan    dan    pengeluaran
Pembiayaan Daerah tersebut.

4.     Pengalokasian   anggaran   untuk   pembentukan   Dana   Cadangan
dalam  tahun  anggaran  berkenaan  sesuai  dengan  I.umlah  .yang
ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.

5.     Alokasi  anggaran  dipindahbukukan  dari  Rekening  Kas   Umum
Daerah ke rekening Dana Cadangan.

6.     Pemindahbukuan  dilakukan  dengan  surat  perintah  Kuasa  BUD
atas persetujuan PPKD.

7.     Dalaln rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan,  Kuasa BUD
berkewajiban untuk :
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a. meneliti  kelengkapan  perintah  pembayaran yang  diterbitkan
oleh kepala SKPKD;

b.     menguji   kebenaran   perhitungan   pengeluaran   Pembiayaan
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.     menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
d.     menolak pencairan  dana,  apabila perintah  pembayaran  atas

pengeluaran  Pembiayaan  tidak  memenuhi  persyaratan  yang
ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan diatur sebagai berikut:
1.     Terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran  Pembiayaan,  Kuasa BUD

akan  melakukan  pencatatan  atas  penerimaan  pembiayaan  pada
Buhai Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan
sedangkan    pengeluaran    pembiayaan    dicatat    di    Buku    Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

2.     Terhadap   penerimaan   dan   pengeluaran   yang   telah   mendapat
pengesahan BUD,  Kuasa  BUD  mencatat  penerimaan  pembiayaan
di   Buku    Kas  Penerimaan   dan   Pengeluaran   (BKPP)   pada   sisi

penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buhai
Kas Penerimaan  dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

3.     Melunasi  kewajiban  bunga  dan  pokok  utang  untuk  penyediaan
anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari
denda dan/atau sanksi sesuai dengan peljanjian pinjaman.

4.     Dana  cadangan  untuk  setiap  tahun  ditempatkan  pada  rekening
tersendiri pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk
deposito  dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko
rendah.

5.     Dalaln  hal  terdapat  bunga  Dana  Cadangan  atas  pemanfaaatan
Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga
Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

6.     Bunga   Dana   Cadangan   dapat   digunakan   untuk   mendanai
kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam
mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

7.     Penggunaan  Dana  Cadangan  hanya  untuk  melaksanakan  satu
sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang
telah ditetapkan.

8.     Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  pada  badan  usaha  milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
Qanun tentang penyertaan modal.
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9.     Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat
hak kepemilikan.

10.   Penyertaan  modal  pemerintah  daerah  atas  barang  milik  daerah
merupakan  pengalihan  kepemilikan  barang  milik  daerah  yang
semula   merupakan   kekayaan  yang   tidak   dipisahkan   menjadi
kekayaan    yang    dipisahkan    untuk    diperhitungkan    sebagai
modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

1 1 .   Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang
dilafukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara
lain:
a.     Qanun tentang penyertaan modal; dan
b.     Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

12.   Pembuhaian  atas  pemindahbukuan  dan  pemindahtanganan  atas
penyertaan  modal  daerah  menggunakan  Buhai  Penerimaan  dan
Pengeluaran Pembiayaan.

13.   Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil
bersih  setelah  dikurangi  biaya  pelaksanaan  penjualan  kekayaan
daerah yang dipisahkan.

14.   Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15.   Dokumen yang digunakan dalaln hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan antara lain:
a.     Qanun   tentang   hasil   penjualan   kekayaan   daerah   yang

dipisahkan;
b.     Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
c.     Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

16.   Pembuhaian   atas   Pemindahbuhaian   hasil   penjualan   kekayaan
daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD  menggunakan
Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

17.   Pemberian   Pinjaman   Daerah   dapat   dilakukan   apabila   APBK
diperkirakansurplus.

18.   Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
dalaln  Peraturan  Daerah  tentang  APBK  dengan  mengacu  pada
perjanjian pemberian pinjaman/ pemberian utang.

19.   Tata  cara  Pemberian  Pinjaman  Daerah  dan  Penerimaan  Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah mengacu pada peraturan perundang-
undangan.
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20.   Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan  dalam  Qanun  tentang  APBK  dengan  mengacu  pada
perjanjian utang/ obligasi daerah.

21.   Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

22.   Pembuhaian pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang
jatuh tempo menggunakan Buhai Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

23.  Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

24.   Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran
data,  serta penggunaan  dan  penyajian  dokumen yang dilakukan
secara elektronik.
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BAB VI
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAII DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAII

A.      LAPORAN    REALISASI    SEMESTER    ANGGARAN    PENDAPATAN    DAN

BELANJADAERAH PERTAMA APBK
1.     Ketentuan umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBK mengungkapkan laporan
kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunju]ckan ikhtisar
sumber,   alokasi,   dan   pemakaian   sumber   daya   ekonomi   serta
ketaatannya  terhadap  APBK  selama  periode  Januari-Juni  tahun
anggaran berkenaan.
Laporan    Realisasi    Semester    Pertama    APBK    menggambarkan

perbandingan  antara  anggaran  dengan  realisasinya  dalam  periode
Januari-Juni  pada  tahun  anggaran  berkenaan  serta  menyajikan
unsur- unsur sebagai berikut:
a.     Pendapatan-LRA;
b.     Belanja;
c.     Transfer;
d.     Surplus/Defisit-LRA;
e.     Pembiayaan; dan
f.      Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 Qanun Aceh Singkil Nomor
4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Ketentuan
umum  dalam  laporan  realisasi  semester  pertama APBK
adalah sebagai berikut:
a.     Pemerintah   Daerah   menyusun   laporan   realisasi   semester

pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
b.     Laporan  disampaikan  kepada  DPRK  paling  lambat  pada akhir

bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
2.     Ketentuan pelaksanaan

Bagian 1 : Laporan Realisasi Semester Pertana APBK pada SKPK
a.     Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan

dari  bendahara  penerimaan  dan  laporan  pertanggungjawaban
pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPK menyiapkan
laporan realisasi  semester pertama APBK dan  prognosis  SKPK
dengan cara:
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1)     Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam  laporan  pertanggungjawaban  penerimaan  bulanan
dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per
rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari
s.d. Juni.

2)     Jumlah  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dimasu]ckan ke dalam
format  laporan   realisasi   semester   pertama   APBK   dan

prognosis SKPK pada kolom realisasi semester pertama.
3)     Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran

dan penerimaan.
4)     Mengisi  kolom  prognosis  dengan  sisa  anggaran  ditambah

dengan nilai rencana perubahan anggaran.
b.     PPK  SKPK  menyerahkan  laporan  realisasi  semester  pertama

C.

APBK dan prognosis SKPK kepada Kepala SKPK sela]fli PA untuk
ditandatangani.
Kepala SKPK selaku   PA melakukan verifikasi untuk   meneliti
ketepatan,   kelengkapan   dan   kevalidan   perhitungan   dalaln
penyajian  data  dan  informasi  yang  tercantum  pada  laporan
realisasi   semester  pertama  APBK  dan  prognosi   SKPK  yang
diserahkan oleh PPK SKPK.

d.     Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPK selaku

e.

PA  menandatangani  laporan  realisasi  semester  pertama APBK
dan prognosis SKPK.
Kepala   SKPK   selaku   PA   menyampaikan   laporan   realisasi
semester   pertama   APBK   dan   prognosis   SKPK   yang   telah
ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari
setelah semester pertalna berakhir.

Bagian  2:  Laporan  Realisasi  Semester  Pertcma  APBK  Pemerindah
Da;erah
a.     Berdasarkan  laporan  realisasi  semester  pertama  APBK  dan

prognosis  yang  diajukan  oleh  Kepala  SKPK  selahai  PA,  BUD
melakukan     verifikasi     dengan     langkah-1angkah     meneliti
kesesuaian   laporan   realisasi   semester   pertama   APBK   dan
prognosis SKPK dengan:
1)     pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
2)     pencatatan serta pencairan dana untuk belanja  SKPK yang

ada di BUD.
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b.     Dalaln     hal     verifikasi     dinyatakan     telah     sesuai,     BUD
menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBK dan

prognosis  SKPK  menjadi  laporan  realisasi  semester  pertama
APBK dan prognosis Pemerintah Daerah  paling lambat minggu
kedua bulan Juli.

C. Draf laporan  realisasi  semester  pertama APBK  dan  prognosis
Pemerintah  Daerah  hasil penggabungan  tersebut disampaikan
kepada  Sekretaris   Daerah   sela]ou   Koordinator   Pengelolaan
Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

d.     Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan
kepada Bupati untuk ditandatangani paling lalnbat mingguketiga
bulan Juli.

e. Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBK
dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRK paling lambat
akhir bulan Juli.

a.     PRASYARAT PERUBAHAN APBK
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  151  Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun  2022  tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah,  Ketentuan terkait
perubahan APBK sebagai berikut:
1.     Laporan realisasi semester pertama APBK menjadi dasar perubahan

APBK.

2.     Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
a.     perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b.    keadaan   yang   menyebabkan   harus   dilakukan   pergeseran

anggaranantar   organisasi,    antar   unit   organisasi,    antar
program, antar kegiatan,  antar sub kegiatan dan antar jenis
belanja;

c.     keadaan     yang     menyebabkan     SiLPA     tahun     anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

d.     keadaan darurat; dan/atau
e.     keadaan luar biasa.

C.     PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS
1      Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 152 Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun 2022  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Ketentuan
terkait  perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:
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a.     Perkembangan yang tidak sesuai  dengan  asumsi  KUA dapat
berupateljadinya:
1)     pelampauan  atau tidak tercapainya proyeksi  pendapatan

daerah;
2)     pelalnpauan  atau  tidak  terealisasinya  alokasi  belanja

daerah; dan/ atau
3)     perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

b.    Bupati  memformulasikan  perkembangan  yang  tidak  sesuai
dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPK.

c.     Dalam    rancangan    perubahan    KUA    disertai    penjelasan
mengenai  perbedaan  asumsi  dengan  KUA  yang  ditetapkan
sebelumnya.

d.     Dalam rancangan perubahan ppAs disertai penjelasan:
1)     program,    kegiatan    dan    sub    kegiatan    yang    dapat

diusulkan  untuk  ditampung  dalam  perubahan  APBK
dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBK
tahun anggaran berjalan;

2)     capaian   sasaran   kinerja   program,   kegiatan   dan   sub
kegiatan yang  harus  dikurangi  dalam  perubahan  APBK
apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

3)     capaian   sasaran   kinerja   program,   kegiatan   dan   sub
kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBK
apabila melampaui asumsi KUA.

2      Ketentuan pelaksanaan
a.     Bupati     menyusun     rancangan     perubahan     KUA     dan

rancangan  perubahan  PPAS  berdasarkan  perubahan  RKPK
dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBK.
1)     TAPK   menyiapkan   seluruh   isi   rancangan   perubahan

KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPK.

2)     TAPK   menyiapkan   seluruh   isi   rancangan   perubahan
PPAS menggunakan data dan informasi terkait prograln
prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan
yang bersumber dari perubahan RKPK.

b.     Bupati   menyampaikan    rancangan    perubahan    KUA   dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRK.

c.     Bupati    dan    DPRK    melakukan    pembahasan    rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
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d.     Bupati    dan    DPRK    melakukan    penyepakatan    bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan  perubahan  KUA
dan   rancangan   perubahan   PPAS   dituangkan   dalam   nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan
PPAS  yang  ditandatangani  bersama  antara  Bupati  dengan
pimpinan DPRK.

D.     PERGESERAN ANGGARAN
1.     Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  153  sampai dengan pasal  154
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  ketentuan  terkait  pergeseran  anggaran  sebagai
berikut :
a.     Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit

organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan,
dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek
dan/atau sub rincian objek.

b.     Pergeseran anggaran terdiri atas:
1)     pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK;

dan
2)     pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBK.

c.     Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK yaitu:
1)     pergeseran antar organisasi;
2)     pergeseran antar unit organisasi;
3)     pergeseran antar program;
4)     pergeseran antar kegiatan,
5)     pergeseran antar sub kegiatan;
6)     pergeseran antar kelompok;
7)     pergeseran antarjenis.

d.     Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBK
yaitu:
1)     Pergeseran    antar    objek    dalam    jenis    yang    sama.

Pergeseran inidapat dilakukan atas persetujuan sekretaris
daerah.

2)     Pergeseran  antar  rincian  objek  dalam  objek yang  sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
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3)     Pergeseran  antar  sub  rincian  objek dalam rincian  objek

yang    sama.    Pergeseran    ini    dapat    dilakukan    atas
persetujuan PPKD.

4)     Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek   dapat   dilakukan   atas   persetujuan   Pengguna
Anggaran.

e.     Pergeseran  anggaran  yang  tidak  menyebabkan  perubahan
APBK   yang   dilafukan   sebelum   perubahan   APBK,   dapat
dilakukan   tanpa  melakukan   perubahan   Peraturan   bupati
penjabaran  APBK  terlebih  dahulu.  Ketika  perubahan  APBK
dilakukan,  pergeseran  anggaran  tersebut  ditetapkan  dalam
Peraturan bupati perubahan penjabaran APBK.

f.      Pergeseran  anggaran  yang  tidak  menyebabkan  perubahan
APBK  yang  dilakukan  setelah  perubahan  APBK  ditampung
dalam laporan realisasi anggaran.

9.     Semua      pergeseran      dapat      dilaksanakan      berdasarkan
perubahan DPA-SKPK

h.     Pada     kondisi      tertentu,      pergeseran      anggaran     yang
menyebabkan   perubahan  APBK  dapat  dilakukan   sebelum
perubahan     APBK     melalui     ketetapan     Bupati     dengan
diberitahukan   kepada   pimpinan   DPRK.    Kondisi   tertentu
tersebut  dapat  berupa  kondisi  mendesak  atau  perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

i.      Jika   pergeseran   tersebut   dilafukan   sebelum   perubahan
APBK,   pergeseran/perubahan   anggaran   ditampung   dalam
Qanun perubahan APBK. Jika pergeseran tersebut dilakukan
setelah perubahan APBK, dilaporkan dalaln Laporan Realisasi
Anggaran.

j.      Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA-SKPK.

k.     Pergeseran   anggaran  yang  menyebabkan   perubahan  APBK
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBK.

1.      Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
2.     Ketentuan pelaksanaan

a.     Pihak    terkait    SKPK    mengusulkan    pergeseran    anggaran
berdasarkan  situasi  dan  kondisi  pelaksanaan  kegiatan/sub
kegiatan.

b.     Atas usulan tersebut:

4
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1)     TAPK   mengidentifikasi   perubahan   Qanun   APBK  yang
diperlukan  jika  pergeseran  anggaran  merubah  Qanun
APBK;

2)     Sekda/PPKD/Pengguna          Anggaran,          memberikan

persetujuan  jika  pergeseran   anggaran   tidak  merubah
Qanun APBK.

c.     Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  menyiapkan
perubahan  DPA  SKPK  sebagai  dasar pelaksanaan  pergeseran
anggaran. Perubahan DPA SKPK tersebut disetujui oleh Sekda
dan disahkan oleh PPKD.

E.     PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  155 Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun  2022  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Ketentuan terkait
penggunaan  SILPA tahun  sebelumnya dalam perubahan APBK sebagai
berikut:
1.     Keadaan  yang  menyebabkan  SILPA  tahun  anggaran  sebelumnya

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
a.     menutupi defisit anggaran;
b.    mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia

anggarannya;
c.     membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah

yang    melampaui    anggaran    yang    tersedia    mendahului
perubahan APBK;

d.     melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
e.     mendanai  kenaikan  gaji  dan  tunjangan  Pegawai  ASN  akibat

adanyakebij akan Pemerintah ;
f.     mendanai  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  yang  belum

tersedia anggarannya; dan/ atau
9.    mendanai   sub  kegiatan  yang  capaian   Sasaran  Kinerjanya

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPK tahun
anggaran  berjalan,  yang  dapat  diselesaikan  sampai  dengan
batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan.

2.     Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA-SKPK dan/ atau RKA-SKPK.

3.     Mendanal  kewajiban  pemerintah  daerah  merupakan  kewajiban
kepadapihak lain yang terkait dengan:

.
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a.     pekeljaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
atau

b.    akibat putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan
hukum  tetap  (I.7tkrach€)  dan  sudah  tidak  ada upaya  hukum
lainnya.

4.     Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada
beritaacara  serah  terima pekerjaan  dan  telah  terbit  SPM  namun
belum dilakukan pembayaran.

5.     Penganggaran   atas   pekerjaan   yang   telah   selesai   pada   tahun
anggaran   sebelumnya  harus   dianggarkan   kembali   pada   ahem
belanja  dalam  APBK  Tahun  Anggarari  berikutnya  sesuai  kode
rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPK berkenaan.

6.     Penganggaran    atas    akibat    putusan    pengadilan    yang    telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada
upaya  hukum  lainnya  harus  dianggarkan  kembali  pada  akun
belanja  dalam  APBK  tahun   anggaran   berikutnya   sesual  kode
rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPK berkenaan.

7.     Tata   cara   penganggaran   penggunaan   SILPA   tahun   anggaran
sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan
bupati tentang penjabaran APBK tahun anggaran berikutnya untuk
selanjutnya  dituangkan  dalam  Qanun  tentang  perubahan  APBK
tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan
APBK tahun anggaran berikutnya.

F.      PENDANAAN KEADAAN DARURAT
1.     Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Qanun Aceh Singkil Nomor
4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  ketentuan
terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut :
a.     Pemerintah     daerah     mengusulkan     pengeluaran     untuk

mendanai  keadaan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak
yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan
APBK.

b.     Dalam  hal  pengeluaran  untuk  mendanai  keadaan  darurat
termasuk keperluan mendesak dilakukan  setelah perubahan
APBK  atau  dalam  hal  pemerintah  daerah  tidak  melakukan
perubahan  APBK  maka  pengeluaran  tersebut  disampaikan
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dalam  laporan  realisasi  anggaran  dengan  terlebih  dahulu
melakukan perubahan penjabaran APBK.

2.     Ketentuan pelaksanaan
Tata  cara  pelaksanaan  penggunaan  belanja  tidak  terduga untuk
mendanai  keadaan  darurat,  keperluan  mendesak  dan  memenuhi
kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3.     DokumenTerkait
Ilustrasi   dokumen   pendanaan   keadaan   darurat   antara   lain
sebagai berikut:

1+
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RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan kebutuhan Dana
(Rp)

1.

2.

3.

4.

Total

Tempat, tanggal
KEPALA SKPK

NANA
NIP

REKAPITULASI PENYALURAN BEIANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

No. SKPK Rencana Kebutuhan Jumlah(Rp)

1.

2.

3.

4.

Total

Tempat, tanggal
PPKD Selaku BUD

NAMA
NIP

LAPORAN PENGGUNRAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN ACEH SINGRIL

SKPK:

No
Uraian Anggaran Realisasi Penyerapan Capaian Output

(Rp) (Rp) (0/.) Volume Satuan

Dengan ini  menyatakan  bahwa  saya  bertanggung jawab  penuh  atas  kebenaran.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamya.

KEPALA SKPK

NANA
NIP
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G.     PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

1.     Ketentuan umum
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  157  sampai dengan pasal  158
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa
adalah sebagai berikut :
a.     Perubahan APBK hanya dapat dilakukan  1  (satu)  kali dalam

1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
b.     Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan

estimasi   penerimaan   dan/atau   pengeluaran   dalam   APBK
mengalami  kenaikan  atau  penurunan  lebih  besar  dari  50°/o
(lima puluh persen).

c.     Ketentuan  mengenai  perubahan  APBK  akibat  keadaan  luar
biasa diatur dalam Peraturan bupati sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.

d.     Dalam  hal  keadaan  luar  biasa yang  menyebabkan  estimasi
penerimaan dalaln APBK mengalami kenaikan lebih dari 50°/o
(lima  puluh   persen)    dapat   dilakukan   penambahan    sub
kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan  sub  kegiatan  dalam  tahun  anggaran
berkenaan.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Penambahan   sub   kegiatan   baru   diformulasikan   terlebih

dahulu dalaln RKA-SKPK.
b.     Penjadwalan   ulang   dan/atau   peningkatan   capaian   target

kinerja  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPK.

c.      RKA-SKPK   dan   perubahan   DPA-SKPK   digunakan   sebagai
dasar penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan kedua
APBK.

d.     Dalaln  hal  keadaan  luar  biasa yang  menyebabkan  estimasi
penerimaan dalam APBK mengalami penurunan lebih dari 50°/o
(lima   puluh   persen)   dapat   dilakukan   pen].adwalan   ulang
dan/atau   pengurangan   capaian   sasaran   kinerja  program,
kegiatan  dan  sub  kegiatan  lainnya  dalam  tahun  anggaran
berkenaan.

e.

A

Penjadwalan  ulang  dan/atau  pengurangan  capaian  sasaran
kinerja  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPK.

-401 -



f.      Perubahan  DPA-SKPK digunakan  sebagai  dasar  penyusunan
rancangan Qanun tentang perubahan kedua APBK.

H.     PENYUSUNAN PERUBAHAN APBK

1.     Ketentuan umum
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  159  salnpai dengan pasal  166
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Penyusunan   perubahan  Anggaran   Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai berikut:
a.     Peny-usunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;

1)     Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
disalnpaikan kepada DPRK paling lambat minggu pertama
bulan  Agustus  dalam  tahun  anggaran  berkenaan  untuk
dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRK.

2)     Kesepakatan   terhadap   rancangan   perubahan   KUA   dan
rancangan  perubahan  PPAS  dituangkan  ke  dalam  nota
kesepakatan   perubahan   KUA   dan   nota   kesepakatan
perubahan   PPAS   yang   ditandatangani   bersama   antara
Bupati  dengan  pimpinan  DPRK  dalam  waktu  bersamaan
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun
anggaran berkenaan.

3)     Perubahan KUA dan perubahan ppAs yang telah disepakati
Bupati  bersalna  DPRK  menjadi  pedoman  bagi  perangkat
daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPK.

4)     Tata  cara  pembahasan  rancangan  perubahan  KUA  dan
rancangan   perubahan   PPAS   dilakukan   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)     Dalam   hal   Bupati   berhalangan   tetap,    wakil   Bupati
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan     PPAS      kepada     DPRK,      menandatangani
kesepakatan   terhadap   rancangan   perubahan   KUA   dari
rancangan  perubahan  PPAS  serta  menandatangani  nota
kesepakatan   perubahan   KUA   dan   nota   kesepakatan
perubahan PPAS.

6)     Dalaln    hal    Bupati    berhalangan    sementara,    Bupati
mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk menyampaikan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada   DPRK,   menandatangani   kesepakatan   terhadap
rancangan perubahan KUA dan rancanganperubahan PPAS
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serta  menandatangani  nota  kesepakatan  perubahan KUA
dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

7)     Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangantetap atau
sementara,   pejabat   pengganti   Bupati   menyampaikan
rancangan  perubahan  KUA  dan  rancangan  perubahan
PPAS    kepada    DPRK,     sedangkan    penandatanganan
kesepakatan  terhadap  rancangan  perubahan  KUA  dan
rancangan   perubahan   PPAS   serta   penandatanganan
notakesepakatan perubahan  KUA  dan  nota kesepakatan
perubahan  PPAS dilafukan  oleh  pejabat yang  ditunjuk
dan  ditetapkan   oleh  pejabat  yang  berwenang,   selaku
pelaksana tugas/ penjabat/ penjabat sementara Bupati.

8)     Dalam   hal   pimpinan   DPRK   berhalangan   tetap   atau
sementara dalaln waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan  DPRK menandatangani kesepakatan  terhadap
rancangan   perubahan  KUA  dan  rancangan  perubahan
PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan
KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

b.     penyusunan perubahan RKA SKPK;
1)     Perubahan    KUA    dan    perubahan    PPAS   yang    telah

disepakati   Bupati   Bersama   DPRK   menjadi   pedoman
perangkat daerah dalam menyusunan RKA SKPK.

2)     Berdasarkan   perubahan   KUA   dan   perubahan   PPAS,
Bupati   menerbitkan   surat   edaran   tentang   pedoman
penyusunan perubahan RKA-SKPK sebagai acuan kepala
SKPK dalam menyusun perubahan RKA-SKPK.

3)     Surat edaran Bupati paling sedikit memuat:
a)     prioritas    pembangunan    daerah    dan    program,

kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
b)     Alokasi  plafon  anggaran   sementara  untuk  setiap

program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK;
c)     batas   waktu   penyampaian   perubahan   RKA-SKPK

dan Perubahan DPA-SKPK kepada PPKD; dan
d)     dokumen   sebagai   lampiran   meliputi   perubahan

KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBK, format
RKA-  SKPK,  format  Perubahan  DPA-SKPK,  analisis
standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan
pedoman penyusunan APBK.
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C.

i

4)     Surat   edaran   Bupati   perihal   pedoman   penyusunan
RKA- SKPK dan Perubahan DPA-SKPK diterbitkan paling
lambat  minggu  ketiga  bulan  Agustus  tahun  anggaran
berjalan.

5)     Perubahan   KUA   dan   perubahan   PPAS   disampaikan
kepada perangkat daerah disertai dengan:
a)     program, kegiatan dan sub kegiatan baru;
b)     kriteria DPA-SKPK yang dapat diubah;
c)     batas waktu penyampaian RKA-SKPK dan perubahan

DPA-SKPK kepada PPKD; dan/atau
d)     dokumen  sebagai  lampiran  meliputi  kode  rekening

perubahan     APBK,     format     RKA-SKPK,     format
Perubahan   DPA-SKPK,   analisis   standar   belanja,
standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain
yang dibutuhkan.

6)     Penyampaian   dilakukan  paling  lambat  minggu  ketiga
bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

7)     Kepala      SKPK      menyusun      perubahan      RKA-SKPK
berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta
pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPK

8)     Perubahan     RKA-SKPK     disampaikan     kepada     PPKD
sebagai  bahan  peny-usunan  rancangan  Qanun  tentang
perubahan APBKsesuai dengan jadwal dan tahapan yang
diatur    dalam    Peraturan    Menteri    tentang    pedoman
penyusunan APBK yang ditetapkan setiap tahun.

9)     Ketentuan  mengenai  tata  cara  peny.usunan  RKA-SKPK
berlaku  secara mutatis  mutandis  terhadap  peny-usunan
RKA-SKPK pada perubahan APBK.

RKA-SKPK yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan
baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah
disusun oleh  SKPK  disampaikan  kepada TAPK melalui  PPKD
untuk diverifikasi.

d.     Verifikasi  dilakukan  oleh  TAPK  untuk  menelaah  kesesuaian
antara perubahan RKA-SKPK dengan:
1)     perubahan KUA dan perubahan PPAS;
2)     prakiraan maju yang telah disetujui;
3)     dokumen perencanaan Iainnya;
4)     capaian Kinerja;
5)     indikator Kinerja;
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e.

6)     analisis standar belanja;
7)     standar harga satuan;
8)     standar kebutuhan BMD;
9)      RKBMD;

10)   Standar Pelayanan Minimal; dan
11)   program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPK.
Dalam  hal  hasil  verifikasi  TAPK  terdapat  ketidaksesuaian,
kepala SKPK melakukan penyempurnaan.

f.      Selain  diverifikasi TAPK,  RKA-SKPK juga  direviu  oleh  aparat

pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9.     PPKD menyusun rancangan Qanun tentang perubahan APBK
dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA- SKPK
yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.

h.     Rancangan Qanun tentang perubahan APBK memuat lampiran
sebagai berikut:
1)     ringkasan  Perubahan  APBK  yang  diklasifikasi  menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2)     ringkasan  Perubahan  APBK  yang  diklasifikasi  menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3)     rincian Perubahan APBK menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4)     rekapitulasi  dan  sinkronisasi  Qanun  Perubahan APBK

yang disajikan  berdasarkan kebutuhan  informasi antara
lain:
a)     rekapitulasi   perubahan   belanja   dan   kesesuaian

menurut  urusan  pemerintahan  daerah,  organisasi,
program,  kegiatan,  dan  sub kegiatan beserta target
dan indikator;

b)     rekapitulasi    perubahan    belanja    daerah    untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah   dan   fungsi   dalarn   kerangka   pengelolaan
keuangan negara;

c)     rekapitulasi  perubahan  Belanja  Untuk  Pemenuhan
SPM;

d)     sinkronisasi      Program      pada      RPJMD      dengan
Rancangan Perubahan APBK;
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1.

e)     sinkronisasi  Program,   Kegiatan  dan  Sub  Kegiatan

pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan Perubahan
APBK;

I)      sinkronisasi    Program    Prioritas    Nasional    dengan
Program prioritas Daerah.

5)     Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Qanun Perubahan APBK antara lain:
a)     daftarjumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
b)     daftar piutang daerah;
c)     daftar   penyertaan   modal   daerah   dan   investasi

daerah lainnya;
d)     daftar   perkiraan   penambahan   dan   pengurangan

aset tetap daerah dan aset lain-lain;
e)      daftar sub kegiatan tahun jamak (rmtzdr. yecirs);

D      daftar dana cadangan;
g)     daftar pinjaman daerah.

Dokumen   pendukung   terdiri   atas   nota   keuangan   dan
rancangan  Peraturan  bupati  tentang  penjabaran  perubahan
APBK.

j.      Rancangan  Peraturan  bupati  tentang penjabaran  perubahan
APBK memuat lampiran sebagai berikut:
1)     ringkasan      perubahan      penjabaran      APBK      yang

diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek,  dan sub rincian  objek,  pendapatan,  belanja,  dan
pembiayaan;

2)     perubahan      penjabaran      APBK      menurut      urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan,kelompok, jenis,  objek,  dan  rincian  objek,  dan
sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3)     rekapitulasi      dan      sinkronisasi      Peraturan      bupati
perubahan penjabaran APBK yang disa].ikan berdasarkan
kebutuhan informasi antaralain:
a)     daftar   mama   penerima,    alamat   penerima,    dan

besaran hibah;
b)     daftar   nana   penerima,    alamat   penerima,    dan

besaran bantuan sosial;
c)     daftar   mama   penerima,    alamat   penerima,    dan

besaran   bantuan   keuangan   bersifat   umum   dan
bersifat khusus;
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d)     daftar    mama   penerima,    alamat   penerima,    dan
besaran belanja bagi hasil;

e)     rincian   dana   otonomi   khusus   menurut   urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub  kegiatan,  kelompok,  jenis,  objek,  dan  rincian
objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

D      rincian  DBH-SDA  pertambangan  Minyak  Bumi  dan
Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan
Gas  Bumi  menurut  urusan  pemerintahan  daerah,
organisasi,     program,     kegiatan,     sub     kegiatan,
kelompok, jenis,  objek,  dan  rincian  objek,  dan  sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

g)     sinkronisasi      kebijakan      pemerintah      provinsi/
kabupaten     pada     daerah     perbatasan     dalam
rancangan   Peraturan   daerah   tentang   perubahan
APBK   dan   rancangan   Peraturan   bupati   tentang
perubahan    penjabaran    APBK    dengan    program
prioritas perbatasan Negara.

4)     Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Peraturan bupati perubahan penjabaran APBK.

k.     Penganggaran  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam
rancangan  Peraturan  bupati  tentang  perubahan  pen].abaran
APBK disertai penjelasan.

1.      Penganggaran    pendapatan    disertai    penjelasan    mengenai
dasar hukum pendapatan.

in.    Penganggaran   belanja   disertai   penjelasan   mengenai   dasar
hukum, 1okasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau   sudah   diarahkan   penggunaannya,   dan   sumber
pendanaan sub kegiatan.

n.     Penganggaran    pembiayaan    disertai    penjelasan    mengenai
dasar    hukum,    sumber    penerimaan    pembiayaan    untuk
kelompok  penerimaan  pembiayaan,  dan  tujuan  pengeluaran
pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

o.     Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBK yang
telah disusun olehppKD disampaikan kepada Bupati.

p.     penyusunan perubahan DPA SKPK, meliputi :

I,, -407-



1)     DPA-SKPK yang dapat diubah berupa peningkatan atau

pengurangan capaian sasaran kinerja program,  kegiatan
dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

2)     Peningkatan  atau pengurangan  capaian  sasaran  kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam
perubahan DPA-SKPK.

3)     Perubahan DPA-SKPK memuat capaian  sasaran kinerja,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja,
dan   pembiayaan   baik   sebelum   dila]oukan   perubahan
maupun setelah perubahan.

2.     Ketentuan pelaksanaan
Bagian I : Penyusuncm Perubahalt KUA dan Peru,bahalt PPAS
a.     Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan   PPAS   berdasarkan   perubahan   RKPK   dengan
langkah sebagai berikut:
1)     TAPK   menyiapkan   seluruh   isi   rancangan   perubahan

KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggaranyang terdapat dalam perubahan RKPK;

2)     TAPK   menyiapkan   seluruh   isi   rancangan   perubahan
PPAS  menggunakan  data dan  informasi terkait prograln
prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan
yang bersumber dari perubahan RKPK.

b.     Bupati   menyampaikan   rancangan   perubahan    KUA   dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRK.

c.     Bupati    dan    DPRK    melakukan    pembahasan    rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan
tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.

d.     Bupati     dan     DPRK    melakukan     kesepakatan     bersalna
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.

e.     Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA
dan   rancangan   perubahan   PPAS   dituangkan   dalam   nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan
PPAS  yang  ditandatangani  bersama  antara  Bupati  dengan
pimpinan DPRK.

Bagian 11 : penyusuncm peru,bahalt RKA SKPK;
a.     Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan ppAs yang telah

disepakati      bersama      Bupati      dan      pimpinan      DPRK,
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TAPKmenyusun  rancangan  Surat  Edaran  tentang  Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPK.

b.     TAPK menyerahkan rancangan surat Edaran tentang pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPK ke Bupati untukdiotorisasi.

c.     Bupati    menerbitkan    Surat    Edaran    tentang    Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPK sebagai acuan Kepala SKPK
dalam menyusun perubahan RKA-SKPK.

d.     Kepala  SKPK  menyusun  perubahan  RKA-SKPK  berdasarkan

perubahan  KUA  dan  perubahan  PPAS  serta  Surat  Edaran
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPK.

e.      Kepala  SKPK  menyampaikan  perubahan  RKA-SKPK  kepada
PPKD  sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang
perubahan APBK.

Bagicm Ill: perayusunan peru,bahalt APBK
a.     Kepala   SKPK   menyampaikan   perubahan   RKA-SKPK   yang

akan dianggarkan dalaln perubahan APBK yang telah disusun
oleh SKPK kepada TAPK melalui PPKD untuk diverifikasi.

b.     PPKD  melakukan  verifikasi  atas  perubahan  RKA-SKPK yang
telah disusun oleh Kepala SKPK.

c.     Jika  terdapat  ketidaksesuaian,  TAPK  meminta  Kepala  SKPK
untuk melakukan penyempurnaan.

d.     PPKD menyusun rancangan Qanun tentang perubahan APBK
dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPK
yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.

e.     PPKD  menyampaikan  rancangan  Peraturan  daerah  tentang
perubahan APBK kepada Bupati.

Bagicm IV : penyusunan peru,bcthan DPA SKPK;
Kepala    SKPK   melakukan    perubahan    DPA    SKPK   mencakup

perubahan berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran
kinelja  program,   kegiatan   dan   sub   kegiatan   dari  yang  telah
ditetapkan semula.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi  dokumen  perubahan  APBK  menyajikan  informasi  yang
bersifat  dinamis  sesuai  dengan  kebutuhan yang  disajikan  setiap
tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pedoman penyusunan APBK.
Ilustrasi   dokumen   perubahan   APBK   disajikan   sebagai
berikut:
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a.     Perubahan KUA

RABUPATEN ACEH SINGRIL
PERUBAIIAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIAr`uA KABupATEN (PERUBAIIAN KUA)
TAHUN ANGGARAN ....

A.     PE NDAHULUAN
1.1    Latar belakang penyusunan perubahan Kebijakan umum APBK (KUA)
1.2    Tujuan penyusunan perubahan KUA
1.3    Dasar (hufum) penyusunan perubahan KUA

11.       KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1    Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2    Arah kebijakan keuangan daerah

Ill.      ASUMSI  DASAR  DAIAM  PENYUSUNAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BEIANJA
3.1    Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN
3.2    Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBK

IV.      KEBIJARAN PENDAPATAN DAERAH
4.1    Kebijakan    Perubahan    perencanaan    pendapatan    daerah    yalig

diproyeksikan
4.2    Perubaharl Target pendapatan daerah meliputi pendapatan Asli Daerah

(PAD),  Pendapatan Transfer,  dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah

V.       KEBIJAKAN BEIANJA DAERAH
5.1    Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
5.2    Rencan.a perubahan belan.ja operasi, belanja modal,  belanja transfer

dan
VI.      KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAII

6.1    Kebijakan perubahan penerinaan pembiayaan
6.2    Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

VII.    STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapal target.

VII.    PENUTUP
Pada bab inijuga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRK dan
Bupati dan perlu dimasu]ckari dalam Perubahan Kebijakan Umum APBK.

Demikiandah  Perubahan  Kehijakan  Umum  APBK  ini  dibuat  untuk  menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Raricangan Perubahan APBK
Tahun Anggaran berkenaan.

Pimpinan DPRK
..........'Tanggal......
Bupati Aceh SingEL

Nama                                                               Nan.a
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b.     Perubahan PPAS

KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERUBAIIAN PRIORITAS DAN PIAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN ....

I.        PE NDAHULUAN
11.      RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
Ill.     PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAII
IV.     PERUBAHANPIAFONANGGARANSEMENTARABERDASARKANURUSAN

PEMERINTAIIAN DAN PROGRAM / KEGIATAN
V.      RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
VI.     PENUTUP

Demikiandah Perubahan Prioritas dan. Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK
TA ..... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Perubahan APBK TA .....  Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-
kesepakatan  lain  an.tara  Pemerintah  Daerah  dan  DPRK  terhadap  Perubahan
PPAS.

Pimpinan DPRK

Nana

•...............,Tanggal............

Bupati Aceh Singkfl

Nana

`t,
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TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN

KODE
JENIS PENDAPATAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH DASAR

DAERAH PERUBAHAN PERUBAHAN /BERKURANG HUKUM

4. PENDAPATAN DAERAII

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAII
4.1.01. Pajak Daerah
4.1.02. Retribusi Daerah
4.1.03. Hasilpengelolaan   KekayaanDaerahYangDipisahkan

4.1.04. Lain-Lain PAD Yang Sah

4.2. PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01. Pendapatan Transfer
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar

4.3. LAIN-LAINPENDAPATANDAERAHYANGSAH

4.3.01. Pendapatan Hibah
4.3.02. Dana D-rat

4.3.03.

Lain -Lain            Pend ap atanSesuaidenganKetentuanPeraturanPerundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPK

No. Umsan/SKPK
Plafon An88aran

KetSebelumPerubahan SetelahPembahan Bertanbah/ Berkurang

1 2 3 4 5 6 7

1. Urusan/Dinas/Badan/Kantoryangmengalam.perubahan

2. Dst ...
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RIncian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPK per Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Tahun Anggaran ...........

Urusan: x.zex ...
Organisasi: x-xx.x-xx.X-XX.XX . . .

KODE PROGRAM/ SASARAN TARGET
PIAFON ANGGARAN

SEBELUM SETEIAH BERTAMBAH/
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PERUBAHAN PERUBARAN BERKURANG

(Rp) (Rp) (Rp) O/o

1 2 3 4 5 6 7 8
X.X.2ex Progran ...
x.xx.xx.x.xx Kegiatan . . .
x.xx.xx.x.xx.X Sub     Kegiat,®®

x.xx.xx.x.xx.X Sub     Kegiat®®®

x.xx.x.x.x.X Dst ...

x.xx.xx.x.xx Dst ...

X.X.2ex Dst ...

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran ....

NO.

UFLAIAN

PERUBARAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/

PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG

(Rp) (Rp) (Rp) %
1 Belanj a Pegawai
2 Belanja Barang dan Jasa
3 Belanja Bunga
4 Belanja Subsidi
5 Belanja Hibah
6 Belanja Bantuan Sosial
7 Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah
b.Belanja   Modal   Peralatan   d

Mesin
c.Belanja    Modal    Gedung    d

Banqunan
d. Belanja  Modal  Jalan,  Jaringan

dan Irigasi;
e.Belanja     Modal     Aset     Tetap

Lainnya;
f.Belanja     Modal     Aset     Tid

Be-jud;
8 Belanj a Tidak Terduga
9 Belanja Bagi Hasil
10 Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL

"
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c.     Nota Kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR..........
TENGGAI........

TENTANG PERUBAIIAN REBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.      Nana

Jabatan                        : Bupati Aceh sin8kil
Alanat Kantor
bertindak selaku dan atas nana pemerintah Kabupaten Aceh Sin8]al

2. a  Nana
Jabatan
Alamat Kantor

b.  Nana
Jabatan
Alanat Kantor

c.  Nana
Jabatan
Alanat Kantor

Ketua DPRK Kabupaten Aceh Sin8kil

Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil

Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil

d.   Dst .............
schagal Pimpinan DPRK bertindak sela]ni dan atas mama Dewan Perwahilan Rakyat
Daerah (DPRK) Kabupaten Aceh Sin8kil.

Dengan  ini  menyatakan  bahwa   dalam  ran9ka  penyusunan   Perubahan  Anggaran
Pendapatan dari Belanja Daerah (APBK) diperfukan Perubahan Kebijakan Umum APBK
yang disepakati Bersama antara DPRK dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya
dijadikan  sebagal  dasar  penyusunan  Perubahan  prioritas    dan    plafon    anggaran
sementara APBK TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas,  para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan
umum  APBK  yang  meliputi  perubahan   asumsi-asumsi  dasar   dalam  penyusunan
Rancangari  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RPAPBK)  Tahun
Anggaran  ...,  perubahan  terhadap  Kebijakan  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggarari
Sementara dan Perubahan APBK TA ....

Secara len9kap Perubahan Kebijakan Umum APBK TA .... disusun dalam Lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak telpisahkari dengan Nota Kesepakatan ini.
Denikianlah  Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam  penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

BUPTI ACEH SINGKIL
selafu

PIIIAK PERTAMA

Nana

•,

Pimpinan DPRK
selarfu

PIEN KEDUA

Nana Ketua

Nana W.akil Ketua I

Nana W.aldl Ketua 11
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NOTA KESEPAKATAN
ENTRA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
DENGAV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGRIL

NOMOR..........
TANGGAL........

TENTENG
PERUBAIIAN PRIORITAS DAN PLAVON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.      Nama

Jabatari                         : Bupati Aceh sin8]al
Alanat Kantor
bertindak selaku dan atas nana pemerintah Kabupaten Aceh Sin8lal

2. a  Nana
Jabatan
Alanat Kantor

b. Nana
Jabatan
Ahaat Kantor

c.  Nana
Jabatan
Alamat Kantor

d.   Dst .............

Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil

Wahil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singhil

Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil

sebagal Piqupinan DPRK bertindak selaku dan atas nania Dewan Perwalrilan Rakyat
Daerah (DPRK) Kabupaten Aceh Sin8idl.

Dengan   ini  menyatakan  bahwa   dalam  rangka  penyusunan   Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBK) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRK dengan Penierintah
Daerah, urituk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusurian Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBK) TA . . .

Berdasarkan hal tersebut di atas,  dan mengacu pada kesepakatan antara DPRK dan
Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBK TA   ...,   para   pihak
sepakat terhadap  Perubahan Prioritas  dan Plafon Anggaran  Sementara yang meliputi
rencana Perubahan pendapatan dan penerinaan pembiayaan daerah TA ..., Peru.bahan
Prioritas belanja daerah,  Perubahan Plafon Anggarari Sementara Berdasarkan Urusarl
Pemerintahan Dan Program/ Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA

Secara len9kap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ...
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkari

Demikianlah  Nota Kesepakatan ihi dibuat untulz  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan
Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Tahun Anggaran ....

BUFTI ACEH SINGKIL
selarfu

PIIIAK PERTAMA

Nana

i

Pinpinan DPRK
selarfu

PI- KEDUA

Nana Ketua

Narna W'akil Ketua I

Nama Wakfl Ketua 11
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KABUPATEN ACEH SINGKIL
RINGRASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIRASIRAN MENURUT KELOMPOK DAN

JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ....

Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang

Sebelum Setelah Sebelum Setelah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

1 2 3 4 5 6
4 Pendapatan

4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.1 Pajak Daerah
4.1.2 Retribusi Daerah
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan
4.1.4 Lain-lain PAD yang sah

4.2 Pendapatan Transfer
4.2.1 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar

Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

4.3.1 Pendapatan Hibah
4.3.2 Dana D-rat

4.3.3
Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

5 Belanj.a

5.1 Belanja Operasi
5.1.1 Belanja pegawai
5.1.2 Belanja barang dan jasa
5.1.3 Belanja bunga
5.1.4 Belanj a subsidi
5.1.5 Belanja hibah
5.1.6 Belanja bantuan sosial

5.2 Belanja Modal
5.2.1 Belanja modal tanah
5.2.2 Belanja modal peralatan dan

mesin
5.2.3 Belanja modal gedung dan

bangunan
5.2.4 Belanja modal jalan,

jaringan, dan irigasi
5.2.5 Belanja modal aset tetap

lainnya

•,
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5.2.6 Belanja modal aset tidak
be-jud

5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.1 Belanja tidak terduga

5.4 Belanj a Transfer
5.4.1 Belanja bagi hasil

5.4.2 Belanja bantuan keuangan

Tanggal
Bupati Aceh Singkil

Nana
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KABUPATEN ACEH SINGKIL
RINGRASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAII DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN

Kode Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan Belanja

Sebeluinperuban Setelahperubahan Bertambah/(Berkuran) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertanbah/(Berkurang)

Belanja Belanja Belanja Belanja Jumlah Belanja Belanja Belanja Belanja Jumlah
Operasi Modal TidakTerduga Transfer Belanja Operasi Modal TidakTerduga Transfer Belanja

Rp Rp Rp O/o Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

URUSANPEMERINTAHANWAJIBYANGBERKAITANDENGANPEIAYANANDASAR

1 PENDIDIRAN

1 X-X.X-X.X-X.X Dinas/Badan/Kantor ...

1 X-X.X-X.X-X.X Dst ...

2 KESEHATAN

2 X-X.X-X.X-X.2K Dinas/Badan/Kantor/RumahSakit,,,

2 X-X.X-X.X-X.X Dst ...

X Dst ...

X X-X.X-X.X-X.2ex Dst ...

X X-X.X-X.X-X.X Dst ...

'f
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U RU SAN        PEMERINTAHANWAJIB

YANGTIDAKBERKAITANDENGANPELAYANANDASAR

TENAGA KERJA
X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

X-X.X-X.X-X.XX Dst ...

PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK

X-X.X-X.X-X.X Dinas/Badan/Kantor ...

X-X.X-X.X-X.2K Dst ...

Dst ...

X-X.X-X.X-X.XX Dst ...

X-X.X-X.X-X.Zen Dst ...

URUSANPEMERINTAHANPILIHAN

REIAUTAN DAN PERIRANAN
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X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

X-X.X-X.X-X.2ex Dst ...

PAENISATA

X-X.X-X.X-X.X Dinas/Badan/Kantor ...

X-X.X-X.X-X.X Dst ...

Dst ...

X-X.X-X.X-X.X Dst ...

X-X.X-X.X-X.X Dst ...

UNSURPENDUKUNGURUSANPEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAII
X-X.X-X.X-X.Zex SekretariatDaerah

SEKRETARIAT DPRK
X-X.X-X.X-X.X Sekretariat DPRK

UNSURPENUNJANG URUSAN
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PEMERINTARAN

PERENCANAAN
X-X.X-X.X-X.X Dinas/Badan/Kantor ...

X-X.X-X.X-X.X Dst ...

KEUANGAN
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KABUPATEN ACEH SINGKIL
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAII, ORGANISASI, PROGRAM,

KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK„ DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ............

PENDAPATAN DAJ3RAII

KODE REKENING UF2AEN
JUMLAH

Bertanbah/Berkuran
DASARHUKUM

SebelumPerubahan SetelahPerubahan
(Rp) O/o

4.x.zex Pendapatan
4.x.x Pendapatan Asli  Daerah
4.x.Sex Pajak  Daerah
4.x.2ex Retribusi Daerah

4.x.zex
Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

4.x.zex Lain-lain PAD  Yang  Sah

4.x.zex Pendapatan Transfer
4.x.2ex Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.x.zex Pendapatan Transfer Antar  Daerah

4.x.2ex Lain-lain Pendapatan Daerah Yang  Sah
4.x.zex Pendapatan Hibah
4.x.2K Dana D-rat

4.x.2ex
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BELANJA DAERAH
Urusan Pemerintaha :X

Bidang Urusan : X.X.Zex
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Organisasi :  x.2ex.zex

Unit  Organisasi : X.2ex.X
Program : X.X.2ex
Indikator Hasil ®,,,,,,,,,

Kegiatan...1) : X.X.2ex

Indikator Keluaran
Sub Kegiatan . . .1) : X.X.2ex

Indikator Keluaran ®,,,,,,,,,

KODE REKENING UFtJEN
JUMLAH

Bertanbah/Berkuran

DASARHUKUM
SebelumPerubahan SetelahPerubahan

(Rp) O/o

5.x.zex Belanja
5.x.zex Belanja Operasi
5.x.zex Belanja Pegawai
5.x.zen Belanja Barang dan  Jasa
5.x.zex Belanja Bunga
5.x.2ex Belanja Subsidi
5.x.x Belanja Hibah
5.x.zex Belanja Bantuan Sosial

5.x.zex Belanja Modal
5.x.zex Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan  Mesin
5.x.zex Belanja Modal Bangunan dan  Gedung
5.x.2ex Belanja Modal Jalan, jaringan, dan  irigasi
5.x.zen Belanja Modal Aset  Tetap  Lainnya
5.x.zex Belanja Modal Aset  Tidak Berwujud
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5.x.2ex Belanja Tidak Terduga
5.x.zex Belanja Tidak Terduga

5.x.zex Belanj a Transfer
5.x.x Belanja Bagi  Hasil
5.x.2ex Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) : x.2ex.zex

Indikator Keluaran

KODE REKENING UFtJEN
JUMLAH

Bertambah/Berkuran

DASARHUKUM
SebelumPerubahan SetelahPerubahan

(Rp) O/o

5.x.2ex Belanja
5.x.2ex Belanja Operasi
5.x.2ex Belanj a Pegawai
5.x.x Belanja Barang dan  Jasa
5.x.zex Belanj a Bunga
5.x.2ex Belanja Subsidi
5.x.2ex Belanja Hibah
5.x.x Belanja Bantuan Sosial

5.x.zex Belanja Modal
5.x.Sex Belanja Modal Tanah
5.x.zex Belanja Modal Peralatan dan  Mesin
5.x.x Belanja  Modal Bangunan dan Gedung
5.x.2ex Belanja  Modal Jalan, jaringan,  dan irigasi
5.x.zex Belanja  Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.2ex Belanja  Modal Aset Tidak Berwujud
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5.x.x Belanja  Tidak Terduga
5.x.2ex Belanja  Tidak Terduga

5.x.zex Belanja  Transfer
5.x.x Belanja  Bagi Hasil
5.x.x Belanja  Bantuan  Keuangan

Kegiatan....2) : X.2ex.X

Indikator  Keluaran ®,,,,,,,,,

Sub Kegiatan. . . 1 ) : X.X.2ex

Indikator  Keluaran

KODE RERENING UFtAEN
JUMLAH

Bertanbah/Berkuran

DASARHUKUM
SebelumPerubahan SetelahPerubahan

(Rp) %

5.x.zex Belanja
5.x.zex Belanja  Operasi
5.x.zex Belanja  Pegawai
5.x.zex Belanja  Barang dan Jasa
5.x.zex Belanja  Bunga
5.x.zex Belanja  Subsidi
5.x.2ex Belanja  Hibah
5.x.zex Belanja  Bantuan  Sosial

5.x.zex Belanja Modal
5.x.2ex Belanja Modal  Tanah
5.x.zex Belanja Modal  Peralatan dan Mesin
5.x.x Belanja Modal  Bangunan dan Gedung
5.x.zex Belanja Modal  Jalan,  jaringan, dan irigasi
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5.x.2ex Belanja Modal  Aset  Tetap Lainnya
5.x.zex Belanja Modal  Aset  Tidak  Berwujud

5.x.2ex Belanja Tidak  Terduga
5.x.x Belanja Tidak  Terduga

5.x.x Belanj a Transfer
5.x.zex Belanja Bagi  Hasil
5.x.zex Belanj a Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan. . .2) : X.X.X
Indikator Keluaran

KODE  RERENING UF2JEN
JUMLAH

Bertambah/Berkuran

DASARHUKUM
SebelumPerubahan SetelahPerubahan

(Rp) O/o

5.x.x Belanja
5.x.zex Belanja Operasi
5.x.zex Belanja Pegawai
5.x.x Belanja Barang dan Jasa
5.x.x Belanja Bunga
5.x.x Belanja Subsidi
5.x.zex Belanja Hibah
5.x.2ex Belanja Bantuan Sosial
5.x.zex Belanja  Modal
5.x.zex Belanja  Modal Tanah
5.x.2ex Belanja  Modal Peralatan  dan Mesin
5.x.xx Belanja  Modal Bangunan  dan Gedung
5.x.2ex Belanja  Modal Jalan, jaringan,  dan irigasi
5.x.2ex Belanja  Modal Aset Tetap Lainnya
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5.x.Sex Belan].a  Modal Aset Tidak Berwujud

5.x.2ex Belanja  Tidak Terduga
5.x.2ex Belanja  Tidak Terduga

5.x.zex Belanja  Transfer
5.x.zex Belanja  Bagi Hasil
5.x.xx Belanja  Bantuan  Keuangan

.........,tanggal.........

Bupati Aceh Singkil,

Nana
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I.       PENETAPAN PERUBAHAN APBK

1.     Ketentuan umum
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 167 dan Pasal 168 Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
ketentuan umum terkait penetapan  perubahan APBD adalah sebagai
berikut :
a.     Bupati    wajib    mengajukan    rancangan    Qanun    tentang

perubahan   APBK   kepada   DPRK   disertai   penjelasan   dan
dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh
persetujuan  bersama  paling  lambat  minggu  kedua  bulan
September tahun anggaran berkenaan.

b.     Proses   pengajuan   rancangan   Peraturan   daerah   tentang
perubahan APBK  dapat  mengandung  informasi,  aliran  data,
serta  penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan
secara elektronik.

c.     Pembahasan   rancangan   Qanun   tentang   perubahan APBK
dilaksanakan    oleh    Bupati    dan    DPRK    setelah    Bupati
menyampaikan     rancangan     Peraturan     daerah     tentang
perubahan     APBK    beserta     penjelasan     dan     dokumen
pendukung  sesuai   denganketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

d.     Pembahasan   rancangan   Qanun   tentang   perubahan APBK
berpedoman  pada  perubahan  RKPK,  perubahan  KUA,  dan
perubahan PPAS.

e.     Dalaln  pembahasan  rancangan  Qanun  tentang  perubahan
APBK,    DPRK  dapat  meminta  RKA-SKPK  sesuai  kebutuhan
dalaln pembahasan yang disajikan  secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

f.      Hasil pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK
dituangkan    dalam   persetujuan    bersama   antara    Bupati
danDPRK.

9.     Persetujuan      bersama      antara      Bupati      dan      DPRK
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRK.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Bupati  menyampaikan  rancangan  Peraturan  daerah  tentang

perubahan APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung
kepada   DPRK   untuk   dibahas   dalam   rangka   memperoleh
persetujuan bersama.

•,
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b.     Bupati dan DPRK melakukan pembahasan rancangan Qanun
tentang    perubahan    APBK    dengan    berpedoman    kepada
perubahan RKPK, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

C. Hasil pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK
dituangkan  dalam  persetujuan  bersalna yang  ditandatangani
olehBupati dan pimpinan DPRK.

J.      PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN PERUBAHAN APBK
1.     Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 169 Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun  2022  tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah,  ketentuan
umum  terkait persetujuan  rancangan  Qanun  tentang perubahan
APBK adalah sebagai berikut :
a.    Pengambilan  keputusan  mengenai rancangan  Qanun tentang

perubahan APBK dilakukan oleh DPRK bersama Bupati paling
lambat  3  (tiga)  bulan  sebelum  tahun  anggaran  berkenaan
berakhir.

b.    Dalaln   hal   DPRK   sampai   batas   waktu   tidak   mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun
tentang perubahan APBK, Bupati melaksanakan  pengeluaran
yang   telah    dianggarkan    dalam   APBK   tahun    anggaran
berkenaan.

C. Penetapan   rancangan    Qanun   tentang   perubahan   APBK
dilakukan  setelah  ditetapkannya  Peraturan  daerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Bupati     dan     DPRK     melakukan     persetujuan     Bersama

berdasarkan  hasil  pembahasan  rancangan  Qanun  tentang
perubahan APBK.

b.     Bupati menetapkan Qanun tentang perubahan APBK setelah
ditetapkannya Peraturan daerah tentang pertanggungj awaban
pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

c.     Jika  persetujuan   bersama   dalam   pembahasan   rancangan
Qanun tentang perubahan APBK tidak tercapai sampai batas
waktu  yang  ditentukan,  Bupati  melaksanakan  pengeluaran
yang   telah   dianggarkan    dalam   APBK    tahun    anggaran
berkenaan

L
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K.     EVALUASI  RANCANGAN  QANUN  PERUBAHAN  APBK  DAN RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PENJABARAN PERUBAHAN APBK

1.     Evaluasi   Rancangan   Qanun   Perubahan  APBK   Dan   Rancangan
Peraturan bupati Penjabaran Perubahan APBK
a.     Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 170 dan Pasal 171 Qanun
Aceh   Singkil   Nomor   4   Tahun   2022   tentang   Pengelolaan
Keuangan Daerah, terkait rancangan qanun tentang perubahan
APBK  dan  rancangan  peraturan  bupati  tentang  penjabaran
perubahan APBK adalah sebagai berikut :
1)     Rancangan  Qanun  tentang perubahan APBK yang telah

disetujui   bersama   dan   rancangan   Peraturan   bupati
tentang penjabaran perubahan APBK disampaikan kepada
gubernur sebagal  wakil  pemerintah  pusat  paling  lambat
3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan  rancangan  Qanun
tentang   perubahan   APBK   untuk   dievaluasi   sebelum
ditetapkan oleh bupati.

2)     Rancangan    Qanun    tentang    perubahan    APBK   dan
rancangan     Peraturan     bupati     tentang     penjabaran
perubahan   APBK   disertai   dengan   perubahan   RKPK,
perubahan  KUA,  dan perubahan  PPAS   yang disepakati
antara Bupati dan DPRK.

3)     Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Qanun
tentang   perubahan   APBK   dan   rancangan   Peraturan
bupati tentang Penjabaran perubahan APBK ditembuskan
ke Menteri tanpa disertai lampiran.

4)     Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat
menyatakan  hasil  evaluasi  rancangan  Qanun  tentang
perubahan APBK dan rancangan Peraturan bupati tentang
penjabaran  perubahan  APBK  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan    perundang-undangan    yang    lebih    tinggi,
kepentingan umum,  perubahan  RKPK,  perubahan  KUA,
perubahan   PPAS,    dan   RPJMD,    bupati   menetapkan
rancangan tersebut menjadi Qanun dan peraturan bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5)     Dalam  hal  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat
menyatakan  hasil  evaluasi  rancangan  Qanun  tentang
perubahan APBK dan rancangan Peraturan bupati tentang
penjabaran    perubahan   APBK   tidak    sesuai    dengan
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ketentuan   peraturan   perundang-undangan  yang  lebih
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPK, perubahan
KUA,   perubahan   PPAS,   dan  RPJMD,  bupati  bersama
DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7  (tujuh)
hari sejak hasil evaluasi diterima.

6)     Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati  melalui
TAPK bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.

7)     Hasil   penyempurnaan   ditetapkan   dengan   keputusan
pimpinan DPRK.

8)     Keputusan  pimpinan  DPRK  dijadikan  dasar  penetapan
Qanun tentang perubahan APBK.

9)     Keputusan   pimpinan   DPRK   dilaporkan   pada   sidang

paripurna berikutnya.
10)   Penyampaian     keputusan     pimpinan     DPRK     kepada

gubernur   untuk   perubahan   APBK   kabupaten   paling
lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

11)   Dalam   hal   pimpinan   DPRK   berhalangan   tetap   atau
sementara    dalam    waktu    yang    bersamaan,    yang
melaksanakan  tugas sebagai  pimpinan  sementara  DPRK
menandatanganikeputusan pimpinan DPRK.

12)   Dalam  hal  keputusan  pimpinan  DPRK  tidak  diterbitkan
sampaidengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi
dari  gubernur,   Bupati  menetapkan   Peraturan  daerah
Perubahan   APBK   berdasarkan   hasil   penyempurnaan
evaluasi.

13)   Qanun Perubahan APBK harus terlebih dahulu mendapat
nomorregistrasi dari Gubernur.

14)   Proses   evaluasi   terhadap   rancangan   Qanun  tentang
perubahan APBK dan rancangan peraturan bupati tentang
penjabaran  perubahan  APBK  dapat  memuat  informasi,
aliran  data,  penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang
dilakukan secara elektronik.

b.     Ketentuan pelaksanaan
1)     Paling   lambat   3   (hari)   seteleh   persetujuan   bersama,

Bupati mengirimkan rancangan Qanun tentang APBK yang
telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRK beserta
rancangan Peraturan  bupati tentang  Penjabaran APBK,
RKPK,  KUA,  dan  PPAS  kepada  gubernur  sebagai  wakil

pemerintah pusat
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2).    Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan
surat   keputusan   mengenai   hasil   rancangan   Qanun
Kabupaten   tentang   APBK   dan   rancangan   Perkada
tentang Penjabaran APBK.

3).    Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati Aceh
Singkil paling lambat  15 (lima belas) hari terhitung sejak
rancangan    Qanun    Kabupaten    tentang    APBK    dan
rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK diterima.

4)     Dalam     hal     keputusan     gubernur     sebagai     wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka
bupati   menetapkan   rancangan   Qanun   tentang  APBK
menjadi Qanun dan rancangan Peraturan bupati tentang
penjabaran APBK menjadi Peraturan bupati sesuai. dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)     Dalam     hal     keputusan     gubernur     sebagai     wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai,
bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima
dengan langkah-1angkah sebagai berikut:
a)     Bupati    melalui    TAPK    bersama    dengan    DPRK

melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan
hasil evaluasi.

b)     Pimpinan    DPRK    menetapkan    surat    keputusan
mengenai  hasil  penyempurnaan  untuk  kemudian
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

c)     Pimpinan       DPRK       menyampaikan       keputusan
mengenai  hasil  penyempurnaan  kepada  Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari)
setelah ditetapkan.

d)     Berdasarkan  keputusan  pimpinan  DPRK  mengenai
hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan
Qanun tentang APBK.

e)     Dalam  hal  keputusan   pimpinan   DPRK   mengenai
hasil   penyempurnaan    tidak   diterbitkan    sampai
dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari
Gubernur,   Bupati   menetapkan   Peraturan   daerah
APBK berdasarkan  hasil penyempurnaan.

D      Qanun APBK harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

`,
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6)     Dalam   hal   hasil   evaluasi   tidak   ditindaklanjuti   oleh
bupati  dan  DPRK,  dan  bupati  menetapkan  rancangan
Qanun   provinsi   tentang   APBK   menjadi   Qanun   dan
rancangan  Peraturan  bupati  tentang  penjabaran  APBK
menjadi Peraturan bupati, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri,    selanjutnya    Menteri    mengusulkan    kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/ atau
pemotongan    Dana    Transfer    Umum    sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
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BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAII DAERAII

A.     AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.     Ketentuan umum
Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang
mengacu   pada   Standar   Akuntansi    Pemerintahan   berdasarkan
ke tentuan       p eraturan       p e rundang-undangan.       Pilar      utama
pengembangan    akuntansi    pemerintah    daerah    terletak    pada
perumusan    kebijakan    akuntansi    dan    pengembangan    sistem
akuntansi.
Kebijakan  Akuntansi   Pemerintah   Daerah   adalah   prinsip-prinsip,
dasar-dasar,  konvensi-konvensi,  aturan-aturan  dan  praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah
untuk  memenuhi  kebutuhan  pengguna  laporan  keuangan  dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan   keuangan   terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi
tersebut  disusun  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  ditetapkan  dalam
Peraturan Bupati.
Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat
SAPD,  adalah  rangkaian  sistematik  dari  prosedur,  penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi  pemerintahan  daerah.  SAPD  tersebut  ditetapkan  dalam
Peraturan Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  172  sampai dengan pasal  175
Qanun  Aceh   Singkil  Nomor  4  Tahun   2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,   akuntansi  pemerintah   daerah   diatur   sebagai
berikut :
a.     Akuntansi pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1)     Kebijakari Akuntansi pemerintah Daerah;
2)      SAPD;

3)    Bagan  Ahem  Standar  (BAS)  untuk  Daerah  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.     Akuntansi    Pemerintah    Daerah    dilaksanakan    oleh    entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.
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C. Kebijakan  akuntansi  Pemerintah   Daerah  meliputi  kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
1)     Kebijakan     akuntansi     pelaporan     keuangan     memuat

penjelasan   atas   unsur-unsur   laporan   keuangan   yang
berfungsi   sebagai   panduan   dalam   penyajian   pelaporan
keuangan.

2)     Kebijakan  akuntansi  akun  mengatur  definisi,  pengakuan,
pengukuran, penilaian,  dan/atau pengungkapan transaksi
atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
a)     pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi

dalam SAP;
b)     pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi

dalam SAP.
d.     SAPD  memuat  pilihan  prosedur  dan teknik  akuntansi  dalam

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting
ke dalam bu]fli besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian
laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan
sistem akuntansi SKPK.

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
1)     Laporan Realisasi Anggaran;
2)     Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih;
3)      Neraca;
4)     Laporan operasional;
5)     LaporanArus Kas;
6)     Laporan perubahan Ekuitas;
7)     Catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut :
a.     Akuntansi    Pemerintah    Daerah    dilaksanakan    oleh    entitas

akuntansi  dan  entitas  pelaporan.   Entitas  Akuntansi  adalah
seluruh SKPK,  sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil dan SKPKD selaku PPKD;

b.     Proses Akuntansi  Pemerintah  Daerah  mengandung   informasi,
aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

c.     Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik
spesifik  yang  dipilih  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  berfungsi
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sebagai panduan  proses  penyusunan  laporan  keuangan  mulal
dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

d.     SAPD  pada  entitas  akuntansi  dilaksanakan  dalam  rangkaian
prosedur  identifikasi  transaksi,  teknik  pencatatan,  pengakuan
dan  pengungkapan  atas  pendapatan-LO,  beban,  pendapatan-
LRA,  belanja,  transfer,  Pembiayaan,  aset,   kewajiban,   ekuitas,
penyesuaian dan koreksi,  serta peny-usunan laporan keuangan
entitas  akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran,  Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

e.     SAPD  pada  entitas  pelaporan  dilaksanakan  dalam  rangkaian

prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja
konsolidasi,   dan  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah
daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

f.      Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah
daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan
pendekatan       pemisahari   kelompok   dana   menurut   tujuan
penggunaannya.  Pemisahan  kelompok  dana  tersebut  membagi
dana menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu.
Penerapan  akuntansi    dana   dilaksanakan    secara   bertahap
mengikuti ketentuan yang berlaku.

9.     Bagan Akun standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah
daerah dalam melakukan kodefikasi ahem yang menggambarkan
struktur  laporan  keuangan  secara  lengkap.   BAS  digunakan
dalam pencatatan transaksi pada buhai jurnal, pengklasifikasian
pada        buku  besar,  pengikhtisaran  pada  neraca  saldo,  dan
penyajian pada laporan keuangan.

h.     Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Peny.usunan Kebijakan Akuntansi pelaporan Keuangan

1)     Tim   Penyusun   mengumpulkan   rujukan   atau   referensi
berupa  peraturan  perundangan  dan  literatur  lain  yang
terkait       dengan  kebijakan  akuntansi  laporan  keuangan
pemerintah          daerah.   Sebagai  rujukan  utama  adalah
Lampiran  I  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya :
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a)     PSAP 01 tentang penyajian Laporan Keuangan
b)     PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
c)     PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
d)     PSAP 04 tentang catatan atas Laporan Keuangan
e)      PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
I)      PSAP 12 tentang Laporan operasional

g)     IPSAP   dan   Buletin   Teknis   SAP   terkait   pelaporan
keuangan.

2)     Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim penyusun
melakukan        pemahamari   dan   analisa  untuk   proses
penyesuaian    dan    harmonisasi    sesuai    kondisi    dan
kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

3)     Tim penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan
harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada
kebij akan a]ountarisi pelaporan keuangan.

b.     Peny-usunan Kebijakan Akuntansi Ahem
1)     Tim   Penyusun   mengumpulkan   rujukan   atau   referensi

berupa  peraturan  perundangan  dan  literatur  lain  yang
terkait dengan kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan
utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun  2010   tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,
khususnya:
a)     PSAP 05 tentang Akuntansi persediaan
b)     PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
c)     PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
d)     PSAP    08    tentang    Akuntansi    Konstruksi    Dalam

Pengerjaan
e)      PSAP 09 tentang Akuntansi Kewa].iban
I)      PSAP    10    tentang   Koreksi   Kesalahan,    Perubahan

Kebijakan Akuntansi,  Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

g)     IPSAp dan Buletin Teknis sAp terkait akun
2)     Tim    Penyusun    bersama-sama    dengan    SKPK    terkait

melakukan penelaahan atas rujukan atau referensi di atas
untuk:
a)     Mengidentifikasi      akun-ahem      yang      memerlukan

pemilihan metode yang khusus atas pengakuan atau
pengukurannya.
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C.

b)     Mengidentifikasi      akun-ahem      yang      memerlukan
pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan
dan pengukurannya.

c)     Mengidentifikasi  hal-hal yang  belum  diatur  di  dalam
SAP   namun dibutuhkan dalam kebijakan   akuntansi
pemerintah daerah

3)     Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP,
perlu memperhatikan :
a)     PSAP   yang   mengatur   hal-hal   yang   mirip   dengan

masalah terkait.
b)     Definisi    serta    kriteria    pengakuan    dan    kriteria

pengukuran          atas  aset,  kewajiban,  pendapatan-
LO, beban,   pendapatan-LRA,            belanja,            dan

penerimaan/ pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan
dalamKerangka     Konseptual     Standar     Akuntansi
Pemerintahan dan PSAP.

4)     Tim   Peny.usun   mencantumkan   hasil   pemilihan   metode,
pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum
diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.

Penyusunan SAPD
1)     Tim  Penyusun  SAPD  melakukan  pemahaman  atas  proses

bisnis  pada  pemerintah  daerah  khususnya  terkait  siklus
pengelolaan keuangan daerah.

2)     Berdasarkan    siklus    tersebut,    Tim    Penyusun    SAPD
mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang
harus dibuat.

3)     Tim penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada
masing-masing  prosedur  akuntansi.  Masing-masing  pihak
memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan
output yang diinginkan

4)     Tim penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen
tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal.

5)     Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap
prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.

6)     Tim  Penyusun  SAPD  menyusun  langkah  teknis.  Langkah
teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang
menjelaskan    pihak-pihak    yang    melaksanakan    sistem
akuntansi,  data atau dokumen apa saja yang diperlukan,
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dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan data-
data  terkait.   Selain  itu,  diberikan  ilustrasi  atau  format
pencatatan   dalam   bentuk  penjurnalan   akuntansi   pada
setiap   bagan   alur   atau   transaksi  yang   membutuhkan
pencatatan.

7)    Penyusunan    SAPD    ini    memperhatikan    bahwa    Proses
Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran
data,  dan  penggunaan  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

d.     Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi
Bngia;n 1 - PerLcala;fan Trcmsaksi
1)     PPK-SKPK mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data

anggaran   yang   bersumber   dari   Qanun   tentang   APBK,
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, dan DPA-SKPK.

2)     PPK-SKPK    mencatat    akuntansi    pendapatan-LRA    dan

pendapatan-LO   berdasarkan   data  yang   dihasilkan   dari
proses pelaksanaan pendapatan.

3)     PPK-SKPK    mencatat    akuntansi    belan].a    dan    beban
berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan
belanja.

4)     PPK-SKPK  mencatat  akuntansi  pembiayaan  berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

5)     PPK-SKPK  mencatat  akuntansi  aset,  hutang,  dan  ekuitas
berdasarkan    data   yang   dihasilkan    dari    pelaksanaan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi
aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Bngicm 2 - Klasiftkasi trcmsaksi
1)     PPK-SKPK   melakukan   klasifikasi   atas   transaksi   yang

sebelumnya  telah   dicatat.   Dalam  proses  ini,   PPK-SKPK
memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan
klasifikasi,  kodefikasi,  dan  nomenklatur  sesuai  ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

2)     PPK-SKPK    menghitung    saldo    di    setiap    bu]m    besar
berdasarkan klasifikasi yang dilakukan. Pencatatan ini dapat
dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan
proses  transaksi  di  setiap  siklus  pengelolaan  keuangan
daerah.   Pencatatan   ini   didokumentasikan   dalaln   buhai
Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.
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e.     Pelaksanaan SAPD di Entitas pelaporan
1)     Fungsi Akuntansi Entitas pelaporan mengidentifikasi jurnal

penyesuaian  yang   dibutuhkan,   seperti  jurnal   eliminasi
dan/ atau jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.

2)     Fungsi  Akuntansi  Entitas  Pelaporan  menyiapkan  kertas
kelja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi.

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain sebagai
berikut:

a.     BukuJurnal

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL BUKU JURNAL

SKPK
•.€-.---=

'NFI|  `w. +p,`` i..`J|,N`v.

b.      Buku Besar

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL BUKU BESAR

SKPK:.............

KODE REKENING: .............

NAMA REKENING: .............

PAGU APBK*) : .............

*) : Untuk A]mn-aku komponen LRA
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c.      Kertas Kerja Konsolidasi

Kode Nana
Neraca Neraca Neraca Neraca Jum Neraca
Saldo Saldo Saldo saldo SKPK al Saldo

Rekening Rekening SKPK A SKPK 8 SKPK C dst Eliminas,1 Pemda

D K D K D K D K D K D

8.     PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1.     Ketentuan umum
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  176  sampai dengan pasal  180
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  Pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  diatur
sebagai berikut:
a.     Pelaporan   keuangan   Pemerintah   Daerah   merupakan   proses

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
oleh  entitas  pelaporan  sebagai  hasil  konsolidasi  atas  laporan
keuangan SKPK selaku entitas akuntansi.

b.     Laporan keuangan SKPK disusun dan disajikan oleh kepala SKPK
selahai PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
1)     1aporan realisasi anggaran;
2)     neraca;
3)     1aporan operasional;
4)     1aporan perubahan ekuitas; dan
5)     catatan atas laporan keuangan.

c.     Laporan  keuangan  SKPK  disampaikan  kepada  Bupati  melalui
PPKD  paling  lambat  2   (dua)  bulan  setelah  tahun  anggaran
berakhir   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

d.     Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  disusun  dan  disajikan
oleh kepala SKPKD selahai PPKD sebagai entitas pelaporan untuk
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e.

disampaikan     kepada    Bupati     dalam     rangka     memenuhi
pertanggungj awaban pelaksanaan APBK.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
1)     Laporan Realisasi Anggaran;
2)     Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih;
3)      Neraca;
4)     Laporan operasional;
5)     LaporanArus Kas;
6)     Laporan perubahan Ekuitas;
7)     Catatan atas Laporan Keuangan.

f.      Laporan  keuangan   Pemerintah   Daerah   disampaikan   kepada
Bupati melalui  Sekretaris  Daerah  paling lambat 3  (tiga)  bulan
setelah   tahun   anggaran   berakhir   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9.     Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  dilakukan  reviu  oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  sebelum  disampaikan  kepada
Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

h.     Laporan  keuangan   Pemerintah  Daerah  disampaikan   kepada
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

i.      Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan pemeriksa Keuangan
diselesaikan selambat-1ambatriya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

j.      Dalam  hal  Badan  Pemeriksa  Keuangan  belum  menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2  (dua)  bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan
Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK diajukan
kepada DPRK.

k.     Bupati  memberikan  tariggapan  dan  melakukan  penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

1.      Dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  penyampaian  informasi
keuangandaerah,    PA   menyusun   dan   menyajikan   laporan
keuangan  SKPK  bulanan  dan  semesteran  untuk  disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

in.    Dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  penyampaian  informasi
keuangan  daerah,  PPKD  meny-usun  dan  menyajikan  laporan
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keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada
Menteri   Dalam   Negeri   dan   Menteri  yang  menyelenggarakan
urusan    pemerintahan   di   bidang   keuangan   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut :
a.     Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPK maupun SKPKD

dilampiri  dengan  Surat  Pemyataan  Kepala  SKPK/SKPKD  yang
menyatakan  bahwa pengelolaan APBK yang  menjadi  tanggung
jawabnya      telah      diselenggarakan      berdasarkan      sistem
pengendalianintern     yang     memadai,     standar     akuntansi
pemerintahan,    dan    sesuai   dengan    peraturan    perundang-
undangan.

b.     Laporan Arus Kas dan Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih
disusun  dan  disajikan  oleh  Bendahara Umum  Daerah  sebagai
bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.

c.     Laporan Arus Kas dan Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih
dilampiri   dengan   surat   pernyataan   BUD   yang   menyatakan
pengelolaan   kas   yang   menjadi   tanggung   jawabnya   telah
diselenggarakan  berdasarkan  sistem  pengendalian  intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

d.     Laporan  Keuangan  pemerintah  daerah  untuk  bulanan  berupa
Laporan Realisasi Anggaran.

e.     Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa
Laporan   Realisasi   Anggaran,   Laporan   Operasional,   Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

f.      Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi,
aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1)     Setiap   akhir   periode   akuntansi   yang   ditentukan   atau
berdasarkan   kebutuhan   penyajian   informasi,   PPK-SKPK
menyusun:
a)     Neracasaldo
b)     Jurnal penyesuaian akhir periode
c)     Neraca saldo setelah penyesuaian
d)    Jurnal penutupan
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PPK-SKPK dapat menggunakan Kertas Kerj a yang terdiri atas
kolom-kolom    untuk    penyajian    neraca    saldo,    jurnal
penyesuaian     akhir     periode,     neraca     saldo     setelah
penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan terkait.

2)     Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian,  PPK-SKPK
menyusun:
a)     Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b)     Laporan operasional (LO)
c)      Neraca
d)     Laporan perubahan Ekuitas (LPE).

3)     Berdasarkan LRA, LO, Neraca,  dan LPE yang telah dibuat,
PPK-SKPK   menyusun   Catatan   atas   Laporan   Keuangan

(CaLK).
4)     PPK-SKPK   menyerahkan   Laporan   Keuangan  yang   telah

disusun kepada Pengguna Anggaran.
5)     Pengguna  Anggaran  membuat  Surat  Pemyataan  Kepala

SKPK  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  APBK  yang
menjadi     tanggung    ].awabnya     telah     diselenggarakan
berdasarkan  sistem  pengendalian  intern  yang  memadai,
standar akuntansi    pemerintahan,    dan    sesuai    dengan
peraturan perundang-undangan.

6)     Pengguna   Anggaran   menyampaikan   Laporan   Keuangan
SKPK beserta Surat Pemyataan kepada Bupati.  Pada saat
yangbersamaan,    Laporan   Keuangan   SKPK   diserahkan
kepada PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

b.     Penyusunan Laporan Keuangan pemerintah Daerah
Bagian 1 - Perayiapa;n Kertas Keria Konsol;idasi
1)     Fungsi Akuntansi di Entitas pelaporan (selanjutnya disebut

Fungsi  Akuntansi)   menyiapkan  kertas  kerja  (worksheet)
dengan lajur sesuai banyaknya SKPK dan  SKPKD  sebagai
alat untuk menyusun  Neraca  Saldo  Gabungan  SKPK dan
SKPKD.

2)     Fungsi  Akuntansi  memindahkan  data  pada  Neraca  Saldo
SKPK  dan  Neraca  Saldo  SKPKD  ke  dalam  kertas  kerja
konsolidasi.

3)     Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesualan konsolidasi
berupa      jurnal  eliminasi  untuk  menghapus  akun-ahem
timbak-balik  /7iec{Procczz ciccott7tfs/ seperti  RK PPKD  dan  RK
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SKPK. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam
kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan
di entitas akuntansi.

4)     Fungsi Akuntansi mengisi Neraca saldo pemerintah Daerah
(konsolidasi)  berdasarkan  Neraca  Saldo  SKPK  dan  Neraca
Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bngicm 2 - Penyusunan Lapora;n Keucmgan Konsol;idasi
1)     Berdasarkan   Neraca  Saldo   setelah   Penyesuaian,   Fungsi

Akuntansi menyusun :
a)     Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
b)     Laporan operasional (LO) Konsolidasi
c)      Neraca Konsolidasi
d)     Laporan perubahan Ekuitas (LPE)
e)     Laporan perubahan SAL

D      LaporanArusKas
2)     Fungsi Akuntansi membuat catatan atas Laporan Keuangan

sesuai  dengan  sistematika  dan  penjelasan  di  Kebijakan
Akuntansi dan/ atau Standar Akuntansi Pemerintah.

3)     PPKD menyerahkan Laporan Keuangan pemerintah Daerah
yangtelah   disusun   kepada   Bupati   melalui   Sekretaris
Daerah.

4)     Bupati membuat surat pemyataan Bupati yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya
telah   diselenggarakan   berdasarkan   sistem   pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5)     Bupati   menyampaikan   Laporan   Keuangan   Pemerintah
Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan

3.     Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain
sebagai berikut:
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a.     Neraca saldo

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
SKPK......

NERACA SALDO
per Tanggal .............

SKPK  : .....................

KodeRekening
Nama Rekening

Jumlah
Debit Kredit

/.,
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b.     Laporan Keuangan SKPK

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
SKPK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

(Dalam Rupiah)
Uraian chggaran Realisasi O/o Realisasi

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAII

Pendapatan     Pajak     Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan  Hasil  Pengelolaan
KekayaanDaerahyang
Dipisahkan
Lain-lain    PAD    yang     Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan JasaJumlahBelanjaOperasi

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan Mesin
Belanja    Modal      Gedung  D
Bangunan
Belanja  Modal  Jalan,  Irigasi
dan Jaringan
Belanj aModalAsetTetap Lainya
Belanja   Modal   Aset   Lainya

Jumlah Belanja Modal
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

L
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPK
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 .... dan
21....

(Dalam Rupiah)
Uraian 20... 20... Kenaikan/Penurunan %

KEGIATAN
OPERASIONAL
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan   Pajak   Daerah*
Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah PendaLpatan Asli Daerah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban pegawai
Beban    Barang    Dan    Jasa

Jumlah Beban Operasi
BELANUAPEr\nrusuTEN DAN
AMORTISASI

Beban Penyusutan Peralatan Mesin
BebanpenyusutanGedungDan
bangunan
Beban  Penyusutan  Jalan,  Irigasi  dan
Jarin8an
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainya
Beban    Penyusutan    Aset    Lainya
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud
JumlahBebanpenyusustanDan
AmortisasiJUMLAH             B EBAN

SURPLUS/DEFISIT

+'
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PEMERINTAH RABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPK...............................

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XI dan 21XO

Uraian 20XI 20XO
ASET

ASET LANCAR
Kas Dan Setara Kas

Kas Dibendahara Pengeluaran
Kas Dibendahara Penerimaan

Piutang Pajak*
Piutan g           Re tribu si
Piutang             Lainnya
Penyi sih an        Piutan g
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar
ASET TETAP

Tanah
Peralatan      D an      Me sin
Gedung    Dan    Bangunan
Jalan, Irigasi Dan Jaringan
Aset Tetap Lainya
Konstruksi Dalam Pengeljaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA
Tagihan       j angka       panj ang
Tagihan   Penjualan   Angsuran
Tuntutan          Ganti          Ru gi
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Bermujud
Aset Lain-Lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
A]mmulasi Penyusutan Aset Lainya

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGRA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang   Jangka   Pendek   Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLALH KEWAJIBAN
EKUITAS

EKUITAS
Surplus/ Defisit - LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPK....................

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER 20XI DAN 20X0
Dalan rupiah

Uraian 20XI 20XO
Eku itas            Awal
Surplus/ Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/  Kesalah
Mendasar :
SisaLebih/KurangpembiayaanAnggaran
(SILPA/SiKPA)

Koreksi    Nilai    Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - Lain

Ekuitas AThir

PEMERINTAH RABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPK....................

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31

DESEMBER 20XI DAN 20XO
BABI 1.1 Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPK

1.2 Landasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan SKPK
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPK

8A811 Iktisar Pencapaian Kinelja Keuangan SKPK

2.1  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinelja Keuangan  Pemerintah
Daerah

2.2Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapalan target yang
ditetapkan

8A8Ill Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.1  Rincian dari Penjelasan dari masing -masing pos -pos
pelaporan Keuangan
3.1.1 Pendapatan -LRA
3.1.2 Belanja

3.1.3 Pendaptan -LO
3.1.4 Beban

3.1.5 Aset

3 .1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana

t.
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3.2    Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanjadan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas a]mntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah

BAB IV Penjelasan atas informasi - inforlnasi non keuangan SKPK
BABV Penutup

i'
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c.     Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK
TAHUN YANG BERAKIIIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20X1

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggarann Realisasin O/o
Realisasin-1

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAII

Pendapatan    Pajak    Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan   Hasil   Pengelolaan   Kekaya
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN   TRANSFER   PEMERINTAH
PUSAT- DANA PERIMBANGAN

•  Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

JumlahpendapatanTransferDana
Perimbangan

PENDAPATAN    TRANSFER    PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimesaaan Dana Desa

JumlahpendapatanTransfer
Pemerintah Pusat -Lainnya

PENDAPATANTRAN S FERAr\ITAR DAERAH
Pendapatan      Bagi      Hasil      Bantu
Keuangan

Jumlah  Pendapatan  Transfer  Ant
Daerah Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN  PENDAPATAN  DAERAH  YANG
SAH

Pendapatan   Hibah   Pendapatan   Dana
Darurat
Pendapatan Lainnya

JumlahLain-1ainpendapatanDaerah
yang sah

TOTAL PENDAPATAN

BELANJA

i,,
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BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja
Modal Gedung Dan Bangunan
Belanja Modal Jalan,  Irigasi dan Jaring
Belanja Modal Aset Tetap Lainya
Belanja Modal Aset Lainya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga
BELANJA TRANSFER

Belanja  Bantuan  Keuangan  antar  Daer
Kabupaten
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten k
Daerah Provinsi
Belanja   Bantuan   Keuangan   Kabupate
kepada Desa

Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYEN
PENERIMAAN PEMBIAYRAN

Pe nggunaan               S iLPA
Pencalran Dana Cadangan
Hasil   Penjualan   Kekayaan   Daerah  yam
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah- Pemerintah
Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah- Pemerintah
Daerafi Lain
Penerimaan  Pinjaman  Daerah  -  Lembag
Keaungan Bank
Penerimaan  Pinjaman  Daerah  -  Lembag
Keaungan Bukan Bank
Penerimaan Pinj aman D aerah- Masyarakat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaa
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
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Pembentukan    Dana    Cadangan
Penyertaan     Modal     Pemerintah
Daerah
Pembayaran   Pinjaman   dari   Pemerintah
fusat
Pembayaran   Pinjaman   dari   Pemerintah
Daerah Lain
Pembayaran    Pinjaman    dari    Lembaga
Keuangan Bank
Pembayaran    Pinjaman    dari    Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Pemb ayaran        Pinj aln an        d ari
Masyarakat     Pemberi     Pinajaman
Daerah    Pengeluaran    Pembiayaan
Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan NEITO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

1'
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKIIIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20RI dan 21XO

(Dalam Rupiah)

Uraian Tahun Tahun Kenalkan/ O/o
n n-1 Penurunan

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAII

Pendapatan   Pajak   Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan  Hasil  Pengelolaan   Kekaya
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN   TRANSFER   PEMERINTAH
PUSAT- DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

JumlahpendapatanTransferDana
Perimbangan

PENDAPATAN    TRANSFER    PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimesaaan Dana Desa

JumlahpendapatanTransfer
Pemerintah Pusat -Lainnya

PENDAPATANTRAN SFERAr\ITAR DAERAH
Pendapatan     Bagi     Hasil     Bantuan
Keangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN  PENDAPATAN  DAERAH  YANG
SAH

Pendapatan  Hibah  Pendapatan  Dana
D-rat
Pendapatan Lainnya

JumlahLain-1ainpendapatanDaerah
yang sah

TOTAL PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban Pegawai
Beban  Barang  Dan  Jasa
Beban Bunga
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B eban      Sub sidi
B.eban Hibah
Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan Mesin
Bebanpenyusutan Gedung Dan bangunan
Beban   Penyusutan   Jalan,    Irigasi   d
Jarin8an
Beban  Penyusutan  Aset  Tetap  Lainya
Beban  Penyusutan Aset  Lainya  Beban
Amortisasi Aset tak Berwujud

Jumlah   Beban   Penyusustan   Dan
Amortisasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
B eban      B antuan      Keuangan

Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT

KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON 0PERASIONAL

Surplus   Penjualan/ Pertukaran/ Pelepas
Aset Non Lancar
Surplus  Penyelesaian  Kewajiban  Jangka
Panjang
Surplus   dari   Kegiatan   Non   Operasion
Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional
JUMLAH    SURPLUS/DEFISIT    DARI
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISITSEBELUM     POS
LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa
SURTLUS/DEFISIT       POS       LUAR
BIASA

SURPLUS/ DEFISIT LO
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SRTKD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XI dan 21XO

Uraian 20XI 20XO

ASET
ASET LANCAR
Kas Dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di bendahara Pengeluaran
Kas di bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Aset yang dikonsolidasikan

Jumlah Aset Lancar
INVESTASI JANGRA PANJANG

Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMN
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam royek Pembangunan
Dana Bergulir

Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen
Penyertaan   Modal   Pemerintah   Daerah   Investasi   -   Pemberi
Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah
Peralatan Dan Mesin
Gedung Dan Bangunan
Jalan, Irigasi Dan Jaringan
Aset Tetap Lainya
Konstruksi Dalam Pengeljaan
A]nlmulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap
DANA CADANGAN

Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan jangka panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
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Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Bermujud
Aset Lain-Lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Ahaimulasi Penyusutan Aset Lainya

Jumlah Aset Lainya
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagiari Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGRA PANJANG

Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Peremium (Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

Surplus/ Defisit - LO
JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPKD....................

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN

20XO

Uraian 20RI 20XO
Eku itas             Awal
Surplus/ Defisit LO
Dampak      Kumulatif      Perubahan      Kebijakan/
Kesalahan Mendasar :
SisaLebih/KurangpembiayaanAnggaran
(SILPA/SiKPA)

Koreksi    Nilai    Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - Lain

Ekuitas AThir
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SKPKD....................

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20XO

BABI 1.1Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
1.2Landasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan SKPK
1.3Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPK

BAB 11 Iktisar Pencapaian KineH.a Keuangan SKPK
2.1Ikhtisar Realisasi  Pencapaian  Target  Kinelja  Keuangan
Pemerintah Daerah
2.2Hambatan dan  kendala yang ada dalam pencapaian target
yang ditetapkan

BA8111 Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.1Rincian dari Penjelasan dari masing -masing pos -pos pelapor
keuangan
3 . 1 . 1 Pendapatan - LRA
3.1.2Belanja

3.1.3Pembiayaan
3.1.4Pendaptan -LO
3.1.5Beban

3 .1.6Aset

3.1.7Kewajiban

3 .1.8Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang timbu
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan d
belanjadan  rekonsiliasinya  dengan  penerapan  basis  kas,    untu
entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akru
pada pemerintah daerah

BA8 Penjelasan atas informasi - informasi nonkeuangan SKPK

BABV Penutup
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d.     Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK

TAHUN YANG BERAKIIIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20X1

(Dalam Rupiah)

Uraian chggarann Reafisasin
%

Realisasin-1

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan    Pajak    Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan   Hasil   Pengelolaan   Kekaya
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN   TRANSFER   PEMERINTAH
PUSAT- DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

JumlahpendapatanTransferDana
Perimbangan

PENDAPATAN    TRANSFER    PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimesaaan Dana Desa

JumlahpendapatanTransfer
Pemerintah Pusat -Lainnya

pENDAPATANTRANSFERAr\ITAR DAERAH
Pendapatan      Bagi      Hasil      Bantu
Keuangan

Jumlah  Pendapatan  Transfer  Ant
Daerah Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN  PENDAPATAN  DAERAH  YANG
SAH

Pendapatan   Hibah   Pendapatan   Dana
Daunrat
Pendapatan Lainnya

JumlahLain-1ainpendapatanDaerah
yang sah

TOTAL PENDAPATAN

BELANJA
BELANJA OPERASI
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Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan Mesin Belanja
Modal Gedung Dan Bangunan
Belanja Modal Jalan,  Irigasi dan Jaring
Belanja Modal Aset Tetap Lainya
Belanja Modal Aset Lainya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga
BELANJA TRANSFER

Belanja  Bantuan  Keuangan  antar  Daer
Kabupaten
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten k
Daerah Provinsi
Belanja   Bantuan   Keuangan   Kabupate
kepada Desa

Jumlah Belanja Transfer
JUMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYEN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pe nggunaan               S iLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil   Penjualan   Kekayaan   Daerah   yam
Dipisahkan
PenerimaanpinjamanDaerah-   Pemerintah
Pusat
PenerimaanpinjamanDaerah-   Pemerintah
Daerah Lain
Penerimaan  Pinjaman  Daerah  -  Lembag
Keaungan Bank
Penerimaan  Pinjaman  Daerah  -  Lembag
Keaungan Bukan Bank
Penerimaanpinj amanD aerah- Masyarakat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaa
PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan    Dana     Cadangan
Penyertaan     Modal     Pemerintah
Daerah
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Pembayaran   Pinjaman   dari   Pemerintah
fusat
Pembayaran    Pinjamandari    Pemerintah
Daerah Lain
Pembayaran    Pinjaman    dari    Lembaga
Keuangan Bank
Pembayaran    Pinjaman    dari    Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Pe mb ayaran         Pinj am an         d ari
Masyarakat     Pemberi     Pinajaman
Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan NEITO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKIIIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI dan 21XO

(Dalam Rupiah)

Uraian Tahun Tahun Kenalkan/ O/o
n n-1 Penurunan

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAII

Pendapatan   Pajak   Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan  Hasil  Pengelolaan   Kekaya
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN   TRANSFER   PEMERINTAH
PUSAT- DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

JumlahpendapatanTransferDana
Perimbangan

PENDAPATAN    TRANSFER    PEMERINTAII
PUSAT - LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimesaaan Dana Desa

JumlahpendapatanTransfer
Pemerintah Pusat -Lainnya

PENDAPATANTRAN SFEENTAR DAERAH
Pendapatan     Bagi     Hasil     Bantuan
Keangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah Total Pendapatan Transfer

LAIN-LAIN  PENDAPATAN  DAERAII  YANG
SAH

Pendapatan  Hibah  Pendapatan  DanaD-rat
Pendapatan Lainnya

JumlahLain-1ainpendapatanDaerah
yang sah

TOTAL PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI

Beban Pegawai
Beban  Barang  Dan  Jasa
Beban Bunga
B eban      Sub sidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Operasi

BEBAN pEr\nrusuTAN DAN AMORTlsAsl
Beban Penyusutan Peralatan Mesin
BebanpenyusutanGedungDan bangunan
Beban   Penyusutan   Jalan,    Irigasi   d
Jaringan
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Beban  Penyusutan  Aset  Tetap  Lainya
Beban  Penyusutan  Aset  Lainya  Beban
Amortisasi Aset tak Berwujud

Jumlah   Beban   Penyusustan   Dan
chortisasi

BEBAN TRANSFER
Beban Bagi Hasil
B eban      B antuan      Keuangan

Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga

Jumlah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT

KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus   Penjualan/ Pertukaran/ Pelepas
Aset Non Lancar
Surplus  Penyelesaian  Kewajiban  Jangka
Panjang
Surplus   dari   Kegiatan   Non   Operasion
Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional
JUMLAH    SURPLUS/DEFISIT    DARI
REGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISITSEBELUM     POS
LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa
SURPLUS/DEFISIT       POS       LUAR
BIASA

SURPLUS/ DEFISIT LO

PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
NERACA

PER 31 DESEMBER 20XI dan 21XO

Uraian 20XI 20XO

ASET
ASET LANCAR
Kas Dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di bendahara Pengeluaran
Kas di bendahara Penerimaan
Kas Lainnya
Setara Kas Piutang Pajak

Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat

i - 465 -



Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Aset yang dikonsolidasikan

Jumlah Aset Lancar
INVESTASI JANGRA PANJANG

Investasi Non Pernianen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMN
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam royek Pembangunan
Dana Bergulir

Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi -
Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah
Peralatan Dan Mesin
Gedung Dan Bangunan
Jalan, Irigasi Dan Jaringan
Aset Tetap Lainya
Konstruksi Dalam Pengeljaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap
DANA CADANGAN

Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan jangka panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Bermujud
Aset Lain-Lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainya

Jumlah Aset Lainya
JUMLAH ASET
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KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGRA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGRA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Peremium (Diskonto) Obligasi

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

Surplus/ Defisit - LO
JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGRIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN
20XO

Uraian 20XI 20XO
Ekuitas             Awal
Surplus/ Defisit LO
DampakKumulatifperubahanKebij akan /  Kesalahan
Mendasar :
SisaLebih/KurangpembiayaanAnggaran
(SILPA/SiKPA)

Koreksi    Nilai    Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - Lain

Efuitas AThir
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20XO
Uraian 20RI 20XO
Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan  SAL  sebagai  Penerimaan  Pembiaya
Tahun Beljalan

Subtotal
SisaLebih/KurangpembiayaanAnggaran
(SiLPA/SiKPA)

Subtotal
Koreksi Kesalahan Pembuhaian Tahun Sebelumnya
Lain-lain

Saldo Anggaran I+ebih A]chir
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PEMERINTAII KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN ARUS RAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0
MRTODE LANGSUNG

Uraian 20XI 20XO

ARUS RAS DARI AKTIFITAS OPERASI

ARUS MASUK RAS
Penerimaan    Pajak    Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan    Hasil    Pengelolaan    Kekayaan    Daerah   yang
Dipisahkan
Penerimaan   Dana   Bagi   Hasil
Penerimaan Dana Alokasi Umum
Penerimaan  Dana  Alokasi  Khusus  -  Fisik
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik
Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan Dana Insentif Daerah
Penerimaan       D ana       O tonomi       D aerah
Penerimaan Keistimewaan
Penerimaan           D ana           D e sa
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi
Penerimaan    Bantuan    Keuangan
Penerimaan Hibah
Penerimaan          D ana          D arurat
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR RAS
Pe mb ayaran                Pe gawai
Pembayaran Barang dan Jasa
Pe mb ayaran                  B unga
Pembayaran                 Sub sidi
Pembayaran Belanja Hibah
Pembayaran      Belanja      Bantuan      Sosial
Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran   Belanja   Bantuan   Keuangan   antar   Daerah
Kabupaten
Pembayaran Belanja bafituan Keuangan ke Daerah Provinsi
Pembayaran   Belanja   Bantuan   Keuangan   kepada   Desa
Jumlah Anls Keluar Kas
Anis Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS MASUK RAS
Penc alran                  D ana
Cadangan Penjualan atas
Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya
Penjualan atas Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permianen
Jumlah Arus Masuk Kas
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ARUS KELUAR RAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya
Perolehan atas Aset Lainnya
Pengeluaran      Penyertaan      Modal      Pemerintah      Daer
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Anls
Keluar Kas
Anis Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANRAN

ARUS MASUK RAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan  Pinjaman   Daerah  -  Pemerintah  Daerah  L  .
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan  Pinjaman  Daerah -  Lembaga  Keuangan  Buk
Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyrakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman DAerah
Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran    Pinjaman    dari    Pemerintah    Daerah    L.
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Ban
Pembayaran   Pinjaman   dari   Masyrakat   (Obligasi   Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Anis Keluar Kas

ARUS RAS DARI AKTlflTAS TRANSITORIS

ARUS MASUK RAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Anis Masuk Kas

ARUS KELUAR RAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Anis Keluar Kas
Anis Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenalkan / Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Saldo AThir Kas
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20XO

BABI 1.1Maksud Dan Tujaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
1.2Landasan Hokum Penyususnan Laporan Keuangan SKPK
1.3Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPK

BAB 11 Iktisar Pencapaian Kinelja Keuangan SKPK
2.1Ikhtisar Realisasi  Pencapaian  Target  Kinelja  Keuangan
Pemerintah Daerah
2.2Hambatan dan  kendala yang ada dalam pencapaian target
yang ditetapkan

BAB Ill Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3.1Rincian dari Penjelasan dari masing -masing pos -pos pelapor
keuangan
3 . 1 . 1 Pendapatan - LRA
3.1.2Belanja

3.1.3Pembiayaan
3.1.4Pendaptan -LO
3.1.5Beban

3 .1.6Aset

3.1.7Kewajiban

3 .1.8Ekuitas Dana
3.2  Pengungkapan atas Pos- pos asset dan kewajiban yang timbu
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan d
belanjadan  rekonsiliasinya  dengan  penerapan  basis  kas,    untu
entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis aknl
pada pemerintah daerah

BAB IV Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan Kabupaten
BABV Penutup
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BAB VIII
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNG dAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

A.     PENYUSUNAN  DAN  PEMBAHASAN  RANCANGAN  PERATURAN  DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK
1.     Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal  181  sampai dengan pasal  183
Qanun  Aceh  Singkil  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait
peny.usunan dan pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBK sebagai berikut:
a.     Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang pertanggung

jawaban  pelaksanaan  APBK  kepada  DPRK  dengan  dilampiri
laporan keuangan yang telah  diperiksa oleh  Badan Pemeriksa
Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan
BUMD  paling lambat 6  (enam)  bulan  setelah  tahun  anggaran
berakhir.

b.     Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan    Pemeriksa    Keuangan,    Rancangan    Qanun    tentang
Pertanggung  jawaban   Pelaksanaan  APBK   dilalnpiri   Laporan
Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBK.  Pedoman

penyusunan    Laporan    Evaluasi    Efisiensi    dan    Efektivitas
Pelaksanaan APBK akan diatur lebih lanjut dengan peraturan
Menteri.

c.     Rancangan  Qanun  tentang pertanggung jawaban  pelaksanaan
APBK  sebagaimana  dimaksud  pada  dibahas  Bupati  bersama
DPRK untuk mendapat persetujuan bersama.

d.     Persetujuan bersama rancangan Qanun dilakukan paling lambat
7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

e.     Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan
Peraturan  Bupati   tentang  penjabaran  pertanggung  jawaban
pelaksanaan APBK.

f.      Dalam  hal  dalam  waktu   1   (satu)   bulan   sejak  diterimanya
rancangan  Qanun  tentang  pertanggung jawaban  pelaksanaan
APBK dari Bupati,  DPRK tidak mengambil keputusan bersama
dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBK, Bupati menyusun dan menetapkan
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Peraturan  Bupati  tentang  pertanggung  jawaban  pelaksanaan
APBK.

9.     Rancangan   Peraturan   Bupati  tentang  pertanggung  jawaban
pelaksanaan APBK ditetapkan setelah memperoleh pengesahan
dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

h.     Untuk  memperoleh  pengesahan,  rancangan  Peraturan  Bupati
tentang   pertanggung   jawaban   pelaksanaan   APBK   beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak DPRK tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati
terhadap   rancangan   Qanun   tentang   pertanggung   ].awaban
pelaksanaan APBK.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Penyampaian   dan   pembahasan   bersama   rancangan   Qanun

tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.
1)     Bupati    menyampaikan     rancangan      Qanun      tentang

pertanggung jawaban pelaksanaan APBK beserta penjelasan
dan  dokumen  pendukung  kepada  DPRK  paling  lambat  6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2)     Bupati   dan   DPRK   melakukan   pembahasan   rancangan
Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.

3)     Hasil pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBK dituangkan dalam persetujuan
bersama yang  ditandatangani  oleh  Bupati  dan  pimpinan
DPRK.

4)     Bupati  menyiapkan  rancangan  Peraturan  Bupati  tentang
penjabaran    pertanggung   jawaban    pelaksanaan    APBK
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Qanun tentang
pertariggung jawaban pelaksanaan APBK.

b.     Penyusunan dan penetapan rancangan peraturan Bupati tentang
pertanggung jawaban  pelaksanaan  APBK  saat  tidak  tercapai
persetujuan    bersama    antara    Bupati    dan    DPRK.    Untuk
memperoleh   Pengesahan   atas   Rancangan   Peraturan   Bupati
tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK dari gubernur
sebagai   wakil   pemerintah   pusat   bagi   daerah   Kabupaten
dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
1)     Bupati menyampaikan rancangan peraturan Bupati tentang

pertanggung jawaban pelaksanaan APBK beserta penjelasan
dan dokumen pendukung kepada gubernur sebagal wakil
pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRK
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tidak   mengambil   keputusan   bersama   dengan   Bupati
terhadap rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBK.

2)     Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  mengesahkan
rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBK.

3)     Bupati menetapkan  rancangan  Peraturan  Bupati menjadi
Peraturan      Bupati      tentang      pertanggung     jawaban
pelaksanaan APBK.

8.     EVALUASI      RANCANGAN      PERATURAN      DAERAH      PERTANGGUNG

JAWABAN PELAKSANAAN APBK DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA

DAERAH         TENTAN G         PENJABARAN         PERTAN G GU N GJAWABAN
PELAKSANAAN APBK

1.     Ketentuan umum
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 182 Qanun Aceh Singkil Nomor
4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Ketentuan
terkait  evaluasi  Rancangan   Qanun   tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK adalah sebagai
berikut:
a.     Rancangan  Qanun  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan

APBK  yang   telah   disetujui   bersama   DPRK   dan   rancangan
Peraturan   Bupati   tentang   penjabaran   pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK disampaikan kepada gubernur selahai wakil
pemerintah  pusat  paling  lambat  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak
tanggal  persetujuan  rancangan  PeraturanDaerah  Kabupaten
tentang     pertanggungjawaban     pelaksanaan     APBK     untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

b.     Gubernur  selaku wakil  Pemerintah  Pusat melakukan  evaluasi
terhadaprancangan     Qanun     tentang     pertanggungjawaban
pelaksanaan  APBK  dan  rancangan  Peraturan  Bupati  tentang
penjabaran   pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBK   untuk
menguji   kesesuaian   dengan   Qanun   tentang   APBK,   Qanun
tentang perubahan APBK, Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBK,  Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK,
dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.
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c.     Hasil   evaluasi   disampaikan   oleh   gubernur   sebagai   wakil
Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat  15  (lima belas)
hari   terhitungsejak   diterimanya   rancangan   Qanun   tentang
pertanggungjawaban    pelaksanaan    APBK    dan     rancangan
Peraturan   Bupati   tentang   penjabaran   pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK.

d.     Dalam hal gubernur selaku wakil pemerintah pusat menyatakan
hasil  evaluasi  rancangan  Qanun  tentang  pertanggungiawaban
pelaksanaan  APBK  dan  rancangan  Peraturan  Bupati  tentang
penjabaran   pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBK   sudah
sesuai dengan Qanun tentang APBK, Qanun tentang perubahan
APBK,  Peraturan  Bupati  tentang penjabaran APBK,  Peraturan
Bupati   tentang   penjabaran   perubahan   APBK,    dan   telah
menindaklanjuti   temuan   laporan   hasil   pemeriksaan   Badan
Pemeriksa      Keuangan,      Bupati      menetapkan      rancangan
Qanunmenjadi Qanun dan rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.

e.     Dalam hal gubernur selaku wakil pemerintah pusat menyatakan
hasil  evaluasi  rancangan  Qanun  tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan  APBK  dan  rancangan  Peraturan  Bupati  tentang
p enj abaran        p ertanggungj awaban        p elaks anaan        APB K
bertentangan  dengan  Qanun  tentang  APBK,   Qanun  tentang
perubahan APBK,  Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK,
Peraturan    Bupati    tentang    penjabaran    perubahan    APBK,
dan/atau    tidak    menindaklanjuti    temuan    laporan    hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,Bupati bersama DPRK
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak hasil evaluasi diterima.

f.      Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRK   dan   Bupati   menetapkan   rancangan   Qanun   tentang
pertanggung jawaban  pelaksanaan  APBK  menjadi  Qanun  dan
ranc angan       Pe raturan       Bup ati       te ntang       p enj ab aran
pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBK   menjadi   Peraturan
Bupati,  gubernur  mengusulkan  kepada  Menteri,   selanjutnya
Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan  untuk  melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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9.     Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara  evaluasi  rancangan
Peraturan  Daerahpertanggungjawaban  pelaksanaan  APBK  dan
evaluasi rancanganperaturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban     pelaksanaan     APBK     diatur     dengan
Keputusan Menteri.

h.     Proses               penyampaian               rancangan               Qanun
tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan
Peraturan         Kep ala         D ae rah         te ntang         p enj ab aran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBK serta penyampaian hasil
keputusan   evaluasi   dapat   memuat   informasi   aliran   data,
penggunaan  dan  penyajian  dokumen  yang  dilakukan  secara
elektronik.

2.     Ketentuan pelaksanaan
a.     Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan

DPRK,    Bupati    mengirimkan    rancangan    Qanun    tentang
pertanggung   jawaban   pelaksanaan   APBK   serta   rancangan
Peraturan  Bupati  tentang  penjabaran  pertanggung  jawaban
pelaksanaan APBK kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah
Pusat untuk dievaluasi.

b.     Gubernur  selahai wakil  Pemerintah  Pusat melafukan  evaluasi
terhadap   rancangan   Qanun   tentang   pertanggung  jawaban
pelaksanaan APBK  serta rancangan  Peraturan  Bupati  tentang
penjabaran pertanggung j awaban pelaksanaan APBK.

c.     Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan  surat
keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada
Bupati.

d.     Setelah  hasil  evaluasi  dinyatakan  sudah  sesuai  dan  temuan
laporan  hasil  pemeriksaan  BPK  sudah  ditindaklanjuti,  Bupati
menetapkan  rancagan  Qanun  menjadi  Qarlun  dan  rancangan
Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati
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BAB IX
KEKAYAAN DAERAII DAN UTANG DAERAII

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan
umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah adalah sebagal
berikut:
1.     Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,  belanja,

dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

2.     Pemerintah  Daerah  mempunyai  hak  mendahului  atas   piutang  I.enis
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.     Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.     Penyelesaian piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat
dilakukan  melalui  perdamaian,  kecuali  mengenai  Piutang  Daerah yang
cara  penyelesaiannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

5.     Piutang  Daerah  dapat  dihapuskan  secara  mutlak  atau  bersyarat  dari
pembukuan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
yang  mengatur  mengenai  penghapusan  piutang  negara  dan  Daerah,
kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

6.     Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.

7.     Pengelolaan  BMD  meliputi rangkaian  Kegiatan  pengelolaan  BMD  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

8.     Kepala   Daerah   dapat   melakukan   pengelolaan   Utang   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

9.     Kepala  Daerah  dapat  melakukan  pinjaman  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perulndang-undangan.

10.   Biaya  yang  timbul  akibat  pengelolaan  Utang  dan  Pinjaman  Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman  teknis  mengenai  pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  utang  daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.
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BABX
BADAN LAYANAN UMUM DAERAII

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 196 Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan
umum  terkait  pengelolaan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  adalah  sebagai
berikut:
1.     Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan

pelayanan   kepada   masyarakat   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang- undangan.

2.     Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,   Bupati
menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD  dalam Peraturan Bupati yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

3.     Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

4.     Pelayanan kepada masyarakat meliputi:
a.     penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
b.     pengelolaan  dana khusus  untuk meningkatkan  ekonomi  dan/atau

layanan kepada masyarakat; dan/ atari
c.     pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanarl umum.
5.     BLUD merupakan bagian dari pengelolaan Keuangan Daerah.
6.     BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola

untuk  menyelenggarakan   kegiatan   BLUD  yang  bersangkutan   sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.     BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
8.     Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
9.     Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis

BLUD dilakukan oleh kepala SKPK yang bertanggungjawab atas Urusan
Pemerintahan yang bersangkutan.

10.   Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
Beban BLUD yang bersangkutan.

11.   Pendapatan  BLUD  meliputi  pendapatan  yang  diperoleh  dari  aktivitas

peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
12.   Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD

disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran, APBK serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah
Daerah.

`,
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13.   Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai
pengelolaan BLUD.
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BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAII

Berdasarkan ketentuan  dalam Pasal  197  dan Pasal  198  Qanun Aceh  Singkil
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan umum
terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut:

1.     Setiap   kerugian   Keuangan   Daerah   yang   disebabkan   oleh   tindakan
melanggar  hukum  atau  kelalaian  seseorang  wajib  segera  diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.     Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya,
baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti
kerugian dimaksud.

3.     Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penggantian kerugian.

4.     Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah dilaksanakan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  Pedoman  teknis  mengenai  pengelolaan
kerugian keuangan daerah dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan
daerah.
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BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAII

Berdasarkan ketentuan dalaln Pasal  199 dan Pasal 200 Qanun Aceh Singkil
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketentuan umum
terkait Penyajian Informasi Keuangan Daerah adalah sebagal berikut:
1.     Pemerintah Daerah wajib menyediakan    informasi keuangan daerahdan

diumumkan kepada masyarakat.
2.     Informasi    keuangan    daerah    paling    sedikit    memuat    informasi

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
3.     Informasi keuangan daerah digunakan untuk:

a.     Membantu Bupati dalam Menyusun anggaran daerah dan laporan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b.     membantu Bupati dalam merumuskari kebijakan Keuangan Daerah;
c.     membantu   Kepala   Daerah   dalam   melakukan   evaluasi   Kinerja

Keuangan Daerah;
d.     menyediakan statistik keuangan pemerintah Daerah;
e.     mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f.      mendukung  penyelenggaraan  sistem  informasi  keuangan  daerah;

dan
9.     melakukan evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah

4.     Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan
wajib  disampaikan  kepada  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

5.     Bupati yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai
sanksi  administratif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Selanjutnya melaksanakan ketentuan dalam Pasal 199 dan Pasal 200 Qanun
Aceh  Singkil  Nomor 4 Tahun  2022  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
1.     Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik

dalam Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Penerapan  sistem pemerintahan
berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan
kondisi dan/ atau kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berla]ou.

2.     Penerapan   SPBE   dalam   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   menuntut
perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen
menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi
pada hal-hal sebagai berikut:
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a.     Otorisasi  yang  sah  pada  setiap  tahapan  dapat  dilakukan  secara
elektronik  dengan  prasyarat  adanya  otentifikasi yang  andal  pada
setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.

b.     Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen,  dapat
disampaikan  secara  elektronik  melalui  tampilan  (user  interface)
dalam sistem yang memadai.

c.     Integrasi  antar  sistem  yang  memungkinkan  transfer  data    dan
informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3.     Penerapan SPBE dalam pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal-
hal sebagai berikut:
a.     Pengembangan  kapasitas  berupa  kompetensi  digital  dan  budaya

digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah.
b.     Pengembangan  proses  bisnis  berbasis  elektronik  sebagai  acuan

penyusunan    petunjuk   teknis    pengelolaan    keuangan    daerah,
pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.
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BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan
Keuangan  Daerah  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  kebutuhan  setempat
dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif,  efisien,  dan
transparan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 sampai dengan Pasal 204 Qanun Aceh
Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan
umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :
1.     Bupati melakukan pembinaan kepada SKPK;
2.    Pembinaan dila]oukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan

pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
3.    Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

bimbingan   teknis,   dan   bentuk   pengawasan   lainnya   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu bentuk evaluisi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan   daerah  yang   bertujuan   untuk   mengevaluasi   kemampuan
Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah
daerah  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah   sesuai  dengan  koridor
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Evaluasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua
tahapannya  dila]oukan  sesuai  dengan  norma  dan  kaidah  yang  telah
ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:
a.     Evaluasi  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dilafukan  melalui

pengambilan  data langsung  melalui  observasi,  diskusi,  wawancara
mendalam, dan/ atau penelaahan dokumen.

b.     Evaluasi  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur
dan   aspek-aspek   lain   yang   mempengaruhi   kinerja   pengelolaan
keuangan pemerintah daerah.

c.     Hal-hal  teknis  terkait  dengan  proses  evaluasi  kinerja  pengelolaan
keuangan  pemerintah  daerah,  termasuk  penentuan  kriteria  dan
indikatomya dilaksanakan  sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4.     Pembinaan  dan  pengawasan  dilaksanakan   sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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